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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa perencanaan pembangunan daerah bertujuan
untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing sesuai
dengan kewenangan daerah;

bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan
dokumen perencanan pembangunan tahunan sebagai
pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran
pendapatan dan belanja daerah dan prioritas serta plafon
anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan
anggaran pendapatan dan belanja daerah;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2026;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang ...



Menetapkan
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7042);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

S. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanj utnya disebut Daerah adalah
Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.

4. Perangkat ...
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Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan
lima tahunan

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/
Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil
program Perangkat Daerah.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan
secara bertahap untuk mencapai sasaran rencana
pembangunan jangka menengah Daerah.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas
dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai
hasil suatu Program.

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari
Kegiatan /Program/Sasaran sehubungan dengan
penggunaan sumber daya pembangunan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya yang selanjutnya
disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat
Daerah.

Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat
program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai
sasaran pembangunan.

BAB ...



BAB 11
KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Kedudukan RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen
perencanaan bagi Pemerintah Daerah yang memuat uraian
Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, kegiatan, sub
kegiatan dan aktivitas sub kegiatan untuk kurun waktu 1
(satu) tahun.

(2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat uraian Kegiatan Perangkat Daerah untuk
kurun waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3
Ruang lingkup RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

a. babl berisi pendahuluan;
b. babll berisi gambaran umum kondisi Daerah;
Cc. bab I berisi kerangka ekonomi Daerah dan

keuangan Daerah;
d. bablVv berisi Sasaran dan Prioritas Pembangunan

Daerah;
e. babV berisi Rencana Kerja dan pendanaan Daerah;
f. bab VI berisi Kinerja penyelenggaraan pemerintahan
Daerah; dan

g bab VII berisi penutup.

Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai isi dan uraian dokumen RKPD
Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
(1) RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan KUA dan
PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD.
(2) RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman penyempurnaan
rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2026.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar ...
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
22 11 Juli 2025

PUMEDANG,

Yy, AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 11 Juli 2025

NOMOR 29




DAFTAR ISI

D O L £ N i
DAFTAR TABEL.....cccecttititiutieiurieieriececietessscessssasssssssssssssssssssssssssssssssns vii
DAFTAR GRAFIK....cccittitieiutieineieieriecacsecessecacsssassscasssssssscsssssssssssssssssne xii
DAFTAR GAMBAR ......ccuiititiiiitiiiiiirieiitiiceriscetescessscasessassssssssssesssseses xvii
BAB I PENDAHULUAN.....cicttttttittttieterettecetsasecsacecsscecsscecsscessscnssscssssns I-1
1.1. Latar BelaKang . ...oo.ouiiviiiiiieeee e I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..........cccoeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiineeen, -4
1.3. Hubungan Antar Dokumen .......c.coooiiiiiiiiiiiiiiiiieeen, I-9
1.4. Maksud dan Tujuan .......c.cceeeeiiiiiiiiiiiiiie e I-12
1.5. Sistematika Dokumen RKPD .........ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiine, I-13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.......cccccttutitiatrinceccncenes II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi .........ccoveiiiiiiiiiiiiiiniiin II-1
2.1.1. Aspek Geografi .....c.veiuiiiiiiiii II-1
2.1.2. DemOZIrafi. .ccu i I1-9
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat..........c..cooiiiiiiiiiiii. II-12
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi................. II-14
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Lapangan Usaha............ II-14
2.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran .................. I1-19
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial.......c..cccoveiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnn... I1-22
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia.......c..cocoveveeiiiiinininnininnennnn. I1-22
2.2.2.2. KemiSKiNam ......cccoouiuiiiiiiiiiiiin e I1-24
2.2.2.3. Pengangguraml......c.ccocviviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieee e I1-27
2.2.2.4. KetimMPangam .....coeueuiuiiinininiiiieieeeeie et eenenes I1-32
2.2.2.5. PDRB per Kapita....c.ooovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicc e I1-34
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ........c..ccoceeveieiiiininenen... I1-36
2.2.3.1. FOKUS SENI .ieuiriiiiiiiiiiiiiiii e II-36
2.2.3.2. Fokus Olahraga .......ccocoeuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieece e I1-39
2.3. Aspek Pelayanan UmuUm.........ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieicecene I1-40
2.3.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar.........c..cocovevenvinennen... 11-40
2.3.1.1. Urusan Pendidikan........c..ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiinnnen, I1-40
2.3.1.2. Urusan Kesehatan ........c.coooiiiiiiiiiiiiiiiiinceeeea 11-45
2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang................ I1-65
2.3.1.3.1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum
Sehari-hari....cocoooiiiii I1-66

i | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



2.3.1.3.2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah

DomestiK. .. II-67
2.3.1.3.3. Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten

Mantap cueeeeiiei e II-68
2.3.1.3.4. Tingkat Kondisi Jembatan Kabupaten Mantap.......... I1I-70
2.3.1.3.5. Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi dan Persentase

Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik..............c........... II-71
2.3.1.3.6. Persentase Penataan Ruang/Bangunan/Gedung di

Kabupaten Sumedang.........c.ccooeeviiiiiiiiiiininininiiinen.n. II-74
2.3.1.3.7. Persampahan .....c.ccoooiiiiiiiiiii II-75

2.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman....II-76

2.3.1.4.1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak
Huni Bagi Korban Bencana Daerah
Kabupaten/Kota .......cccceviviviiiiiiiiiiiiiieeeeeeceeien, In-77

2.3.1.4.2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi
Masyarakat yang Terkena Relokasi Program

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ........................ II-78
2.3.1.4.3. Rumah Tidak Layak HUNi ......coveveiiiiiniiiniinen, I1-78
2.3.1.4.4. Backlog Rumah........ccooiiiiiiiiiii, I1-79
2.3.1.4.5. Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan dan

Kawasan Permukiman ..........cccceevviiiiiiiiinininininnnen.n. II-80
2.3.1.4.6. Kawasan Kumuh..........c.ooooii, I1-82

2.3.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat......c.ooiiiiii e I1-83
2.3.1.5.1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum......... I1-83
2.3.1.5.2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana........................ 11-87
2.3.1.5.3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap
bencana dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi
korban bencana .........coeveiiiiiiiiiiii I1-88
2.3.1.5.4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
kebakaramn ......coeeuviiiiiiiiii e I1-89
2.3.1.5.5. Indeks Resiko Bencana .........coeeeviviviiiiiiiinininenininnanen. 11-92
2.3.1.6. Urusan Sosial....ccccoiuiiiiiiiiiiiiii e I1-95
2.3.1.6.1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)....... I1-96
2.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar ...........c............ I1-98
2.3.2.1. Urusan Tenaga Kerja .......cccoveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiincen, I1-98
2.3.2.1.1. Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja .I1I-99
2.3.2.1.2. Hubungan Industri .....cocoeviviiiiniiiiiiiiiiiireeeens I1-100
2.3.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
ANAK ..o [1-102
2.3.2.2.1. Perlindungan Perempuan dan Anak Korban

KeKerasam ...coouvuiuiiiiiiei e I1-102
2.3.2.2.2. Indeks Pembangunan Gender ...........c..cceoveiiiiininnnn. II-104
2.3.2.2.3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).......c.ccecuvenennene. I1-104

ii | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



2.3.2.2.4. Indeks Ketimpangan Gender ..........coceevevniininenennnnnns [I-106

2.3.2.3. Urusan Pangan......c.cc.coceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinne e [1-107
2.3.2.3.1. Skor Pola Pangan Harapan.........c.ccocoeeveiiiiiiiinint. II-108
2.3.2.3.2. Indeks Ketahanan Pangan............c.ccocoviiiiiiinn, I1-109
2.3.2.3.3. Jumlah Ketersediaan Pangan Pokok ....................... I1-110

2.3.2.4. Urusan Pertanahan .........c.ocooiiiiiiiiiiiiiiii, II-111

2.3.2.5. Urusan Lingkungan Hidup ......cccoveveiiiiiiiiiniininenns II-114

2.3.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

SIPIL et e I1-118
2.3.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa................. II-120
2.3.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana ........cocoeeiiiiiiiiiiiii II-121
2.3.2.8.1.  Total Fertility Rate (TFR) .....ccccoeiiiiiiiiiiiiiiinen, [I-121
2.3.2.8.2. Peserta KB ..o I1-122
2.3.2.9. Urusan Perhubungan ...........c.ocoooiiiiiiiiiiiiiiniiiinn, I1-125
2.3.2.9.1. Trayek Angkutan.........ccocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiieen, I1-125
2.3.2.9.2. Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas.............c............. I1-128
2.3.2.9.3. Uji Kendaraan Bermotor (Uji KIR).......c.ccccoeeviniinennne. I1-129
2.3.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika.............................. I1-130
2.3.2.10.1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) ..ttt 11-130
2.3.2.10.2. Indeks Masyarakat Digital Indonesia..........c............ I1-131

2.3.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ................ II-132

2.3.2.12. Urusan Penanaman Modal ...........ccccoviiiiiiiiininininiinann, I1-140

2.3.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga........c..cccceeveuvenennenenn. I1-142

2.3.2.14. Urusan Statistik ......ccooiiiiiiiiii II-144

2.3.2.15. Urusan Persandian.....c..cocoeeieuiiiiiiiniininiiniiiineeieeeeeeenean, I1-145

2.3.2.16. Urusan Kebudayaan ........c..cccoveiiiiiiiiiiiiiiinniinieeenn, II-146

2.3.2.17. Urusan Perpustakaan......c..cocoveieiiiiiiiiiiiininiiiieeen, I1-148

2.3.2.18. Urusan Kearsipan.......cocoeeuiuiiiiiiniiinnieeeeeee e II-152

2.3.3. Fokus Urusan Pilihan.........cooooiiiiiiiiiiiinneeen I1-154

2.3.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan...........c.ccccoeveviieiininnnnn.. [1-154

2.3.3.2. Urusan Pariwisata ......c.cocoiiiiiiiiiiiiiiiiineee e I1-158
2.3.3.2.1.  Jumlah Kunjungan Wisatawan ..........c..c..ceecvenennnen. I1-158
2.3.3.2.2. Promosi Pariwisata.........cocoiiiiiiiiiiin I1-159
2.3.3.2.3. Amanitas Pariwisata.......c.ccocoviiiiiiiiiiiiiiiii, II-160
2.3.3.2.4. Ekonomi Kreatif ..........coooviiiiiiiiiiiiiiie, II-161

2.3.3.3. Urusan Pertanian .........cccoeoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e II-162

2.3.3.4. Urusan Kehutanan .........ccccoovviiiiiiiiiiiniiiinnic e [I-166

2.3.3.5. Urusan Perdagangan .......c..cccoveieiiiiiiiiniiiiiiineiinieieeenn. II-168

iii | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



2.3.3.6. Urusan PerinduUsStriam c.ooveeeieiiiiii e I1-169

2.3.3.7. Urusan TranSmigrasSi....cccoeeeuviiiieiiniiiiiiiininiiiiiiieneniininenenes II-171
2.4. Aspek Daya Saing Daerah ........c.ccoeiiiiiiiiiiiiiiiiiin [I-174
2.4.1. Pengembangan Pelayanan Jasa Kontruksi........................ II-176
2.4.2. Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah ..................... I-177
2.4.2.1. Pelayanan Perizinan ........c.cc.cooceeiiiiiiiiiiiiiiiininiiiieen, I1-178
2.4.3. Potensi Investasi.......cooovviiiiiiiiiiii II-181
2.4.4. Potensi Sumber Daya Manusia........ccccoveveevininiininiininnenennen. I1-184
2.5. Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
Tahun 2024 ... e [1-185
2.5.1. Capaian Kinerja Indikator Utama ...........ccevevviiiiinininnnn.n. II-185
2.5.2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Sumedang Tahun 2024 .........c..cceoviiiiiiinnennnnen. I1-190
2.5.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal ............................ 11-223

2.5.3.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan....II-224
2.5.3.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan.....II-225

2.5.3.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang..........c..coooveiiiiiiiinininnnn.o. I1-228

2.5.3.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman .......ccc.veviviiiiiiiiiniiinienicneneene [1-229

2.5.3.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman,

Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat .......... I1-230
2.5.3.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial............ I1-232
2.5.4. Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan
Triwulan IV Tahun 2024 ........cciiiiiiiiiiiiicee I1-233
2.5.4.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Hasil Evaluasi
Capaian Kinerja .....cocoeveiiiiiiiiiiiiiiiiiiieceeee e I1-331
2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah..................c.coooin. I1-336
2.6.1. Permasalahan Pembangunan Daerah pada Level Makro...[I-337
2.6.2. Permasalahan dan Isu Strategis ........c....coooeiiii. 11-341
2.6.3. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah........c.ccooiiiiiiiiiiii e I1-348
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ..III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ..........c..coeeiiiiiiiiiiinninnn. I-1
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .............c..cooiiiiiinni, I1I1-16
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah...........c..cocoeiiiiniinis I11-16
3.2.1.1. Pajak Daerah ......c..cccviiiiiiiiiiiiiiiii e I-17
3.2.1.2. Retribusi Daerah ........ccccooiiiiiiiiiiii II1-18
3.2.1.3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ................... I11-19
3.2.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah..........ccccocoeiiiinininnt, II1-19
3.2.1.5. Pendapatan Transfer ..........cccoiiiiiiiiiiiiii, II1-21

iv | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



3.2.2. Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 ........... 1-21
3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah........c..cccoociiiiiiiiiiini. II1-23
3.2.3.1. Stuktur Belanja Daerah pada APBD .......c..cccciiiiiiinianin. III-26
3.2.3.1.1. Belanja Operasi.....ccccveeviveiiiiiiiiiiiiiiiiiceeeeeen III-26
3.2.2.1.2. Belanja Modal .......c.cooiiiiiiiiiiiiii e II1-31
3.2.2.1.3. Belanja Tak Terduga .....c.ccocoveviniiiiiiiiiiiiiiiiieaenes I11-32
3.2.2.1.4. Belanja Transfer.......cocovveiiiiiiiiiiiiiiiiieice e [1-33
3.2.3. Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) .................... I11-36
3.2.5. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah...........c..c.c..c.oooai. I1-37
3.2.6. Pembiayaan dengan Skema Non-APBD...........c.ccccoeeenenen. I11-40
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .......... IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 .................... IV-2
4.1.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional
Tahun 2025-2029......ciiiiiiiii e IvV-2
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025-2029......ccciiiiiiii e IV-11
4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang
Tahun 2025-2029......cciiiiiiiiiiiiiiiii IV-15
4.1.4. Keselarasan Visi dan Misi Kabupaten Sumedang dengan
Visi dan Misi RPUMN Tahun 2025-2029 .........c.ccceevennnnee. IV-24
4.1.5. Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang
Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi
Jawa Barat Tahun 2025-2029 ........cccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiienns IV-25
4.1.6. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sumedang
Tahun 2026......cuiiiiiiiiii e IV-26
4.1.7. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
Sumedang Tahun 2026 .......ccocvuviiiiiiiiiiiiniiiieeeeeeeee e, IV-34
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026 ................ Iv-47
4.2.1. Tema Pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2026.. IV-47
4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2026 ........ccccveiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeanes Iv-47
4.2.3. Keselarasan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang
Tahun 2026 dengan Arah Kebijakan RPJMD
Tahun 2025-2029......cciiiiiiiiiiiiiiiiiii IV-57
4.2.4. Keselarasan Prioritas, Sasaran Pembangunan, Strategi,
Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah
Tahun 2026......ccceuiiiiiiiiiii IV-65
4.2.5. Prioritas Nasional Tahun 2026 ............cccceviiiiiiiiiininnn... IV-83
4.2.6. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2025 ... IV-111
4.3. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.........c.c..ccoveiinnn.e. IV-134
4.4. Inovasi Daerah ......ccooviiiiiiiii IV-137
4.4.1. Satu Hektar Buruh Tani Bangkit (STARBAK).................. IV-138

v | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



4.4.2. Aplikasi Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang

(SINDANG) .. ettt e e eaeanes IV-142
4.5. Permasalahan Isu Strategis.......cccoooveveiiiiiiiiiiiiiiien IV-163
4.5.1. Perumusan Isu Strategis .......cccoeviiiiiiiiiiiiiiiiiiines IV-163
4.5.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable
Development Goals (SDGS) ..cvuiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiereenenns IV-168
4.6. Arah Kebijakan Kewilayahan............cocoociiiiiiiniiinnnnn... IV-169
4.7. Arah Kebijakan Kewilayahan..........cc.cooeiviiiiiiiiinin. IV-173
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH......cccccccetietnennens V-1
S.1. Rencana Program dan Target Kinerja serta pendanaan
Tahun 2026 dalam Rancangan Akhir RPJMD
Tahun 2025 — 2029 ... V-2
5.2. Kerangka Pendanaan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan
Aktivitas Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 ........... V-31
5.3. Rencana Program dan Kerangka Pendanaan yang mendukung
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026 ................... V-1091
S5.4. Rencana Program melalui Kolaborasi Pentahelix.................. V-1117
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH... VI-1
BAB VII PENUTUP ...ccccutitiuiieinrieieriececeiecscecesssssscssssssssscssssssssssscnces VII-1

vi | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



Tabel 2.

1

Tabel 2.2
Tabel 2.3
Tabel 2.4

Tabel 2.5
Tabel 2.6

Tabel 2.7

Tabel 2.8
Tabel 2.9

Tabel 2.

Tabel 2.

Tabel 2.

Tabel 2.

Tabel 2.
Tabel 2.

Tabel 2.

Tabel 2.

Tabel 2.

Tabel 2.

10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

Tabel 2.20

Tabel 2.21
Tabel 2.22

DAFTAR TABEL

Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan

di Kabupaten Sumedang.........c.ccocoeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie II-2
Suhu Udara Kabupaten Sumedang Tahun 2024 ..................... I1-5
Kawasan Rawan Bencana ........cccooeieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieen, II-7

Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kepadatan dan Pertumbuhan
Penduduk serta Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di

Kabupaten Sumedang Tahun 2024 ........ccccoeiiiiiiiiiininininnenne. I1-9
Komponen Pengeluaran PDRB Tahun 2024 ...............c....c...... II-20
Jumlah Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang

Tahun 2020-2024 ... 11-29
Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan di Kabupaten

SUMEAANG ..ot II-37
Objek Diduga Cagar Budaya .........cccoveiiiiiiiiiiiniiiiiiiiineeinenenes II-38
Jenis Event Kejuaraan, Jenis Cabang Olahraga dan Jumlah Atlet
Berprestasi di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023 ........ I1-39

Target dan Capaian Persentase Siswa dengan Kompetensi
Literasi dan Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum
Tahun 2022-2024 ... 11-45

Jumlah Usia Produktif Mendapat Pelayanan Kesehatan
Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang

Tahun 2022-2024 ..o 11-52
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2024 ..........c.cccceenene.n. I1I-56
Data Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa

Berat di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2023................ II-57
Kategori Standar Indeks Keluarga Sehat (IKS)...................... I1I-57
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Sumedang

Tahun 2023-2024 ..o I1-58
Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sumedang

Tahun 2024 .. .. I1-59
Daftar Fasilitas Kesehatan yang Tersebar di Kecamatan

Tahun 2024 . ..o I1-60

Jumlah Tenaga Kesehatan yang Telah
Dibina/Dilatih /Bersertifikat di Kabupaten Sumedang

Tahun 2023 - 2024 ...eoeiiiiiiei e 11-62
Jenis dan Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2024 .. II-62
Ketersediaan Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum

Kabupaten Sumedang Tahun 2024 ..........ccccveiiiiiiiiniininnenne. I1-65

Kondisi Jalan Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024....... I1-69
Kondisi Jembatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2024 .....1I-71

vii | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



Tabel 2.23

Tabel 2.24

Tabel 2.25
Tabel 2.26

Tabel 2.27

Tabel 2.28
Tabel 2.29

Tabel 2.30

Tabel 2.31
Tabel 2.32

Tabel 2.33
Tabel 2.34
Tabel 2.35
Tabel 2.36

Tabel 2.37

Tabel 2.38

Tabel 2.39

Tabel 2.40

Tabel 2.41

Tabel 2.42

Tabel 2.43

Tabel 2.44

Tabel 2.45

Tabel 2.46

Tabel 2.47

Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam
Kondisi Baik di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 ....1I-71

Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana
di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2024 ...............c.......... 1I-77

Jumlah Backlog Rumah Kabupaten Sumedang Tahun 20231I-80

Jumlah Perumahan yang Telah Diserahterimakan kepada
Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 ...........ccovevvenennenee. I1-81

Luas Kawasan Kumuh (Ha) di Kabupaten Sumedang

Tahun 2020-2024 ... e 11-82
Daftar Kawasan Kumuh Di Kabupaten Sumedang ............... I1-83
Persentase Penegakan Perda dan Penegakan Perkada

di Kabupaten Sumedang ........cccoeoeuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeaene I1-85

Pelayanan Informasi Rawan Bencana di Kabupaten Sumedang
Tahun 2021-2024

Pelayanan Dasar Bidang Sosial (Orang) Tahun 2020-2024...11-96
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Orang)

Tahun 2020-2024 ..o 11-97
Kategori Indeks Ketahanan Pangan (IKP).........c..c.cceieuneneen. I1-109
Kategori Indeks Kualitas Air.......ocoeveiiiiiiiiiiiiiiiineeeene, II-114
Kategori Indeks Kualitas Udara ........ccocoeeveiiiiiiniiininennnn.n. II-115
Jarak dan Jumlah Angkutan Tiap Jalur Trayek Angkutan

Kota Tahun 2020-2024 ...t II-126
Jarak dan Jumlah Angkutan Tiap Jalur Trayek Angkutan
Pedesaan Tahun 2020-2024.........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiean, II-126
Jenis Kelengkapan Jalan Penunjang Fasilitas Keselamatan

Lalu Lintas Tahun 2024 .......ccoooiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeee I1-129
Pinjaman Bank Umum Kepada UMKM Kabupaten Sumedang

Berdasarkan Skala Usaha (Ribu Rupiah)
Tahun 2020-2024

Pinjaman Bank Umum dan BPR Kepada UMKM Kabupaten
Sumedang Berdasarkan Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Tahun 2020-2024 ..o 11-138
Data Terkait Urusan Kepemudaan dan Olahraga............... I1-143
Jenis Perpustakaan Kabupaten Sumedang

Tahun 2018-2022 ..ot 11-149

Jumlah Arsip Aktif, Arsip Inaktif dan Arsip Statis
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 ....................... I1-152

Sosialisasi Pemahaman Arsip terhadap Perangkat Daerah

dan BUMD Tahun 2022 ........coiiiiiiiiiiiiiiiiiieeieeeeieeeae I1-153
Jumlah Pengusaha pada Sub Sektor Ekonomi Kreatif
Kabupaten Sumedang (Orang) Tahun 2020 - 2024............. II-161
Jumlah Kasus Hewan Ternak yang Terinfeksi Penyakit

Menular di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 ......... II-165
Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status di Kabupaten
SUMEAANIZ «.evivneeiiie et II-166

viii | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



Tabel 2.48

Tabel 2.49

Tabel 2.50
Tabel 2.51

Tabel 2.52

Tabel 2.53

Tabel 2.54

Tabel 2.55

Tabel 2.56
Tabel 2.57
Tabel 2.58

Tabel 2.59

Tabel 2.60

Tabel 2.61
Tabel 2.62
Tabel 2.63

Tabel 2.64

Tabel 2.65

Tabel 2.66

Tabel 2.67

Tabel 2.68

Tabel 3.1

Tabel 3.2

Tabel 3.3

Tabel 3.4

Jumlah Usaha Industri Pengolahan yang Sudah Tersertifikasi

Tahun 2018 - 2022 ... [1-170
Penempatan Transmigran Asal Kabupaten Sumedang

Tahun 2020-2024 ..ot [1-173
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2022-2024 ......... II-175

Pelayanan Jasa Konstruksi di Kabupaten Sumedang Tahun
2020-2024

Pelayanan Jasa Konstruksi di Kabupaten Sumedang Tahun

2020-2024 . .. e 11-178
Capaian Indikator Utama Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2024 . ..o I1-187
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Kabupaten Sumedang Tahun 2024 ............. [1-191
Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah ...........oooiiiiiiiiiiiii e I1-207
Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 ................... I1-224
Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024..................... II-226

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2024

Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2024

Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat Tahun 2024.................c.ccoeeenee. I1-231
Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024.........c..cccceeueuneneen. 11-232
Skala Nilai Peringkat Kinerja .......c..ccocovviiiiiiiiiinininn.. 11-234

Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan

Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2024........................ I1-235
Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja pada Urusan
Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 .........ccccceveiiiiiininnnnenne. I1-240
Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD pada Triwulan IV
Tahun 2024 dan Penjelasannya ........c..coeoveveeviiininiinennenenn.. [1-331

Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dan

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025...................... 11-343
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan
Permasalahan ........coooooiiiiiiiiii [1-346

Daerah ..o [1-349
Capaian Indikator Makro Tahun 2024 dan Proyeksi
Tahun 2025 - 2026 ..ceuiiniiiiiiei e 1-3
Target Pertumbuhan Ekonomi per Sektor dari Provinsi
Jawa Barat Tahun 2024-2029.........cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiinieienes I1I1-10
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2027 ............c.cceiiienanen II1-22

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2023-2027 1I-35

ix | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



Tabel 3.5

Tabel 4.1

Tabel 4.2

Tabel 4.3

Tabel 4.4

Tabel 4.5

Tabel 4.6
Tabel 4.7

Tabel 4.8

Tabel 4.9

Tabel 4.10

Tabel 4.11

Tabel 4.12

Tabel 4.13

Tabel 4.14

Tabel 4.15

Tabel 4.16

Tabel 4.17
Tabel 4.18
Tabel 4.19
Tabel 4.20

Tabel 4.21
Tabel 5.1

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten

Sumedang Tahun 2023-2027 .....c.coeiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeaenes I11-39
Sasaran Visi Pemerintah Kabupaten Sumedang

Tahun 2026 ...c.ooiiiiiiiiiii e IV-19
Keselarasan Sasaran Visi antara Pusat, Provinsi dan

Kabupaten Tahun 2025-2029 .......coiiiiiiiiiiiiiiiiirieeeane IV-20
Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2026 ................... IV-21
Tujuan dan Sasaran Pembanguna Pemerintah Kabupaten
Sumedang Tahun 2026 .........c.cceeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e, IV-29
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RKPD

Kabupaten Sumedang Tahun 2026...........c..ccocieiiiiiiiiineen... IV-34

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 ... IV-49

Indikator Kinerja Prioritas Pembangunan, Sasaran Prioritas
Pembangunan Daerah Tahun 2026...........c..ccocieiiiiiiiiinianen... IV-51

Sinkronisasi Dan Keterkaitan Prioritas Pembangunan Tahun
2025 dan Arah Kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMD
Tahun 2025-2029 ....oooiiiiiiiiiiii i IV-57

Keterkaitan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program
Prioritas dan Perangkat Daerah Penanggungjawab pada
Prioritas Pembangungan Daerah Tahun 2026...................... IV-66

Sandingan Prioritas Nasional dengan Sasaran Nasional
Tahun 2026......ciuiiiiiiiiiii e IV-84

Hubungan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional
Serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten

Sumedang Tahun 2026 .......c.ccoeuviniiiiniiiiiiiiieee e, IV-89
Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah dengan
Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2026 .............. IvV-94

Dukungan Pemerintah Daerah Atas Kebijakan Prioritas
Nasional Tahun 2026 ..........cooiiiiiiiiiiiiiiiiii e IV-100

Hubungan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan
Prioritas Pembangunan Kabupaten Sumedang
Tahun 2026......ciuiiiiiiiii e IV-112

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat
dan Prioritas, Sasaran dan Program Pembangunan Daerah

Kabupaten Sumedang Tahun 2026 ............c..cccoveiiiiiinnnt. IV-114
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Dengan
Pokok — Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026.............c........... IV-136
Tanam dan Panen Kegiatan STARBAK Tahun 2023.......... IV-141
Inovasi Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 ... IV-149
Perumusan Isu Strategis Daerah Tahun 2026.................. IV-164
Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan
Daerah Tahun 2025 ...t IV-168
Arah Pembangunan Nasional Tahun 2025-2029 .............. IV-172
Rencana Program dan Target Kinerja serta pendanaan
Tahun 2026 ...c.ueniiiiiii e V-2

X | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



Tabel 5.2 Rekapitulasi Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2026 .........c..cccceeiiiiiiiiiinenan... V-31

Tabel 5.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
serta Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026... V-34

Tabel 5.4 Usulan Bantuan Keuangan Desa Tahun 2026 ..................... V-984
Tabel 5.5 Usulan Bantuan Hibah dan Batuan Sosial Tahun 2026.....V-1029

Tabel 5.6 Usulan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2026 ...c.uoniiiiiiii e V-1081

Tabel 5.7 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Kerangka
Pendanaan Perangkat Daerah yang Mendukung Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2026...........c.cceeveveninnen... V-1092
Tabel 5.8 Pendanaan Program Pembangunan Daerah yang bisa didanai

dari Corporate Social Responsibility (CSR) .......cccccevvenienen.e. V-1117
Tabel 6.1 Indikator Makro Kabupaten Sumedang Tahun 2026............... V-1

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Utama Kabupatan Sumedang Tahun 2026 .. V-2

Tabel 6.3 Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Daerah
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat
Dampak/Impact Kabupaten Sumedang Tahun 2025 .............. V-4

Tabel 6.4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja
Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat
Outcome Kabupaten Sumedang Tahun 2026........................ V-15

xi | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Curah Hujan di Kabupaten Sumedang Tahun 2024................ 11-4
Grafik 2.2 Struktur Umur Penduduk Kabupaten Sumedang
Tahun 2024 ... II-12
Grafik 2.3 Target dan Realisasi Indikator Makro Kabupaten Sumedang
Tahun 2024 ... II-13
Grafik 2.4 Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB Kabupaten
Sumedang Tahun 2015 - 2024 .....c.ooiiiiiiiiiiiiiiieeeeee, II-16
Grafik 2.5 Tren Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 - 2024 ..o 1I-17
Grafik 2.6 Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB
Kabupaten Sumedang Tahun 2024 ............ccoiiiiiiiiiiiiiinennane. II-18
Grafik 2.7 Proporsi Komponen Pengeluaran PDRB Tahun 2015-2024.....11-21
Grafik 2.8 Tren IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat...............cccceeevnnen.n. I1-23
Grafik 2.9 Capaian Komponen IPM Kabupaten Sumedang Tahun 2024 ..1I-24
Grafik 2.10 Komparasi Indikator Kemiskinan Tahun 2024 ................... II-25
Grafik 2.11 Tren Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2024 ... ..o II-26
Grafik 2.12 Tren Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2024 ..................... II-28
Grafik 2.13 Komposisi TPT Berdasarkan Umur di Kabupaten Sumedang
Tahun 2019-2024......ciiniiiiiiiiiiiee e I1-31
Grafik 2.14 Komparasi Gini Ratio Indonesia, Provinsi Jawa Barat dan
Kabupaten Sumedang .........ccceeveiiiiiiiiniiiiiiiiiniieeeeeea I1-33
Grafik 2.15 Tren Gini Ratio Kabupaten/Kota di Jawa Barat.................. I1-33
Grafik 2.16 Tren PDRB Per Kapita (ADHB) Kabupaten/Kota
di Jawa Barat ......cociiiiiiiiii II-35
Grafik 2.17 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Usia Dini di Kabupaten
Sumedang Tahun 2019-2023 (%) «evevervriiiiiiiiiiiiiiieieieeaeene, I1-40
Grafik 2.18 Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024......ceuiiiiiiii e 11-42
Grafik 2.19 Rombongan Belajar Paket A, Paket B dan Paket C di
Kabupaten Sumedang Tahun 2020 - 2024 ............c..cceeneee.. 11-43
Grafik 2.20 Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten
Sumedang Tahun 2020 — 2024 (%) «.vevveeviiiiiiiiiiiiiieeenen. 11-44
Grafik 2.21 Cakupan Pelayanan K1, K4 dan K6 di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020 — 2024 ....onieiiiiiee e 11-46
Grafik 2.22 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di
Kabupaten Sumedang Tahun 2020 — 2024 ............ccccceenee.. I1-48
Grafik 2.23 Cakupan Kunjungan Neonatus dan Cakupan ASI Eksklusif
di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 ....................... 11-49
Grafik 2.24 Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita di Kabupaten
Sumedang Tahun 2020 — 2024 (%) eevveieiiiiiiiiiiiiiieiienenes I1-50

xii | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



Grafik 2.25

Grafik 2.26

Grafik 2.27

Grafik 2.28

Grafik 2.29

Grafik 2.30

Grafik 2.31

Grafik 2.32

Grafik 2.33

Grafik 2.34

Grafik 2.35

Grafik 2.36

Grafik 2.37

Grafik 2.38

Grafik 2.39

Grafik 2.40

Grafik 2.41

Grafik 2.42

Grafik 2.43
Grafik 2.44
Grafik 2.45

Grafik 2.46

Jumlah Bayi Lahir Hidup dan Jenis Imunisasi yang
Diperoleh Tahun 2024 ..ot II-51

Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
di Kabupaten Sumedang Tahun 2020 - 2024 (%) ............... II-51

Data Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Lanjut Menurut
Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2024 II-54

Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang

Tahun 2021-2024......cuiniiiiiiiie e II-55
Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum di Kabupaten
Sumedang Tahun 2021-2024 ........ccoeviiiiiiiiiiiiiiiiieeeenen. 11-64
Tren Rumah Tangga Berakses Air Bersih (%) Tahun 2020-
2024 . e I1-66
Capaian Rumah Tangga ber-Sanitasi (%) di Kabupaten
Sumedang Tahun 2023-2024 ........ccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeenenes I1-68
Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 ....................... II-70
Persentase dan Jumlah Bangunan dan Gedung dalam

Kondisi Baik Tahun 2020-2024.........cccciiiiiiiiiiiiiiiiiniinenee. II-74
Jumlah Timbulan Sampah, Sampah Dikelola dan Sampah
Tidak Terkelola Tahun 2020-2024........ccccciviiniiiiniininiinenene. II-75
Rumah Tidak Layak Huni Diperbaiki di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024......couiiiiiiiei e I1-79
Jumlah dan Jenis Gangguan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat Tahun 2020-2024 ...................... I1-84
Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang Tertangani di
Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 ..........ccocevivinenenn. I1-86
Jumlah Personil Satpol PP Kabupaten Sumedang Tahun
2020-2024 ... e I1-86

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
(orang) Tahun 2020-2024 ......cciiriiiiiiiiieeeeee e, I1-89

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
dan Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Kebakaran Tahun 2020-2024.........cciiiiiiiiiiiiniiiiiiiininenenes I1-90

Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan
Kebakaran di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024 ..... I1-91

Tren Jumlah Anggota Pemadam Kebakaran di Kabupaten

Sumedang Tahun 2020-2024 .........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeienenes I1-92
Indeks Risiko Bencana Tahun 2020-2024 .............c..c.co..... II-93
Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2020-2024 ..................... I1-94
Intensitas Kejadian Bencana di Kabupaten Sumedang

Tahun 2020-2024......c.iiniiiiiiie e I1-95
Pencari Kerja Berdasarkan Lulusan Pendidikan di Kabupaten
Sumedang Tahun 2020-2024 .........ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeienenes 11-99

xiii | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



Grafik 2.47

Grafik 2.48

Grafik 2.49

Grafik 2.50

Grafik 2.51

Grafik 2.52

Grafik 2.53

Grafik 2.54

Grafik 2.55

Grafik 2.56

Grafik 2.57

Grafik 2.58

Grafik 2.59

Grafik 2.60

Grafik 2.61

Grafik 2.62
Grafik 2.63

Grafik 2.64
Grafik 2.65
Grafik 2.66

Grafik 2.67

Grafik 2.68
Grafik 2.69

Grafik 2.70

Grafik 2.71

Persentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tahun 2022-2024 .. ..o I1-100
Jumlah Perusahaan dan Kasus/Konflik antara Pekerja

dengan Pengusaha Tahun 2020-2024 ............c.cceeiiienenee. II-102
Perempuan dan Anak korban Kekerasan yang Tertangani
Tahun 2020-2024......c.iiniiiiiie e I1-103
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ..........ccccoviiiiiiiiininenn.n. II-104
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota

Tahun 2024 .. ... I1-105
Tren Pemberdayaan Kelompok PEKKA di Kabupaten
Sumedang Tahun 2020-2024 .........ccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiienenne. II-106
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Sumedang
Tahun 2019 - 2024 ......cciiiiiiiiii i I1-107
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota di

Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ..........c.ccoiiiiiiiiiiinininan. I1-107
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Sumedang

Tahun 2020-2024 ..ot I1-108
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Sumedang

Tahun 2020-2024......c.iiniiiiiiii e I1-110
Ketersediaan Pangan Pokok (Kg/Kapita/Tahun)

Tahun 2018-2023.. .. II-111
Jumlah Lahan Milik Pemerintah Sudah Bersertifikat beserta
Luas Tanah Tahun 2019-2024 ........cccociiiiiiiiiiiiiiiiiininnennee. II-112

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk
Pembangungan oleh Pemerintah Sumedang (%)

Tahun 2020-2024......cciiiiiiiiiiiiiiii e I1-113
Indeks Kualitas Air (poin) Tahun 2020-2024 .................... II-115
Indeks Kualitas Udara (poin) Tahun 2020-2024 ............... II-116

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (poin)Tahun 2020-2024..11-117

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)

Tahun 2020-2024 .. ..ot [1-118
IKM Bidang Kependudukan Tahun 2020-2024................. II-120
Indeks Desa Membangun Tahun 2018-2022 .................... II-121
Total Fertility Rate Kabupaten Sumedang

Tahun 2020-2024......ccuiiniiiiiiii e [1-122
Cakupan Pasangan Usia Subur Menggunakan Alat

Kontrasepsi (%) Tahun 2020-2024 .......ccoviviiiiiniininineninnns I1-123
Peserta KB per Jenis Kelamin Tahun 2020-2024.............. II-124
Angka Drop Out Peserta KB (%) di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024 .. ..ot [1-125
Jumlah dan Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah
Terpasang Tahun 2020-2024 ........c.coieiiiiiiiiiiiiiiiienne. II-128
Jumlah dan Persentase Kendaraan Melakukan Uji KIR

Tahun 2020-2024 .. ..o 11-129

xiv | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



Grafik 2.72

Grafik 2.73

Grafik 2.74

Grafik 2.75

Grafik 2.76

Grafik 2.77

Grafik 2.78

Grafik 2.79

Grafik 2.80

Grafik 2.81

Grafik 2.82

Grafik 2.83

Grafik 2.84

Grafik 2.85

Grafik 2.86
Grafik 2.87
Grafik 2.88

Grafik 2.89

Grafik 2.90

Grafik 2.91

Grafik 2.92

Grafik 2.93

Grafik 2.94

Grafik 2.95

Indeks SPBE (poin) Tahun 2020-2024........c.ccccoivviniinennenen. II-131
Distribusi Kategori IMDI .........cccoiiiiiiiiiiiiiiiiceene II-132

Indeks Literasi Masyarakat Digital Kabupaten Sumedang,
Provinsi Jawa Barat dan Nasional pada

Tahun 2022 — 2024 ... [1-132
Jumlah Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat (unit)

Tahun 2020-2024......c.iiniiiiiiii e 11-133
Persentase Koperasi yang Diberikan Fasilitas Pelatihan

Tahun 2023-2024 .. ..o 11-134
Sumber Permodalan Koperasi (Juta Rupiah)

Tahun 2020-2024......c.iiiiiiiiiiii e I1-135
Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024......c.iiiiiiiiiie e [1-136
Investasi di Kabupaten Sumedang (Juta Rupiah)

Tahun 2020-2024 .. ..o I1-140
Pinjaman Investasi dari Bank Umum dan BPR Berdasarkan
Jenis Mata Uang (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024 ........... II-141
Perusahaan yang Menyampaikan LKPM

Tahun 2020-2024......ccuiiiiiiiiii e [1-142
Jumlah Atlet dan Atlet Berprestasi di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024......cuiiiiiiei e 11-144
Jumlah Data Interoperable dan Jumlah Open Data Pemerintah
Tahun 2020-2024......cciiiiiiiiii e [1-145
Hasil Assesment Indeks KAMI Pemerintah Kabupaten
Sumedang Tahun 2021-2024 ........cceiiiiiiiiiiiiiiiiiineeenenne. II-146
Data Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Sumedang

Tahun 2020-2024......cciiiiiiiiiiiiiiii e 11-147
Promosi Event Kebudayaan Tahun 2020-2024................. II-148

Jumlah Kunjungan Perpustakaan Tahun 2018-2022....... I1-150

Pemanfaatan Bacaan Digital i-Sumedang

Tahun 2019-2023. ...t [1-152
Jumlah Pejabat Fungsional Arsip di Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2022.....ccuiuiiiiiiiiiiii e [1-154
Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
Kabupaten Sumedang (Ton) Tahun 2020 - 2024 .............. I1-155
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 - 2022......iiiiiiiiiiiii e [1-156
Jumlah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten
Sumedang Tahun 2018 - 2022 .......cccciiiiiiiiiiiiiiiiiiieeenenne. II-156
Jumlah Kebutuhan Baku Ikan Untuk Pengolahan Hasil

Perikanan Kabupaten Sumedang (Ton)
Tahun 2018-2022. ...t II-157

Luas Kolam Air Tenang (Ha) Kabupaten Sumedang Tahun
2018 - 2022 i [1-157

Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang) Kabupaten Sumedang
Tahun 2020 - 2024 ... e [1-159

xv | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



Grafik 2.96 Jumlah Promosi Pariwisata (Event) Kabupaten Sumedang
Tahun 2017 - 2023 ... 11-159

Grafik 2.97 Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata dan Jumlah Pelaku Usaha
Pariwisata Dibina (Orang) Kabupaten Sumedang Tahun 2017 -

2002 e I1-160
Grafik 2.98 Jumlah Hotel dan Rumah Makan Kabupaten Sumedang

Tahun 2017 - 2023 ..o [1-161
Grafik 2.99 Jumlah Komoditas Pertanian di Kabupaten Sumedang Tahun

2018-2022 ... e [1-163
Grafik 2.100 Jumlah Kelompok Ternak di Kabupaten Sumedang

Tahun 2018-2022. ...ttt I1-164
Grafik 2.101 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Ha) Tahun 2022......... II-168
Grafik 2.102 Jumlah Usaha Perdagangan di Kabupaten Sumedang

Tahun 2020-2024......cioiiiiiiiiiiiiii II-168
Grafik 2.103 Jenis Usaha Industri Pengolahan di Kabupaten Sumedang

Tahun 2017-2021....ciiiiiiii e I1-169
Grafik 2.104 Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten

Sumedang Tahun 2018-2022 .....c.cccceviiiiiiiiiiiiiiiiiieneenennen II-171
Grafik 2.105 PDRB Konstan dan PDRB Berlaku Kabupaten Sumedang

Tahun 2015 - 2024 ... [1-181
Grafik 2.106 Tren ICOR Kabupaten Sumedang Tahun 2015 - 2024...... [1-182
Grafik 3.1 Tren Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2024 ..................... 11-5
Grafik 3.2 Laju Pertumbuhan (c-to-c) PDRB Kabupaten Sumedang........ 11-5

Grafik 3.3 Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kab. Sumedang 2024 .... III-6

Grafik 3.4 Proporsi Tenaga Kerja berdasarkan Lapangan Usaha

Tahun 2019-2024 ... 1I-7
Grafik 3.5 Proporsi Tenaga Kerja berdasarkan Lapangan Usaha............. I11-8
Grafik 3.6 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024-2029 ...........ccceevenennnen. I1I-10

xvi | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPKD........................... I-3
Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan ..........c..c.c..c.c..c.... I-10
Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan
Perencanaan A — Spasial.......cccoiiiiiiiiiiiiiiiiii e I-11
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sumedang...........c..c.c..c......... II-1
Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Sumedang................ I1-4
Gambar 2.3 Peta Hidrologi Kabupaten Sumedang.......c....ccocvevviieieninnn... I1-6
Gambar 2.4 Peta Rawan Bencana Kabupaten Sumedang........................ I1I-9

Gambar 2.5 Piramida Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2024.....1I-11

Gambar 4.1 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang
Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMN
Tahun 2025-2029 (Astacita) ......cocoveveniiiiiiiiiiiiiiiiiieen, IV-25

Gambar 4.2 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang
Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi

Jawa Barat Tahun 2025-2029.........cccciiiiiiiiiiiiiiiiiiinienns IV-26
Gambar 4.3 Prioritas Nasional Tahun 2026 ..........ccccveiiiiiiiiiiiiiiinninnenn. IV-83
Gambar 4.4 Logical Framework STARBAK ........cciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienn, IV-140
Gambar 4.5 Logical Framework Aplikasi Sindang .........c.cccceveveieennnn. IV-145

xvii | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2026

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa rencana pembangunan tahunan
daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja
Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah

Pusat.

Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan
pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing sesuai

dengan kewenangannya dengan prinsip-prinsip meliputi:

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan
nasional,

2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan
berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan

daerah; dan
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4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-
masing daerah sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan

nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2026
merupakan dokumen perencanaan bagi Pemerintah Daerah yang memuat
uraian tujuan, sasaran, Kebijakan, program, kegiatan, sub kegiatan dan
aktivitas sub kegiatan untuk kurun waktu satu tahun, yang disusun

berdasarkan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan
kerangka berfikir ilmiah oleh Perangkat Daerah yang secara fungsional
bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan
belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses
konsultasi dengan para pakar.

2. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan melalui pelaksanaan konsultasi publik.

3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan merumuskan saran dan
masukan hasil dari pokok-pokok pikiran DPRD ke dalam dokumen
perencanaan yang dibahas bersama dengan DPRD.

4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan
yang diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan
(Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari Desa/Kelurahan,

Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Tahapan dan Tata cara penyusunan RKPD berpedoman kepada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui beberapa
tahapan yaitu persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal
RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musyawarah
perencanaan pembangunan (Musrenbang), perumusan rancangan akhir
RKPD dan penetapan RKPD, tahapan dan tata cara penyusuna RKPD seperti

dalam gambar dibawah ini.
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Gambar 1.1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPKD
(Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017)

PENYUSUNAN
KUA & PPAS

Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam diktum keenam, bahwa

rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. RKPD Tahun 2026

merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.

Secara umum RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2026 mempunyai

nilai penting dan strategis antara lain:

1.

Merupakan instrumen pelaksanaan tahun kedua RPJMD Tahun 2025-

2029.

Menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2026.

Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran

(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun

Anggaran 2026 serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah (APBD)

Tahun Anggaran 2026.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bahwa seluruh kegiatan Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah menggunakan Sistem Informasi
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Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) yang telah ditetapkan

oleh Pemerintah Pusat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2026 ini

berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 68506);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
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Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
6856);

9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73) Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 105);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease (COVID-19) dan/atau  Menghadapi Ancaman  yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease (COVID-19) dan/atau  Menghadapi  Ancaman  yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6542);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6794);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan
Penanganan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 172);

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024Nomor 345);
Peratutran Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 - 2029 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19);

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu,
Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran untuk kegiatan tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1419);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun
2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9
Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 236);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022- 2042
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 262);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
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37. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10);

39. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 8);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11);

42. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 47) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 66 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 66).
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan
tahunan merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan
Daerah (RPD). Dokumen RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Perangkat
Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)
dimana dalam penyusunannya simultan dengan penyusunan RKPD. Lebih
lanjut dalam hubungannya dengan RKP, dokumen RKPD diserasikan dengan

RKP melalui forum Musrenbang Nasional.

Dalam menyusun dokumen RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2026
dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah pusat yang disusun

dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang memuat input

I-9 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



rencana seluruh Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian.
Lebih lanjut dalam konteks daerah, dokumen RKPD Tahun 2026 juga
disusun dengan memperhatikan kebijakan jangka menengah yang tercantum
dalam rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.

Selanjutnya dokumen RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2026
menjadi pedoman penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah
Tahun 2026 dan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta
Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Sumedang
Tahun Anggaran 2026, dengan demikian dokumen RKPD Kabupaten
Sumedang Tahun 2026 merupakan dokumen satu-satunya yang dijadikan

pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan
pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.2.
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-
=
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Renstra Pedoman Renja | Pedoman Rincian ? g
SKPD : SKPD ' APBD -5
Diacu ]
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RPJP | Pedoman_  Rpymp ,‘ RKPD
Daerah Daerah Dllabarkan;l Daerah
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SKPD APBD
UU No. 5 Tahun 2004

giaat(a:;an : : hal-hal yang mengacu dianggap mendasar harus identik U U No- 1 7 Ta h un 200 3
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ej0/qe)
yejupawRY

Renstra Renja
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Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
(Sumber: BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang (Diolah))
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Kemudian, dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di
atas yang bersifat A-Spasial perlu diselaraskan dengan dokumen-dokumen
perencanaan spasial yakni dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR
Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW
Daerah, RDTR, serta RTR Kawasan Strategis Daerah, selanjutnya perlu juga

diselaraskan dengan dokumen-dokumen RTR dari daerah tetangga.

Dalam konteks penyusunan dokumen RKPD yang merupakan
penjabaran dari RPD, bahwa RPD disusun dengan berpedoman kepada
RPJPD, kemudian dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam
penyusunan RPJPD dan RPD, maka korelasi antara RKPD dengan dokumen
perencanaaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan
dokumen RPJPD dan RPD yang sama-sama dijadikan pedoman dalam
penyusunan RKPD. Secara skematik uraian keselarasan dokumen spasial

dan a-spasial dijabarkan pada Gambar 1.3.

PERENCANAAN A - SPASIAL PERENCANAAN SPASIAL |

. Diacu

RTR PULAU
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KL
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Daerah |
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RTR Daerah
Tetangga A
RTR Daerah
Tetangga B

Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Spasial dan
Perencanaan A — Spasial

(Sumber: Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undanga-undan Nomor
26 Tahun 2007)

Pemerintah

Kab/Kota

Renstra Pedoman > Renja
SKPD g SKPD
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1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Sumedang
Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan
oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2026,
yang didalamnya memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program
pembangunan serta kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat terukur,

terpadu, berorientasi pada pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Sumedang

Tahun 2026 adalah:

1. Menelaah gambaran umum daerah, menelaah kinerja pembangunan
dan kinerja keuangan, merumuskan permasalahan pembangunan dan
isu strategis, menerapkan tujuan dan sasaran pembangunan;

2. Sebagai acuan bagi DPRD Kabupaten Sumedang dan seluruh Kepala
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;

3. Sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS
Kabupaten Sumedang;

4. Sebagai bahan penetapan program untuk masing-masing urusan
pemerintahan dalam rangka pencapaian target kinerja;

S. Sebagai alat koordinasi, integrasi dan sinergi pembangunan baik antar
perangkat daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;

6. Sebagai salah satu bentuk pemberian jaminan kepastian kebijakan
pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;

7. Sebagai tolak ukur penilaian dan evaluasi kinerja setiap perangkat
daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
(penyusunan LKPJ, LPPD dan LKPD);

8. Sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang responsif, kondusif
dan  partisipatif dalam melaksanakan pembangunan yang
berkelanjutan;

9. Sebagai pemersatu untuk menggerakan dan mengerahkan seluruh
stakeholder dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten
Sumedang;

10. Sebagai acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, pelaku usaha, masyarakat,

komunitas, akademisi dan pemerintah daerah lainnya;
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11. Sebagai jaminan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPD Kabupaten Sumedang Tahun

2026 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan
RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen
RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPD,
Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta

tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan
dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau
Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan
penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan. Pada
sub bab ini tidak perlu semua peraturan perundang-undangan
dicantumkan, melainkan cukup pada peraturan perundang-undangan
yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan

RKPD.
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang
relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain,
seperti: RPD Prov/Kab, RKP/program strategis nasional, dan RKPD

Provinsi untuk penyusunan RKPD Kabupaten.
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1.4.

1.5

Maksud dan Tujuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen
RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan

dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.
Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan

pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.

Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar
analisis serta gambaran umum kondisi daerah yang menunjang
perencanaan pembangunan daerah. Sub bab ini memuat beberapa

bahasan antara lain:

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Diisi sesuai dengan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi
daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana
dan luas wilayah menurut batas administrasi pemerintahan Kab/

kec/desa dan kelurahan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Diisi sesuai dengan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai
bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.
Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat
ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan
penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat
menjelaskan kondisi dan perkembangan kesejahteraan masyarakat.
Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus kesejahteraan dan pemerataan

ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek pelayanan umum sebagai
bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.
Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat
ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan
penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat

menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek pelayanan umum.
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Lebih lanjut dijelaskan tentang fokus urusan layanan wajib dan

pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan.
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Diisi sesuai dengan kondisi umum aspek daya saing daerah sebagai
bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.
Indikator yang telah diolah dalam tahap perumusan dapat
ditampilkan dalam bentuk tabel atau gambar yang disertai dengan
penjelasan dan analisis, khususnya indikator yang paling dapat
menjelaskan kondisi dan perkembangan aspek daya saing daerah.
Lebih lanjut dijelaskan mengenai fokus kemampuan ekonomi daerah,
fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya

manusia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RKPD
sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan
pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi
hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan
realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi
pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi Renstra
Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau
dari laporan pertanggungjawaban APBD menurut tahun-tahun yang
berkenaan. Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh
program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan
wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian
target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target capaian kinerja
program tahun lalu terhadap RPJMD. Telaahan hasil evaluasi

mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil
atau keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau

melebihi target kinerja program atau kegiatan;
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2.3.

2.3.1.

2.3.2.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan
kinerja pembangunan daerah;
6. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Setelah menguraikan deskripsi sub bab ini dicantumkan tabel evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu, tahun berjalan

dan realisasi RPJMD.
Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah berisi mengenai uraian rumusan
umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan
prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya terkait

dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan

sasaran pembangunan daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika
berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD
di tahun rencana serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi

yang bersifat mandatori.

Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah

daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan
pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan
dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Identifikasi
permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu
dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan.
Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus
konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam

permasalahan perangkat daerah pada Renja Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun

berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi

daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang

diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan

daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
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3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang
bersumber dari dokumen RKP, juga kebijakan di bidang ekonomi dalam
dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota. Arah kebijakan ekonomi
daerah ditujukan untuk meng-implementasikan program dan
mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah,
sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan

pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh
Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan

daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan

kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran

pembangunan 5 (lima) tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Tahun 2026 suatu prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 pada
dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana
yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah
yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah tahun kedua.
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas
daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan,
kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan
dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili

aspirasi dan kepentingan masyarakat.
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BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja

Daerah (IKD).

BAB VII PENUTUP
Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan RKPD Kabupaten

Sumedang Tahun 2026.
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1. Aspek Geografi

Secara geografis, Kabupaten Sumedang berada pada posisi koordinat
06034’46,18”-7000’56,25” Lintang Selatan dan 107001°45,63”-
108012°59,04” Bujur Timur (Gambar 2.1).

@ PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT e ‘

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Sumedang
(Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038)

Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Sumedang adalah

sebagai berikut:

a) Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu

b) Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka dan Kabupaten
Tasikmalaya

c) Sebelah Barat : Kabupaten Subang dan Kabupaten Bandung; dan

d) Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung.

Adapun luas wilayah Kabupaten Sumedang berdasarkan RTRW
Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 adalah 155.872 Ha yang terdiri dari

26 kecamatan dan terbagi menjadi 270 desa dan 7 (tujuh) kelurahan.
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Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Jatigede sebesar
11.392 Ha, dan luasan terkecil adalah Kecamatan Cisarua sebesar 1.450 Ha.

Adapun luas wilayah per Kecamatan, sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan
di Kabupaten Sumedang

No Kecamatan I(,;:)s Desa | Kelurahan Pers(i /zl)tase
1 | Wado 7.334 10 4,71%
2 | Jatinunggal 6.311 9 4,05%
3 | Darmaraja 5.403 12 3,47%
4 | Cibugel 4.999 7 3,21%
5 | Cisitu 6.398 10 4,10%
6 | Situraja 5.666 15 3,64%
7 | Conggeang 11.220 12 7,20%
8 | Paseh 3.382 10 2,17%
9 Surian 7.645 9 4.,90%
10 | Buahdua 11.149 14 7,15%
11 | Tanjungsari 4.319 12 2,77%
12 | Sukasari 3.899 7 2,50%
13 | Pamulihan 5.367 11 3,44%
14 | Cimanggung 4.298 11 2,76%
15 | Jatinangor 2.562 12 1,64%
16 | Rancakalong 5.596 10 3,59%
17 | Sumedang Selatan 9.659 10 4 6,20%
18 | Sumedang Utara 3.132 10 3 2,01%
19 | Ganeas 2.525 8 1,62%
20 | Tanjungkerta 4.3 93 12 2,82%
21 | Tanjungmedar 6.688 9 4,29%
22 | Cimalaka 4.755 14 3,05%
23 | Cisarua 1.450 7 0,93%
24 | Tomo 7.592 9 4,87%
25 | Ujungjaya 8.738 9 5,61%
26 | Jatigede 11.392 11 7,31%
Jumlah 155.872 | 270 7 100%

Sumber: RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan
pegunungan kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang.
Dataran paling rendah yang terdapat di Kabupaten Sumedang ketinggiannya

mencapai 26 meter di atas permukaan laut dengan puncak tertinggi adalah
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puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas

permukaan laut.

1.

0-8%, merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area
sekitar 12,24%. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat
laut, barat daya serta Kawasan per kabupaten-an,;

8-15%, merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area
sekitar 5,37%. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara,
barat laut dan bagian barat daya;

15-25%, merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan
komposisi area mencakup 51,68%. Kemiringan lereng tipe ini paling
dominan di wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di
bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya
dan bagian barat;

25-40%, merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas
area sekitar 31,58%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah
Kabupaten Sumedang bagian tengah, bagian selatan dan bagian timur;
Lebih dari kemiringan 40%, merupakan daerah bergunung dengan luas
area mencakup sekitar 11,36%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di
wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan, bagian timur dan bagian

barat daya.

Peta Kemiringan Kabupaten Sumedang yang bersumber dari RTRW

Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 diperlihatkan pada Gambar 2.2 di

bawah ini.
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Gambar 2.2 Peta Kemiringan Lahan di Kabupaten Sumedang
(Sumber: RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038)

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografis
serta pertemuan arus udara. Kabupaten Sumedang memiliki iklim tropis,
suhu rata-rata tahunan adalah 28,20C. Curah hujan tertinggi sepanjang
Tahun 2024 terjadi pada Bulan Pebruari yang mencapai 439 mm3 dengan
jumlah hari hujan 25 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada
Bulan Agustus dengan jumlah 1 mms3. Berikut adalah data curah hujan di

Kabupaten Sumedang sepanjang Tahun 2024.
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Grafik 2.1 Curah Hujan di Kabupaten Sumedang Tahun 2024
(Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, 2025)

II-4 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



Sedangkan berdasarkan data keadaan iklim, bulan Pebruari
merupakan bulan terhangat sepanjang tahun dengan suhu rata-rata 30,1 °C,

dan bulan Agustus merupakan bulan dengan suhu terendah yaitu 23,5 °C.

Tabel 2.2 Suhu Udara Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Bulan Suhu rata-rata | Suhu maksimum Suhu minimum

(°C) (°C) (°C)
Januari 28,7 32,2 25,3
Februari 30,1 33,8 26,4
Maret 29,2 32,7 25,8
April 28,9 32 25,9
Mei 28,2 30,9 25,6
Juni 28,2 30,8 25,5
Juli 26,9 29,6 24,2
Agustus 26,1 28,6 23,5
September 27,6 30,4 24,9
Oktober 28,3 30,9 25,7
November 28,3 32,1 24,6
Desember 28,7 31,9 25,3

Sumber: www.accuweather.com, 2025

Aspek hidrologi suatu wilayah sangat diperlukan di dalam
pengendalian dan pengaturan tata air wilayah. Wilayah Sungai (WS)
Kabupaten Sumedang sebagian besar merupakan jaringan lintas kabupaten,
yaitu sungai yang hulu atau hilirnya berada di antara Wilayah Kabupaten
Sumedang dengan wilayah Kabupaten tetangga. Wilayah Sungai tersebut

meliputi:

1. WS Cipunagara terkait dengan Kabupaten Subang adalah Sungai

Cipunagara;
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2. WS Cipanas terkait dengan Kabupaten Indramayu
dan Kabupaten Majalengka adalah Sungai Cipanas, Sungai Cigalagah,
dan Sungai Cikandung;

3. WS Citarum terkait dengan Kabupaten Bandung adalah Sungai Cikeruh
dan Sungai Citarik (relatif kecil);

4. WS Cimanuk terkait dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten
Majalengka adalah Sungai Cipelang, Sungai Cimanuk, dan Sungai

Cilutung.

PETA HIDROLOGI KABUPATEN SUMEDANG

T ————r

Gambar 2.3 Peta Hidrologi Kabupaten Sumedang
(Sumber: RTRW Kab. Sumedang Tahun 2018-2038)

Berdasarkan hidrogeologinya, aliran-aliran sungai besar di wilayah
Kabupaten Sumedang bersama anak-anak sungainya membentuk pola
Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdiri dari 4 (empat) DAS dengan 6 (enam)
Sub DAS, yaitu:

1. DAS Cimanuk meliputi Sub DAS Cimanuk Hulu, Sub DAS Cipeles, Sub
DAS Cimanuk Hilir, dan Sub DAS Cilutung;
DAS Citarum meliputi Sub DAS Citarik;
DAS Cipunagara meliputi Sub DAS Cikandung; dan
DAS Cipanas.
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Potensi bencana alam yang banyak dijumpai di Kabupaten Sumedang
pada umumnya berupa gerakan tanah, erosi, banjir, angin puting beliung,
dan gempa bumi. Gerakan tanah yang terjadi di Kabupaten Sumedang pada
umumnya dipengaruhi oleh sifat fisik batuan dasar dan tanah pelapukan
pembentuk lereng terutama pada daerah-daerah yang dibentuk oleh batuan
dasar batu lempung ataupun terdapatnya lapisan batu lempung dalam

batuan dasar pembentuk lereng.

Sifat fisik batuan/tanah pelapukan merupakan salah satu faktor alam
penyebab terjadinya gerakan tanah disamping faktor-faktor alam lainnya
seperti curah hujan, struktur geologi (perlipatan, sesar dan kekar), stratigrafi
(kedudukan bidang perlapisan terhadap kemiringan lerengnya), tata guna
lahan, morfologi, dan kegempaan. Kawasan rawan bencana Gerakan tanah
di Kabupaten Sumedang memiliki luas kurang lebih 21.671 hektar yang
tersebar di sebagian wilayah Sumedang. Sedangkan bencana banjir sering
disebabkan oleh drainase yang kurang memadai dan banyaknya tutupan
lahan. Secara rinci Kawasan bencana Kabupaten Sumedang disajikan pada

Tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2.3 Kawasan Rawan Bencana

No Kawasan Lokasi Keterangan
Bencana
1 | Gerakan Tersebar di sebagian wilayah Luas kurang lebih
Tanah Kabupaten, terutama di sekitar 21.612 Ha
Kecamatan Surian, Kecamatan
Buahdua, Kecamatan Cimalaka,
Kecamatan Tanjungkerta,
Kecamatan Conggeang,
Kecamatan Rancakalong,
Kecamatan Tomo, Kecamatan
Jatigede, Kecamatan Darmaraja,
dan Kecamatan Jatinunggal
2 | Banjir a. Kecamatan Jatinangor; Terjadi akibat dari
b. Kecamatan Cimanggung; drainase yang
c. Kecamatan Ujungjaya; kurang memadai,
tutupan lahan,
d. Kecamatan Tomo; dan peningkatan
e. Kecamatan Sumedang Utara; | debit air di
dan beberapa titik
f. Kecamatan Sumedang Selatan. | lintasan sungai.
3 | Puting Beliung | a. Kecamatan Cimanggung;
b. Kecamatan Cimalaka;
c. Kecamatan Cisarua;
d. Kecamatan Ujungjaya; dan
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No Kawasan Lokasi Keterangan
Bencana

Kecamatan Wado.

®

4 | Gempa Bumi Kecamatan Jatinangor;
Kecamatan Cimanggung;
Kecamatan Pamulihan;
Kecamatan Tanjungsari;
Kecamatan Sukasari;
Kecamatan Rancakalong;

Kecamatan Sumedang Utara;

S

Kecamatan Sumedang Selatan;

Kecamatan Ganeas;

[

Kecamatan Cisarua;

o

Kecamatan Cimalaka;

[u—

Kecamatan Paseh;
. Kecamatan Tanjungkerta; -
Kecamatan Tanjungmedar;
Kecamatan Situraja;
Kecamatan Cisitu;

Kecamatan Darmaraja;

" .o T O 5 g

Kecamatan Wado;
Kecamatan Jatinunggal;
Kecamatan Jatigede;
Kecamatan Tomo;
Kecamatan Ujungjaya;

. Kecamatan Conggeang;

X g 5 g 0

Kecamatan Buahdua; dan

Kecamatan Surian.

<

Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Secara umum daerah rawan bencana di Kabupaten Sumedang dapat

dilihat pada Gambar 2.4 di bawah ini:
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Gambar 2.4 Peta Rawan Bencana Kabupaten Sumedang
(Sumber: RTRW Kabupaten Sumedang 2018-2038)

2.1.2. Demografi

Berdasarkan data Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Tahun 2024 semester II yang tersebar

di 26 Kecamatan dapat diketahui bahwa total jumlah penduduk di Kabupaten

Sumedang sebanyak 1.226.660 jiwa yang terdiri atas 619.513 jiwa penduduk

laki-laki dan 607.147 jiwa penduduk perempuan. Dengan demikian angka

sex ratio Kabupaten Sumedang adalah 102,04.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kepadatan dan Pertumbuhan
Penduduk serta Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten
Sumedang Tahun 2024

Jumlah Luas Kepadatan
No Kecamatan Penduduk | Wilayah °p Pertumbuhan
. (Jiwa/Km?2)
(Jiwa) (Km?2)

1 | Wado 46.842 84,27 556 840
2 | Jatinunggal 47.423 72,12 658 (45)
3 | Darmaraja 38.360 49,38 777 472
4 | Cibugel 26.383 59,52 443 583
S | Cisitu 31.329 65,03 482 (114)
6 | Situraja 43.389 43,23 1.004 (202)
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Jumlah I..,uas Kepadatan
No Kecamatan Pen(.luduk Wilayah (Jiwa/Km?) Pertumbuhan
(Jiwa) (Km?2)

7 | Conggeang 29.600 106,98 277 (241)
8 | Paseh 39.611 31,62 1.253 248
9 | Surian 12.411 70,88 175 187
10 | Buahdua 34.188 107,68 317 167
11 | Tanjungsari 91.015 44,86 2.029 2.494
12 | Sukasari 36.149 41,82 864 937
13 | Pamulihan 67.968 50,70 1.341 2.286
14 | Cimanggung 96.120 55,55 1.730 3.258
15 | Jatinangor 96.329 31,60 3.048 2.693
16 | Rancakalong 43.477 55,07 789 972
17 gglr;:eacilang 83.998 92,51 908 1.042
18 | Sumedang 104.874 30,40 3. 450 5.695

Utara

19 | Ganeas 26.728 22,90 1.167 475
20 | Tanjungkerta 36.003 43,72 823 239
21 | Tanjungmedar 28.064 60,67 463 678
22 | Cimalaka 65.505 43,29 1.513 1.203
23 | Cisarua 21.710 17,71 1.226 350
24 | Tomo 23.903 84,74 282 (49)
25 | Ujungjaya 32.211 86,23 374 (155)
26 | Jatigede 23.070 106,24 217 (38)

Total Kabupaten 1.226.660 | 1.558,72 787 20.975

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2025)

II-10 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026




Selanjutnya penduduk di Kabupaten Sumedang dapat dianalisis
berdasarkan jenis kelamin dan struktur umurnya sebagaimana digambarkan

dalam Gambar di bawah ini.

5
1014
3539

5054
55-59
60-64
65-69

7074

75-79 20.486

Gambar 2.5 Piramida Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2024
(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (2025)

Terlihat dari bentuk piramida penduduk yang menyerupai segitiga,
Penduduk Kabupaten Sumedang dapat dikatakan berstruktur umur muda.
Hal ini dapat dilihat dari %tase penduduk usia anak-anak (0 — 14 tahun)
sebesar 22.21 %, jumlah penduduk yang berusia produktif (15 — 64 tahun)
berjumlah 67,37 %, dan jumlah penduduk lansia (= 65 tahun) tergolong kecil
yaitu 10,41 %. Dengan struktur seperti tersebut diatas merupakan bonus
demografi bagi Kabupaten Sumedang apabila bisa memanfaatkan struktur

penduduk ini dengan kebijakan yang baik dan tepat guna.

Komposisi penduduk berstruktur umur muda ini memberikan
implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian
dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga muda
yang terampil, mandiri, dan cekatan untuk mengisi dan menciptakan
peluang-peluang ekonomi yang tersedia. Struktur umur penduduk juga
digunakan untuk melihat Angka Beban Tanggungan (ABT). Pada tahun 2023
ABT di Kabupaten Sumedang sebesar 48,42%. Angka ini dapat
menyimpulkan bahwa terdapat 48 orang usia tidak produktif yang
ditanggung oleh 100 orang penduduk wusia produktif di Kabupaten
Sumedang. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan

ABT Tahun 2023 sebesar 55 %.

Untuk itu peningkatan kualitas sumber daya manusia serta

peningkatan mutu pendidikan diperlukan sehingga kedepannya masyarakat
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Sumedang menjadi masyarakat yang maju. Oleh karena itu sebaiknya
Pemerintah Daerah harus dapat mengelola dan memanfaatkan peluang ini
dengan sebaik-baiknya, karena jika tidak dikelola dan dimanfaatkan atau
tidak adanya sistem serta persiapan yang baik akan menyebabkan

peningkatan angka pengangguran.

26.884

m Silent Generation

® Baby Boomers

P

248.884

Gen X
Gen Y (Millenial)
mGenZ

m Post GenZ
273.538

Grafik 2.2 Struktur Umur Penduduk Kabupaten Sumedang Tahun 2024
(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang,

2025 (diolah))

Berdasarkan Grafik 2.2 menunjukkan bahwa pada Tahun 2024
komposisi penduduk sesuai struktur umur didominasi oleh generasi Z atau
tahun kelahiran 1998-2013 sebanyak 301.880 orang atau 24,61% dari
jumlah total penduduk dengan kisaran usia 12 sampai dengan 27 tahun.
Maka dari itu Pemerintah Daerah menyediakan banyak program untuk
generasi ini untuk menghadapi tantangan di masa depan sehingga
diharapkan angka pengangguran terbuka dapat ditekan. Program yang
disediakan di antaranya adalah program pelatihan kerja dan produktivitas
tenaga kerja, yang mempunyai aktivitas menyediakan pelatihan kerja secara

gratis bagi angkatan kerja.
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator makro merupakan parameter penting dalam menilai kinerja
pembangunan suatu wilayah. Indikator ini memberikan gambaran umum
tentang kondisi ekonomi dan digunakan oleh pemerintah untuk membuat
keputusan kebijakan dan investasi. Berikut adalah data indikator makro

Kabupaten Sumedang Tahun 2024.
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Komparasi Indikator Makro 2024 Tren Indikator Makro 2019-2024
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Grafik 2.3 Target dan Realisasi Indikator Makro Kabupaten Sumedang
Tahun 2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025 (diolah))

Secara umum, pencapaian indikator makro Kabupaten Sumedang
pada tahun 2024 menunjukkan tren positif meskipun masih terdapat
beberapa tantangan yang perlu diatasi. IPM Kabupaten Sumedang pada
tahun 2024 mencapai 74,57, yang sedikit lebih rendah dari rata-rata Provinsi
Jawa Barat (Jabar) yang tercatat 74,92 dan nasional 75,02. Meskipun
demikian, angka ini menunjukkan kemajuan yang stabil dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya. PDRB per kapita Sumedang berada pada
angka 39,70, masih tertinggal dari Jawa Barat yang mencapai 56,08, dan
Indonesia yang mencapai 78,62. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada
pertumbuhan, perlu adanya akselerasi untuk mengejar ketertinggalan

terutama dalam aspek ekonomi.

Indikator LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) di Kabupaten Sumedang
menunjukkan tren yang melambat, dengan pencapaian hanya sebesar 4,05%
pada 2024, jauh lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,
bahkan lebih rendah daripada periode sebelum pandemi. Tren ini
mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih agresif untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Sementara itu, tingkat
kemiskinan (Tk. Kemiskinan) dan pengangguran (TPT) menunjukkan

perbaikan pasca-pandemi, namun keduanya masih menjadi tantangan besar.

II-13 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



Tingkat kemiskinan menurun sedikit menjadi 9,10%, namun angka ini masih
lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional dan provinsi. Sementara
TPT menurun ke angka 6,16%, lebih baik dari Provinsi Jawa Barat yang
menjadi provinsi dengan pengangguran tertinggi di Indonesia pada tahun
2024, sehingga capaian Sumedang masih berada di atas rata-rata nasional
yang telah mencapai 4,91%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada
perbaikan, kualitas lapangan kerja dan daya beli masyarakat masih perlu

perhatian lebih.

Ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan Gini Ratio
juga mengalami penurunan, dengan angka 0,337 pada 2024, yang
menunjukkan bahwa ketimpangan di Kabupaten Sumedang lebih rendah
dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Meskipun
demikian, ketimpangan ini tetap fluktuatif dan perlu dikelola dengan baik,
terutama di wilayah perdesaan yang masih menunjukkan ketimpangan yang
cukup signifikan. Rekomendasi strategis untuk mendukung pembangunan

yang lebih inklusif dan berkelanjutan adalah sebagai berikut:
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan
tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Namun manfaat tersebut harus
juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, aspek
pemerataan menjadi pertimbangan penting dalam = keberhasilan

pembangunan.
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Lapangan Usaha

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama untuk
mengukur sejauh mana kemajuan sebuah negara atau wilayah dalam
meningkatkan kapasitas produksinya dan kesejahteraan masyarakat. Dalam
konteks pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi bukan hanya
dipandang dari segi angka produk domestik bruto (PDB), tetapi juga
mencerminkan kemampuan sebuah negara untuk menciptakan lapangan
kerja, meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kemiskinan.
Pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan juga menciptakan landasan

untuk pembangunan sosial dan infrastruktur yang lebih baik.

Namun, pertumbuhan ekonomi tidaklah seragam di seluruh sektor
ekonomi. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat bagaimana sektor-
sektor ekonomi berkontribusi terhadap pertumbuhan tersebut. Hal ini

membawa kita pada pembahasan mengenai pertumbuhan sektoral, yaitu
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perubahan yang terjadi dalam berbagai sektor perekonomian, seperti sektor
pertanian, industri, dan jasa, yang memiliki peran berbeda dalam mendorong

perekonomian secara keseluruhan.

Grafik di bawah ini menunjukkan pertumbuhan lapangan usaha pada
PDRB Kabupaten Sumedang dari tahun 2015 hingga 2024, yang
mengilustrasikan bagaimana berbagai sektor ekonomi berkontribusi
terhadap perkembangan ekonomi daerah selama periode tersebut. Secara
umum, sektor-sektor utama dalam perekonomian Sumedang menunjukkan

variasi dalam tingkat pertumbuhannya.

Pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan dalam pertumbuhan
sektor-sektor ekonomi, terutama akibat dampak dari pandemi COVID-19.
Sektor Informasi dan Komunikasi (warna oranye) mengalami lonjakan
pertumbuhan yang sangat tinggi pada tahun 2020 dengan kontribusi
mencapai 22,90%, mencerminkan adaptasi yang cepat terhadap kebutuhan
digitalisasi dan teknologi. Meskipun pada tahun tersebut sektor lainnya
seperti Pertanian dan Industri Pengolahan (warna hijau dan merah)
mengalami penurunan yang tajam akibat gangguan pandemi, sektor
Informasi dan Komunikasi menjadi sektor yang paling resilient, mencatatkan

pertumbuhan 22,90% pada 2020.
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Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB Kabupaten Sumedang 2015-2024
Sekctor

120 I Informasi dan Komunikasi
17.98 Jesalainnya
1012 6

100 | 966 | JasaKesehatan dan Kegiatan Sosial
854
- 5.83

80 122 ‘ l :;Z I‘ I 852 l 6597

B Jesa Perusatian

Il Penyedizen Akomodasi dan Meken Minum

2 ?izs ﬁ B Realstate
5 - : 810 B Jesz Pencidian
H | S I Konstruksi
g 40 nTrawsportasidan?ergudangan
£ m I IndustriPengolahan
" . I Jasa Keuangan dan Asuransi
. E I} Pengagan istrik dan Gas
m [ | Perdagangen Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
) || Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbeh den Daur Ulang
: I Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
20 — I cministrasi Pemerintah,Pertahanen dan Jaminan Sosil Wajib

)
4
N

i Pertambangan dan Penggalian

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Grafik 2.4 Pertumbuhan Lapangan Usaha pada PDRB Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 - 2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025 (diolah))

Sektor Jasa Lainnya, yang mencakup berbagai kegiatan non-
produktif dan jasa, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, juga
mengalami pertumbuhan signifikan di tahun 2020, dengan kontribusi besar
dalam mengisi gap yang ditinggalkan oleh sektor lainnya yang terpuruk
akibat pandemi. Jasa Pendidikan (warna hijau muda) juga mengalami
pertumbuhan yang relatif baik, meskipun sempat menurun tajam pada 2020
akibat penutupan sementara fasilitas pendidikan selama pandemi. Setelah
tahun 2020, grafik menunjukkan pemulihan yang relatif kuat pada beberapa
sektor, seperti Pertanian (warna hijau), yang mengalami kenaikan lagi pada
tahun 2021 dan 2022, mencerminkan keberlanjutan sektor ini sebagai pilar
ekonomi Sumedang. Sektor Industri Pengolahan juga menunjukkan
pemulihan pasca-pandemi, meskipun lebih lambat dibandingkan sektor

lainnya, dengan kontribusi yang tetap signifikan.

Pertumbuhan lapangan usaha di Sumedang menunjukkan cepatnya
pertumbuhan sektor-sektor yang lebih berbasis pada jasa, seperti Informasi
dan Komunikasi, dibandingkan sektor yang lebih tradisional seperti
Pertanian dan Industri Pengolahan. Sektor-sektor yang lebih terdiversifikasi
dan berbasis teknologi menunjukkan ketahanan yang lebih kuat terhadap
krisis ekonomi global, sementara sektor-sektor tradisional lebih rentan

terhadap guncangan eksternal seperti yang terjadi pada tahun 2020.

Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang

mengalami dinamika dalam 10 tahun terakhir. Pada awal periode, sekitar
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tahun 2015 hingga 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang
menunjukkan angka yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi, mencatatkan
angka sekitar 5,25% hingga 6,33%. Namun, saat memasuki tahun 2020,
dampak besar dari pandemi COVID-19 sangat terlihat dalam grafik.

Tren Pertumbuhan Ekonomi 2015-2024

6.23 6.33 Wilayah (Long3)
Il INDONESIA
Il JAWA BARAT
- Sumedang

LPE (%)

-2.52
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Grafik 2.5 Tren Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 - 2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025 (diolah))

Seperti yang dapat dilihat, pertumbuhan ekonomi Sumedang
mengalami penurunan tajam menjadi -1,12% pada tahun tersebut,
mencerminkan krisis ekonomi global yang mempengaruhi hampir semua
sektor ekonomi. Penurunan ini sangat mencolok, meskipun tidak seburuk
beberapa wilayah lain di regional Jawa Barat dan nasional, namun tetap
menjadi tantangan berat bagi ekonomi daerah. Setelah mengalami
penurunan yang dalam pada 2020, ekonomi Kabupaten Sumedang mulai
menunjukkan pemulihan namun menjadi tertinggal dibandingkan Jawa
Barat secara umum dan nasional. Bahkan, di tahun 2024 LPE Sumedang
semakin tertinggal karena mengalami perlambatan menjadi 4,05%. Tren LPE
menunjukkan bagaimana perekonomian daerah berkembang dan bagaimana
Sumedang menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi ekonomi di tingkat

provinsi dan nasional.

Secara keseluruhan, Sumedang mengalami pertumbuhan yang relatif
lambat dalam beberapa tahun terakhir, dengan LPE yang tercatat pada angka
4,05% pada tahun 2024. Meskipun mengalami sedikit pemulihan pasca-
pandemi, pertumbuhannya masih tertinggal dibandingkan dengan Jawa
Barat yang mencatatkan LPE sekitar 4,95% pada tahun yang sama. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun ada pemulihan, Sumedang masih berada di
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bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi. Meskipun Sumedang
mengalami tantangan dalam mengejar ketertinggalannya, sektor-sektor
seperti pertanian dan perdagangan masih menjadi pilar utama dalam
perekonomian daerah ini, meskipun kontribusinya terhadap pertumbuhan
ekonomi tidak secepat sektor industri atau jasa.

Kontribusi & Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Kab. Sumedang Tahun 2024
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Grafik 2.6 Kontribusi dan Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB
Kabupaten Sumedang Tahun 2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025 (diolah))

Grafik di atas menunjukkan kontribusi sektor-sektor ekonomi
terhadap PDRB Kabupaten Sumedang pada tahun 2024, beserta dampak
pertumbuhannya, yang memberikan gambaran tentang dinamika sektor-
sektor utama dalam perekonomian daerah. Pada tahun 2024, Laju
Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sumedang tercatat sebesar 4,05%, dengan
sektor-sektor tertentu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan,
sementara beberapa sektor mengalami kontraksi yang mengurangi laju

pertumbuhan secara keseluruhan.

Secara khusus, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
memberikan kontribusi besar terhadap LPE, dengan 1,26% dari total
pertumbuhan yang disumbangkan oleh sektor ini. Sektor pertanian yang
dominan ini menunjukkan pentingnya sektor primer dalam perekonomian
Sumedang, meskipun pertumbuhannya lebih rendah dibandingkan sektor
industri. Kontribusi ini mengindikasikan bahwa pertanian masih memainkan
peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam

menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung sektor-sektor lain.
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Namun, ada penurunan signifikan dalam beberapa sektor, seperti
Industri Pengolahan dan Konstruksi, yang masing-masing mengalami
kontraksi pada tahun 2024. Kedua sektor ini memberikan kontribusi yang
sangat besar terhadap PDRB Sumedang, mencapai 29,49% dari total PDRB,
namun penurunan di kedua sektor ini mengurangi laju pertumbuhan
ekonomi daerah secara keseluruhan. Sektor Industri Pengolahan dan
Konstruksi, yang sebelumnya menjadi pilar utama dalam pembangunan
infrastruktur dan industri lokal, menunjukkan tanda-tanda perlambatan

akibat faktor eksternal maupun perubahan dalam pola investasi.

Dengan adanya kontraksi pada sektor-sektor penting ini, Sumedang
perlu mengevaluasi kembali strategi investasi dan kebijakan industri untuk
mempercepat pemulihan. Terlepas dari itu, sektor Pertanian tetap menjadi
sumber pertumbuhan yang stabil, dengan sektor lainnya, seperti
Perdagangan dan Jasa Pendidikan, turut memberikan kontribusi penting
dalam mendukung ekonomi lokal. Keseimbangan antara sektor primer dan
sektor industri serta jasa akan menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan

yang lebih inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa sektor industri dan konstruksi,
yang sebelumnya memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan
ekonomi Sumedang, kini mulai menghadapi tantangan, yang mungkin dipicu
oleh faktor eksternal seperti penurunan permintaan global, keterbatasan
investasi, atau masalah dalam rantai pasokan. Sementara itu, sektor
pertanian dan jasa masih mampu memberikan kontribusi positif meskipun

ada penurunan di sektor sekunder.

Dengan demikian, perlambatan ekonomi Sumedang pada awal 2024
lebih jelas terlihat pada sektor-sektor yang bergantung pada industri dan
konstruksi, dan ini harus menjadi perhatian penting dalam merumuskan
kebijakan ekonomi ke depan untuk memastikan keseimbangan pertumbuhan

antar sektor.
2.2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi dari Sisi Pengeluaran

Komponen Pengeluaran PDRB Kabupaten Sumedang pada tahun 2024
mencerminkan struktur ekonomi daerah ini yang didorong oleh konsumsi
rumah tangga dan investasi. Secara keseluruhan, Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Kabupaten Sumedang tercatat sebesar 47,128 triliun Rupiah,
dengan dua komponen pengeluaran utama yang memberikan kontribusi

besar terhadap total PDRB, seperti yang dijabarkan pada tebel berikut.
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Tabel 2.5 Komponen Pengeluaran PDRB Tahun 2024

Komponen Pengeluaran 2024 ADHB (Milyar Rp) Share (%)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 31,817 67.51
Pembentukan Modal Tetap Bruto 10,289 21.83
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 3,531 7.49
Pengeluaran Konsumsi LNPRT 759 1.61
Net Ekspor Barang dan Jasa 569 1.21
Perubahan Inventori 163 0.35
Produk Domestik Regional Bruto 47,128 100.00

Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga menjadi komponen utama
dalam perekonomian Sumedang, dengan kontribusi mencapai 67,51% dari
total PDRB. Angka ini menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat
merupakan pendorong utama aktivitas ekonomi di Sumedang. Konsumsi
rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran, seperti belanja barang dan
jasa, yang mendominasi permintaan agregat. Tingginya kontribusi sektor ini
juga mencerminkan tingkat konsumsi yang tinggi di kalangan penduduk
Sumedang, yang merupakan indikasi positif terhadap daya beli dan

kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Selain itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi
dalam barang modal, yang berfungsi untuk meningkatkan kapasitas
produksi, mencatatkan kontribusi sebesar 21,83% terhadap PDRB
Sumedang. PMTB ini mencakup investasi dalam sektor-sektor produktif
seperti industri, infrastruktur, dan pembangunan fisik lainnya. Walaupun
kontribusinya lebih rendah dibandingkan konsumsi rumah tangga, angka ini
menunjukkan bahwa Sumedang juga mengalami investasi yang cukup besar,
yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka
panjang. Investasi yang baik akan menciptakan lapangan Kkerja,

meningkatkan produktivitas, dan mendukung transformasi ekonomi daerah.

Komponen pengeluaran PDRB Kabupaten Sumedang menunjukkan
perekonomian yang cukup bergantung pada konsumsi domestik, namun juga
menunjukkan adanya investasi yang semakin tumbuh, yang dapat
memberikan dampak positif pada pembangunan infrastruktur dan
peningkatan kapasitas produksi daerah. Perpaduan antara konsumsi rumah

tangga yang kuat dan investasi yang berkelanjutan akan menjadi kunci bagi

II-20 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



pertumbuhan ekonomi Sumedang yang lebih inklusif dan berkelanjutan di

masa depan.

Proporsi Komponen PDRB berdasarkan Pengeluaran
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Grafik 2.7 Proporsi Komponen Pengeluaran PDRB Tahun 2015-2024
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025)

Grafik ini menunjukkan komposisi komponen Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sumedang berdasarkan pengeluaran dari
tahun 2015 hingga 2024. Secara keseluruhan, konsumsi rumah tangga tetap
menjadi pendorong utama perekonomian Sumedang, dengan kontribusi yang
sangat besar, mencapai sekitar 67% hingga 71% dari total PDRB. Hal ini
mencerminkan tingginya tingkat konsumsi masyarakat, yang menjadi
indikator penting dalam perekonomian daerah ini. Stabilitas dan
pertumbuhan konsumsi rumah tangga menggambarkan bahwa daya beli

masyarakat berperan besar dalam menjaga laju ekonomi Sumedang.

Di sisi lain, sektor pembentukan modal tetap bruto (PMTB), yang
mencerminkan investasi dalam aset tetap seperti bangunan dan mesin,
memberikan kontribusi yang cukup signifikan, yakni sekitar 21% hingga
25%. Peningkatan investasi ini menunjukkan adanya pembangunan
infrastruktur dan kapasitas produksi yang penting untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Sumedang. Meskipun demikian,
konsumsi pemerintah, yang mencakup belanja pemerintah daerah,
cenderung stabil namun lebih kecil dibandingkan dengan dua sektor utama
ini, dengan kontribusi sekitar 8% hingga 9%. Hal ini menunjukkan bahwa
meskipun ada pengeluaran pemerintah untuk kegiatan pembangunan dan

sosial, proporsinya terhadap total PDRB relatif kecil.
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Sementara itu, net ekspor menunjukkan tren yang menarik, di mana
pada awal periode nilai net ekspor berada di posisi negatif dengan angka
cukup besar, menandakan bahwa impor lebih besar daripada ekspor.
Namun, seiring berjalannya waktu, nilai net ekspor terus membaik dan
bergerak mendekati titik nol, bahkan pada periode 2024 menunjukkan nilai
positif sebesar 1,21. Hal ini mengindikasikan adanya pergeseran dari defisit

perdagangan menuju surplus kecil, yang berarti ekspor mulai melebihi impor.

Namun, perlu diperhatikan bahwa surplus net ekspor ini bisa jadi tidak
semata-mata disebabkan oleh peningkatan ekspor, melainkan juga karena
kontraksi pada sektor industri pengolahan. Penurunan aktivitas di sektor ini
kemungkinan mengurangi kebutuhan akan bahan baku impor dari luar
daerah, sehingga impor menurun drastis. Dengan demikian, positifnya net
ekspor tersebut bisa mencerminkan penurunan impor akibat melemahnya
sektor industri pengolahan, bukan hanya peningkatan daya saing produk
ekspor. Kondisi ini memberikan gambaran yang lebih kompleks, di mana
perbaikan net ekspor sekaligus menjadi sinyal perlambatan produksi di lokal

Sumedang.

Secara keseluruhan, meskipun konsumsi rumah tangga dan investasi
terus tumbuh, surplus kecil pada sektor ekspor dan kontribusi konsumsi
pemerintah yang relatif kecil menunjukkan bahwa Sumedang masih perlu
memperbaiki keseimbangan antara konsumsi domestik dan perdagangan
luar negeri. Peningkatan ekspor, diversifikasi investasi, serta perbaikan
pengeluaran pemerintah yang lebih produktif menjadi kunci untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan di

masa depan.
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumedang pada tahun
2024 menunjukkan peningkatan yang signifikan, meskipun masih tertinggal
dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat dan Indonesia. Tren
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumedang menunjukkan
perkembangan yang stabil dari tahun ke tahun, meskipun posisinya masih
lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota besar di Jawa Barat.
Sumedang, yang berada di jalur yang relatif konsisten, menunjukkan bahwa

meskipun ada peningkatan, laju pertumbuhannya masih tertinggal
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dibandingkan dengan kota-kota utama seperti Bandung, Cimahi, dan

Karawang yang mengalami kemajuan pesat.

Di sisi lain, dibandingkan dengan kabupaten lainnya, Sumedang
menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik daripada daerah seperti Cianjur
dan Kabupaten lainnya yang berada di bawah garis rata-rata Provinsi Jawa
Barat. Tren yang positif ini menandakan adanya perbaikan berkelanjutan
dalam pembangunan di Sumedang, meskipun tantangan masih ada dalam
mengejar kota-kota besar yang memiliki infrastruktur dan sumber daya yang

lebih kuat.

Tren IPM Kabupaten Kota di Jawa Barat
kategori
e
M su
ka

IPM (Poin)

Grafik 2.8 Tren IPM Kabupaten/Kota di Jawa Barat
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025 (Diolah))

Secara keseluruhan, meskipun Sumedang berada sedikit di bawah
rata-rata provinsi dalam hal IPM dan pertumbuhannya, daerah ini masih
menunjukkan kemajuan yang stabil. Namun, untuk mencapai atau
melampaui rata-rata provinsi, Sumedang perlu meningkatkan upaya dalam
berbagai aspek pembangunan manusia, termasuk pendidikan, kesehatan,

dan standar hidup ekonomi.

Salah satu komponen utama yang mengalami peningkatan adalah Usia
Harapan Hidup (UHH), yang meningkat secara signifikan setelah sensus
penduduk 2020. Meskipun ada kemajuan, Harapan Lama Sekolah (HLS) di
Sumedang tumbuh sangat lambat dalam 10 tahun terakhir, dengan rata-rata
hanya meningkat 0,01 tahun per tahun, jauh lebih rendah dibandingkan
dengan rata-rata Jawa Barat. Selain itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga

mengalami pelambatan dalam dua tahun terakhir, dengan kenaikan hanya
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sebesar 0,01 per tahun. Hal ini menunjukkan adanya tantangan di sektor
pendidikan yang perlu mendapat perhatian lebih untuk mempercepat

peningkatan kualitas pendidikan dan aksesnya.

Sementara itu, meskipun ada kemajuan di sektor lainnya, Pengeluaran
per Kapita (PPP) di Sumedang masih tertinggal, mencatatkan angka 11,59
juta Rupiah pada 2024, yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata
Jawa Barat (12,16 juta Rupiah). Hal ini menandakan bahwa meskipun ada
perkembangan dalam beberapa komponen IPM, masih ada kesenjangan yang

signifikan dalam hal kesejahteraan ekonomi masyarakat Sumedang

Komparasi Kemponen IPM 2024 Tren IPM (UHH, RLS, HLS, Pengeluaran per Kapita
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Grafik 2.9 Capaian Komponen IPM Kabupaten Sumedang Tahun 2024
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025 (Diolah))

Sumedang menunjukkan bahwa meskipun berada pada posisi lebih
rendah dibandingkan dengan provinsi dan kota besar, daerah ini telah
menunjukkan keberhasilan dalam mempertahankan pertumbuhan yang
positif, menandakan adanya potensi untuk percepatan di masa depan jika
lebih banyak kebijakan dan intervensi yang mendukung sektor pendidikan

dan ekonomi lokal diterapkan secara terarah.
2.2.2.2. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang menunjukkan tren
penurunan, meskipun kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan
kemiskinan (P2) menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk miskin
masih jauh di bawah garis kemiskinan. Indikator kemiskinan di Kabupaten

Sumedang pada tahun 2024, dapat dilihat bahwa meskipun terjadi perbaikan
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pada beberapa aspek, tantangan terkait kemiskinan masih menjadi isu yang
signifikan.

Komparasi Indikator Kemiskinan 2024 Tren Indikator Kemiskinan
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Grafik 2.10 Komparasi Indikator Kemiskinan Tahun 2024
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025 (Diolah))

Pada Garis Kemiskinan (GK), Sumedang memiliki angka yang lebih
rendah dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat dan Indonesia. Hal ini
mencerminkan adanya penurunan yang relatif stabil dalam garis kemiskinan,
namun masih tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah lain. Sumedang
perlu mempercepat perbaikan di sektor ekonomi untuk mengurangi gap ini

agar bisa mencapai kesejahteraan yang lebih merata di masyarakat.

Dalam hal Persentase Penduduk Miskin (PO), Sumedang tercatat
dengan angka yang sedikit lebih tinggi daripada Jawa Barat, meskipun masih
lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa
meskipun ada penurunan, kemiskinan masih mempengaruhi sebagian besar
penduduk Sumedang, dan kebijakan yang lebih terfokus pada peningkatan
daya beli masyarakat dan pemberdayaan ekonomi akan sangat diperlukan

untuk mengurangi angka kemiskinan lebih lanjut.

Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) di Sumedang mengalami angka
yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi, menunjukkan
bahwa penduduk miskin di Sumedang masih mengalami kesulitan yang
cukup dalam untuk keluar dari kemiskinan. Kedalaman kemiskinan yang
relatif tinggi ini mengindikasikan bahwa meskipun ada penurunan angka

kemiskinan, terdapat segmen masyarakat yang masih sangat rentan secara
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ekonomi dan memerlukan perhatian khusus dalam hal pemberdayaan

ekonomi dan peningkatan akses ke sumber daya.

Keparahan Kemiskinan (P2) di Sumedang juga menunjukkan angka
yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi dan nasional, yang
mengindikasikan bahwa ketimpangan sosial masih menjadi masalah yang
perlu segera ditangani. P2 yang relatif tinggi menunjukkan bahwa
kemiskinan di Sumedang tidak hanya melibatkan banyak orang, tetapi juga
memiliki dampak yang lebih dalam pada kualitas hidup mereka. Ini
menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang fokus pada pengurangan

ketimpangan dan penguatan program perlindungan sosial.

Tren Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kota di Jawa Barat
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Grafik 2.11 Tren Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Barat
Tahun 2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025 (Diolah))

Berdasarkan tren tingkat kemiskinan yang ditampilkan, posisi
Kabupaten Sumedang menunjukkan perbaikan, meskipun masih berada di
atas rata-rata Provinsi Jawa Barat dan kota-kota besar lainnya. Sumedang
menunjukkan penurunan yang relatif stabil dalam tingkat kemiskinan
selama beberapa tahun terakhir, namun tetap berada pada posisi yang lebih
tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah seperti Kota Depok, Kota
Bandung, dan Kota Banjar, yang mengalami penurunan tingkat kemiskinan

jauh lebih signifikan.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat, yang juga
menunjukkan tren penurunan yang stabil, Sumedang sedikit tertinggal.

Namun, Sumedang lebih baik dari beberapa kabupaten lainnya seperti
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Tasikmalaya dan Majalengka, yang masih memiliki angka kemiskinan yang
lebih tinggi. Tantangan terbesar di Sumedang adalah meningkatkan
pendapatan masyarakat miskin dan mengurangi ketimpangan, terutama bagi

kelompok miskin ekstrem.
2.2.2.3. Pengangguran

TPT di Sumedang mengalami penurunan yang cukup signifikan selama
beberapa tahun terakhir, namun meskipun mengalami penurunan, tingkat
pengangguran terbuka di Sumedang tetap lebih tinggi dibandingkan dengan
tingkat pengangguran nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada
upaya untuk meningkatkan lapangan kerja, tantangan pengangguran tetap
ada di tingkat lokal yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional.
Penurunan TPT yang signifikan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam
penyerapan tenaga kerja, namun masih banyak tantangan yang harus

dihadapi, terutama dalam menyediakan pekerjaan formal yang stabil.

Secara umum, TPT di Jawa Barat mengalami fluktuasi yang relatif lebih
stabil jika dibandingkan dengan Sumedang. Jawa Barat memiliki angka TPT
yang lebih rendah dibandingkan Sumedang dalam beberapa tahun terakhir,
menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di tingkat provinsi lebih
terkendali. Namun, perbandingan ini juga mengindikasikan bahwa meskipun
Jawa Barat menunjukkan performa yang lebih baik dalam hal pengangguran,

Sumedang masih tertinggal sedikit di sektor ini.

Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia menunjukkan angka yang
lebih rendah dibandingkan dengan Sumedang. Ini berarti bahwa meskipun
Indonesia secara nasional telah mengalami perbaikan dalam hal
pengangguran, tantangan di tingkat lokal seperti di Sumedang masih ada dan
lebih besar. TPT nasional cenderung lebih stabil, mencerminkan keberhasilan
kebijakan dan program-program pemerintah yang telah berhasil mengurangi
pengangguran pada skala yang lebih besar. Berikut adalah tren indikator
ketenagakerjaan antara Indonesia, Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten

Sumedang.
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Grafik 2.12 Tren Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2024
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025 (Diolah))

Grafik di atas menunjukkan perbandingan TPAK (Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja) dan sektor formal antara Indonesia, Jawa Barat, dan
Sumedang. Secara umum, TPAK Indonesia mencapai 70,63%, lebih tinggi
dibandingkan dengan Jawa Barat (67,71%) dan Sumedang (69,24%). Namun,
sektor formal di Sumedang lebih rendah, hanya 37,26%, dibandingkan
dengan Indonesia (42,05%) dan Jawa Barat (45,61%), yang menunjukkan

dominasi pekerjaan di sektor informal di Sumedang.

Pada grafik tren tersebut juga terlihat bahwa selama beberapa tahun
terakhir, TPAK di ketiga wilayah mengalami fluktuasi. TPAK di Indonesia dan
Jawa Barat menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, sementara di
Sumedang, meskipun mengalami penurunan, tetap menunjukkan angka
yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasional. Tren ini menandakan
perlunya usaha untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja formal, yang

berfungsi untuk stabilitas ekonomi.

Lebih rinci lagi, dalam indikator TPAK berdasarkan jenis kelamin, TPAK
wanita di Sumedang terlihat relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah lain,
mencapai 56,42% pada tahun 2024, sementara TPAK pria sedikit lebih tinggi
di semua wilayah. Meskipun demikian, untuk meningkatkan produktivitas
ekonomi, diperlukan upaya untuk mengatasi ketimpangan gender di sektor

formal dan memberikan dukungan bagi pekerja wanita.

TPT di Sumedang memang mengalami penurunan, namun angka
pengangguran di Sumedang masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan

wilayah lainnya yang memiliki struktur ekonomi serupa, seperti wilayah
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agraris lainnya. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan TPT,
pengangguran di Sumedang masih dipengaruhi oleh dominasi sektor informal
dan terbatasnya lapangan kerja di sektor formal. Hal ini menggambarkan
tantangan bagi Sumedang dalam menciptakan kesempatan kerja formal yang
lebih banyak.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pria di Sumedang
menunjukkan angka yang relatif stabil dan sejalan dengan tren di wilayah
lain. Angka ini mencerminkan tingkat keterlibatan pria dalam pasar tenaga
kerja yang konsisten. Namun, meskipun TPAK pria yang tinggi dapat
menunjukkan stabilitas, angka TPT yang masih cukup besar menunjukkan
bahwa meskipun banyak pria yang berpartisipasi dalam angkatan kerja,
belum cukup Dbanyak lapangan pekerjaan yang tersedia untuk
mengakomodasi mereka, terutama dalam sektor formal. Oleh karena itu,
diperlukan peningkatan kualitas lapangan kerja yang dapat menurunkan

TPT.

Partisipasi wanita dalam pasar tenaga kerja di Sumedang tercatat
cukup tinggi, yang menunjukkan peran tenaga kerja wanita yang semakin
signifikan. Namun, sebagian besar tenaga kerja wanita di Sumedang
kemungkinan besar masih bekerja di sektor informal, yang cenderung kurang
stabil dan tidak memberikan perlindungan sosial yang memadai. Hal ini
menunjukkan adanya tantangan dalam memperbaiki kualitas pekerjaan bagi
wanita, sehingga mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil dan
dengan penghasilan yang lebih baik, yang dapat mendukung peningkatan

produktivitas ekonomi.

Berdasarkan data ketenagakerjaan di Sumedang dari tahun 2020
hingga 2024, terdapat beberapa perkembangan positif dalam pasar tenaga
kerja. Angkatan kerja mengalami peningkatan yang stabil, dari 637,668 orang
pada 2020 menjadi 646,454 orang pada 2024. Meskipun terjadi penurunan
pada 2022, jumlah angkatan kerja secara keseluruhan menunjukkan tren
yang lebih baik. Selain itu, jumlah penduduk yang bukan bagian dari
angkatan kerja mengalami penurunan signifikan pada 2023 dan 2024, yang
menunjukkan adanya pergeseran pola partisipasi masyarakat dalam pasar

kerja, seperti yang ditunjukan pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Jumlah Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024

II-29 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



Variabel Satuan 2020 2021 2022 2023 2024

Angkatan Orang 637,668 639,867 609,471 626159 646,454
Kerja

Bukan Orang 286,961 294,136 333,498 297,915 287,169
Angkatan

Kerja

TPAK Persen 68.96 68.51 64.63 67.76 69.24
TPT Persen 9.89 9.18 7.72 6.94 6.16
Jumlah Orang 63,062 58,770 47,055 43,485 39,816
Pengangguran

Penduduk Orang 574,606 581,097 562,416 582,674 606,638
Bekerja

Penduduk Orang 924,629 934,003 942,969 924,074 933,623
Usia Kerja

Sumber: Badan Pusat Statistik (2025)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meskipun sedikit menurun
pada 2022, kembali menunjukkan angka positif pada 2024 dengan mencapai
69,24%, mencerminkan adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam dunia kerja. Lebih lanjut, Tingkat Pengangguran Terbuka
(TPT) mengalami penurunan yang signifikan dari 9,89% pada 2020 menjadi
6,16% pada 2024, yang mencerminkan keberhasilan dalam penurunan angka

pengangguran di Sumedang.

Jumlah pengangguran juga mengalami penurunan yang konsisten,
dari 63,062 orang pada 2020 menjadi 39,816 orang pada 2024, seiring
dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja, yang tercatat mencapai
606,638 orang pada 2024. Tren positif ini mencerminkan adanya perbaikan
dalam penyerapan tenaga kerja, yang secara langsung berdampak pada
pengurangan angka pengangguran. Secara keseluruhan, data ini
menunjukkan bahwa pasar ketenagakerjaan di Sumedang mengalami
perbaikan yang signifikan, dengan penurunan pengangguran dan
peningkatan lapangan pekerjaan yang dapat memberikan dampak positif bagi

perekonomian daerah.

Berdasarkan data sebelumnya yang menunjukkan penurunan TPT di
Sumedang, tren ini menunjukkan adanya perbaikan di pasar tenaga kerja.
Namun, sebuah permasalahan signifikan yang muncul adalah dominasi
tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kelompok usia muda (15-24
tahun), yang semakin mendominasi tren pengangguran secara keseluruhan,

dijelaskan pada grafik berikut.
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Grafik 2.13 Komposisi TPT Berdasarkan Umur di Kabupaten Sumedang
Tahun 2019-2024

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025 (Diolah))

Dari grafik di atas, terlihat bahwa meskipun secara umum TPT
mengalami penurunan, angka pengangguran pada usia muda menunjukkan
tren yang lebih buruk. TPT pada usia muda (15-24 tahun) terus mengalami
kenaikan yang signifikan. Pada 2019, TPT untuk kelompok usia ini adalah
3,70%, dan terus meningkat setelah dipicu pandemi Covid-19 hingga
mencapai 4,54% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada
penurunan TPT pada kelompok usia lebih tua, pengangguran di kalangan
pemuda justru semakin memburuk. Sebagian besar pengangguran ini terjadi
karena kesulitan mereka dalam memasuki pasar kerja formal, di mana
keterampilan dan pengalaman mereka belum sepenuhnya memenuhi

tuntutan lapangan kerja yang tersedia.

Pada sisi lain, meskipun TPT untuk kelompok usia lebih tua (di atas 24
tahun) mengalami penurunan yang stabil, tren ini menunjukkan bahwa
lapangan kerja lebih terbuka bagi kelompok usia lebih dewasa. Namun,
penurunan TPT yang signifikan di kelompok usia dewasa tidak cukup untuk

menutupi peningkatan TPT pada kelompok usia muda.

Proposi pengangguran pada usia muda pun semakin meningkat. Pada
2019, proporsi pengangguran di kelompok usia muda adalah 48,58% dan
terus naik hingga mencapai 73,78% pada 2024. Ini adalah angka yang sangat

besar dan menjadi perhatian utama dalam kebijakan ketenagakerjaan.

Dengan demikian, meskipun ada perbaikan dalam beberapa aspek
pasar tenaga kerja di Sumedang, masalah pengangguran pada usia muda

yang terus meningkat dan mendominasi tetap menjadi tantangan besar.
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Untuk itu, perlu ada kebijakan yang lebih efektif dalam menciptakan
lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan generasi muda serta
upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan agar mereka

lebih siap menghadapi tuntutan pasar kerja.
2.2.2.4. Ketimpangan

Gini Ratio ini menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi
pendapatan, di mana semakin rendah nilai Gini, semakin merata distribusi
pendapatannya. Pada tahun 2024, Sumedang mencatatkan Gini Ratio
sebesar 0,337 untuk wilayah perkotaan dan perdesaan, 0,349 untuk wilayah
perkotaan, dan 0,319 untuk wilayah perdesaan. Ini menunjukkan perbaikan
signifikan dalam ketimpangan, dengan nilai yang lebih rendah dibandingkan
dengan Jawa Barat (0,434 untuk perkotaan) dan Indonesia (0,399 untuk
perkotaan). Hal ini mencerminkan bahwa Sumedang telah berhasil
mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan secara keseluruhan, lebih

baik dari rata-rata provinsi dan nasional.

Namun, meskipun ada perbaikan secara keseluruhan, terdapat
fluktuasi yang lebih besar di wilayah perdesaan, terutama pada tahun 2022
yang mencatatkan ketimpangan yang lebih tinggi. Gini Ratio untuk
perdesaan Sumedang sempat mencapai 0,374 pada tahun 2022, yang
menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang lebih tinggi di daerah
pedesaan. Meskipun demikian, ketimpangan di perdesaan menunjukkan
penurunan kembali di 2024 menjadi 0,319, yang mengindikasikan adanya

perbaikan meskipun fluktuasi masih terlihat.
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Grafik 2.14 Komparasi Gini Ratio Indonesia, Provinsi Jawa Barat dan
Kabupaten Sumedang

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025 (Diolah))

Wilayah perkotaan di Sumedang juga mengalami penurunan
ketimpangan yang sangat signifikan sejak 2018. Penurunan ketimpangan di
perkotaan mencerminkan adanya peningkatan inklusivitas ekonomi, yang
memungkinkan masyarakat lebih merasakan manfaat dari pertumbuhan
ekonomi daerah. Ini menjadi indikator positif bahwa Sumedang bergerak

menuju ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.
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Grafik 2.15 Tren Gini Ratio Kabupaten/Kota di Jawa Barat
(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025 (Diolah))
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Grafik 2.15 menunjukkan tren Gini Ratio di Kabupaten Sumedang
dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat dari
tahun 2015 hingga 2024. Gini Ratio adalah indikator yang digunakan untuk
mengukur ketimpangan distribusi pendapatan, di mana nilai yang lebih

rendah menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Pada tahun 2024, Gini Ratio Sumedang tercatat sebesar 0,337, yang
lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat yang mencapai
0,421. Hal ini mencerminkan adanya penurunan ketimpangan yang
signifikan di Sumedang, menjadikannya lebih merata dibandingkan dengan
daerah lainnya di Jawa Barat. Sebelumnya, Sumedang menunjukkan tren
penurunan Gini Ratio yang konsisten, dengan angka yang lebih tinggi pada
2015 yang mencapai 0,394, menunjukkan perbaikan signifikan dalam

distribusi pendapatan selama periode tersebut.

Jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lain, Sumedang
menunjukkan nilai Gini yang lebih rendah, yang menunjukkan upaya yang
efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi. Misalnya, Kota
Cirebon, yang memiliki Gini Ratio lebih tinggi, mencatatkan angka 0,489
pada 2024, sementara Kota Bandung juga mengalami peningkatan

ketimpangan dengan Gini Ratio 0,434.

Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa Pangandaran dan
Cianjur menunjukkan penurunan ketimpangan yang sangat signifikan,
dengan Gini Ratio yang sangat rendah pada tahun 2024. Hal ini
mencerminkan bahwa beberapa daerah di Jawa Barat juga mengalami
perkembangan yang lebih cepat dalam mengurangi ketimpangan distribusi

pendapatan.
2.2.2.5. PDRB per Kapita

Pada tahun 2024, PDRB per kapita Sumedang tercatat sebesar 39,70
juta Rupiah dengan menggunakan harga berlaku. Namun, jika dilihat
berdasarkan PDRB per kapita dengan harga konstan, yang mencerminkan
pertumbuhan yang disesuaikan dengan inflasi, PDRB per kapita Sumedang
hanya tercatat 23,56 juta Rupiah pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa
meskipun ada kenaikan yang signifikan, perekonomian Sumedang masih
relatif rendah dibandingkan dengan wilayah yang lebih maju di Jawa Barat,

seperti yang disajikan pada grafik berikut.
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Grafik 2.16 Tren PDRB Per Kapita (ADHB) Kabupaten/Kota
di Jawa Barat

(Sumber: BPS Kabupaten Sumedang, 2025 (Diolah))

Tren kontribusi PDRB Kabupaten Sumedang dan beberapa
kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat dari tahun 2015 hingga 2024. Terlihat
bahwa Sumedang (warna oranye) memiliki kontribusi yang relatif kecil
terhadap total PDRB di Jawa Barat, dengan kontribusinya tetap stabil di
sekitar 1,67% pada tahun 2024. Meskipun mengalami sedikit peningkatan
dari tahun-tahun sebelumnya, kontribusi Sumedang terhadap PDRB Jawa
Barat masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan kota-kota besar seperti

Bekasi dan Bandung.

Bekasi dan Bandung menunjukkan kontribusi yang lebih besar dan
stabil sepanjang periode tersebut, dengan Bekasi memberikan kontribusi
yang sangat signifikan, mencatatkan sekitar 15% pada 2024, sementara
Bandung juga tetap berada di kisaran 13%. Kedua kota besar ini memiliki
kontribusi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Sumedang, yang
mencerminkan perbedaan besar dalam kapasitas ekonomi antara kota-kota

besar dan kabupaten-kabupaten di Jawa Barat.

Sumedang, meskipun berada di posisi yang lebih rendah dalam hal
kontribusi terhadap PDRB, menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil
meskipun berada di bawah kota-kota besar. Sektor-sektor seperti pertanian,
perdagangan, dan industri pengolahan berkontribusi besar terhadap
pertumbuhan. Ini menandakan bahwa, meskipun ada tantangan dalam
meningkatkan kontribusi ekonomi secara keseluruhan, kabupaten seperti

Sumedang tetap memainkan peran yang penting dalam mendukung
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perekonomian regional. Keterbatasan kontribusi ini menunjukkan
pentingnya pengembangan sektor-sektor produktif dan investasi untuk
meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi di masa depan, sehingga
diperlukan upaya percepatan untuk meningkatkan PDRB per kapita melalui

diversifikasi ekonomi dan hilirisasi produk lokal.
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
2.2.3.1. Fokus Seni

Seni dan budaya merupakan bagian integral dari kehidupan
masyarakat yang mencerminkan identitas, nilai-nilai dan warisan sejarah
suatu daerah. Di Kabupaten Sumedang, seni budaya memegang peran
penting dalam memperkuat jati diri serta membangun karakter
masyarakatnya. Warisan budaya lokal seperti seni tari, musik tradisional,
wayang golek hingga seni pertunjukan dan kerajinan tangan menjadi wujud

nyata ekspresi budaya yang diwariskan turun-temurun.

Kegiatan seni budaya tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi
juga menjadi sarana edukasi dan perekat sosial antargenerasi. Dengan
memadukan tradisi dan inovasi, seni budaya lokal tidak hanya bertahan
tetapi juga berkembang di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Melalui
pelestarian seni budaya diharapkan dapat membangun wilayah yang berakar

pada kearifan lokal.

Pada Tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
mengeluarkan Perda Kabupaten Sumedang tentang Sumedang Puseur
Budaya Sunda (SPBS). SPBS yang bersifat lokal dapat dijadikan sebagai
panduan dalam mengarahkan kehidupan bersama di tataran sosial yang
selaras dan seimbang serta berperan juga dalam pembangunan karakter,
pariwisata, dan ekonomi kreatif. Implementasi aspek seni dan budaya di
Kabupaten Sumedang salah satunya ialah dengan “mempopulerkan” kembali
seni dan budaya yang ada di Kabupaten Sumedang melalui berbagai acara
pemerintahan skala lokal maupun nasional serta mengenalkan cagar budaya

yang dilestarikan kepada masyarakat Sumedang.

Fokus budaya meliputi seperti pengembangan, pelestarian, dan
pembinaan kebudayaan, yanga salah satunya ialah dengan pelestarian
warisan budaya dan sejarah. Kabupaten Sumedang mempunyai beberapa
tempat yang merupakan warisan budaya. Berikut adalah Objek Cagar

Budaya di Kabupaten Sumedang yang telah ditetapkan.
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Tabel 2.7 Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan di Kabupaten Sumedang

. . Tahun
No Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan ~a —
1 | Makam Cut Nyak Dien v -
2 | Monumen Lingga v -
3 | Gedung Bumi Kaler \ -
4 | Benteng Gunung Gadung \ -
S5 | Benteng Gunung Koentji (Kunci) \ -
6 | Benteng Gunung Palasari \ -
7 | Gedung Disparbudpora \ -
8 | Struktur Jembatan Cincin Cikuda \ -
9 | Struktur Jembatan Cincin Kuta Mandiri \ -
10 | Makuta Koleksi Museum Prabu Geusan Ulun \ -
11 | Meriam Koleksi Museum Prabu Geusan Ulun \ -
12 | Bunker Jatisari v -
13 | Pendopo Kecamatan Sumedang Utara \ -
14 P?asasti Pembangunan Jalan raya Pos (Postweg) N .
di Cadas Pangeran
15 | Rumah Cut Nyak Dien \ -
16 | Siger Koleksi Museum Prabu Geusan Ulun \ -
17 | Gedung Srimanganti v -
18 | Struktur Bendungan Ragadiem v -
19 | Wisma Gending \ -
20 | Monumen Loji N, .

21 | Situs Gunung Lingga -

22 | Situs Dayeuhluhur -

23 | Situs Jaya Perkasa -

24 | Situs Cigobang -

25 | Struktur Panday -

26 | Situs Pasarean Gede -

27 | Situs Gunung Puyuh -

28 | Situs Buyut Lengka -

29 | Situs Marongge/Gunung Hade -

30 | Situs Astana Gede Cipaku -

31 | Situs Pasir Cengkok -

< | 2| 2 2| 2| 2| 2| 2| 2] 22| 2| &

32 | Situs Pasir Putrapada -
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. . Tahun
No Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 2018 2022
33 | Situs Kabuyutan Citembong Girang - V
34 Situs Kompleks Makam Keramat Embah . N
Nangganan
35 | Situs Embah Nuridin - ol
36 | Situs Makam Karomah Cikadu - V
37 | Situs Pasir Ipis - \
38 | Struktur Raden Aria Wiraradja I - \
39 | Struktur Makam Paranantaka - \

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sumedang (2025)

Akan tetapi, sampai dengan Tahun 2024 masih terdapat beberapa

objek cagar budaya yang statusnya belum ditetapkan dan tersebar di seluruh

wilayah Kabupaten Sumedang, seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Objek Diduga Cagar Budaya

No Jenis Objek yang Diduga Cagar Budaya Jumlah
1 | Situs Diduga Cagar Budaya 200 buah
2 | Struktur Diiduga Cagar Budaya 47 buah
3 | Bangunan Diduga Cagar Budaya 6 buah
4 | Benda Diduga Cagar Budaya 50 buah

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sumedang (2025)

Fokus seni meliputi berbagai aspek yang berkaitan pelestarian karya

seni. Pelestarian seni tradisional merupakan salah satu cara untuk menjaga

dan menghidupkan kembali seni-seni lokal yang mulai punah. Jenis seni

budaya yang dilestarikan di Kabupaten Sumedang meliputi:

1)

Seni tradisional/seni pertunjukan, diantaranya Kuda Renggong,
Tarawangsa, Celempungan, Calung, Kiliningan dan Jaipongan;

Seni Musik

Seni tari, diantaranya Tari Jayengrana, Tari Topeng Kasumedangan, Tari
Gandamanah, Tari Tayuban, dll.; dan

Seni kemasan, diantaranya Prosesi penyambutan tamu, pembukaan dan

penutupan festival.
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2.2.3.2. Fokus Olahraga

Salah satu fungsi dari pengembangan aspek olahraga adalah
membangun sumber daya manusia yang berkualitas, selain itu juga sebagai
sarana pembentukan karakter dan disiplin. Di Kabupaten Sumedang, potensi
pengembangan olahraga sangat besar, baik sebagai bagian dari gaya hidup
sehat masyarakat maupun sebagai ajang pencarian bakat atlet berprestasi
untuk tingkat regional hingga nasional serta sarana pembinaan generasi
muda serta penguatan jalinan sosial di masyarakat. Dalam pelaksanaannya
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berkolaborasi dengan Komite
Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Sumedang dalam peningkatan
keolahragaan yang secara aktif mengembangkan berbagai cabang olahraga
melalui penyediaan sarana dan prasarana, pembentukan klub-klub olahraga,

pelaksanaan kompetisi lokal, serta pembinaan atlet usia dini.

Kabupaten Sumedang memiliki lebih dari 28 jenis cabang olahraga,
dan sebanyak 23 cabang olah raga telah menorehkan prestasi antara lain
Cabang olah raga berkuda, tenis meja, taekwondo, anggar, sepak takraw,
angkat besi, petanque, angkat berat, atletik, karate, tinju, balap sepeda,
tarung derajat, panahan, senam dan wushu sanda. Setiap atlet yang terdaftar
atau tergabung dalam klub/tim/federasi olahraga akan dilakukan
pembinaan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
serta KONI Kabupaten Sumedang. Melalui kolaborasi dengan KONI
Kabupaten Sumedang, setiap cabang olahraga selain mendapatkan
pembinaan juga dilakukan penyeleksian jenis cabang olahraga beserta
atletnya yang siap untuk dipertandingkan. Berikut adalah Jumlah Cabang
Olahraga dan Jumlah Atlet Berprestasi di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.9 Jenis Event Kejuaraan, Jenis Cabang Olahraga dan Jumlah Atlet
Berprestasi di Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023

Tahun
No Uraian
2020 2021 2022 2023 2024
1 | Jumlah cabang 7 35 21 11 16
olahraga yang
meraih prestasi
2 | Jumlah atlet yang 21 267 139 34 146
berprestasi

Sumber: KONI Kabupaten Sumedang, 2023

Data diatas diambil berdasarkan pada jumlah jenis cabang olahraga

dan jumlah atlet yang berhasil meraih kejuaraan pada sejumlah event
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olahraga. Jenis event kejuaraan yang diikuti sangat berpengaruh terhadap
hasil capaian jumlah jenis cabang olahraga dan jumlah atlet yang berprestasi

dikarenakan adanya perbedaan dalam proses seleksi atlet.
2.3. Aspek Pelayanan Umum

Dokumen RKPD Tahun 2026 berpedoman pada dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun
2025-2045, dan hal tersebut berpengaruh terhadap perubahan fokus

urusan-urusan Pemerintahan Daerah.

2.3.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar
2.3.1.1. Urusan Pendidikan

2.3.1.1.1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD ) merupakan fondasi utama dalam
pengembangan potensi anak sejak dini. Sasarannya adalah anak usia dini 1
(satu) tahun pra SD/MI/sederajat, yang artinya setiap anak usia 5-6 tahun
wajib mendapatkan layanan PAUD minimal selama 1 tahun sebelum masuk
Sekolah Dasar, sehingga ditargetkan anak usia 5-6 tahun harus terlayani
PAUD yang diukur dari capaian jumlah anak usia 5-6 tahun yang terdaftar

di Lembaga PAUD formal maupun non formal (TK, KB, SPS dan TPA).

Pendidikan sangat menentukan perkembangan fisik, kognitif,
emosional, sosial dan spiritual anak. Sehingga penyelenggaraan PAUD yang
berkualitas memiliki peran strategis dalam membentuk fondasi karakter dan
kecerdasan anak. Cakupan layanan PAUD di Kabupaten Sumedang terus
meningkat setiap tahunnya. Begitu pun dengan capaian partisipasi PAUD-

nya seperti yang tergambar pada Grafik berikut ini.

Grafik 2.17 Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Usia Dini di Kabupaten
Sumedang Tahun 2019-2023 (%)
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Berdasarkan data diatas bahwa tren angka partisipasi pendidikan
PAUD sangat fluktuatif. Setelah mengalami penurunan pada Tahun 2021
akibat adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyaknya
masyarakat tidak mengikutsertakan anak yang berusia 5-6 tahun dalam
pendidikan PAUD sehingga angka partisipasi PAUD hanya 64,85%. Namun,
dengan semakin membaiknya kondisi pandemi terlihat adanya peningkatan
tren angka partisipasi dan puncaknya pada Tahun 2023 APK PAUD mencapai
93,16%. Peningkatan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain
meningkatnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan usia
dini bagi perkembangan kognitif, sosial dan emosional anak, meningkatnya
kualitas pendidikan, infrastruktur serta jumlah dan penyebaran lembaga

PAUD yang lebih merata.
2.3.1.1.2. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar terbagi ke dalam 2 (dua) sasaran pelayanan yaitu 1)
layanan pendidikan dasar SD/MI/sederajat yang diperuntukan bagi anak
usia 7-12 tahun; dan 2) layanan pendidikan dasar tingkat lanjutan
SMP/MTs/sederajat yang diperuntukan bagi anak usia 13-15 tahun, yang
artinya anak di rentang usia 7-15 tahun wajib mendapatkan layanan
Pendidikan dasar. Pendidikan dasar tidak hanya berfungsi sebagai jembatan
menuju jenjang pendidikan lebih tinggi, tetapi juga sebagai upaya
menciptakan generasi muda yang mampu berpikir kritis, berperilaku disiplin,
dan beradaptasi dalam kehidupan sosial. Di Kabupaten Sumedang,
pendidikan dasar menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) dan menekan angka putus sekolah. Untuk
mengetahui banyaknya penduduk usia sekolah yang memanfaatkan fasilitas

pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi
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sekolah. Indikator Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumedang tersaji pada
grafik dibawah.
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Grafik 2.18 Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (2025))

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa yang
sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk
kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK
digunakan untuk menunjukan berapa besar tingkat partisipasi penduduk
pada suatu tingkat pendidikan serta untuk menunjukkan besaran kapasitas
sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia tertentu.
Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa baik APK SD maupun SMP telah
menunjukan capaian tinggi sejak tahun 2023 yaitu 100% yang artinya semua
anak dalam kelompok usia yang relevan dengan jenjang pendidikan (SD atau
SMP) telah terdaftar dan berpartisipasi dalam pendidikan dasar. Bahkan
untuk tahun 2024, APK Pendidikan SD telah melebihi 100% yang
menandakan masih ada anak yang berusia lebih tua atau lebih muda dari
usia ideal yang masih berada di jenjang tersebut. Adapun Angka Partisipasi
Murni (APM) yang merupakan persentase dari jumlah siswa yang sedang
bersekolah pada jenjang tertentu pendidikan dibandingkan dengan jumlah
total anak usia sekolah di jenjang pendidikan tersebut, untuk pendidikan SD
di Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya bahkan
sampai melebihi 100%, hal ini diasumsikan adanya anak dengan usia diluar
usia rentang pendidikan yang tercatat di jenjang SD dan dihitung sebagai
bagian dari usia ideal. Lain halnya dengan APM pendidikan SMP yang
menurun menjadi 82,08% di tahun 2024 dari sebelumnya 91,16% di tahun
2023.
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2.3.1.1.3. Pendidikan kesetaraan

Pendidikan kesetaraan diperuntukan bagi warga negara dengan usia
16-21 tahun atau lebih yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan
menengah melalui jalur formal, serta tidak berkesempatan mengikuti
pendidikan reguler karena berbagai kendala seperti sosial, ekonomi,
geografis, dan lain-lain. Layanan Pendidikan yang disediakan melalui
Pendidikan kesetaraan meliputi : 1) Program Paket A (setara SD); 2) Paket B
(setara SMP); dan 3) Paket C (setara SMA/SMK). Pendidikan kesetaraan
dilaksanakan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan
penekanan pada penguasaan pengetahuan akademik dan keterampilan
fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Berikut
Rombongan Belajar untuk Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket
C di Kabupaten Sumedang.
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Grafik 2.19 Rombongan Belajar Paket A, Paket B dan Paket C di Kabupaten
Sumedang Tahun 2020 - 2024

(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (2025))

Berdasarkan data diatas jumlah rombel baik paket A, B maupun c
sangat fluktuatif. Diketahui Tahun 2024 jumlah rombel paket A dan C
mengalami peningkatan yang yang cukup tinggi menjadi 67 rombel untuk
paket A dari 52 rombel dan 324 rombel paket C dari 255 rombel di Tahun
2023. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 1) adanya
peningkatan kesadaran masyarakat terhadap manfaat yang akan diperoleh
dari program pendidikan kesetaraan; 2) penurunan stigma negatif yang
melekat pada pendidikan kesetaraan di masyarakat; 3) peran pemerintah
dalam peningkatan fasilitas dan sumber daya dalam upaya meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam program kesetaraan seperti membangun
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kemitraan dengan Non Government Organization (NGO) dan organisasi sosial
yang aktif menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan; 4) fleksibilitas
dan kemudahan akses dalam pendidikan kesetaraan seperti penawaran
jadwal kelas yang fleksibel serta penggunaan teknologi yang memungkinkan
peserta didik mengikuti pembelajaran jarak jauh; dan 5) kebijakan
Pemerintah yang mengakui ijazah pendidikan kesetaraan setara dengan
pendidikan formal. Namun demikian penurunan justru terjadi pada jumlah
rombel paket B yang semula 184 rombel di Tahun 2024 menjadi 182 rombel
di tahun 2024. Dan hal ini berdampak pada tren angka partisipasi
pendidikan kesetaraan di Kabupaten Sumedang yang terus mengalami

peningkatan seperti yang ditunjukan grafik berikut.
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Grafik 2.20 Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten
Sumedang Tahun 2020 - 2024 (%)

(Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (2025))

Di era digitalisasi saat ini, kemampuan literasi dan numerasi menjadi
kompetensi dasar yang esensial bagi peserta didik. Literasi tidak hanya
berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga memahami
informasi secara mendalam, sedangkan numerasi meliputi kemampuan
memahami, menggunakan, dan menginterpretasikan angka dan data dalam
konteks yang relevan dan bermakna. Indikator literasi dan numerasi menjadi
tolak ukur utama dalam menilai efektivitas proses pembelajaran di jenjang

pendidikan dasar dan menengah.

Pemerintah Kabupaten Sumedang, melalui Asesmen Nasional (AN)
telah menjadikan literasi membaca dan numerasi sebagai bagian penting dari
pengukuran capaian pendidikan secara nasional. Hasil asesmen ini menjadi

dasar bagi sekolah, dinas pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya
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untuk melakukan perbaikan pembelajaran dan peningkatan kompetensi
guru. Berikut target dan realisasi persentase siswa dengan kompetensi
literasi dan numerasi yang memenuhi kompetensi minimum yang tertuang
pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.10 Target dan Capaian Persentase Siswa dengan Kompetensi

Literasi dan Numerasi yang Memenuhi Kompetensi Minimum
Tahun 2022-2024

Target Capaian

No Indikator
2022 2023 2024 2022 2023 2024

1. | Persentase
siswa dengan
kompetensi
literasi

46,84 | 53,53 | 9888 | 6150 | 56,18 | 82,67

2. | Persentase
siswa dengan
kompetensi
numerasi

26,77 | 30,11 | 3312 | 4169 | 49,4 | 77,90

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang (2025)

Efektivitas dan kualitas proses pembelajaran yang diterima siswa
termasuk didalamnya kemampuan literasi dan numerasi erat kaitannya
dengan ketersediaan, pemerataan dan kompetensi guru. Berikut adalah

kondisi pemerataan guru di Kabupaten Sumedang.
2.3.1.2. Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan
manusia yang berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki peran strategis
dalam menjamin akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang
berkualitas, terjangkau, dan merata di seluruh wilayah. Beberapa indikator
yang menunjang sasaran Kabupaten Sumedang dalam rangka meningkatkan

pelayanan di bidang kesehatan, adalah sebagai berikut:
2.3.1.2.1. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan
untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, mencegah serta
menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan baik perorangan,
keluarga, atau masyarakat. Pelayanan kesehatan di Kabupaten Sumedang

meliputi beberapa jenis pelayanan antara lain adalah sebagai berikut:

2.3.1.2.1.1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
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Kesehatan ibu hamil merupakan masalah kesehatan yang harus
mendapat prioritas utama dalam pembangunan, karena menentukan
kualitas sumber daya manusia pada masa mendatang. Jenis pelayanan yang
diberikan kepada ibu hamil harus sesuai dengan standar yang artinya ibu
hamil wajib mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan minimal 6
(enam) kali pemeriksaan kehamilan (ANC - Antenatal Care), yaitu 1 (satu) kali
di trimester I, 2 (dua) kali di trimester II dan 3 (tiga) kali di trimester III dan
pemeriksaan harus dilakukan tenaga kesehatan (dokter, bidan, atau perawat

terlatih).

Pemantauan kesehatan ibu hamil dan kualitas pelayanan ANC
dilakukan melalui pelayanan K1. K4 dan K6. Cakupan K1 berfungsi sebagai
deteksi dan edukasi awal kehamilan, cakupan K4 merupakan pemantauan
berkala kehamilan dan pemeriksaaannya minimal dilakukan 4 (empat) kali
kunjungan ANC dan cakupan K6 merupakan pemeriksaan ibu hamil minimal
6 (enam) kali kunjungan dengan tenaga kesehatan selama kehamilan hal ini
bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan layanan ANC sesuai
dengan standar Kemenkes RI tahun 2023. Cakupan pelayanan K1, K4 dan
K6 di Kabupaten Sumedang disajikan pada grafik berikut.
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Grafik 2.21 Cakupan Pelayanan K1, K4 dan K6 di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020 - 2024

(Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2025))
Grafik diatas menunjukan tren cakupan pelayanan kesehatan ibu
hamil yang terdiri dari kunjungan pertama (K1), kunjungan keempat (K4),
dan kunjungan keenam (K6), selama periode tahun 2020 hingga 2024.

Capaian cakupan pelayanan K1 ditahun 2020-2021 menunjukan capaian

kunjungan telah melibihi target, namun terus mengalami penurunan dan di
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Tahun 2024 capaiannya menjadi 79,9%. Hal ini dapat dipengaruhi oleh
berbagai hal salah satunya adalah menurunnya kesadaran ibu hamil untuk
memeriksakan kehamilannya pada trisemester pertama. Lain halnya dengan
capaian cakupan pelayanan K4 yang sangat fluktuatif, dengan capaian

terendah berada di tahun 2024 yaitu 75,2%.

Kunjungan pelayanan K6 merupakan bagian dari kebijakan baru
dalam pelayanan kesehatan ibu hamil yang dikembangkan oleh Kementerian
Kesehatan RI yang bertujuan untuk memberikan edukasi yang lebih intensif
pada ibu hamil terkait kesehatan kehamilan, gizi, tanda bahaya, dan
persiapan persalinan. Sejak dimulai pencatatan data kunjungan K6 pada
tahun 2021 sebesar 47,14%, capaiannya terus mengalami peningkatan
sebelum mengalami sedikit penurunan pada 2024 menjadi 73,5% dari 83,3%

di Tahun 2023.
2.3.1.2.1.2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah serangkaian kegiatan yang
ditujukan kepada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam
sesudah melahirkan. Pelayanan ini bertujuan untuk menjamin persalinan
yang aman, pencegahan komplikasi, penanganan kegawatdaruratan dan
menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Pelayanan
kesehatan ibu bersalin harus mendapatkan pelayanan sesuai standar yaitu
1) Pelayanan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih
(dokter/bidan/perawat); dan 2) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan,
baik Puskesmas, Klinik, Rumah Sakit, atau Poskesdes dengan kelengkapan

standar.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan ibu bersalin ialah dengan
melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Cakupan
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan di Kabupaten Sumedang sejak tahun 2022 terus mengalami
penurunan. Bahkan pada Tahun 2024 terjadi penurunan tajam ke angka
78,3 % dan lebih rendah dari SPM Kemenkes RI yaitu 95 %. Hal ini
menandakan adanya ketidaktercapaian dalam memenuhi standar nasional
yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan penguatan edukasi ibu hamil dan
pelayanan kesehatan primer serta peningkatan jumlah dan distribusi tenaga

kesehatan di daerah.
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Grafik 2.22 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan di
Kabupaten Sumedang Tahun 2020 - 2024

(Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2025))
2.3.1.2.1.3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir (0-28 hari)
berupa kunjungan neonatal (KN) yakni kontak neonatal dengan tenaga
kesehatan minimal 3 (tiga) kali untuk mendapatkan pelayanan dan
pemeriksaan kesehatan neonatal, baik di dalam maupun di luar fasilitas
kesehatan seperti di bidan, polindes dan kunjungan ke rumah. Pelayanan ini
merupakan salah satu Upaya untuk memastikan bayi lahir dalam keadaan
sehat dan bertahan hidup, deteksi dini kelainan atau gangguan, dan
penanganan dini komplikasi neonatal, serta inisiasi menyusui dini ditandai

dengan pemberian ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 (enam) bulan.

Tren kunjungan neonatus di Kabupaten Sumedang cenderung lebih
stabil dari tahun 2021, terdapat kenaikan namun tidak terlalu signifikan.
Pada tahun 2024 tren kunjungan menurun cukup signifikan menjadi 80,7 %
atau turun 17,5 % dari tahun sebelumnya, sehingga dapat diasumsikan
penurunan ini sebagai bagian dari adanya penurunan akses atau kurangnya
keterlibatan tenaga kesehatan dalam kunjungan neonatal. Lain halnya
dengan pelayanan ASI eksklusif, dari Tahun 2020 tidak pernah mencapai 85
%. Tren nya stabil namun rendah hanya berkisar antara 80,4 % hingga 82,08
%. Hal ini menunjukan masih adanya tantangan dalam edukasi dan
dukungan untuk pemberian ASI eksklusif, sehingga perlunya intervensi lebih

kuat dalam promosi dan dukungan pemberian ASI eksklusif pada bayi.
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Grafik 2.23 Cakupan Kunjungan Neonatus dan Cakupan ASI Eksklusif di
Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025))
2.3.1.2.1.4. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan kesehatan balita merupakan serangkaian upaya promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang ditujukan untuk memastikan
tumbuh kembang anak balita (usia 0-59 bulan) berlangsung secara optimal,
sehat, dan bebas dari penyakit, serta untuk menurunkan angka kesakitan
dan kematian pada kelompok usia ini. Pelayanan ini bertujuan untuk
memantau pertumbuhan dan perkembangan balita, mendeteksi secara dini
masalah gizi, tumbuh kembang dan penyakit, serta mencegah kematian
balita. Cakupan kunjungan bayi dan balita merupakan salah satu bentuk
pelayanan kesehatan balita yang dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali pada
kurun waktu tertentu. Berikut adalah cakupan pelayanan kesehatan bayi

dan balita di Kabupaten Sumedang.
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Grafik 2.24 Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020 - 2024 (%)

(Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Sumedang (2025))

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang
signifikan di tahun awal yaitu Tahun 2020-2021 untuk kedua kategori
cakupan kunjungan. Namun dimulai tahun 2022 cakupan kunjungan bayi
mengalami penurunan yang cukup besar sampai 98,7 % dari cakupan 114,8
% ditahun sebelumnya. Lain halnya dengan cakupan kunjungan balita yang
masih mengalami peningkatan di tahun 2022 namun diikuti penurunan di
tahun-tahun selanjutnya. Bahkan ditahun 2024 cakupan kunjungan balita
lebih rendah dibanding dengan cakupan kunjungan bayi dengan selisih 1,9
%. Faktor potensial penyebab penurunan ini adalah adanya penurunan
minat masyarakat terhadap kunjungan rutin, sehingga perlunya peningkatan
peran kader atau tenaga kesehatan untuk melakukan kunjungan rumah
dalam rangka memastikan kedua kategori cakupan tersebut mengalami

peningkatan kembali.

Imunisasi merupakan bentuk pelayanan kesehatan balita lainnya.
Tujuan dari pemberian imunisasi adalah untuk melindungi bayi dan balita
dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin. Imunisasi diberikan sejak
bayi baru lahir pada usia 0-7 hari hingga bayi berusia 9 bulan. Jenis
Imunisasi yang diberikan yaitu Hepatitis B, DPTHb, Polio, BCG dan
Campak/MR. Pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi bertujuan untuk
pencegahan penyakit menular dan membentuk kekebalan dalam tubuh bayi,
sehingga terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan
Imunisasi (PD3I). Dari 17.534 bayi lahir hidup, terdapat 15.853 bayi dengan

imunisasi dasar lengkap atau sebanyak 90,4%.
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Grafik 2.25 Jumlah Bayi Lahir Hidup dan Jenis Imunisasi yang Diperoleh
Tahun 2024

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025))
2.3.1.2.1.5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Usia Pendidikan Dasar berkisar antara rentang usia 6-15 Tahun.
Sasaran dari pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar adalah anak
usia sekolah yang berada dalam kuasa asuh dari orang tua/wali, maka
informasi penjaringan kesehatan/pemeriksaan berkala perlu diberikan
untuk orangtua/wali. Pelayanan berupa kegiatan pemeriksaan kesehatan
yang bertujuan untuk mengetahui secara dini masalah-masalah kesehatan
anak sekolah sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya agar terhindar
dari keadaan yang lebih buruk, selain itu juga dengan adanya pelayanan
kesehatan pada usia pendidikan dasar dapat diperoleh data dan informasi
mengenai perkembangan anak. Berikut adalah tren cakupan pelayanan

kesehatan pada usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang.
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Grafik 2.26 Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia
Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang Tahun 2020 — 2024 (%)

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025))
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Berdasarkan grafik di atas cakupan pelayanan kesehatan pada usia
Pendidikan Dasar di Kabupaten Sumedang sangat fluktuatif. Cakupan
pelayanan terendah terjadi pada Tahun 2022 sebesar 71,4 %. Akan tetapi di
tahun 2023 meningkat menjadi 92,8 % dan bahkan di tahun 2024 teh
memenuhi target sebesar 100 %. Peningkatan ini terjadi karena telah
optimalnya pelaksanaan pembelajaran secara luring atau tatap muka serta
tidak lepas dari peningkatan kolaborasi antar sektor dalam mengupayakan

pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
2.3.1.2.1.6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Usia produktif berkisar antara 15-59 Tahun dan berhak mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai standar dalam bentuk edukasi (termasuk
keluarga berencana) dan skrining kesehatan. Tujuan dari pelayanan
kesehatan pada wusia produktif adalah untuk meningkatkan derajat
kesehatan fisik dan mental, mencegah dan mengendalikan penyakit menular
dan tidak menular serta meningkatkan kesadaran dan perilaku hidup sehat.
Pelayanan kesehatan pada usia produktif dapat dilakukan di Puskesmas dan
di sekolah atau di tempat kerja dengan jenis pelayanan yang diberikan berupa
pemeriksaan fisik, deteksi penyakit dini, edukasi kesehatan repreduksi dan
skrining kesehatan. Berikut adalah Jumlah Pelayanan Kesehatan Usia
Produktif Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.11 Jumlah Usia Produktif Mendapat Pelayanan Kesehatan Menurut
Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2022-2024

Jenis Kelamin Pelayanan Kesehatan Beresiko
Tahun 2022
Laki-laki 52.024 83
Perempuan 62.586 318
Tahun 2023
Laki-laki 251.985 167.214
Perempuan 253.185 176.809
Tahun 2024
Laki-laki 206.945 182.265
Perempuan 206.984 122.765

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerima pelayanan
kesehatan mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tahun 2023 baik

laki-laki (menjadi 251.985 dari 52.024 tahun 2022) maupun perempuan
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(253.185 dari 62.586 tahun 2022) peningkatan ini diindikasikan terjadi
karena adanya perluasan perluasan skrining kesehatan oleh pemerintah,

meskipun di tahun 2024 terjadi penurunan namun tidak terlalu signifikan.

Jika dibandingkan dengan jumlah pelayanan kesehatan usia produktif
pada laki-laki dan perempuan, terjadi lonjakan jumlah kasus berisiko di
tahun 2023. Akibat dari adanya perluasan skrining kesehatan sebanyak
167.214 orang laki-laki dan 176.809 orang terdeteksi berisiko. Dan untuk
pelayanan kesehatan wusia produktif berjenis kelamin laki-laki terus
meningkat sampai di tahun 2024 menjadi 182.265 orang, yang artinya
hampir 90 % yang dilayani masuk ke dalam kategori berisiko. Lain halnya
dengan pelayanan kesehatan usia produktif berjenis kelamin perempuan
yang mengalami penurunan walaupun kecil menjadi 122.765 orang, namun
jumlah tersebut masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan jumlah
pelayanan yang diberikan. Ini menunjukan pentingnya intervensi kesehatan
yang lebih spesifik dan intensif untuk usia produktif, terutama pencegahan
penyakit tidak menular (PTM), kesehatan mental dan perilaku gaya hidup
menuju gaya hidup lebih sehat.

2.3.1.2.1.7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Pelayanan kesehatan pada usia lanjut diberikan kepada setiap warga
yang telah berusia 60 tahun ke atas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan
kesadaran pada lansia untuk memelihara kesehatan sendiri, meningkatkan
kemampuan serta peran serta keluarga dan masyarakat dalam mengatasi
kesehatan lansia, meningkatkan jenis dan jangkauan pelayanan lansia serta

meningkatkan mutu pelayanan kesehatan lansia.

Jumlah pelayanan kesehatan pada penduduk wusia lanjut terus
meningkat dari tahun ke tahun untuk kedua jenis kelamin. Meskipun pada
tahun 2022 sempat mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan,
diasumsikan penurunan jumlah pelayanan ini dipengaruhi oleh kondisi
pasca-pandemi. Tren jumlah pelayanan yang terus meningkat untuk kedua
jenis kelamin dari tahun 2023-2024 menunjukkan adanya perbaikan akses
dan jangkauan layanan. Namun tetap lansia perempuan menjadi kelompok

yang lebih terjangkau oleh pelayanan kesehatan dibanding laki-laki.

Untuk cakupan pelayanan usia lanjut, pelayanan untuk jenis kelamin
perempuan secara konsisten memailiki cakupan lebih tinggi dibanding laki-
laki setiap tahunnya, bahkan di tahun 2024 melampaui 100 %. Cakupan

pelayanan untuk jenis kelamin laki-laki mengalami kenaikan signifikan dari
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68% (tahun 2022) menjadi 93,7 % (tahun 2024), ini menunjukkan
keberhasilan intervensi atau program yang lebih inklusif terhadap kelompok

laki-laki, seperti yang disajikan pada grafik berikut.

Jumlah Pelayanan pada Usia Lanjut Perempuan
Jumlah Pelayanan pada Usia Lanjut Laki-laki

e Cakupan Pelayanan pada Usia Lanjut Perempuan
Cakupan Pelayanan pada Usia Lanjut Laki-laki

110 120.000

100 e — 110.000
/ 100.000
90 90.000
80.000
70.000
70 60.000
60 50.000
40.000
30.000

40 20.000
2021 2022 2023 2024

80

50

Grafik 2.27 Data Pelayanan Kesehatan Penduduk Usia Lanjut Menurut
Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2024

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025))
2.3.1.2.1.8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Hipertensi disebut sebagai the silent killer karena sering tanpa keluhan,
sehingga penderita tidak mengetahui dirinya menyandang hipertensi dan
baru diketahui setelah terjadi komplikasi. Hipertensi merupakan penyakit
yang berada pada 10 (sepuluh) besar penyakit di Kabupaten Sumedang.
Tujuan dari pelayanan ini adalah untuk menekan angka komplikasi akibat
hipertensi, mengendalikan tekanan darah penderita dan meningkatkan
kualitas hidup dan produsktivitas Masyarakat. Grafik di bawah ini adalah
Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Menurut Jenis

Kelamin di Kabupaten Sumedang.
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Grafik 2.28 Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2024

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025))

Jumlah pelayanan pada penderita hipertensi di Kabupaten Sumedang
didomonasi oleh pelayanan hipertensi pada perempuan. Meskipun terjadi
penurunan namun jumlah pelayanannya tetap lebih tinggi dibandingkan
dengan pelayanan pada penderita laki-laki dengan jumlah pelayanan
tertinggi pada tahun 2021 sebesar 144.236 orang. Sedangkan untuk
pelayanan hipertensi pada laki-laki sempat menurun di tahun 2022 dengan
jumlah pelayanan kurang dari 10.000 orang, dan berangsur mengalami
peningkatan di tahun 2023-2024 namun tidak kembali ke level awal. Begitu
pun dengan cakupan pelayanan penderita hipertensi. Naik turunnya
cakupan pelayanan hipertensi berbanding lurus dengan penurunan jumlah
pelayanan hipertensi yang dilakukan, dengan besar cakupan pelayanan
penderita hipertensi pada perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan

dengan cakupan pelayanan penderita hipertensi pada laki-laki.

Jika dilihat dari grafik diatas, penurunan cakupan pelayanan
hipertensi baik pada perempuan ataupun laki-laki terjadi pada tahun 2022
dan tahun 2024. Diasumsikan penurunan cakupan pelayanan hipertensi
pada tahun 2022 dipicu oleh dampak pandemi COVID-19. Adapun untuk
cakupan pelayanan hipertensi terrendah terjadi di tahun 2024 (35,58 %
untuk perempuan dan laki-laki) padahal terjadi peningkatan jumlah
pelayanan hipertensi (70.978 orang laki-laki dan 71.959 orang perempuan).

Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam memberikan pelayanan yang
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cukup bagi semua penderita hipertensi, karena bisa saja pertumbuhan
populasi penderita hipertensi yang lebih cepat daripada peningkatan jumlah
pelayanan, mengakibatkan ketidakmampuan sistem kesehatan dalam

memenuhi kebutuhan karena banyaknya pasien.
2.3.1.2.1.9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Diabetes Melitus disebabkan karena adanya gangguan dalam tububh,
sehingga tubuh tidak mampu menggunakan glukosa darah ke dalam sel.
Sasaran dari program pelayanan kesehatan untuk penderita diabetes melitus
adalah penduduk usia 215 tahun yang telah terdiagnosis menderita Diabetes
Melitus Tipe 2 atau menunjukkan gejala klinis yang mengarah ke diabetes
melitus. melalui pelayanan. Pencapaian program pelayanan kesehatan
penderita Diabetes Melitus (DM) Tahun 2024 mencapai 23.184 jiwa atau
100% dari total penderita sebanyak 23.184 jiwa. Berikut adalah Data
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) di Kabupaten
Sumedang Tahun 2021-2024.

Tabel 2.12 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2024

Uraian 2021 2022 2023 2024
Jumlah Penderita DM 64.920 62.100 20.443 23.184
Penderita DM Dilayani 62.409 61.143 20.008 23.184
Persentase Terlayani 96,1 98,5 98,26% 100 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penderita DM
setiap tahunnya terus mengalami penurunan, yang artinya Pemerintah
Daerah telah memberikan pelayanan kesehatan yang memadai seperti
pengukuran gula darah, edukasi dan terapi farmakologi dalam upaya
penurunan penderita. Bahkan di tahun 2024 seluruh penderita DM telah

menerima pelayanan kesehatan.
2.3.1.2.1.10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)
termasuk didalamnya psikotik akut dan skizofrenia merupakan jenis
pelayanan yang membutuhkan pendekatan komprehensif dan holistik,
sebagai salah satu upaya pencegahan sekunder. Pemerintah Daerah melalui
Dinas Kesehatan melaporkan jumlah sasaran ODGJ Tahun 2024 sebanyak
1.757 orang atau meningkat 126 orang dari tahun sebelumnya dan telah

terlayani 100%. Namun demikian, meskipun capaian telah 100% pelayanan
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kasus ODGJ belum optimal dan masih perlu peningkatan terutama kapasitas
pengetahuan dokter dan petugas kesehatan jiwa di Puskesmas karena belum
semua Kecamatan membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat
(TP-KJM). Selain itu juga RSUD Kabupaten Sumedang belum menyediakan
ruangan khusus untuk ODGJ, maka kebanyakan kasus tersebut dirujuk
kewilayah Kabupaten/ Kota yang memiliki Rumah Sakit khusus ODGJ.

Tabel 2.13 Data Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2023

Uraian 2021 2022 2023 2024
Jumlah Sasaran ODGJ 1.665 1.614 1631 1.757
Penderita ODGJ 1.331 1.585 1.592 1.757
Dilayani
Persentase Terlayani 80,4 98,2 97,6 100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025)

Disamping pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat,
derajat kesehatan keluarga pun harus diukur dengan tujuan untuk
mengetahui sejauh mana keluarga berperan dalam memenuhi standar hidup
sehat sehingga mempermudah intervensi program kesehatan yang berbasis
keluarga serta mendorong peran aktif kader dan petugas kesehatan dalam
pendataan dan promosi kesehatan keluarga. Salah satu cara untuk
mengukur derajat kesehatan keluarga adalah dengan mengukur Indeks

Keluarga Sehat (IKS).

Besaran Standar Indeks Keluarga Sehat (IKS) diukur berdasarkan skor
komposit dari 12 indikator kesehatan keluarga yang meliputi 1) Keluarga
mengikuti program KB; 2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
3) Bayi mendapat imunisasi lengkap; 4) Bayi diberi ASI eksklusif selama 6
bulan; 5) Balita mendapat pemantauan pertumbuhan; 6) Penderita TB paru
mendapat pengobatan sesuai standar; 7) Penderita hipertensi melakukan
pengobatan rutin; 8) Penderita gangguan jiwa berat mendapat pengobatan
dan tidak ditelantarkan; 9) Anggota keluarga tidak merokok; 10) Keluarga
memiliki akses air bersih; 11) Keluarga memiliki akses atau menggunakan
jamban sehat; dan 12) Keluarga menjadi anggota JKN (Jaminan Kesehatan

Nasional). Adapun kategori standar IKS adalah sebagai berikut:

Tabel 2.14 Kategori Standar Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Nilai IKS (%) Kategori Keterangan

< 50 Tidak sehat  Kurang dari setengah indikator
terpenuhi
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50 -79,9 Pra sehat Sebagian besar indikator terpenuhi

> 80 Sehat Sebagian besar hingga seluruh
indikator terpenuhi

Sumber: Permenkes Nomor 39 Tahun 2016

Nilai IKS Kabupaten Sumedang Tahun 2024 adalah 0,179 poin yang
menunjukkan skor komposit dari penilaian seluruh indikator IKS. Jika
dikonversi dalam bentuk persen maka nilai IKS Sumedang hanya 17,9 %.
yang artinya nilai hanya sekitar 17,9 % saja dari keseluruhan indikator yang
telah dipenuhi. Dengan demikian IKS Kabupaten Sumedang masih termasuk
ke dalam kategori tidak sehat karena nilainnya kurang dari 50%, sehingga
menunjukkan bahwa keluarga belum memenuhi standar perilaku dan
kondisi lingkungan yang mendukung kesehatan atau dengan kata lain
banyak indikator IKS yang masih perlu diperbaiki agar kategori tahun
berikutnya dapat meningkat. Berikut adalah capaian Indeks Keluarga Sehat

(IKS) Kabupaten Sumedang Tahun 2023-2024.

Tabel 2.15 Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Sumedang
Tahun 2023-2024

Uraian 2023 2024
Indeks Keluarga Sehat (IKS) (poin) 0,179 0,179
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025)

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,
pemerintah daerah terus melakukan penguatan terhadap pelayanan
kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Pelayanan kesehatan difokuskan untuk menjangkau seluruh lapisan
masyarakat. Berbagai strategi diterapkan untuk memperluas cakupan

layanan kesehatan, antara lain sebagai berikut:
2.3.1.2.2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Sesuai Standar

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) merupakan tempat yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik yang
bersifat promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Jenis fasilitas
pelayanan kesehatan terbagi menjadi 1) Fasilitas pelayanan kesehatan
tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas, klinik pratama serta dokter dan
bidan praktek mandiri; 2) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan seperti
rumah sakit umum, klinik utama; 3) fasilitas pelayanan non rujukan seperti
posyandu, poskesdes, puskesmas keliling dan lain-lain. Berikut adalah

jumlah dan jenis fasilitas kesehatan yang tersedia di Kabupaten Sumedang.
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Tabel 2.16 Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sumedang

Tahun 2024
Sarana Pelayanan Kesehatan Jumlah
Rumah Sakit Umum 5
Puskesmas Rawat Inap 17
Puskesmas Non Rawat Inap 18
Puskesmas Keliling 15
Puskesmas Pembantu 65
Klinik Pratama 78
Klinik Utama 14
Tempat Praktek Mandiri Dokter 57
Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi 16
Tempat Praktek Mandiri Dokter Spesialis S
Tempat Praktek Mandiri Bidan 266
Tempat Praktek Mandiri Perawat 4
Laboratorium Kesehatan 4
Unit Transfusi Darah 1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025)

Berikut adalah daftar fasilitas kesehatan yang tersebar di Kecamatan
dalam upaya untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan sampai

ke kecamatan.
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Tabel 2.17 Daftar Fasilitas Kesehatan yang Tersebar di Kecamatan Tahun 2024

Fasilitas Kesehatan
No Kecamatan Satuan Puskesmas | Puskesmas Non Pustu Klini.k . Apotek
Rawat Inap Rawat Inap Mandiri
1 | Buahdua 1 1 6 2 5
2 | Cibugel 1 2
3 | Cimalaka 1 3 2 13
4 | Cimanggung 2 1 14 14
S5 | Cisarua 2 2
6 | Cisitu 1 3 2
7 | Conggeang 1 3 3
8 | Darmaraja 1 1 2 7
9 | Ganeas 1 2 4
10 | Jatigede Jumiah 1 4
11 | Jatinangor 1 1 1 17 23
12 | Jatinunggal 1 4 3 7
13 | Pamulihan 2 3 5
14 | Paseh 1 3 2 7
15 | Rancakalong 1 2 3 2
16 | Situraja 1 S 2 7
17 | Sukasari 1 1 3
18 | Sumedang Selatan 2 2 14 25
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Fasilitas Kesehatan
No Kecamatan Satuan Puskesmas | Puskesmas Non Pustu Klini.k . Apotek
Rawat Inap Rawat Inap Mandiri
19 | Sumedang Selatan 2 1 2 13 28
20 | Surian 1 1
21 | Tanjungkert 1 1 1 4
22 | Tanjungmedar 1 3
23 | Tanjungsari 1 1 2 8 17
24 | Tomo 1 3 1
25 | Ujungjaya 1 2 1
26 | Wado 1 3 2 3

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025)
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2.3.1.2.1 Cakupan Sumber Daya Manusia Kesehatan Memenuhi Standar

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu pilar utama dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Ketersediaan tenaga
kesehatan yang mencukupi, tersebar merata, dan memiliki kompetensi yang
sesuai sangat menentukan keberhasilan sistem kesehatan, baik di tingkat
fasilitas pelayanan dasar hingga rujukan. Dalam upaya memenuhi standar
SDM kesehatan terutama dalam hal peningkatan kualitas dan kompetensinya
dilakukan berbagai macam pembinaan dan pelatihan bidang kesehatan. Dari
data Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang diketahui bahwa jumlah tenaga
kesehatan yang telah dilatih dan dibina atau bahkan bersertifikat telah
mencapai 310 orang di tahun 2024 atau bertambah 51 orang dari tahun
sebelumnya dengan jenis pembinaan atau pelatihan yang diikuti sebanyak 9
(sembilan) pelatihan, seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.18 Jumlah Tenaga Kesehatan yang Telah

Dibina/Dilatih /Bersertifikat di Kabupaten Sumedang
Tahun 2023 - 2024

Tahun
No Jenis Data
2023 2024
1 Jumlah Tenaga Kesehatan yang Telah 259 310
Dilatih /Dibina/Bersertifikasi
2 | Jenis Pelatihan/Pembinaan 5 9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025)

Data jumlah SDM bidang kesehatan menjadi landasan penting dalam
perencanaan, evaluasi, dan kebijakan pembangunan kesehatan di daerah.
Dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, perlu
dilakukan pemetaan dan penguatan terhadap jumlah dan jenis SDM
kesehatan yang tersedia. Berikut adalah jumlah SDM Kesehatan di

Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.19 Jenis dan Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2024

Jumlah

No Jenis Tenaga Kesehatan
Rumah Sakit Puskesmas

1 | Dokter / Dokter Layanan Primer 95 108
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Jumlah
No Jenis Tenaga Kesehatan
Rumah Sakit Puskesmas

2 | Dokter Spesialis 146 -

3 | Dokter Gigi 7 44
4 | Dokter Gigi Spesialis 7 -

S5 | Perawat 676 424
6 |Bidan 74 575
7 | Tenaga Kefarmasian 55 41

8 | Tenaga Apoteker 39 27

9 | Tenaga Kesehatan Masyarakat 11 78
10 | Tenaga Kesehatan Lingkungan 6 33
11 | Tenaga Gizi 11 39
12 | Ahli Teknologi Laboratorium 49 54

Medik
Jumlah 945 1.315

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025)
2.3.1.2.2. Pelayanan Kesehatan Rujukan

Fasyankes rujukan merupakan fasyankes yang memberikan pelayanan
kesehatan lanjutan kepada pasien yang memerlukan penanganan medis lebih
lanjut dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Fungsinya adalah
memberikan pengobatan, dan perawatan lanjutan yang tidak bisa ditangani
di fasilitas tingkat pertama dan menyediakan tenaga kesehatan spesialis atau
subspesialis. Pelaksanaan sistem rujukan di Indonesia telah diatur dengan

bentuk bertingkat atau berjenjang, yaitu pelayanan kesehatan tingkat
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pertama, kedua dan ketiga, yang dalam pelaksanaannya tidak berdiri sendiri-

sendiri namun berada di suatu sistem dan saling berhubungan.

Rumah sakit umum merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan
kesehatan rujukan. Jumlah Rumah Sakit Umum (RSU) di Kabupaten
Sumedang pada tahun 2023 berjumlah 3 (tiga) RSU dan terdapat
penambahan jumlah di Tahun 2024 menjadi 5 (lima) RSU, yaitu RSUD Wira
Hadikusumah Sumedang, RSU Pakuwon, RSU Harapan Keluarga, RSU
Padjadjaran dan RSU Cimalaka. Penambahan jumlah RSU ini tentunya akan
berpenguruh juga terhadap penambahan jumlah tempat tidur yang
merupakan salah satu indikator penting dalam kapasitas pelayanan. Jumlah
tempat tidur yang memadai berpengaruh terhadap kualitas, efisiensi, dan

aksesibilitas layanan kesehatan.

Tren jumlah tempat tidur RSU di Kabupaten Sumedang dari tahun
2021-2023 cenderung stagnan dan sempat mengalami penurunan jumlah
tempat tidur di tahun 2023 menjadi 556 tempat tidur. Peningkatan signifikan
terjadi pada tahun 2024, di mana jumlah tempat tidur melonjak menjadi 889
unit, atau meningkat lebih dari 59% dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan ini menunjukkan adanya intervensi atau penguatan kapasitas
layanan kesehatan, salah satunya adalah dengan penambahan jumlah
rumah sakit umum di Kabupaten Sumedang. Data Jumlah Tempat Tidur
Rumah Sakit Umum di Kabupaten Sumedang disajikan pada grafik dibawah

ini.

889

560 584 556

2021 2022 2023 2024

Jumlah Tempat Tidur

Grafik 2.29 Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum
di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2024

(Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025))
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Menurut WHO, idealnya suatu negara memiliki 1 (satu) tempat tidur
Rumah Sakit untuk setiap 1.000 penduduk atau dengan kata lain memiliki
ed to population ratio 1:1.000. Dengan demikian indikator dari terpenuhi atau
tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di suatu
wilayah dapat dilihat dari rasio tersebut. Dari grafik diatas dapat diketahui
bahwa rasio tempat tidur di Kabupaten Sumedang baru mencapai 0,73 per
1000 penduduk. Sehingga rasio ini masih berada di bawah standar WHO,
yang artinya ketersediaan tempat tidur rumah sakit masih kurang, dan
berisiko menyebabkan keterbatasan pelayanan rawat inap, terutama saat

lonjakan kasus (seperti saat pandemi atau bencana).

Berikut adalah data ketersedian tempat tidur di 5 (lima) rumah sakit

umum yang terdapat di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.20 Ketersediaan Tempat Tidur di Rumah Sakit Umum Kabupaten
Sumedang Tahun 2024

No Nama Rumah Sakit Ketersediaan Tempat Tidur
1 | Rumah Sakit Umum Daerah 381
2 | Rumah Sakit Pakuwon 126
3 | Rumah Sakit Harapan Keluarga 63
4 | RSU Padjadjaran 200
5 | RSU Cimalaka 119
Jumlah 889

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang (2025)
2.3.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu
urusan pemerintahan wajib yang berkaitan erat dengan pelayanan dasar
masyarakat serta penguatan daya saing wilayah. Kewenangan Kabupaten
dalam urusan ini meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan
pengelolaan infrastruktur dasar seperti jalan kabupaten, irigasi, drainase,

jaringan air bersih, sanitasi, serta tata ruang wilayah.
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2.3.1.3.1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting
bagi kelangsungan hidup dan kesehatan. Ketersediaan air minum yang aman
dan terjangkau setiap hari menjadi indikator penting dalam menjamin
kualitas hidup Masyarakat. Di tengah dinamika pertumbuhan penduduk,
urbanisasi, serta perubahan iklim yang memengaruhi sumber daya air
menjadi tantangan dalam penyediaan air minum yang layak. Pemantauan
terhadap cakupan pelayanan air minum layak sangat penting untuk
memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok

rentan,sehingga dapat menikmati akses terhadap air bersih setiap hari.

Akses rumah tangga terhadap air bersih merupakan salah satu
indikator dalam menilai kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan
masyarakat. Air bersih yang aman diminum idealnya adalah yang aman
dikonsumsi, jernih, tidak berbau, tidak berasa aneh, bersuhu wajar, bersih
dari bakteri serta mengandung sejumlah mineral. Berikut adalah Tren Rumah

Tangga Berakses Air Bersih.
82,5 82,34
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81

80,5
80

79,5
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e Persentase Rumah Tangga berakses Air Bersih

Grafik 2.30 Tren Rumah Tangga Berakses Air Bersih (%)
Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (2025))

Grafik tersebut menunjukkan tren peningkatan positif pada persentase
rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih selama periode lima
tahun terakhir. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih terus
meningkat setiap tahun, meskipun dengan laju pertumbuhan yang relatif
lambat namun stabil. Kenaikan rata-rata tahunan sekitar 0,5%

menunjukkan adanya upaya yang konsisten dalam penyediaan infrastruktur
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air bersih melalui pembangunan infrastruktur jaringan distribusi air dan

pengolahan air serta sosialisasi perilaku hidup bersih kepada masyarakat.
2.3.1.3.2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk menciptakan
lingkungan permukiman yang sehat dan bersih. Air limbah domestik berasal
dari aktivitas rumah tangga, permukiman, fasilitas umum, dan komersial,
dan umumnya terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu air limbah rumah
tangga dan air limbah yang berasal dari kotoran manusia. Air limbah
domestik ini Berpotensi mencemari air tanah dan permukaan, merusak
ekosistem air serta berpengaruh terhadap sumber air minum masyarakat jika
tidak diolah dengan benar, karena itu pengelolaan air limbah domestik sangat
penting untuk mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga kesehatan

masyarakat.

Penyediaan layanan pengolahan air limbah domestik yang terintegrasi
dan ramah lingkungan merupakan kewenangan Pemerintah daerah. Salah
satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah dengan
sistem sanitasi berbasis masyarakat atau rumah tangga bersanitasi. Rumah
tangga bersanitasi salah satu kriterianya adalah mempunyai jamban dan

akses sanitasi yang layak.

Target capaian untuk rumah tangga bersanitasi nasional adalah 100%.
Meskipun capaian belum mencapai target nasional, namum capaian rumah
tangga bersanitasi di Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan.
Tahun 2024 capaian rumah tangga bersanitasi meningkat menjadi 87,08%
atau naik 0,25 % dari tahun sebelumnya. Meskipun menunjukan kenaikan
yang relatif sangat kecil namun hal ini menunjakan adanya komitmen
pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperbaiki kondisi lingkungan
permukiman. Selain itu juga peningkatan program edukasi tentang sanitasi
dan kebersihan serta pembangunan atau rehabilitasi fasilitas sanitasi seperti

jamban sehat pun terus terus ditingkatkan.
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Grafik 2.31 Capaian Rumah Tangga ber-Sanitasi (%) di Kabupaten
Sumedang Tahun 2023-2024

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (2025))
2.3.1.3.3. Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Mantap

Total panjang jalan di Kabupaten Sumedang sampai Tahun 2020
sepanjang 774,606 km. Namun dengan adanya Keputusan Gubernur Jawa
Barat Nomor 620/Kep.1350-Rek /2016 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam
Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Kolektor 2 (JKP-2),
Jalan Kolektor 3 (JKP-3), Jalan Kolektor 4 (JKP-4), Jalan Lokal (JLP), Jalan
Lingkungan (JLingP) dan Jaringan Jalan Sekunder Menurut Fungsinya
sebagai Jalan Arteri (JAS), Jalan Kolektor (JKS), Jalan Lokal (JLS) dan Jalan
Lingkungan (JLingS), maka ada penurunan status fungsi menjadi jalan
lingkungan sebanyak 10 ruas jalan sepanjang 7,238 km serta penambahan

ruas jalan sepanjang 7,00 Km dengan lokasi sebagai berikut:

1. Ruas Jalan Citengah - Cigumentang /Sindangwangi (Batas Kabupaten
Bandung), 5,00 km;
Ruas Jalan Wado - Cikareo 0,50 km; dan

Ruas Jalan Jalan Cikawung - Darmaraja 1,50 km.

Sehingga panjang jalan kabupaten semula 774.606 km menjadi
774.368 km. Pada Tahun 2024 panjang jalan Kabupaten mengalami
penanbahan menjadi 811.318 Km sebagai akibat dari adanya jalan strategis

sehingga kewenangannya menjadi jalan kabupaten.

Berdasarkan kondisinya panjang jalan dibagi menjadi 4 (empat) yaitu
kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan dan kondisi berat. Kondisi

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2.21 Kondisi Jalan Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

. Tahun (Km)
No Uraian
2020 2021 2022 2023 2024

1 | Kondisi Jalan 422,23 392,50 464,93 524,23 577,01
Baik

2 | Kondisi Jalan 29,33 70,02 61,33 45,97 29,46
Rusak Ringan

3 | Kondisi Jalan 173,76 251,88 205,21 | 159,078 133,19
Rusak Sedang

4 | Kondisi Jalan 149,05 59,98 42,90 45,09 71,66
Rusak Berat

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sumedang (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa kondisi jalan (kondisi
baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat) di Kabupaten Sumedang
sangat fluktuatif. Untuk kondisi jalan baik mengalami peningkatan tiap
tahunnya kecuali di tahun 2021 menurun 3,84% dari tahun 2020 menjadi
392,50 km. Ini terjadi dikarenakan pada tahun tersebut penganggaran
keuangan lebih dititikberatkan pada penanganan pasca pandemi COVID-19
sehingga untuk perbaikan kondisi jalan lebih difokuskan pada jalan kondisi
rusak berat saja. Namun pada tahun-tahun berikutnya meningkat dan pada
tahun 2024 mencapai 577,01 km. Untuk kondisi jalan rusak berat, sempat
mengalami penurunan sampai di Tahun 2022 sepanjang 42,90 km, akan
tetapi panjang jalan yang rusak berat kembali meningkat di tahun 2023 dan

2024. Bahkan di tahun 2024 mencapai panjang 71,66 km.

Kondisi jalan mantap merujuk pada kondisi jalan yang layak untuk
dilalui kendaraan dan tidak mengalami kerusakan signifikan yang dapat
menghambat kelancaran lalu lintas atau membahayakan keselamatan
pengguna jalan. Suatu jalan dinyatakan dalam kondisi mantap apabila
Permukaan jalan rata, tidak berlubang, dan tidak bergelombang secara
signifikan meskipun ada sedikit kerusakan namun masih bisa dilewati

dengan aman dan nyaman.

Jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Sumedang
menunjukan tren meningkat secara signifikan dari tahun 2020 hingga 2023.
Puncak capaian terjadi pada tahun 2023 sebesar 88,24% yang menandakan
keberhasilan dalam program pembangunan dan pemeliharaan jalan. Namun,
pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 87,54%. Adanya

penambahan ruas jalan baru serta kerusakan akibat bencana alam atau
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cuaca serta keterbatasan anggaran untuk pemeliharaan jalan menjadi salah
satu faktor penurunan capaian. Tren peningkatan jaringan jalan mantap

disajikan pada grafik berikut.
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Grafik 2.32 Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap
di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sumedang (2025))
2.3.1.3.4. Tingkat Kondisi Jembatan Kabupaten Mantap

Jembatan merupakan bagian penting dari infrastruktur transportasi
yang berfungsi menghubungkan wilayah, mendukung konektivitas antar-
wilayah, serta menunjang kelancaran distribusi barang dan mobilitas
penduduk. Kondisi jembatan yang mantap mendukung pertumbuhan
ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemeliharaan
rutin, rehabilitasi, serta pembangunan jembatan baru salah satu upaya yang
dilakukan agar jembatan berada dalam kondisi mantap sesuai dengan

standar yang ditetapkan.

Panjang jembatan Kabupaten Sumedang Tahun 2024 mencapai
3044,68 Km yang terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir
ini. Adapun kondisi jembatan dalam keadaan baik sepanjang 1850,65 Km
dengan kondisi jembatan mantap mencapai 2819,08 Km sedangkan
jembatan dengan kondisi rusak berat hanya 68,8 Km. Hal ini mencerminkan
komitmen dalam memberikan pelayanan infrastruktur yang baik,
mendukung konektivitas antarwilayah, serta mewujudkan pemerataan
pembangunan yang berkelanjutan. Kondisi jembatan di Kabupaten

Sumedang disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 2.22 Kondisi Jembatan di Kabupaten Sumedang Tahun 2024

No Uraian Panjang
Jembatan (Km)
1 | Panjang Jembatan Kondisi Baik 1850,65
2 | Panjang Jembatan Kondisi Rusak Ringan 156,8
3 | Panjang Jembatan Kondisi Rusak Sedang 968,43
4 | Panjang Jembatan Kondisi Rusak Berat 68,8
5 | Panjang Jembatan Kondisi Mantap 2819,08

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sumedang (2025)

2.3.1.3.5. Cakupan Pelayanan Daerah Irigasi dan Persentase Jaringan

Irigasi dalam Kondisi Baik

Pengelolaan sistem irigasi yang efektif merupakan salah satu elemen
penting dalam mendukung ketahanan pangan dan produktivitas pertanian di
tingkat daerah. Daerah irigasi yang tertata dengan baik berperan besar dalam
menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian secara merata,
berkelanjutan, dan tepat waktu. Tiga pilar pengelolaan sumber daya air
meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan

pengendalian daya rusak air.

Komponen utama jaringan irigasi meliputi bangunan, saluran
pembawa, saluran pembuang serta petak yang diairi. Tujuan dari
pembangunan irigasi tidak hanya mempermudah petani dalam penggunaan
air serta meningkatkan produktivitas hasil produksi dan efisiensi pertanian
tetapi juga mengurangi risiko kekeringan dan meningkatkan ketahanan
pangan lokal. Penilaian kondisi infrastruktur irigasi meliputi kondisi saluran
dan pompa. Adapun kondisi cakupan jaringan irigasi di Kabupaten

Sumedang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23 Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten dalam
Kondisi Baik di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

1 Persentase 62,32 67,02 68,62 70,20 71,40
Irigasi
Kabupaten
dalam
kondisi baik
(“0)

2 Panjang 2.115.811 2.115.811 2.115.811 2.115.811 2.115.811
Saluran
Irigasi

No Indikator
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Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

No Indikator

Kabupaten
(m)

a Panjang 952.115 952.115 952.115 952.115 952.115
Irigasi Primer
(m)

Panjang 411.759 430.363 446.066 453.996 454.810
Irigasi

Primer

Kondisi

Baik (m)

Panjang 241.395 234.845 235.914 232.760 254.525
Irigasi

Primer

Kondisi

Rusak

Ringan (m)

Panjang 298.961 286.907 270.135 265.360 242.780
Irigasi

Primer

Kondisi

Rusak

Berat (m)

b Panjang 1.163.696 1.163.696 1.163.696 1.163.696 1.163.696
Irigasi
Sekunder (m)

Panjang 503.261 525.999 545.192 554.884 555.879
Irigasi

Sekunder

Kondisi

Baik (m)

Panjang 295.038 287.033 288.340 284.484 311.087
Irigasi

Sekunder

Kondisi

Rusak

Ringan (m)

Panjang 365.397 350.664 330.164 324.328 296.731
Irigasi

Sekunder

Kondisi

Rusak

Berat (m)

3 Luas Irigasi 30.069 30.069 30.069 30.069 30.069
Kabupaten
(Ha)

a Luas Irigasi 18.739 20.152 20.633 21.108 21.469
Kondisi
Baik (Ha)

b Luas Irigasi 5.854 5.268 5.292 5.196 5.196
Kondisi
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Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

No Indikator

Rusak
Ringan (Ha)

¢ Luas Irigasi 5.476 4.649 4.144 3.765 3.404
Kondisi
Rusak
Berat (Ha)

4 Persentase 46 47 48 49 50
Pengembang
an Sistem
Irigasi Primer
dan
Sekunder
pada daeerah

yang
Luasnya
Kurang dari
1000 Ha

5 Rasio 70,37 70,37 70,37 70,37 70,37
Jaringan
Irigasi (Rasio)

6 Panjang 86.032 83.233 81.611 80.436 79.347
Total Area

yang
Terlayani
Irigasi Teknis

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sumedang (2024)

Panjang jaringan irigasi di Kabupaten Sumedang mencapai 2.115.811
meter yang mengairi lahan seluas 30.069 Ha, dari luasan tersebut terbagi
menjadi 3 (tiga) kondisi irigasi yang mengairi, yaitu irigasi dengan kondisi
baik, rusak ringan dan rusak berat. Luasan areal yang terairi irigasi baik
dengan kondisi baik, rusak ringan ataupun rusak berat sangat fluktuatif.
Akan tetapi di Tahun 2024, areal yang diairi oleh irigasi kondisi baik semakin
bertambah menjadi 21.469 Ha dari 21.108 Ha di tahun 2023. Hal ini akibat
dari adanya rehabilitasi ataupun perbaikan kondisi irigasi yang rusak berat.
Sehingga di tahun 2024 areal yang diairi irigasi dengan kondisi rusak berat
mengalami penurunan dari 3.765 Ha menjadi 3.404 Ha. Begitupun dengan
panjang irigasi primer dan sekunder yang mengalami peningkatan panjang
irigasi dengan kondisi baik di tahun 2024.

Peningkatan kondisi irigasi baik dari sisi luasan areal maupun
panjangnya sangat berpengaruh terhadap rasio jaringan irigasi yang telah
mencapai 70,37 persen. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sistem

irigasi di Kabupaten Sumedang berfungsi optimal dan memberikan manfaat
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maksimal bagi kegiatan pertanian serta pengelolaan sumber daya air. Adapun
sarana penyedia air untuk irigasi di Kabupaten Sumedang berasal dari 15
titik mata air dan 3 (tiga) buah bendungan, yaitu Bendungan Jatigede,

Bendungan Cipanas dan Bendungan Sentig.

2.3.1.3.6. Persentase Penataan Ruang/Bangunan/Gedung di Kabupaten

Sumedang

Penataan ruang, bangunan dan gedung merupakan salah satu bagian
dari upaya menciptakan lingkungan wilayah yang tertata dan mendukung
pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Penataan ruang ini dilakukan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang yang telah ditetapkan, sehingga RTRW
menjadi acuan dalam pengelolaan tata ruang guna mencegah tumpang tindih

pemanfaatan ruang dan mengurangi risiko bencana.

Sebagai salah satu indikator kualitas infrastruktur dan bangunan
publik, persentase bangunan gedung dalam kondisi baik menjadi perhatian
serius Kabupaten Sumedang. Data tahun 2024 bahwa sekitar 75% dari total
bangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum di Kabupaten Sumedang
berada dalam kondisi baik , sementara sisanya membutuhkan pemeliharaan
berkala hingga renovasi besar. Upaya peningkatan persentase bangunan
dalam kondisi baik dilakukan melalui program rutin pemeliharaan dan

rehabilitasi fisik gedung.
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Grafik 2.33 Persentase dan Jumlah Bangunan dan Gedung
dalam Kondisi Baik Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sumedang (2025))
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2.3.1.3.7. Persampahan

Sampah merupakan salah satu tantangan utama dalam upaya
mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Permasalahan persampahan tidak hanya berkaitan dengan estetika kota,
tetapi juga berdampak langsung terhadap kelestarian lingkungan, kualitas
kesehatan masyarakat, serta keberlanjutan sumber daya alam. Pengelolaan
sampah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kebersihan,
kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan meningkatnya
aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat serta penambahan jumlah
penduduk, volume timbulan sampah juga cenderung meningkat setiap
tahunnya. Jika tidak dikelola secara baik dan benar, sampah dapat menjadi
sumber pencemaran lingkungan, penyakit, serta berbagai masalah

perkotaan.

Metode pengelolaan sampah yang banyak digunakan di Indonesia
melalui metode open dumping dan landfill, namun ada juga metode lain
seperti pembuatan kompos, pembakaran, pemilahan dan daur ulang
meskipun tidak banyak digunakan. Berikut adalah data Jumlah Timbulan

Sampah, Sampah Dikelola dan Sampah Tidak Terkelola di Kabupaten

Sumedang.
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Grafik 2.34 Jumlah Timbulan Sampah, Sampah Dikelola dan Sampah Tidak
Terkelola Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas DLHK Kabupaten Sumedang (2025))

Timbulan sampah merupakan jumlah total sampah yang dihasilkan

oleh masyarakat dalam jangka waktu tertentu baik dari rumah tangga,
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industri, komersial, fasilitas publik, dan lainnya. Faktor yang mempengaruhi
timbulan sampah adalah jumlah penduduk, sistem
pengumpulan/pembuangan sampah, jenis sampah dan kebiasan
masyarakat. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Sumedang terus
mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di
hampir seluruh wilayah Sumedang. Bahkan di tahun 2024, jumlah timbulan
sampah meningkat mencapai 176.030,01 ton yang jika tidak dikelola akan
berdampak negatif bagi masyarakat, salah satunya ialah menjadi sumber

polusi dan pencemaran tanah, air dan udara.

Namun, Pemerintah Kabupaten Sumedang terus melakukan
pengelolaan sampah, sehingga jumlah sampah yang dikelola menunjukan
tren positif sejak tahun 2020. Namun, pada tahun 2024 jumlah sampah yang
dikelola menurun menjadi 81.089,89 ton dari 81.896,4 ton di tahun
sebelumnya. Tahun ini pengelolaan sampah dilakukan tidak hanya dengan
metode open dumping dan landfill, namun juga melalui metode pengurangan
sampah (pendaur ulangan sampah). Sayangnya belum sepenuhnya
masyarakat dapat memahami dan melakukan metode ini. Kabupaten
Sumedang masih melakukan pengelolaan sampah melalui metode open
dumping, sehingga mengakibatkan adanya sanksi adminstratif yang
diterapkan pada TPAS (Tempat pemrosesan akhir sampah) Cibeureum dan
menyebabkan capaian penanganan sampah tidak diinput pada neraca

pengelolaan sampah Kabupaten Sumedang.
2.3.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan kebutuhan dasar
masyarakat yang memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas hidup,
kesejahteraan, serta ketertiban lingkungan sosial. Ketersediaan hunian yang
layak, terjangkau, dan tertata dengan baik mencerminkan keberhasilan
pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Urusan perumahan rakyat dan
kawasan permukiman tidak hanya berfokus pada penyediaan tempat tinggal,
tetapi juga mencakup penataan lingkungan, peningkatan infrastruktur dasar,
serta pengurangan kawasan kumuh. Sehingga menjadi sangat penting
memastikan bahwa  seluruh  masyarakat, khususnya kelompok
berpenghasilan rendah, dapat memperoleh akses terhadap hunian yang

layak.
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2.3.1.4.1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi

Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Rumah yang layak huni tidak hanya berfungsi sebagai tempat
berteduh, tetapi juga sebagai simbol pemulihan, keamanan, dan pemulihan
psikososial pasca-bencana. Oleh karena itu, penyediaan dan rehabilitasi
rumah layak huni bagi korban bencana menjadi salah satu prioritas dalam
upaya penanganan pascabencana yang menyeluruh. Melalui program
penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana memastikan
pemulihan kehidupan masyarakat dengan pembangunan kembali hunian
yang rusak atau hancur akibat bencana. Berikut adalah data penyediaan dan

rehabilitasi rumah bagi korban bencana di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.24 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana
di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2024

Tahun (KK)
No Jenis Pelayanan Dasar
2021 2022 2023 2024
1 Penyediaan dan Rehabilitasi 30 0 6 7
Rumah Bagi Korban
Bencana

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sumedang (2025)

Pada tahun 2021 terjadi bencana alam berupa tanah longsor di
Kecamatan Cimanggung, jumlah keluarga yang terdampak bencana tersebut
berjumlah 135 kepala keluarga. Pasca bencana tersebut, Pemerintah
Kabupaten Sumedang menindaklanjuti program Pemerintah Pusat, baru
merelokasi sekitar 30 kepala keluarga yang termasuk ke dalam daftar warga
terdampak bencana prioritas I (satu), melalui penyediaan rumah khusus yang
diperuntukan bagi warga terdampak bencana. Adapun untuk Tahun 2022,
Pemerintah Daerah belum melakukan relokasi sisa warga yang terdampak
bencana dikarenakan belum tersedianya lokasi pembangunan pemukiman di
daerah sekitar yang jauh dari zona merah bencana. Dan pada Tahun 2023,
Pemerintah Daerah menyediakan dan rehabilitasi rumah yang ditujukan
kepada warga yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di
Kecamatan Cimanggung sebanyak 6 (enam) Kepala Keluarga. Adapun pada
tahun 2024, merupakan bantuan lanjutan dari tahun sebelumnya dengan
melakukan rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebanyak 7 (tujuh) KK di

Desa Sawahdadap Kecamatan Cimanggung.
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2.3.1.4.2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi
Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota

Relokasi merupakan langkah penting dalam mewujudkan lingkungan
yang tertib, aman, dan sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam rangka
mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang wilayah,
Pemerintah kerap melakukan program relokasi bagi masyarakat yang
menempati kawasan rawan bencana, daerah aliran sungai, atau wilayah yang
terdampak proyek strategis. Namun, fasilitasi penyediaan rumah yang layak
huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah,
belum pernah terjadi di Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2024.
Dikarenakan program-program Pemerintah Daerah lebih dititikberatkan pada
program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti program
dalam upaya penurunan kemiskinan, pengangguran dan stunting serta
memperbaiki fasilitas umum dalam wupaya mendukung peningkatan

perekonomian masyarakat.
2.3.1.4.3. Rumah Tidak Layak Huni

Rumah merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi setiap
individu dan keluarga. Rumah yang layak menjadi fondasi utama dalam
menciptakan kehidupan yang sehat, aman, dan bermartabat. Namun, masih
banyak masyarakat yang tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni,
yakni rumah yang tidak memenuhi syarat keselamatan bangunan, luas

minimum, serta akses terhadap sanitasi dan air bersih.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi salah satu indikator
ketimpangan sosial dan ekonomi, serta tantangan dalam mewujudkan
kesejahteraan yang merata. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah

terus mendorong program perbaikan dan rehabilitasi RTLH.

Jumlah RTLH yang direhabilitasi di Kabupaten Sumedang mengalami
fluktuasi yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Jumlah RTLH yang
direhabilitasi meningkat tajam pada Tahun 2021 menjadi 2.592 unit, dan
mencapai jumlah tertinggi di tahun 2022 sebanyak 3.172 unit. Namun, tren
ini mengalami penurunan drastis di tahun 2023 hanya 580 unit RTLH yang
direhabilitasi. Bahkan di tahun 2024 hanya 81 unit. Penurunan yang terjadi
di Tahun 2023 diakibatkan adanya penurunan pagu anggaran yang

diperuntukkan bagi kegiatan tersebut baik yang bersumber dari Bantuan
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Keuangan Provinsi maupun DAK. Selain adanya penurunan alokasi
anggaran, diasumsikan adanya perubahan kebijakan dalam penentuan
program prioritas. Padahal berdasarkan hasil evaluasi Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(RP3KP) masih terdapat 120 ribu unit rumah tidak layak huni di Kabupaten
Sumedang, dan baru 10 % dari jumlah tersebut yang telah diintervensi atau
sekitar 10 ribu unit rumah. Sedangkan RP3KP ini merupakan acuan bagi
seluruh kepentingan di bidang Pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman di Indonesia. Untuk Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dapat
dilihat pada grafik di bawah ini.

3172

2592

928
— B _-

2020 2021 2022 2023 2024

B Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang direhabilitasi

Grafik 2.35 Rumah Tidak Layak Huni Diperbaiki di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sumedang (2025))

2.3.1.4.4. Backlog Rumah

Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal masih menjadi salah satu
masalah di Indonesia. Hal ini pun diperparah dengan semakin tingginya
harga properti akibat lahan yang sempit di daerah perkotaan yang masih
menjadi tempat utama masyarakat mencari nafkah. Selain itu juga tingginya
tingkat urbanisasi menjadi ancaman ekonomi bisa tetap tumbuh secara
berkelanjutan, terutama berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan tempat

tinggal.

Backlog rumah merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh
Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra)

maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik Nasional

II-79 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



maupun Daerah yang terkait bidang perumahan. Tujuannya adalah untuk

mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia.

Pemerintah Indonesia masih menghadapi permasalahan kesenjangan
antara ketersediaan rumah dengan kebutuhan hunian yang layak bagi
masyarakat. Perhitungan backlog rumah diperoleh dari jumlah keluarga
eksisting dikurangi dengan jumlah rumah eksisting. Apabila ada selisih,
maka keluarga tersebut belum memperoleh rumah dan masuk kedalam
kategori backlog. Backlog perumahan di Kabupaten Sumedang masih relatif
tinggi, analisis backlog rumah dilakukan pada Tahun 2023 dengan hasil

sebagai berikut.

Tabel 2.25 Jumlah Backlog Rumah Kabupaten Sumedang Tahun 2023

Jumlah Rumah Tangga

Kabupaten (unit)

Jumlah Backlog (unit)

Sumedang 342.413 137.718
Sumber: Buku Analisa RP3KP Kabupaten Sumedang, 2024

Analisis backlog rumah di Kabupaten Sumedang dilakukan melalui
survei dalam kegiatan Rencana Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang dilakukan pada Tahun
2023. Berdasarkan hasil analisis teridentifikasi backlog eksisting di
Kabupaten Sumedang mencapai 137.718 unit dengan backlog tertinggi
terkonsentrasi di Kecamatan Perkotaan, yaitu Kecamatan Sumedang Utara,

Sumedang Selatan, Tanjungsari, Cimanggung, dan Jatinangor.

2.3.1.4.5. Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan dan Kawasan

Permukiman

Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan
Permukiman merupakan komponen vital dalam mendukung terwujudnya
perumahan dan kawasan permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan.
Adapun jenis PSU yang harus tersedia sesuai dengan Permendagri Nomor 9

Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

a. Prasarana perumahan dan permukiman meliputi: jaringan jalan,
jaringan saluran pembuangan air limbah, jaringan pembuangan air

hujan (drainase) dan tempat pembuangan sampah.

b. Sarana perumahan dan permukiman meliputi: sarana perbelanjaan,

sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana Pendidikan,
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Kesehatan, peribadatan, rekreasi dan olah raga, sarana pemakaman,

sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau serta sarana parkir

c. Utilitas perumahan dan permukiman meliputi: jaringan air bersih,
jaringan listrik, telepon, gas, jaringan transportasi, pemadam kebakaran

dan sarana penerangan jasa umum.

Peningkatan akses terhadap PSU menjadi bagian penting dalam
pembangunan perumahan rakyat. Penyediaan PSU yang memadai mampu
mempercepat integrasi kawasan permukiman dengan pusat pertumbuhan,
meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mengurangi kesenjangan
antarwilayah. Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) perumahan dan
kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung

terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau.

Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan
permukiman difasilitasi oleh pemerintah jika perumahan tersebut memenuhi
kriteria tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 12 Tahun
2020 tentang Bantuan PSU. Adapun kriteria perumahan yang berhak
mendapatkan bantuan PSU antara lain : 1) Perumahan untuk masyarakat
berpenghasilan rendah; 2) Telah memiliki izin; 3) Masih dalam tahap
pengembangan; 4) Luas minimal dan jumlah unit tertentu; 5) Pengembang
atau pelaku usaha berkomitmen menyelesaikan pembangunan; dan 6) Telah
atau akan diserahterimakan ke Pemerintah Daerah. Berikut adalah jumlah

perumahan yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah Daerah.

Tabel 2.26 Jumlah Perumahan yang Telah Diserahterimakan kepada
Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

. Tahun
No Uraian Data
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | Jumlah Perumahan yang 11 12 15 9 6

telah diserahterimakan
kepada Pemerintah Daerah

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sumedang (2025)

Jumlah perumahan yang dibangun di Kabupaten Sumedang sampai
dengan Tahun 2024 mencapai 343 perumahan, dan sampai dengan tahun ini
pun baru 53 perumahan yang telah diserahterimakan kepada Pemerintah
Daerah. Terhambatnya proses serah terima perumahan kepada Pemerintah

Daerah disebabkan oleh rendahnya ketaatan para pengembang perumahan
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seperti 1) banyaknya kondisi perumahan yang sudah tidak sesuai dengan
siteplan yang diajukan; 2) belum adanya pemindahan kepemilikan tanah atas
nama Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu syarat serah terima
perumahan dikarena tingginya biaya atas pemindahan kepemilikan tanah
tersebut dan 3) keberadaan pengembang perumahan sudah tidak ada atau
perumahan sudah terbengkalai sehingga proses permohonan serah terima

dilakukan oleh warga.

2.3.1.4.6. Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh merupakan salah satu tantangan utama dalam
pembangunan perkotaan dan perdesaan yang berkelanjutan. Permukiman
kumuh umumnya ditandai dengan kondisi lingkungan yang tidak sehat,
kualitas bangunan yang buruk, akses terbatas terhadap layanan dasar
seperti air bersih, sanitasi, serta drainase yang memadai. Selain itu, kawasan
ini juga sering dikaitkan dengan tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial
yang tinggi. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk tekanan
terhadap penyediaan permukiman yang layak pun semakin besar. Tanpa
intervensi yang tepat, kawasan kumuh akan terus berkembang dan

memperburuk permasalahan lingkungan, sosial, serta pelayanan publik.

Peningkatan kualitas permukiman kumuh merupakan tanggung jawab
Pemerintah Daerah berdasarkan penetapan lokasi permukiman kumuh. Luas
kawasan kumuh di Kabupaten Sumedang tahun 2022-2023 adalah 164,69
Ha yang tersebar di S (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Jatinangor,
Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Cimanggung, Kecamatan Sumedang
Selatan dan Kecamatan Sumedang Utara. Berikut adalah tabel luasan

kawasan kuluh di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.27 Luas Kawasan Kumuh (Ha) di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024

Variabel Data 2020 2021 2022 2023 2024
Luas Kawasan Masih dalam 169,64 Ha 151,46 Ha
Kumuh pendataan

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sumedang (2025)

Adapun Tahun 2024, berdasarkan perhitungan dan penetapan luasan

kumuh di Kabupaten Sumedang mengalami pengurangan sebesar 13,23 Ha
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di Desa Lebak Biru-Pasigaran-Talun, sehingga luasan menjadi 151,46.
Berikut Data pengurangan luasan kumuh di Kabupaten Sumedang
berdasarkan berita acara kesepakatan perhitungan dan penetapan

pengurangan luasan kumuh tahun 2024.

Tabel 2.28 Daftar Kawasan Kumuh Di Kabupaten Sumedang

B Iit:s;; Pengurangan Sisa Luasan
N® | IResa/liclvel Kurﬁf;)l SK | kumuh 2023 | Kumuh 2024 (Ha) | Kumuh (Ha)
(ha)

1 | Karasak 2,44 2,44 - 2,44

2 gils)?lrrrllgllj;—_Sipajaran 18,70 18,70 ) 18,70

3 | Mandalangu 8,55 8,55 - 8,55

4 gﬁi‘;;‘i;‘ 16,40 16,40 - 16,40

S5 | Sayang 2,52 2,52 - 2,52

6 | Depok 7,70 7,70 - 7,70

7 | Pamagersari-Mariuk 15,65 15,65 - 15,65

8 %Zts)iaglzgril—l’l_‘alun 13,23 13,23 13,23 -

9 | Pagaden 6,85 6,85 - 6,85
10 | Citulampa 5,87 5,87 - 5,87
11 | Gordah 2,78 2,78 - 2,78
12 | Lembang 6,30 6,30 - 6,30
13 | Panday 4,14 4,14 - 4,14
14 | Singaparna 3,21 3,21 - 3,21
15 | Ciraja 4,24 4,24 - 4,24
16 | Ciranggon 5,87 5,87 - 5,87
17 | Nalegong 6,34 6,34 - 6,34
18 | Burujul 2,81 2,81 - 2,81
19 | Genteng Pacing: 7,70 7,70 ; 7,70
20 giﬁ;ﬁbon 2,83 2,83 - 2,83
21 | Warung Cina II 4,35 4,35 - 4,35
22 | Legok Cabe 3,54 3,54 - 3,54
23 | Talun 7,59 7,59 - 7,59
24 | Situ 5,08 5,08 - 5,08

Jumlah Luasan (ha) 164,69 164,69 13,23 151,46

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sumedang (2025)

2.3.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat

2.3.1.5.1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis yang
memungkinkan Pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan

dengan tentram, tertib dan teratur sehingga pembangunan di berbagai sektor
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akan terlaksana secara optimal. Pelayanan ketentraman dan ketertiban
umum meliputi berbagai aspek, mulai dari penegakan peraturan daerah
(perda), pengawasan terhadap potensi gangguan sosial, penanganan
kerawanan sosial, hingga pencegahan dan penertiban terhadap pelanggaran

norma-norma sosial dan ketertiban umum.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan ketentraman dan ketertiban tidak
hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif melalui pendekatan edukatif dan
pembinaan kepada masyarakat. Upaya tersebut bertujuan untuk
menciptakan kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan yang aman,
tertib, dan harmonis. Beberapa jenis gangguan yang sering ditemukan di

Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Pelanggaran Protokol Keamanan (pada kondisi khusus)
Penyalahgunaan Fasilitas Umum [0
Pelanggaran Ketertiban Lalu Lintas Jalan (parkir liar)
Gangguan dari Penyandang Masalah Kesejahteraan... D
Peredaran Rokok llegal/Barang Tanpa Cukai .

Pelanggaran Jam Operasional Usaha [N ]

Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Bangli) IS
PKL Liar N

Penanganan peredaran minuman beralkohol SN

Penanganan gangguan ODG) I B
Penertiban reklame, baligo dan iklan komersial I

Gangguan karaoke melebihi batas waktu B
0 50 100 150 200 250 300

H2020 ®=2021 m2022 2023 m2024

Grafik 2.36 Jumlah dan Jenis Gangguan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat Tahun 2020-2024

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang (2025))

Selama periode 2020 sampai 2024, Pemerintah Daerah telah
menangani berbagai bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat. Pedagang Kaki Lima (PKL) liar menjadi jenis
pelanggaran yang paling tinggi dilayani selama 5 (lima) tahun terakhir, seperti
yang ditunjukan pada grafik jumlah gangguan PKL liar terus mengalami
peningkatan yang signifikan dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2023
sebanyak 80 kali. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan regulasi dan
penataan kawasan wusaha informal. Adapun untuk jenis pelanggaran
Peredaran Rokok Ilegal/Barang Tanpa Cukai mulai mulai menjadi masalah

besar di tahun 2022 sebanyak 32 kali dan terus meningkat sampai tahun
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2024. Untuk penanganan kasus pelanggaran ini diperlukan penguatan

pengawasan lintas sektor serta pendekatan sosial yang lebih holistik.

Dalam upaya menjamin ketertiban umum dan keberhasilan
pelaksanaan kebijakan daerah, pemerintah mengeluarkan peraturan baik
berbentuk Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah
(Perkada). Namun, keberadaan Perda dan Perkada tidak akan bermakna jika
tidak disertai dengan upaya penegakan yang konsisten dan berkelanjutan.
Penegakan Perda merupakan salah satu wujud nyata komitmen pemerintah
daerah dalam mewujudkan tertib hukum, ketertiban umum, serta kepastian
pelaksanaan pembangunan. Adapun persentase penegakan Perda dan
Perkada di Kabupaten Sumedang selama 5 (lima) tahun terakhir telah
mencapai 100%, seperti yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.29 Persentase Penegakan Perda dan Penegakan Perkada
di Kabupaten Sumedang

Tahun (%)

No Jenis Pelayanan
2020 2021 2022 2023 2024
1  Penegakan Peraturan 100 100 100 100 100
Daerah (Perda)
2  Penegakan Peraturan 100 100 100 100 100
Kepala Daerah
(Perkada)

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang (2025)

Jenis pelanggaran Perda yang banyak terjadi di Kabupaten Sumedang
meliputi: 1) Pelanggaran Perda/Perkada terkait dengan Pembangunan
bangunan dan Gedung yang belum memiliki izin; 2) Pengendalian dan
pengawasan monitoring pajak; 3) Pelanggaran Perda/Perkada terkait
peredaran minuman beralkohol dan WTS; 4) Pelanggaran Perda/Perkada
terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang harus dilengkapi SPPL
(pertambangan, disposal, dll); dan 5) pelanggaran Perda/perkada terkait
adanya keramba jaring apung di Kawasan Waduk Jatigede. Jumlah kasus
pelanggaran Perda mengalami tren yang sangat fluktuatif sepanjang tahun
2020 hingga 2024. Meski sempat menurun di tahun 2023 menjadi 98 kasus
namun meningkat tajam di tahun 2024 menjadi 158 kasus. Sosialisasi Perda
yang kurang efektif mengakibatkan dangkalnya pemahaman masyarakat
akan suatu Perda, yang pada akhirnya berpotensi besar terhadap timbulnya

masalah yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat.
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Grafik 2.37 Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang Tertangani di Kabupaten
Sumedang Tahun 2020-2024

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang (2025))

Dengan tingginya jumlah kasus pelanggaran Perda, sangat tidak
sebanding dengan dukungan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
serta sarana dan prasarana yang memadai. Ketersediaan sumber daya
manusia yang maksimal belum dapat dipenuhi dalam sistem perekrutan
aparat. Sejak tahun 2021 jumlah anggota Satpol PP ASN terus mengalami
penurunan dan pada tahun 2024 hanya sebanyak 66 orang anggota Satpol
ASN yang dibantu oleh tenaga non ASN sebanyak 63 orang sebagaimana
disajikan pada grafik berikut.
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Grafik 2.38 Jumlah Personil Satpol PP Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang (2025))
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Salah satu tugas Satpol PP ialah mengawasi dan mengendalikan
kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka
penegakkan Perundang-undangan Daerah, oleh karena itu diperlukan SDM
yang berfungsi sebagai penyidik atas pelanggaran Perda. Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) bertugas untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan
perundangan. Adapun anggota PPNS di Kabupaten Sumedang masih
terbilang sangat minim karena sejak Tahun 2020 jumlah PPNS di Kabupaten
Sumedang hanya 3 (tiga) orang dengan 2 (dua) orang diantaranya merupakan
anggota linmas yang telah memiliki kualifikasi sebagai PPNS. Dibawah ini
adalah tren Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kabupaten

Sumedang.
2.3.1.5.2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana merupakan bagian penting dari
sistem penanggulangan bencana yang berfokus pada penyediaan data dan
informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudah diakses oleh masyarakat
serta pemangku kepentingan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran
dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi ancaman bencana. Jenis
informasi rawan bencana dapat berupa sosialisasi, komunikasi, informasi
dan edukasi rawan bencana yang dilakukan melalui berbagai media,
termasuk situs resmi Pemerintah Daerah, aplikasi mobile, media sosial, pusat
informasi bencana di tingkat desa dan kelurahan, serta penyuluhan langsung
ke masyarakat. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap individu
memiliki akses yang merata terhadap informasi yang dapat menyelamatkan
jiwa dan harta benda Berikut adalah data pelayanan informasi rawan

bencana di Kabupaten Sumedang selama Tahun 2021-2023.

Tabel 2.30 Pelayanan Informasi Rawan Bencana
di Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2024

Tahun
2021 2022 2023 2024

1  Pelayanan Informasi 691.534 715.525 719.102 802.377
Rawan Bencana (orang)

No Jenis Pelayanan

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang
(2025)

Pada tahun 2021 di Kabupaten Sumedang sudah terbentuk layanan

informasi rawan bencana. Layanan tersebut berupa informasi terkait
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perubahan iklim, titik lokasi rawan bencana dan layanan pengaduan serta
laporan ke tingkat kabupaten. Diawal tahun pembentukan, informasi rawan
bencana sudah tersampaikan kepada 691.634 orang di daerah rawan
bencana dan terus meningkat hingga mencapai 802.377 orang di Tahun
2024. Informasi rawan bencana dilakukan melalui sosialisasi dan media
sosial. Tren peningkatan tingkat pelayanan informasi di Kabupaten
Sumedang dikarenakan seringnya kejadian bencana yang terjadi selama lima
tahun terakhir, seperti longsor dan pergerakan tanah, banjir dan banjir
bandang, pohon tumbang, angin puting beliung dan kebakaran hutan,
sehingga untuk mengantisipasi serta mitigasi kejadian bencana dilakukan
sosialisasi informasi rawan bencana terutama di daerah-daerah yang
berpotensi bencana serta dilakukan juga melalui media sosial sehingga dapat
menjangkau semua jenis usia terutama wusia produktif yang aktif

menggunakan media sosial.

2.3.1.5.3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

dan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
merupakan bagian dari kegiatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan
iklim, sedangkan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
merupakan tindakan setelah adanya kejadian bencana. Tujuan utama
pelayanan ini adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang
ditimbulkan oleh bencana melalui langkah-langkah antisipatif dan penguatan
kapasitas masyarakat. Tren Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan
terhadap bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban

bencana disajikan pada gambar berikut.
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Grafik 2.39 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
dan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Bencana (orang) Tahun 2020-2024

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sumedang (2025))

Berdasarkan data diatas terdapat ketidakseimbangan antara
pelayanan pencegahan dan penyelamatan di beberapa tahun terutama di
tahun 2022 dimana aspek pencegahan lebih dominan dibandung dengan
penyelamatan. Hal ini berbanding terbalik dengan tahun 2024 justru
pelayanan pada aspek penyelamatan lebih besar. Fluktuasi yang tajam
menunjukkan perlunya kebijakan dan perencanaan yang lebih stabil dan
terintegrasi antara aspek preventif dan tanggap darurat. Peningkatan
pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dari tahun 2023
(1.475 orang) hingga 2024 (2.924 orang) menandakan adanya peningkatan
kejadian bencana yang membutuhkan penanganan terutama evakuasi

korban bencana longsor dan kebakaran.
2.3.1.5.4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan
salah satu dari upaya penanggulangan bencana yang bertujuan untuk
menyelamatkan jiwa manusia, meminimalisasi cedera, serta mengurangi
dampak kerugian akibat insiden kebakaran. Pelayanan ini mencakup
kegiatan identifikasi titik kebakaran, pemadaman api, evakuasi korban dari
lokasi berisiko, serta penanganan korban luka sebelum mendapatkan
perawatan lanjutan. Adapun pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban

kebakaran di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada grafik berikut.
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Grafik 2.40 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan
Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Tahun 2020-2024

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang (2025))

Berdasarkan grafik diatas, jumlah pelayanan penyelamatan dan
evakuasi korban kebakaran mengalami tren peningkatan yang signifikan
setiap tahunnya. Tahun 2024 menjadi tahun dengan jumlah pelayanan
penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tertinggi selama 5 (lima) tahun
kebelakang sebanyak 686 kejadian. Perubahan iklim global mengakibatkan
cuaca menjadi lebih panas dan kering dapat meningkatkan risiko kebakaran.
Disamping itu juga peningkatan jumlah kejadian mencerminkan adanya
peningkatan efektivitas sistem respon darurat dan kesiapan petugas dalam
memberikan layanan serta keberhasilan edukasi publik. Hal ini berbanding
lurus dengan cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban
kebakaran yang telah mencapai 100% di tahun 2024. Artinya kecepatan
waktu dalam penanganan kejadian kebakaran, jarak jangkauan lokasi
kejadian dan jenis permintaan layanan masih dapat dijangkau dan dilayani
dengan cepat oleh petugas, meskipun tidak diimbangi dengan penyediaan
jumlah armada pemadam kebakaran yang jumlahnya masih 7 (tujuh) unit
sehingga tidak semua wilayah/kecamatan difasilitasi atau disediakan mobil
pemadam. Selain dari peningkatan kesiapsiagaan petugas, kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya tindakan cepat dalam keadaan darurat
kebakaran pun mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari cakupan
penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran kepada masyarakat,

seperti yang tersaji pada grafik berikut ini.
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Grafik 2.41 Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran
di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang (2025))

Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran
mengalami tren positif dari tahun 2020 hingga 2024. Peningkatan ini
mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat aspek
pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran melalui pendekatan edukatif
kepada masyarakat. Program penyebaran informasi ini dilakukan dalam
berbagai bentuk seperti sosialisasi ke sekolah, pelatihan simulasi evakuasi,
penyuluhan ke permukiman padat penduduk, serta kampanye publik melalui

media lokal.

Peningkatan kejadian kebakaran ini tidak diimbangi dengan jumlah
SDM, sehingga akan berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan
penanganan kejadian kebakaran. Tren jumlah anggota Pemadam Kebakaran

di Kabupaten Sumedang disajikan pada grafik berikut.
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Grafik 2.42 Tren Jumlah Anggota Pemadam Kebakaran di Kabupaten
Sumedang Tahun 2020-2024

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang (2025))

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa jumlah anggota pemadam
kebakaran masih sangat sedikit terutama untuk pegawai ASN, sehingga
perekrutan secara formal sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan peran

dan fungsi satuan pemadam kebakaran.
2.3.1.5.5. Indeks Resiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan alat ukur strategis yang
membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan menetapkan prioritas
penanggulangan bencana. Dengan adanya IRB, pengelolaan bencana tidak
hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dan berbasis data. Perhitungan
tingkat risiko di tiap kabupaten/kota dilakukan dengan memerhatikan faktor
Hazard, Vulnerability, dan Capacity. Dengan demikian, indeks risiko bencana
ini merupakan penilaian seluruh kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan
risiko bencana yang ada. Berikut adalah grafik Indeks Risiko Bencana di

Kabupaten Sumedang.

II-92 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



142,15

135,05

129,87

127,24
124,39

2020 2021 2022 2023 2024

e |ndeks Resiko Bencana (IRB)

Grafik 2.43 Indeks Risiko Bencana Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang (2025)

IRB Kabupaten Sumedang mengalami penurunan di Tahun 2024
menjadi 127,24 poin dari 135,05 poin di tahun sebelumnya, yang berarti
adanya peningkatan dalam efektivitas program pencegahan dan
kesiapsiagaan bencana. Mitigasi bencana terus dilanjutkan seperti
peningkatan sistem peringatan dini dan pemetaan wilayah rawan bencana.
Fluktuasi IRB mengindikasikan bahwa risiko bencana tidak bersifat tetap dan
sangat dipengaruhi oleh dinamika faktor lingkungan dan sosial, sehingga
kebijakan terkait penanggulangan bencana pun perlu ditingkatkan dalam
upaya mengurangi potensi ancaman bencana baru atau meningkatnya

kerentanan masyarakat.

Beberapa penyebab peningkatan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten

Sumedang, antara lain:

a. perubahan iklim global yang menyebabkan cuaca menjadi lebih ekstrim
dan tidak menentu. Fenomena El Nino yang terjadi di Indonesia juga
berdampak ke Kabupaten Sumedang sehingga cuaca menjadi kering dan
panas, yang mengakibatkan risiko bencana pun mengalami peningkatan
seperti risiko kekeringan, kebakaran hutan dan lahan pertanian serta
risiko bencana hidrometeorologi seperti longsor.

b. degradasi lingkungan. Deforestasi, perubahan tata guna lahan dan
pengelolaan lingkungan yang buruk dapat meningkatkan kerentanan
suatu wilayah terhadap bencana; dan

c. urbanisasi dan pembangunan yang tidak terkendali. Pembangunan yang

cepat tanpa perencanaan yang memadai terkadang mengabaikan risiko
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bencana, seperti pembangunan pemukiman atau perumahan di daerah

rawan bencana dan infrastruktur drainase yang kurang baik.

Dalam upaya mengukur kapasitas ketahanan suatu wilayah terhadap
bencana maka dilakukan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD
merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan
suatu wilayah dalam menghadapi, pulih dari, dan beradaptasi terhadap
ancaman bencana. Indeks ini menunjukkan sejauh mana masyarakat,
sistem, dan infrastruktur memiliki ketangguhan (resilience) dalam
menghadapi ancaman bencana, serta kemampuan untuk mengurangi risiko
dan dampaknya, dengan kata lain IKD mengukur kemampuan suatu wilayah
untuk bertahan dan pulih dari bencana. Selain itu juga IKD menjadi acuan
penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan
tahan bencana. Berikut adalah capaian IKD Kabupaten Sumedang sampai

Tahun 2024.
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Grafik 2.44 Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2020-2024
(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sumedang (2025))

IKD dinilai dengan menggunakan indikator 1) kebijakan dan
kelembagaan; 2) pengelolaan risiko bencana; 3) kesiapsiagaan; 4) sistem
peringatan dini; 5) penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan 6)
pemulihan pasca bencana. IKD Kabupaten Sumedang mengalami fluktuasi
selama 5 (lima) tahun terakhir. Secara keseluruhan tren tertinggi terjadi pada
tahun 2021 sebesar 0,63 poin, sedangkan tahun 2022 dan 2023 mengalami
penurunan. Penurunan ini bisa disebabkan oleh faktor eksternal seperti
peningkatan frekuensi bencana yang terjadi di Kabupaten Sumedang.
Adapun di Tahun 2024 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,48 poin
atau naik 0,02 poin dari tahun 2023, meskipun demikian IKD Kabupaten
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Sumedang masih berada pada level kategori ’"Rendah” yang artinya Kapasitas

ketahanan sangat lemah, rentan terhadap bencana.

Beberapa potensi bencana alam yang banyak ditemui di Kabupaten
Sumedang antara lain berupa longsor dan pergerakan tanah, puting beliung,
pohon tumbang, banjir dan banjir bandang, kebakaran lahan dan hutan serta
gempa bumi. Rekap kejadian bencana di Kabupaten Sumedang dapat dilihat
pada grafik dibawah ini.
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Grafik 2.45 Intensitas Kejadian Bencana di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024

(Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sumedang (2025))
2.3.1.6. Urusan Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu aspek strategis dalam
pembangunan daerah. Melalui penyelenggaraan urusan sosial, pemerintah
daerah berperan dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif, berkeadilan,
dan sejahtera. Tantangan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran,
disabilitas, ketunaan sosial, dan korban bencana sosial terus memerlukan
penanganan yang terpadu, responsif, dan berkelanjutan. Beberapa jenis
Pelayanan Dasar Bidang Sosial yang dilakukan di Kabupaten Sumedang

adalah sebagai berikut.
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Tabel 2.31 Pelayanan Dasar Bidang Sosial (Orang) Tahun 2020-2024

No Jenis Pelayanan Tahun
Dasar 2020 2021 2022 2023 2024

1 Penanganan 852 796 782 318 86
penyandang disabilitas
terlantar

2 Penanganan anak 59 618 317 224 62
terlantar

3 Penanganan lanjut 4.504 1.214 736 464 212
usia terlantar

4  Penanganan gelandang 3 18 8 8 42
dan pengemis

5 Penanganan Korban 2.868 1.083  5.283 1.378 2.638

Bencana Kewenangan
Daerah Kab/Kota

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sumedang (2025)

Berdasarkan data diatas target dan capaian setiap jenis pelayanan
dasar sosial berbeda-beda hal ini dikarenakan data target disesuaikan
dengan data populasi. Untuk data 2019-2020 data populasi yang dijadikan
target pelayanan belum dilakukan pemadaman data atau pembaharuan data.
Adapun data Tahun 2021-2023 merupakan data populasi terbaru dan telah
melalui tahapan verifikasi dan validasi. Dari data yang tersaji di atas realisasi
pelayanan SPM bidang sosial tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun
sebelumnya, kecuali untuk jenis pelayanan penanganan gelandangan dan
pengemis setelah melalui tahapan verval mengalami kenaikan dari 8 orang di
tahun menjadi 14 orang, penyebab peningkatan ini karena beberapa faktor
antara lain tingginya angka pengangguran sehingga banyak orang yang tidak
memiliki sumber pendapatan, rendahnya tingkat pendidikan dan
keterampilan yang membuat orang sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang
layak serta kenaikan harga sewa dan keterbatasan perumahan yang

terjangkau menyebabkan orang tidak mampu mempunyai tempat tinggal.
2.3.1.6.1. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah individu,
keluarga, kelompok, atau komunitas yang menghadapi hambatan dalam
memenuhi kebutuhan dasar hidup secara layak, baik karena faktor sosial,
ekonomi, psikologis, maupun kondisi kedaruratan, sehingga memerlukan
intervensi dan dukungan dari negara melalui pelayanan kesejahteraan sosial
yang komprehensif dan berkelanjutan. PPKS termasuk ke dalam pelayanan

dasar karena melibatkan pemenuhan hak-hak dasar manusia serta
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perlindungan terhadap kelompok rentan yang memerlukan intervensi negara

secara langsung dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan untuk meningkatkan
taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi
sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial
masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial,
meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia
usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan
berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat
dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan
berkelanjutan; dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan
kesejahteraan sosial. Untuk data PPKS dari Tahun 2020 sampai dengan
Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.32 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Orang)
Tahun 2020-2024

PPKS 2020 2021 2022 2023 2024
Anak Bayi terlantar 6 6 1 1 1
Anak terlantar 618 618 317 224 62
Anak yang berhadapan 40 40 16 30 22

dengan hukum

Anak jalanan 0 0 0 1 5
Anak dengan kedisabilitasan 0 0 75 15 75
(ADK)

Anak yang menjadi korban 15 15 1 0] 0

tindak kekerasan atau
diperlakukan salah

Anak yang memerlukan 112 112 19 0 13
perlindungan khusus

Lanjut usia terlantar 1.214 1.214 736 464 212
Penyandang disabilitas 796 796 782 318 131
Tuna susila 20 20 20 10 9
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PPKS 2020 2021 2022 2023 2024
Gelandangan S 5 5 S 35
Pengemis 3 3 3 3 7
Pemulung 10 10 0 3 )
Kelompok minoritas ) S 26 7 1
Bekas warga binaan lembaga 34 34 34 1 -
pemasyarakatan
Korban penyalahgunaan 0 0 1 1 2
NAPZA
Korban trafficking 1 1 1 3 1
Korban tindak kekerasan 6 6 52 0 1
Pekerja migran bermasalah 0 0 0 1 1
sosial
Korban Bencana Alam 2.868 1.053 5.283 1.378 2.638
Fakir miskin 197.190 197.190 58.863 54.562 86.400
Keluarga bermasalah sosial 0 0 0 0 0
psikologis

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Sumedang (2025)
2.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Fokus utama dalam pengelolaan urusan ketenagakerjaan mencakup
peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi
kompetensi, perluasan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja yang
sesuai dengan kebutuhan pasar, perlindungan hak-hak pekerja, serta
penguatan sistem hubungan industrial. Selain itu, perhatian juga diarahkan
pada perlindungan terhadap pekerja, pengurangan pengangguran, dan
peningkatan partisipasi angkatan kerja produktif. Pengelolaan tenaga kerja
bertujuan untuk meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia,

memperluas kesempatan kerja, serta melindungi hak-hak pekerja/buruh
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dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan.
2.3.2.1.1. Pelatihan, Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja

Lulusan pendidikan merupakan salah satu segmen strategis dalam
pasar tenaga kerja, namun tantangan yang sering muncul adanya adanya
ketidaksesuaian (mismatch) antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan
dunia kerja (link and match). Oleh karena itu, pelatihan, penempatan dan
perluasan tenaga kerja merupakan jembatan antara dunia pendidikan dan
dunia kerja yang bertujuan mengoptimalkan lulusan pendidikan menjadi
tenaga kerja produktif, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat
melalui akses kerja yang lebih luas dan layak serta menciptakan ekosistem
transisi yang efektif dari bangku sekolah ke dunia kerja, karena tanpa
intervensi ini, lulusan rentan masuk ke kelompok pengangguran terdidik.
Berikut adalah data terkait dengan pencari kerja berdasarkan lulusan di

Kabupaten Sumedang.

SD SMP SMA SMK Diploma S1 S2 Profesi

--A__ k.8
H 2020 80 439 2.046 4.774 166 750 0 0
m 2021 88 484 2.251 5.252 182 825 0 0
2022 106 625 2.640 5.535 576 968 0 0
2023 74 336 1.961 4.964 202 413 2 6
H 2024 33 318 1.661 6.396 147 1.011 5 30

2020 m2021 2022 2023 m2024

Grafik 2.46 Pencari Kerja Berdasarkan Lulusan Pendidikan
di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2025))

Data menunjukkan bahwa lulusan jenjang Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) secara konsisten mendominasi jumlah lulusan dibandingkan
jenjang pendidikan lainnya selama periode 2020 — 2024 dan terjadi kenaikan
yang signifikan, dari 4.774 di Tahun 2020 menjadi 6.396 di Tahun 2024. Hal

ini mencerminkan peningkatan minat terhadap pendidikan vokasional yang
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lebih siap kerja, dan peran Pemerintah dalam hal menyeleraskan

keterampilan lulusan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Penurunan tren terjadi pada lulusan pendidikan SD dan SMP, yang
mencerminkan adanya perbaikan dalam angka partisipasi sekolah dan
keberhasilan transisi ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Peningkatan jumlah
lulusan di jenjang SMK, Diploma, dan S1 membuka peluang besar dalam
program pelatihan, penempatan, dan perluasan kesempatan kerja sehingga

dihasilkan tenaga kerja yang kompeten.

Peningkatan pelatihan, penempatan dan perluasan tenaga kerja
menjadi kunci untuk meningkatkan tingkat produktivitas tenaga kerja.
Ketiganya membentuk ekosistem kerja yang efisien, efektif, dan adaptif
terhadap kebutuhan industri. Berikut adalah Persentase tingkat

produktivitas tenaga kerja di Kabupaten Sumedang.

B Persentase tingkat produktivitas tenaga kerja

38,60

2022 2023 2024

Grafik 2.47 Persentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Tahun 2022-2024

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang (2025))

Tingkat produktivitas tenaga kerja menunjukkan peningkatan
signifikan selama tiga tahun terakhir, yang mencerminkan efektivitas
intervensi kebijakan ketenagakerjaan, khususnya dalam bidang pelatihan
dan penempatan tenaga kerja. Tren ini mengindikasikan bahwa semakin
banyak tenaga kerja yang memperoleh pelatihan, penempatan kerja yang
tepat, serta terserap dalam sektor produktif, sehingga mampu memberikan

kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.

2.3.2.1.2. Hubungan Industri
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Hubungan industrial merupakan sistem hubungan yang terbentuk
antara para pelaku dalam dunia kerja, yaitu pekerja, pengusaha, dan
pemerintah, yang didasarkan pada nilai-nilai saling menghormati hak dan
kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan menciptakan hubungan kerja
yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan guna meningkatkan produktivitas
dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ketenagakerjaan, Pemerintah
Daerah berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam membangun iklim
hubungan industrial yang sehat, yang dilakukan melalui pembinaan
terhadap serikat pekerja dan organisasi pengusaha, penyusunan peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB), serta penyelesaian
perselisihan hubungan industrial secara adil dan profesional. Hanya saja
jumlah tenaga fungsional Mediator Hubungan Industri di Kabupaten
Sumedang sangat minim. Sejak Tahun 2020 hingga 2024 Kabupaten
Sumedang hanya mempunyai 1 (satu) orang mediator. Dengan jumlah
mediator yang terbatas penanganan perselisihan antara pekerja dan
pengusaha menjadi lambat, hal ini bisa memicu eskalasi konflik, yang semula
dapat diselesaikan secara mediasi menjadi aksi mogok kerja atau unjuk rasa,
dan juga bisa mengakibatkan penumpukan antrean kasus, memperpanjang
waktu penyelesaian dan menurunkan efisiensi layanan publik, serta
berdampak pada hubungan kerja yang memburuk atau bahkan Pemutusan

Hubungan Kerja (PHK).

Jumlah perusahaan yang terdaftar di Kabupaten Sumedang selama 5
(lima) tahun ini mengalami tren positif, kecuali di Tahun 2021 terjadi
penurunan yang signifikan menjadi 53 perusahan dari sebelumnya 566
perusahaan di tahun 2020. Hal ini diasumsikan sebagai dampak dari
pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyaknya perusahaan yang tidak
beroperasi. Namun peningkatan kembali terjadi sejak tahun 2022 hingga
2024, meskipun diiringi dengan kenaikan jumlah kasus konflik hubungan
industrial, yang sebelumnya stabil di angka 10 (sepuluh) kasus pada 2020-
2023, meningkat menjadi 13 kasus pada 2024.
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Grafik 2.48 Jumlah Perusahaan dan Kasus/Konflik antara Pekerja dengan
Pengusaha Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2025))
2.3.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang memiliki peran
strategis dalam pembangunan, namun juga termasuk kelompok rentan yang
memerlukan perhatian khusus terhadap hak-haknya. Urusan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak bertujuan untuk mewujudkan
kesetaraan gender, meningkatkan kualitas hidup perempuan, serta

menjamin hak-hak anak dalam seluruh aspek kehidupan.

Upaya pemberdayaan perempuan diarahkan pada peningkatan
kapasitas, akses terhadap sumber daya, berpartisipasi aktif dalam
pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, serta meningkatkan kualitas
hidup melalui perlindungan terhadap berbagai bentuk diskriminasi dan
kekerasan. Sementara itu perlindungan anak difokuskan pada pencegahan
kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak,
serta memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak, termasuk hak atas
pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan lingkungan yang aman dan ramah
anak dengan memperkuat sistem perlindungan anak berbasis masyarakat

dan layanan terpadu.
2.3.2.2.1. Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Perempuan dan anak merupakan kelompok rentan yang sering menjadi
korban kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran.
Pemerintah daerah terus berupaya memberikan layanan yang komprehensif
bagi korban kekerasan, mulai dari pengaduan, pendampingan hukum,

layanan psikologis, hingga rujukan ke layanan kesehatan.
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Dalam lima tahun terakhir, data menunjukkan adanya peningkatan
jumlah kasus kekerasan yang berhasil ditangani baik pada perempuan
maupun pada anak. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2023, keduanya
mengalami lonjakan kasus di tahun yang sama dengan peningkatan kasus
anak cenderung lebih tinggi dibanding kasus perempuan, yaitu sebanyak 37
kasus kekerasan pada perempuan dan 60 kasus kekerasan pada anak.
Meskipun demikian, angka yang meningkat tidak hanya mencerminkan
tingginya angka kejadian akan tetapi menunjukan bahwa selama 2 (dua)
tahun terakhir kesadaran masyarakat meningkat untuk melapor dan mencari
bantuan serta peningkatan dan penguatan sistem pelaporan yang ramah
korban dan peningkatan kapasitas petugas layanan pengaduan. Berikut data

tindak kekerasan perempuan dan anak yang tertangani.

60
57

37

28

14 12

6
1 1

2020 2021 2022 2023 2024

OJumlah kekerasan pada perempuan yang tertangani OJumlah kekerasan pada anak yang tertangani

Grafik 2.49 Perempuan dan Anak korban Kekerasan yang Tertangani Tahun
2020-2024

(Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sumedang (2025))

Berdasarkan data kasus kekerasan yang ditangani jenis kasus
kekerasan pada perempuan yang ditangani didominasi oleh kasus kekerasan
dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Adapun untuk jenis kasus
kekerasan pada anak yang ditangani didominasi oleh kasus perbuatan cabul
terhadap anak dibawah umur dan kekerasan terhadap anak dibawah umur.
Bentuk pelayanan yang diberikan untuk penanganan dan percepatan dalam
menangani kasus kekerasan perempuan dan anak berupa 1) hipnoterapis; 2)

mediasi; 3) pendampingan kasus; 4) konsultasi dan 5) psikolog. Metode ini
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dilakukan secara terintegrasi dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai

Desa/Kelurahan.
2.3.2.2.2. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian
kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan
ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan
pembangunan manusia antara lak-laki dan perempuan. Indikator IPG terdiri
dari Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan, Angka Melek Huruf (AMH)
Perempuan, Rata-Rata Lama Sekolah dan Sumbangan pendapatan. IPG
Kabupaten Sumedang pada Tahun 2024 sebesar 96,13 poin, menurun 0,58
poin. Secara keseluruhan, nilai IPG Kabupaten/Kota mengalami penurunan
mulai dari 0,22 poin sampai penurunan 0,93 poin. Hanya Kabupaten
Bandung Barat yang mengalami kenaikan sebesar 0,06 poin. Meskipun
demikian, poin IPG mengindikasikan bahwa di Kabupaten Sumedang
pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan telah setara atau
lebih baik jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain bahkan dengan

Provinsi Jawa Barat sendiri.
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Grafik 2.50 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Barat Tahun 2024

(Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah))

2.3.2.2.3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indikator
yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan

gender. IDG mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi
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dengan indikator %tase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja,
keterlibatan perempuan di parlemen, dan keterlibatan perempuan dalam
pengambilan keputusan, sehingga IDG dapat digunakan untuk mengukur

pencapaian kapabilitas perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

IDG Kabupaten Sumedang Tahun 2024 sebesar 76,99 poin atau di atas
Provinsi Jawa Barat dengan 72,76 poin. IDG Kabupaten Sumedang naik 4,39
poin dari tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa di Kabupaten
Sumedang perempuan berperan lebih aktif dalam bidang ekonomi, partisipasi

politik dan pengambilan keputusan dibanding tahun sebelumnya.
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Grafik 2.51 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten/Kota
Tahun 2024

(Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025 (diolah))
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Pemberdayaan gender merupakan proses untuk meningkatkan
kapasitas, kesetaraan, dan peran aktif laki-laki dan perempuan dalam
berbagai bidang kehidupan. Namun, keberadaan Perempuan Kepala Keluarga
(PEKKA) seringkali dianggap sebagai hambatan struktural yang membatasi
akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan public. Karena itu melalui
pendekatan pemberdayaan gender, PEKKA didorong untuk dapat
mengembangkan kemandirian ekonomi untuk memperkuat kualitas
ketahanan keluarga dan mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih adil,

setara, dan inklusif.

Jumlah kelompok PEKKA di Kabupaten Sumedang mengalami
peningkatan yang signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Diawal
periode kelompok PEKKA tercatat hanya 10 (sepuluh) kelompok saja.
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Kenaikan ini semakin tajam pada tahun-tahun berikutnya, bahkan di tahun
2024 mencapai 88 kelompok. Pemberdayaan kelompok PEKKA dilakukan
melaluiu berbagai jenis pelayanan yaitu pelatihan dan pemberian modal
usaha. Peningkatan ini mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah
dalam mendorong pemberdayaan perempuan, khususnya perempuan kepala
keluarga, agar memiliki wadah organisasi yang mendukung peningkatan
kapasitas ekonomi, sosial, dan partisipasi dalam pembangunan. Adapun tren

pemberdayaan kelompok disajikan pada grafik berikut.

88

68

38

2020 2021 2022 2023 2024

=== Jumlah kelompok PEKKA

Grafik 2.52 Tren Pemberdayaan Kelompok PEKKA di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ka. Sumedang (2025))

2.3.2.2.4. Indeks Ketimpangan Gender

Kesetaraan Gender menjadi target pembangunan di banyak negara
terutama yang mengalami disparitas pembangunan yang tinggi. Ketimpangan
pembangunan menurut gender mengakibatkan pembangunan tidak dapat
mencapai potensinya secara optimal. Kondisi yang ideal dalam pembangunan
manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan
perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan,
memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta

menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah alat ukur yang
mencerminkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan terhadap
pencapaian pembangunan di berbagai bidang. Semakin tinggi IKG, semakin

besar ketimpangan yang terjadi. Dimensi ukur dari indeks ini adalah dimensi
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kesehatan, pemberdayaan dan partisipasi ekonomi. IKG Kabupaten
Sumedang mengalami penurunan poin pada Tahun 2024 menjadi 0,217
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,438. Hal ini dapat dikatakan
terdapat perbaikan pemerataan hasil pembangunan yang dinikmati antara

laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sumedang.
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Grafik 2.53 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Sumedang
Tahun 2019 - 2024

(Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025)

Nilai IKG Kabupaten Sumedang berada pada posisi ke-3 setelah Kota
Cimahi dan Kota Depok, bahkan lenbih unggul dari IKG Provinsi Jawa Barat.
Nilai IKG Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Grafik di

bawah ini.
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Grafik 2.54 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Barat Tahun 2024

(Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025)

2.3.2.3. Urusan Pangan
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Urusan pangan berperan penting dalam menjamin ketersediaan,
keterjangkauan, dan kualitas konsumsi pangan bagi seluruh masyarakat.
Ketahanan pangan menjadi pilar utama dalam mendukung ketahanan
nasional, stabilitas sosial, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan sistem
pangan yang berkelanjutan, mulai dari produksi, distribusi, hingga
konsumsi. Untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, upaya
peningkatan produksi pangan lokal, penguatan cadangan pangan,
pengembangan kelembagaan petani, serta diversifikasi pangan berbasis

potensi lokal harus terus didorong.
2.3.2.3.1. Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator komposit yang
digunakan untuk menggambarkan tingkat keragaman dan keseimbangan
konsumsi pangan masyarakat berdasarkan kontribusi energi dari berbagai
kelompok pangan. Skor ini mencerminkan kualitas konsumsi pangan yang
mencakup keberagaman jenis pangan sesuai dengan kebutuhan gizi
seimbang. Faktor yang berpengaruh terhadap pola pangan harapan terdiri
dari jumlah pengeluaran rumah tangga, besaran anggota keluarga serta

tingkat pendidikan.
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Grafik 2.55 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (2025))

Skor PPH Kabupaten Sumedang tahun 2024 mengalami tren
penurunan sebesar 2,0 poin dari tahun sebelumnya menjadi 92,5 poin.

Penurunan skor PPH mengindikasikan bahwa struktur konsumsi pangan
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penduduk "semakin menjauh dari pola konsumsi ideal” yang seimbang dan
beragam. Ini bisa disebabkan oleh: 1) Ketidakseimbangan konsumsi
kelompok pangan (dominasi padi, kurang pangan hewani/sayur/buah); 2)
Menurunnya akses terhadap sumber pangan tertentu (misalnya inflasi harga
pangan hewani); 3) Pergeseran kebiasaan konsumsi ke arah pangan olahan
dan cepat saji; 4) Aksesibilitas pangan lokal belum merata ke wilayah
perdesaan; 5) Kurangnya edukasi gizi sehingga masyarakat belum menyadari
pentingnya keberagaman pangan; dan 6) adanya perubahan iklim yang

mengganggu produksi hortikultura lokal.
2.3.2.3.2. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah suatu ukuran komposit yang
digunakan untuk menggambarkan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah
yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menjamin ketersediaan,
keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan. Tujuannya
adalah untuk 1) Menilai kerentanan dan risiko kerawanan pangan; 2) Menjadi
dasar perencanaan kebijakan ketahanan pangan daerah; dan 3)
Mengidentifikasi wilayah prioritas intervensi program pangan. Komponen IKP
terdiri dari 3 (tiga) dimensi utama yaitu 1) ketersediaan pangan; 2) akses

pangan; dan 3) pemanfaatan pangan. Skor IKP diklasifikasikan sebagai

berikut.
Tabel 2.33 Kategori Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
No Kategori Angka Rentang Keterangan
1 Tinggi > 80 Wilayah tahan pangan
2 Sedang 60 - 79.99 Relatif aman, perlu monitoring
3 Rendah <60 Wilayah rentan pangan

Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

IKP Kabupaten Sumedang menunjukkan tren positif selama periode
2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai IKP tercatat sebesar 81,46 poin
dan terus meningkat pada tahun-tahun setelahnya. Dan di tahun 2024
mencapai 86,88 poin yang merupakan capaian tertinggi selama lima tahun
terakhir. Kenaikan IKP ini mencerminkan perbaikan dalam aspek
ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan. Tren IKP disajikan

pada tabel berikut.
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Grafik 2.56 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Sumedang Tahun
2020-2024

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (2025))
2.3.2.3.3. Jumlah Ketersediaan Pangan Pokok

Ketersediaan pangan yang cukup dan stabil menjadi dasar untuk
menjamin akses masyarakat terhadap kebutuhan konsumsi harian. Jumlah
ketersediaan pangan pokok menunjukkan pengaruh dari berbagai faktor
seperti luas lahan pertanian, musim tanam, intensitas panen, dan dukungan
infrastruktur distribusi pangan, disamping itu peningkatan ketersediaan
pangan pokok mencerminkan keberhasilan program-progran pertanian.
Untuk menjamin ketahanan pangan daerah maka Pemerintah Kabupaten
Sumedang diperlukan memantau tingkat ketersediaan pangan di Kabupaten

Sumedang.

Berdasarkan grafik 2.71 dibawah dapat dilihat bahwa ketersedian
pangan pokok di Kabupaten Sumedang terus mengalami penurunan,
meskipun di Tahun 2023 jumlah ketersediaan pangan pokok mencapai 236,9
kg/kapita/tahun atau naik 1, 74 kg/kapita/tahun dari tahun sebelumnya.
Namun jika didasarkan pada target tahunan yang telah ditetapkan, jumlah
ketersediaan pangan pokok selalu melebihi target sehingga pasokan pangan

di Kabupaten Sumedang masih relatif aman.
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Grafik 2.57 Ketersediaan Pangan Pokok (Kg/Kapita/Tahun)
Tahun 2018-2023

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang (2024))
2.3.2.4. Urusan Pertanahan

Pengelolaan urusan pertanahan merupakan aspek strategis dalam
mendukung pembangunan daerah. Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
urusan pertanahan meliputi administrasi pertanahan, penyelesaian sengketa
dan konflik pertanahan, fasilitasi redistribusi tanah dan reforma agraria,
serta pendataan dan pemetaan bidang tanah. Tugas ini menjadi semakin
penting dalam menghadapi tantangan urbanisasi, pembangunan
infrastruktur, kebutuhan perumahan, serta pengendalian alih fungsi lahan
yang semakin kompleks. Selain itu juga percepatan legalisasi aset,
penyusunan data pertanahan, dan penerbitan surat keterangan tanah pun

menjadi salah satu kewenangan Pemerintah Daerah.
1) Jumlah Lahan Milik Pemerintah Yang Sudah Bersertifikat

Lahan milik Pemerintah merupakan tanah yang dimiliki dan dikelola
oleh Pemerintah. Kepemilikan lahan oleh pemerintah dapat berasal dari
pembebasan lahan, hibah, tukar menukar, atau hasil pengadaan tanah
untuk kepentingan umum. Lahan tersebut digunakan untuk berbagai
keperluan pelayanan publik, seperti pembangunan kantor pemerintahan,
fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur umum, serta ruang terbuka
hijau.

Hasil verifikasi administrasi asset Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang, lahan milik Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2023

berjumlah 2.371 bidang tanah (m?). Upaya sertifikasi lahan milik pemerintah
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menunjukkan tren yang fluktuatif dalam periode tahun 2019 hingga 2024.
Pada tahun 2019, tercatat sebanyak 5 (lima) bidang tanah telah bersertifikat,
namun jumlah tersebut menurun drastis menjadi hanya 1 (satu) bidang pada
tahun 2020, dengan luas hanya 1.181 m?. Peningkatan signifikan terjadi pada
tahun 2022, dengan jumlah sertifikasi mencapai 89 bidang, disertai luas
lahan tertinggi sepanjang periode ini, yaitu 252,557 m? Namun di tahun
2023, terjadi penurunan pada jumlah bidang tanah dan luas tanah yang
disertifikasi dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, di tahun 2024
meskipun terjadi peningkatan pada jumlah bidang tanah menjadi 90 bidang
tanah yang disertifikasi akan tetapi dari sisi luas tanah justru mengalami
penurunan yang tinggi menjadi 52,841 mZ2. Hal ini menunjukkan bahwa
meskipun jumlah sertifikat yang diterbitkan meningkat di tahun 2024, luas
rata-rata per bidang tanah cenderung lebih kecil dibanding tahun-tahun
sebelumnya. Fenomena ini dapat mengindikasikan fokus pada sertifikasi
bidang-bidang tanah kecil, atau mungkin terdapat keterbatasan dalam proses
pengukuran dan legalisasi lahan berskala besar. Data lahan milik Pemerintah

yang sudah bersertifikasi disajikan pada grafik berikut.
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Grafik 2.58 Jumlah Lahan Milik Pemerintah Sudah Bersertifikat beserta
Luas Tanah Tahun 2019-2024

(Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang (2025))

2) Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk

Pembangunan oleh Pemerintah Daerah

Pembangunan infrastruktur yang merata menjadi prioritas utama
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu aspek penting
yang memengaruhi kelancaran pelaksanaan pembangunan tersebut adalah

penyelesaian masalah ganti kerugian tanah, yang merupakan salah satu
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kewajiban bagi Pemerintah Daerah. Persentase penyelesaian ganti kerugian
tanah menjadi indikator kunci untuk menilai efektivitas koordinasi antar
pihak. Berikut adalah tren Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah

untuk Pembangungan oleh Pemerintah Sumedang.
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Grafik 2.59 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Tanah untuk
Pembangungan oleh Pemerintah Sumedang (%) Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Sumedang (2025))

Berdasarkan Grafik diatas menunjukkan adanya fluktuasi dalam
persentase penyelesaian masalah ganti kerugian tanah oleh pemerintah
daerah dari tahun 2020 hingga 2024. Tahun 2020 dan 2022 mencatat
penyelesaian sempurna (100%), yang menandakan keberhasilan dalam
penanganan sengketa atau ganti rugi tanah secara tuntas. Namun
penurunan terjadi di Tahun 2021, persentasenya hanya 80% dan Tahun 2024
hanya sebesar 75%. Beberapa penyebab dapat menjadi latar belakang
penurunan persentase ganti keruguan tanah di Kabupaten Sumedang, antara

lain:

a. Alokasi dana untuk pembebasan lahan atau ganti rugi yang tidak
mencukupi sehingga menghambat penyelesaian sengketa tanah;

b. Masyarakat menuntut nilai ganti rugi yang lebih tinggi dari nilai yang
ditetapkan oleh tim appraisal pemerintah; dan

c. Penolakan dari masyarakat terhadap relokasi atau pembangunan proyek

tertentu.
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2.3.2.5. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup berperan dalam menjaga keseimbangan
ekosistem, kualitas hidup masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan.
Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola lingkungan
hidup secara terencana dan berkelanjutan, termasuk dalam pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, konservasi
sumber daya alam, pengendalian perubahan iklim, serta pelestarian
keanekaragaman hayati. Diharapkan dengan pengelolaan lingkungan yang
baik, diharapkan tercipta kualitas udara, air, dan tanah yang lebih bersih;
peningkatan kesadaran ekologis masyarakat; serta tumbuhnya ekonomi hijau

yang berkelanjutan dan inklusif.
1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (Water Quality Index/WQI) merupakan suatu
metode yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat pencemaran perairan
yang cukup efektif dengan informasi yang komprehensif, mudah dipahami
dan dapat digunakan oleh masyarakat (Bardolo et al, 2006; Alam & Pathak,
2010). Kategori IKA dikembangkan menjadi lima kategori sesuai Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27

Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yaitu.

Tabel 2.34 Kategori Indeks Kualitas Air

Nomor Kategori Angka Rentang
1. Sangat Baik 90 =< x =100
2. Baik 70 <x <90
3. Sedang 50<x <70
4. Kurang 25 <x <50
S. Sangat Kurang 0<sx<25

Sumber: Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia, 2021

Indeks Kualitas Air (IKA) mencerminkan mutu air permukaan.
Memperhatikan grafik di bawah, bahwa Indeks Kualitas Air (IKA) di
Kabupaten Sumedang mengalami tren negatif selama lima tahun terakhir.
Capaian IKA tertinggi terjadi pada Tahun 2020 yaitu 64,29 poin. Namun
tahun-tahun setelahnya mengalami penurunan, dan pada tahun 2024
capaian IKA hanya 39,17 poin atau turun 7,78 poin dari tahun sebelumnya.

Jika melihat rentang angka kategori indeks, maka kualitas air di Kabupaten
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Sumedang tahun 2024 termasuk ke dalam kategori “Kurang” karena masih
dibawah 50 poin, yang artinya kualitas air buruk, tidak layak untuk sebagian
besar kebutuhan. Penurunan ini menandakan bahwa tantangan pengelolaan
kualitas air masih cukup besar, terutama di wilayah yang mengalami tekanan

pembangunan dan konversi lahan.

Penurunan kualitas air dapat diakibatkan oleh eksploitasi air yang
dilakukan oleh manusia, limbah rumah tangga serta kegiatan industri, yang
mengakibatkan semakin banyaknya pemanfaatan air tanah atau air
permukaan untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu perindustrian yang mulai
Kembali menggeliat juga berdampak terhadap peningkatan jumlah limbah

industri yang dihasilkan.
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Grafik 2.60 Indeks Kualitas Air (poin) Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sumedang (2025))

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk
menggambarkan tingkat kebersihan udara dan dampaknya terhadap
kesehatan manusia serta lingkungan. Nilai indeks kualitas udara (IKU)
terbagi dalam beberapa kategori yang menunjukkan seberapa aman udara

untuk dihirup masyarakat, seperti digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.35 Kategori Indeks Kualitas Udara
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Nomor Kategori Angka Rentang
1. Sangat Baik 90 = x < 100
2. Baik 70 =x <90
3. Sedang 50=x<70
4. Kurang 25 =x< 50
5. Sangat Kurang 0=<x<25

Sumber: Peraturan Meneteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik
Indonesia, 2021

Indeks Kualitas Udara (IKU) di Kabupaten Sumedang menunjukkan
fluktuasi dalam lima tahun terakhir, dengan tren peningkatan signifikan
dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, indeks berada pada angka
85,24, menurun ke titik terendah di 80,84 pada tahun 2021. Penurunan ini
kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas pencemar udara,
seperti kendaraan bermotor atau aktivitas industri pasca-pandemi. Namun,
sejak tahun 2022 kualitas udara mulai membaik dan di tahun 2024 mencapai
87,24 poin. Kondisi IKU diatas angka 80 secara umum mencerminkan
kualitas udara yang baik, yang berarti aman untuk aktivitas harian
masyarakat dan relatif rendah risiko kesehatan akibat pencemaran udara.
Adanya peningkatan IKU juga menandakan adanya upaya Pemerintah

Daerah dalam perbaikan lingkungan yang efektif.
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Grafik 2.61 Indeks Kualitas Udara (poin) Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sumedang (2025))

3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan indikator
mencerminkan seberapa baik suatu wilayah dalam mempertahankan dan
mengelola fungsi ekologis lahan, termasuk tutupan vegetasi, kawasan

lindung, serta pengendalian alih fungsi lahan. IKTL berfungsi untuk menilai
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kualitas lingkungan hidup dalam kaitannya dengan keberlanjutan ruang

terbuka hijau dan keberadaan tutupan vegetasi alami maupun buatan.

Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan
dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya
indikator yang mewakili isu hijau. Oleh Karena itu dilakukan penyempurnaan
metode perhitungan IKTL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan
belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan
pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH),
Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan).

Berikut adalah tren IKTL Kabupaten Sumedang.
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Grafik 2.62 Indeks Kualitas Tutupan Lahan (poin)Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sumedang (2025))

Berdasarkan grafik diatas, nilai IKTL mengalami peningkatan dari
tahun 2020 hingga 2022, yang mencerminkan adanya perbaikan atau
stabilitas dalam pengelolaan lahan selama periode tersebut. Namun, pada
tahun 2023, terjadi penurunan signifikan menjadi 56,75 poin, yang
kemungkinan besar disebabkan oleh alih fungsi lahan, peningkatan aktivitas
pembangunan, atau berkurangnya vegetasi hijau. Pada tahun 2024, nilai
indeks kembali mengalami penurunan menjadi 56,69 poin. Dengan nilai
indeks tersebut, Kabupaten Sumedang berada pada kategori cukup baik,
meskipun tidak berada dalam kondisi buruk namun perlu dilakukan berbagai
tindakan pengelolaan dan konservasi untuk peningkatan kualitas tutupan

lahan karena cenderung mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir.

4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
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Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator
komposit yang menggambarkan kondisi kualitas lingkungan secara umum,
yang terdiri dari tiga komponen utama: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks
Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Kualitas
lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan
perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu
dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-

sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

IKLH Kabupaten Sumedang menunjukan adanya fluktuasi nilai yang
mencerminkan dinamika perubahan kualitas lingkungan sebagai dampak
dari aktivitas pembangunan dan tekanan terhadap sumber daya alam. Tahun
2021 merupakan indeks terendah selama lima tahun terakhir dengan nilai
62,26 poin. Dan berangsur menunjukan tren perbaikan bertahap hingga
tahun 2023 menjadi 65,02 poin. Hal ini dapat dikaitkan dengan upaya
pemerintah dalam pengendalian pencemaran baik pencemaran tanah
maupun air dan peningkatan tata kelola lingkungan hidup. Namun,
penurunan kembali terjadi pada tahun 2024, di mana nilai IKLH turun

menjadi 62,47 poin. Capaian IKLH dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
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Grafik 2.63 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin) Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sumedang (2025))

2.3.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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1. Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Adinistrasi
Kependudukan

IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sebagai salah satu cara untuk
mengukur apakah pelayanan yang diberikan oleh para aparatur daerah
sudah baik atau harus ada yang dibenahi kembali. Selama ini, Pemerintah
sebenarnya juga selalu mengumandangkan bahwa aparatur pemerintah
adalah merupakan abdi masyarakat. Sebagai abdi masyarakat, sudah jelas
bahwa tugas utama dari aparatur pemerintah yaitu memberikan kualitas
pelayanan yang terbaik dari para aparatur pemerintah. Terwujudnya
pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu ciri dari
pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai tujuan dari
pendayagunaan aparatur negara. Dalam kaitan inilah maka peningkatan
kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya yang harus dilakukan
secara terus menerus, berkelanjutan dan harus dilaksanakan oleh semua

para aparatur pemerintah.

Saat ini data kependudukan sudah dianggap penting karena
masyarakat akan sangat membutuhkan data kependudukan untuk berbagai
kepentingan dalam melakukan segala bentuk kegiatan baik dalam bidang
ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Karena sangat pentingnya dokumen
kependudukan ini maka sudah pasti masyarakat akan membuat data
kependudukannya karena tanpa adanya data kependudukan maka
masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan dengan leluasa, sebagai contoh
untuk masuk sekolah maka seorang anak akan membutuhkan akta
kelahiran, sedangkan untuk mendapatkan pelayanan yang baik di rumah
sakit maka sudah pasti masyarakat akan diminta KTP (Kartu Tanda
Penduduk). Untuk proses pelayanan kependudukan tentunya diharapkan
dapat tepat dan cepat. Peningkatan pelayanan bidang kependudukan akan
berdampak pada kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan,

seperti yang tergambar pada grafik berikut.
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Grafik 2.64 IKM Bidang Kependudukan Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sumedang (2025))

IKM terhadap bidang kependudukan terus mengalami peningkatan dari
tahun 2021 hingga 2023. Bahkan pada Tahun 2023 telah mencapai 96,43 %,
namun di tahun 2024 kembali menurun menjadi 94,02 persen tetapi tetap
masuk kategori ”sangat baik”. Dengan kategori tersebut dapat
diinterpretasikan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan
kependudukan yang diberikan sangat tinggi seperti 1) efisiensi dan efektifitas
dalam pemberian layanan yang diterapkan mudah dipahami dan diikuti; 2)
fasilitas pelayanan publik (kantor pelayanan, sistem antrian, loket, dll) sudah
dikelola dengan baik dan 3) aksesibilitas layanan yang mudah dan luas serta
penerapan layanan secara online atau digital lebih mempermudah proses

administrasi.
2.3.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa diarahkan untuk memperkuat
kapasitas, meningkatkan kemandirian, serta mendorong partisipasi aktif
masyarakat dalam proses pembangunan. Desa sebagai unit pemerintahan
terkecil sekaligus pusat pertumbuhan masyarakat memegang kunci utama

dalam mendorong kemajuan wilayah dan kesejahteraan warganya.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan desa adalah Indeks
Desa Membangun (IDM). IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk
berdasarkan 3 (tiga) indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks
Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. IDM

memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi
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Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa
dan mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi
intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan
kewenangannya serta partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan

karakteristik wilayah desa. Berikut adalah tren IDM di Kabupaten Sumedang.

—o—Nilai IDM
1
0,8295 0,8711
0,7748

0,8 0649 0,6753 0,6933 0,7221
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Grafik 2.65 Indeks Desa Membangun Tahun 2018-2022
(Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sumedang (2025))

2.3.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinamika pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat
menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh
karena itu, pengelolaan kependudukan yang terencana dan program keluarga
berencana yang efektif menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan
antara jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya. Program Keluarga
Berencana tidak hanya bertujuan untuk mengatur kelahiran, tetapi juga
untuk membentuk keluarga yang berkualitas melalui perencanaan
kehidupan berkeluarga yang sehat. Peran keluarga berencana juga untuk
mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas
keluarga, mendorong pemberdayaan perempuan, menurunkan angka
kematian ibu dan anak serta mencegah pernikahan dini dan kehamilan

remaja.
2.3.2.8.1. Total Fertility Rate (TFR)

Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total adalah indikator
demografi yang menggambarkan rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan
oleh seorang perempuan selama masa reproduktifnya dengan rentang usia
15-49 tahun. TFR merupakan salah satu indikator penting dalam

menentukan dinamika pertumbuhan penduduk.
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Grafik di bawah menunjukkan bahwa TFR mengalami penurunan
secara keseluruhan dari Tahun 2020 hingga 2024. TFR pada Tahun 2024
berada di bawah penggantian generasi (2,1), yang menunjukkan potensi
stagnasi atau penurunan populasi di masa depan. Keberhasilan program

kelurga berencana memainkan peran penting dalam perubahan ini.

2,12

2020 2021 2022 2023 2024
=@=Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)

Grafik 2.66 Total Fertility Rate Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sumedang (2025))

2.3.2.8.2. Peserta KB

Peserta Keluarga Berencana (KB) merupakan individu atau pasangan
usia subur yang secara sadar dan sukarela mengikuti program KB dengan
menggunakan metode kontrasepsi modern maupun tradisional. Keberadaan
peserta KB tidak hanya berdampak pada pengendalian angka kelahiran,
tetapi juga menjadi indikator meningkatnya pengetahuan masyarakat
tentang kesehatan reproduksi, peran gender, serta tanggung jawab dalam

membangun keluarga yang berkualitas.

Pasangan Usia Subur (PUS) merupakan istilah yang digunakan dalam
program Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi untuk merujuk
pada pasangan suami istri yang berada dalam rentang usia yang secara
biologis memungkinkan untuk memiliki anak. Berikut adalah tren PUS
pemakai kontrasepsi/CPR bagi yang ingin ber-KB tidak terpenuhi

(unmeetneed) dan PUS pengguna alat kontrasepsi di Kabupaten Sumedang.
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II-Grafik 2.67 Cakupan Pasangan Usia Subur Menggunakan Alat
Kontrasepsi (%) Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sumedang (2025))

Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi dan
PUS dengan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) adalah dua
indikator utama dalam evaluasi keberhasilan program Keluarga Berencana
(KB). Dalam periode tahun 2020 hingga 2024, cakupan PUS yang
menggunakan alat kontrasepsi relatif stabil dengan cakupan diatas 75%. Ini
menunjukan konsistensi dalam partisipasi masyarakat terhadap program
Keluarga Berencana (KB). Namun, meskipun cakupan tersebut tergolong
tinggi, persentase PUS unmeet need masih fluktuatif selama lima tahun
terakhir. Idealnya, semakin banyak PUS yang menggunakan kontrasepsi,
maka semakin rendah tingkat unmet need, begitupun sebaliknya. Hanya saja,
pada tahun 2024 cakupan kontrasepsi lebih tinggi 0,82% dari tahun 2023,
namun unmet need juga meningkat menjadi 8,69% dari 8,06% di tahun 2023.
Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun banyak pasangan menggunakan
KB tetapi masih banyak yang membutuhkan namun belum terlayani.
Sehingga dapat diasumsikan bahwa layanan kontrasepsi belum tepat sasaran
atau infomasi dan edukasi kontrasepsi belum tersempaikan secara

menyeluruh.

Adapun berdasarkan jenis kelamin, penggunaan alat kontrasepsi
masih didominasi oleh kaum perempuan, seperti yang disajikan pada grafik

berikut.
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Grafik 2.68 Peserta KB per Jenis Kelamin Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sumedang (2025))
Dari grafik diatas, peserta KB dari tahun 2020 hingga 2024 didominasi
partisipasi dari peserta perempuan dengan jumlah yang tinggi dan relatif
stabil dari tahun ke tahun. Sementara itu partisipasi peserta lali-laki sangat
rendah, bahkan di tahun 2023 tidak ada pserta laki-laki yang berpartisipasi
dalam kepesertaan KB. Ketimpangan kepesertaan KB ini berindikasi bahwa
beban pengendalian kelahiran masih dominan dibebankan kepada

perempuan.

Peserta KB dan angka drop out peserta KB, memiliki hubungan terbalik
yang sangat penting dalam pengelolaan program KB. Semakin tinggi angka
peserta KB aktif, idealnya angka drop out cenderung rendah, yang
menandakan program KB berjalan baik. Namun, angka drop out peserta KB
di Kabupaten Sumedang menunjukan tren yang terus meningkat selama lima
tahun terakhir. Kenaikan paling tajam terjadi antara tahun 2022 dan 2023,
dengan lonjakan sebesar 3,95 %, yang artinya semakin banyak peserta KB
yang berhenti menggunakan kontrasepsi tanpa beralih ke metode lain. Hal ini
berdampak langsung terhadap meningkatnya risiko kehamilan tidak

diinginkan dan menyumbang pada tingginya angka unmet need.

Adapun beberapa indikasi masyarakat keluar dari kepesertaan KB
disebabkan beberapa hal diantaranya: 1) kegagalan KB; 2) komplikasi; 3)
ingin mempunyai keturunan/hamil; 4) adanya efek samping yang timbul

akibat penggunaan alat KB; 5) biaya serta askesibilitas; 6) frekuensi
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hubungan seksual yang jarang; 7) akseptor bercerai; dan 8) menopause.

Berikut adalah Angka Drop Out Peserta KB di Kabupaten Sumedang.

Angka Drop out Peserta KB

20

15 16,44 16,71

12,49

10 11,57
9,81

2020 2021 2022 2023 2024

Grafik 2.69 Angka Drop Out Peserta KB (%) di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sumedang (2025))

2.3.2.9. Urusan Perhubungan

Urusan perhubungan memegang peranan dalam mendukung mobilitas
masyarakat, kelancaran distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan
ekonomi di tingkat lokal maupun nasional. Penyelenggaraan urusan
perhubungan diarahkan pada peningkatan konektivitas antar wilayah,
pemerataan akses transportasi, dan efisiensi sistem logistik. Di Kabupaten
Sumedang urusan perhubungan mencakup pengelolaan transportasi darat,
pengawasan terhadap pelayanan angkutan umum, terminal dan fasilitas

penunjang lainnya.
2.3.2.9.1. Trayek Angkutan

Trayek angkutan merupakan jalur atau lintasan pelayanan yang telah
ditetapkan secara resmi oleh pemerintah untuk operasional kendaraan
angkutan umum. Penetapan trayek bertujuan untuk menjamin keteraturan,
keamanan, dan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi, sekaligus
memberikan kepastian bagi pengguna jasa dan penyelenggara angkutan.
Penentuan trayek angkutan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik
dalam hal pengelolaan transportasi darat. Sesuai kewenangan

Kabupaten/Kota untuk izin trayek terdiri dari Angkutan Kota dan Pedesaan,
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jarak dan jumlah angkutan pada tiap jalur trayek dapat dilihat pada Tabel di

bawah ini.

Tabel 2.36 Jarak dan Jumlah Angkutan Tiap Jalur Trayek Angkutan Kota
Tahun 2020-2024

N N k Jarak Tahun

° Jalur Traye (Km) [ 5020 [ 2021 | 2022 | 2023 | 2024

1 | Terminal Ciakar- 19
Padasuka 26 28 34 43 36

2 | Terminal Ciakar - Perum 14 3 - 1 1 -
Jatihurip

3 | Terminal Ciakar - Paseh 14 41 32 23 57 55

4 | Terminal Ciakar - 34 80 59 58 109 84
Tolengas

5 | Terminal Ciakar - 17 30 25 15 46 56
Tanjungsari

6 | Terminal Ciakar - Situraja 24 40 34 29 50 61
- Corenda

7 | Terminal Ciakar - 42 20 11 9 18 14
Rancakalong -
Tanjungsari

8 | Terminal Ciakar - 40 33 22 16 29 35
Buahdua - Hariang

9 | Terminal Ciakar - 30 6 2 3 1 2
Tanjungkerta - Hariang

10 | Terminal Ciakar - 28 13 14 11 19 18
Buahdua

11 | Terminal Ciakar - 31 15 7 7 14 10
Darmaraja - Wado

12 | Conggeang - Ujungjaya 15 - - - - -

13 | Terminal Ciakar - Wado - 43 1 - - - -
Kirisik

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2024)

Tabel 2.37 Jarak dan Jumlah Angkutan Tiap Jalur Trayek Angkutan
Pedesaan Tahun 2020-2024

Cipameungpeuk - Semir -
Cigobang

~ i - Jarak Tahun
° Jalur Traye (Km) |"5020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | Tanjungkerta - Jingkang - 26 - - - - -
Surian
2 | Sub Term. Situraja - 4 - - - - -
Cijeler
3 | Sub Term. Situraja - 14 - - - - -
Cikadu - Bangbayang
4 | Ganeas - Dayeuhluhur 9 - - - - -
S | Sub Term. 6 - - - - -
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N - Jarak Tahun

N

° Jalur Traye (Km) [ 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

6 | Terminal Ciakar - 9 - - - - -
Kandang - Pamarisen

7 | Sub. Term. Situraja - 13 - - - - -
Cicarimanah-Warung Peti

8 | Sub Term. Situraja - S - - - - -
Cilopang - Pamulihan

9 | Sub Term. Situraja - 18 - - - - -
Pajagan - Jatigede

10 | Terminal Ciakar - Bojong 6 10 9 11 7 12
- Buruyjul

11 | Terminal Ciakar - Bojong 12 3 4 2 11 5
- Sukamantri

12 | Terminal Ciakar - 27 7 3 3 8 11
Sukamantri - Cikaramas

13 | Terminal Ciakar - 8 35 33 35 58 43
Cimalaka - Naluk

14 | Terminal Ciakar - Citimun 15 S S 3 3 4
- Cipadung

15 | Terminal Ciakar - Selaawi 12 18 14 11 12 16

16 | Sub Term. 8 24 14 12 22 34
Cipameungpeuk -
Citengah

17 | Terminal Tanjungsari - 12 2 1 - - -
Genteng

18 | Terminal Tanjungsari - 12 - - - - -
Cijambu

19 | Cibala — Cijeungjing - 32 - - 7 - S
Tolengas

19 | Tolengas - Kulinyar 14 - - - 5 7

20 | Tolengas - Cibuluh 26 - - - 6 6

21 | Terminal Ciakar - Garis 12 7 2 3 4 4

22 | Terminal Wado - Cibugel 20 - - - - -

23 | Darmaraja - Cibugel 15 - - - - -

24 | Sub Term. Situraja - 27 13 11 4 18 2
Darmaraja - Wado -
Cilengkrang

25 | Terminal Wado - Kirisik - 14 2 S 1 8 S
Cipeundeuy

26 | Tanjungsari - Sindulang 27 1 - 1 3 2

27 | Terminal Ciakar - 16 4 2 1 - S
Padasuka - Gelewing -
Cimanglid

28 | Buahdua - Ciawitali 12 - - - - -

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2025)
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2.3.2.9.2. Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas

Fasilitas keselamatan lalu lintas merupakan salah satu elemen yang
berperan dalam menciptakan sistem transportasi yang aman dan tertib.
Kelengkapan jalan merupakan salah satu indikator penting dalam
mendukung keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran arus lalu lintas.
Kelengkapan ini mencakup berbagai fasilitas seperti rambu lalu lintas, marka
jalan, trotoar, penerangan jalan umum (PJU), drainase jalan, pagar
pengaman, serta fasilitas penyebrangan yang terpasang di beberapa jalan
yang rawan kecelakaan, rawan bencana serta kawasan pendidikan. Berikut
adalah tren Presentase kelengkapan jalan yang terpasang di Kabupaten

Sumedang.
10000
8000
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4000

2000

2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah kelengkapan jalan yang 1220 1857 1923 2676 -898
telah terpasang

Jumlah kelengkapan jalan yang

6236 7775 7775 8635 8738
seharusnya terpasang
e Persentase kelengkapan jalan yang

telah terpasang terhadap kondisi 19,56 23,88 24,73 30,99 33,17

ideal

Grafik 2.70 Jumlah dan Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah
Terpasang Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2025))

Berdasarkan data dari tahun 2020 hingga 2024, persentase
kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal menunjukkan
tren peningkatan yang cukup positif, dengan persentase tertinggi pada tahun

2024 sebesar 33,17% dengan jumlah kelengkapan jalan yang terpasang 2.898
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unit kelengkapan jalan dari total jumlah idela 8.738 unit. Kenaikan ini

mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam melengkapi
sarana dan prasarana pendukung jalan, baik melalui pembangunan baru
maupun rehabilitasi fasilitas yang telah ada. Berikut adalah rincian dari

kelengkapan jalan penunjang fasilitas keselamatan lalu lintas.
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Tabel 2.38 Jenis Kelengkapan Jalan Penunjang Fasilitas Keselamatan Lalu
Lintas Tahun 2024

No Jenis Kelengkapan Jalan Jumlah (unit)
1 | Rambu-rambu Lalu Lintas 955

2 | Lampu Lalu Lintas (Traffic Light) 48

3 | ATCS (Area Traffic Control System) 56

4 | CCTV 68

S | Penerangan Jalan Umum (PJU) 6.747

6 | Marka Jalan 22

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2025)
2.3.2.9.3. Uji Kendaraan Bermotor (Uji KIR)

Uji KIR (uji kendaraan bermotor secara berkala) merupakan bentuk
pengawasan teknis terhadap kelayakan kendaraan bermotor, terutama
kendaraan angkutan barang dan penumpang. Tujuannya adalah untuk
memastikan kendaraan yang beroperasi memenuhi standar keselamatan,

keamanan serta mendukung pengurangan emisi dan polusi kendaraan.

Kabupaten Sumedang hanya memiliki satu ppos uji KIR dengan jumlah
kendaraan yang harus melakukan uji KIR terus bertambah setiap tahunnya,
sehingga masih belum bisa memberikan pelayan secara optimal. Data uji KIR

kendaran bermotor disajikan pada grafik berikut.
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Persentase kendaraan layak Uji KIR

Grafik 2.71 Jumlah dan Persentase Kendaraan Melakukan Uji KIR
Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang (2025))

Dari grafik diatas, terdapat tren fluktuatif dalam pelaksanaan uji KIR
kendaraan. Pada tahun 2020, jumlah kendaraan yang seharusnya

melakukan uji KIR tercatat sebanyak 11.000 unit, dengan realisasi
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kendaraan yang telah diuji sebesar 6.127 wunit, atau sekitar 55,70%
kendaraan dinyatakan layak jalan. Namun, pada tahun 2021, terjadi
penurunan signifikan dengan hanya 47,72% kendaraan yang memenuhi uji
KIR dari total kendaraan yang wajib uji. Penurunan ini kemungkinan
dipengaruhi oleh pembatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19. Di tahun
2022 dan 2023, persentase kendaraan layak uji KIR kembali meningkat
meskipun belum stabil, hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan
partisipasi pemilik kendaraan untuk melakukan pengujian berkala. Dan di
tahun 2024 mencatatkan perbaikan yang signifikan dengan jumlah
kendaraan yang melakukan uji KIR sebanyak 10.000 kendaraan dari total
12.996 kendaraan yang wajib uji, sehingga menghasilkan persentase
kelayakan kendaraan tertinggi dalam lima tahun terakhir sebesar 77,40%.
Meskipun capaian sudah melebihi 50% namun masih terdapat gap antara
jumlah kendaraan yang wajib uji dan yang benar-benar melaksanakan uji
KIR, sehingga perlunya peningkatan dalam penguatan sistem pengawasan

dan integrasi data kendaraan.
2.3.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika berperan penting dalam
mendukung transparansi pemerintahan, keterbukaan informasi publik, serta
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan
publik. Dalam era digital yang terus berkembang, Pemerintah Daerah
dituntut untuk mengoptimalkan pemanfaatan TIK guna meningkatkan
efisiensi birokrasi, memperluas akses informasi, serta mendukung
pengambilan keputusan berbasis data. Keterbukaan informasi publik juga
menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik. Melalui pemanfaatan media komunikasi, website
resmi pemerintah, dan platform digital lainnya, masyarakat dapat mengakses
informasi pembangunan, kebijakan daerah, dan layanan publik secara lebih
cepat dan transparan. Dengan demikian urusan ini menjadi katalisator dalam
mempercepat transformasi digital serta mewujudkan pelayanan publik yang

lebih inklusif, responsif, dan akuntabel.
2.3.2.10.1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan
indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan

penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka
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mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta
pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Nilai indeks SPBE
Kabupaten Sumedang mengalami tren peningkatan yang konsisten dalam
lima tahun terakhir. Meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2021
tapi tidak terlalu signifikan. Tahun 2024, nilai indeks mencapai 4,51 poin,
yang merupakan capaian tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan
SPBE telah berjalan optimal, serta Pemerintah ikut mendukung pelaksanaan
pemerintahan digital yang mencakup pembangunan infrastruktur TIK,
integrasi aplikasi layanan dan peningkatan kapasitas SDM digital. Indeks

SPBE Kabupaten Sumedang tersaji pada grafik berikut.
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Grafik 2.72 Indeks SPBE (poin) Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Sumedang (2025))

2.3.2.10.2. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Transformasi digital telah mengubah secara signifikan cara berinteraksi
dan berorganisasi, serta memberikan kontribusi besar bagi perekonomian.
Penggunaan internet sebagai cara baru berinteraksi di kalangan masyarakat
telah menggeser kebiasaan dari pertemuan konvensional ke pertemuan pada
platform media sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat telah
bertransformasi. Kemampuan masyarakat dalam beradaptasi, mengakses
serta menggunakan teknologi digital secara efektif dan produktif diukur oleh
suatu indeks, yaitu Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). IMDI
diperlukan untuk mengidentifikasi tingkat literasi digital masyarakat serta
mengukur tingkat kesiapan dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi era
digital, selain itu juga mendorong kebijakan berbasis data dalam

pengembangan ekosistem digital yang inklusif. Skor IMDI dinyatakan dalam

II-131 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



skala 0-100 dan diklasifikasikan ke dalam lima kategori, seperti pada tabel
berikut

Tabel 2.39 Distribusi Kategori IMDI

No Nilai Kategori

1 < 30,88 Sangat Rendah
2 30,88 - 36,27 Rendah

3 36,28 - 47,06 Cukup

4 47,07 - 52,47 Tinggi

S > 52,47 Sangat Tinggi

Sumber: Kementerian Komunikast dan Digital RI (2025)

Hasil pengukuran IMDI diharapkan menjadi pedoman dalam
merumuskan kebijakan dan program pengembangan SDM digital yang
komprehensif dan tepat sasaran. Grafik perkembangan IMDI di Kabupaten

Sumedang, Provinsi Jawa Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik di

bawah ini.
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Grafik 2.73 Indeks Literasi Masyarakat Digital Kabupaten Sumedang,
Provinsi Jawa Barat dan Nasional pada Tahun 2022 — 2024

(Sumber: Kementerian Komunikasi dan Digital RI (2025))
2.3.2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pembangunan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah
ditujukan untuk memberdayakan koperasi dan usaha kecil menengah dalam
upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya bagi
perekonomian daerah memegang peran strategis dan memberikan peluang
yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Usaha mikro dan kecil

merupakan potensi ekonomi yang besar karena dapat menyerap tenaga
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kerjanya yang cukup banyak, serta memiliki resistensi terhadap gejolak

eksternal.
1) Koperasi

Koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang berbasis pada
prinsip kebersamaan keanggotaan sukarela dan berlandaskan pada asas
kekeluargaan dan prinsip gotong royong, yang berperan penting dalam
memperkuat ekonomi kerakyatan. Koperasi dapat mendorong kemandirian
ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan sektor informal.
Berdasarkan klasifikasi status kelembagaan, koperasi dibagi menjadi 2 (dua)
yaitu koperasi aktif dan koperasi tidak aktif yang menggambarkan kondisi
koperasi masih beroperasi secara legal dan fungsional. Selain dari status
kelembagaan, koperasi pun diklasifikasikan berdasarkan kesehatan
koperasinya. Indikator suatu koperasi dinyatakan sehat dinilai dari aspek
permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas,
kemandirian dan pertumbuhan serta jati diri koperasi. Berikut adalah
Jumlah Koperasi Status Aktif dan Sehat di Kabupaten Sumedang Tahun
2020-2024.

220
216

355 331 344

251 251

60 70

2020 2021 2022 2023 2024
i Jumlah Koperasi aktif Jumlah Koperasi sehat

Grafik 2.74 Jumlah Koperasi Aktif dan Koperasi Sehat (unit)
Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Sumedang (2025))
Periode Tahun 2022 - 2024 jumlah koperasi aktif mengalami fluktuasi,
meskipun di tahun 2022 meningkat menjadi 355 koperasi namun di tahun
2023 mengfalami penurunan menjadi 331 koperasi dan kembali meningkat

di tahun 2024 menjadi 344 koperasi. Peningkatan ini terjadi karena
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pendataan koperasi dilakukan secara Online Data System (ODS) sehingga
pendataan koperasi menjadi lebih akurat. Sayangnya peningkatan jumlah
koperasi aktif tidak disertai pengan peningkatan jumlah koperasi sehat yang
terus menurun tajam dan pada tahun 2023 bahkan terdata tidak terdapat
koperasi sehat. Penurunan jumlah koperasi sehatan disebabkan oleh adanya
perubahan indikator penentu kondisi kesehatan suatu koperasi. Penentuan
indikator koperasi sehat sebelumnya ditentukan dengan terlaksana atau
tidaknya rapat anggota tahunan, sedangkan sejak tahun 2022 indikator
koperasi sehat ditentukan oleh tim yang ditunjuk sebagai penilai kesehatan

sebuah koperasi.

Dalam upaya memperkuat peran koperasi sebagai lembaga usaha yang
mandiri, sehat, dan berdaya saing, penguatan kapasitas sumber daya
manusia koperasi menjadi hal yang sangat penting, salah satunya ialah
melalui pelatihan bagi koperasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas
tata kelola koperasi, baik dari aspek manajerial, keuangan, kelembagaan,
hingga pelayanan kepada anggota dengan harapan dapat mendorong koperasi
untuk lebih adaptif terhadap perkembangan zaman, memiliki sistem
pencatatan keuangan yang akuntabel, serta mampu menyusun rencana
usaha secara berkelanjutan. Berikut adalah tren persentase pelatihan

koperasi di Kabupaten Sumedang.

100

74,13

2023 2024

& pesentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan

Grafik 2.75 Persentase Koperasi yang Diberikan Fasilitas Pelatihan
Tahun 2023-2024

(Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Sumedang (2025))

Pada tahun 2023 seluruh koperasi yang menjadi target intervensi
(100%) mendapatkan dukungan dalam bentuk pelatihan, ini mencerminkan

adanya komitmen Pemerintah dalam mendorong peningkatan kapasitas
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koperasi secara menyeluruh. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan
persentase koperasi yang memperoleh dukungan pelatihan menjadi 74,13%.
Penurunan ini bisa disebabkan oleh keterbatasan anggaran, pergeseran

prioritas program, atau keterbatasan sumber daya pelatih.

Banyaknya jumlah anggota koperasi juga berdampak pada sumber
permodalan koperasi yang ada di Kabupaten Sumedang. Sumber permodalan
koperasi berasal dari modal sendiri dan modal luar/pinjaman. Modal sendiri
atau disebut juga modal ekuiti yaitu modal yang berasal dari simpanan pokok
anggota, simpanan wajib anggota, dana cadangan dan hibah. Sedangkan
modal luar/pinjaman merupakan modal yang dipinjam koperasi yang berasal
dari anggota, koperasi lainnya, bank/lembaga keuangan, penerbitan
obligasi/surat berharga dan sumber lainnya. Sumber permodalan sangat
mempengaruhi terhadap rentabilitas usaha koperasi, seperti yang disajikan

pada grafik berikut.
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Grafik 2.76 Sumber Permodalan Koperasi (Juta Rupiah)
Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Sumedang (2025))

Berdasarkan data Grafik diatas mulai dari tahun 2021 terjadi
pergeseran komposisi modal koperasi dimana permodalan sendiri lebih
rendah dibanding modal luar. Hal tersebut berlangsung sampai tahun 2024
seiring dengan penurunan jumlah koperasi aktif dan koperasi sehat, dengan
perbandingan permodalan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan
komposisi perbandingan 26,10 % untuk modal sendiri dan 73,90% untuk

modal luar. Hal ini mengindikasikan pendanaan koperasi di Kabupaten
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Sumedang sudah tidak terlalu sehat dan mandiri karena mulai
mengandalkan sumber eksternal seperti pinjaman dan pihak ketiga yang

akan berpengaruh terhadap stabilitas, kemandirian dan ketahanan koperasi.
2) Usaha Kecil dan Menengah

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu penggerak
utama roda perekonomian daerah, dengan kontribusi signifikan terhadap
penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan
produktivitas masyarakat. UKM menunjukkan peran vital dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi lokal di berbagai sektor seperti perdagangan,
pertanian, kerajinan, kuliner, jasa, hingga ekonomi digital. UKM memiliki
sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan dan juga
menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan akses pembiayaan,
rendahnya kualitas SDM, keterbatasan teknologi, dan keterhubungan pasar
yang belum optimal. Oleh karena itu dalam upaya peningkatan kapasitas
UKM diberikan pula berbagai jenis pelatihan untuk mendukung peningkatan
kompetensi manajerial, produktivitas, daya saing dan memperluas jangkauan
pasar. Jumlah UKM di Kabupaten Sumedang cukup banyak, namun tidak
diimbangi dengan jumlah UKM yang telah mendapatkan fasilitas pelatihan.
Berikut adalah jumlah UKM dan jumlah UKM yang Mendapat Pelatihan
Tahun 2020-2024.

1.758
1.670

63.225
64.245
66.003

1.095

18.492 550 535

11.582
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah UKM Jumlah UKM yang mendapatkan pelatihan
Grafik 2.77 Jumlah Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024
(Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Sumedang (2025))

Jumlah UKM periode tahun 2023 sampai 2024 terus mengalami tren

positif hingga tercatat sebanyak 66.003 UKM di Tahun 2024. Peningkatan ini

II-136 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



sebagai salah satu dampak dari adanya regulasi yang mendukung percepatan
perizinan UKM di Kabupaten Sumedang sehingga tercipta UKM-UKM baru.
Namun hal ini tidak diimbangi dengan ketersediaan jumlah program
pelatihan yang terus mengalami penurunan hingga tahun 2023. Baru di
tahun 2024 kembali meningkat menjadi 1.758 UKM meskipun secara
persentase hanya 2,66% UKM yang mendapatkan pelatihan. Penurunan ini
terjadi dikarenakan adanya pembatasan jumlah UKM serta beberapa
persyaratan yang harus ditempuh oleh UKM calon peserta pelatihan,

sehingga tidak semua UKM mendapatkan pelatihan.

Bentuk lain dukungan Pemerintah Daerah terhadap UKM di Kabupaten
Sumedang, salah satunya ialah dengan mempermudah akses permodalan.
Pemerintah Daerah membentuk suatu regulasi dan kebijakan dalam bentuk
bantuan permodalan. Bekerja sama dengan perbankan dan lembaga
keuangan lainnya, Pemerintah Kabupaten Sumedang memberikan bantuan
permodalan dengan beban cicilan yang ringan. Dengan adanya bantuan
tersebut terjadi peningkatan pinjaman kepada Bank umum bagi UMKM trend
nya sangat positif. pada Tahun 2024 totalnya mencapai kurang lebih
Rp.4.686.908.000.000,-. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.40 Pinjaman Bank Umum Kepada UMKM Kabupaten Sumedang
Berdasarkan Skala Usaha (Ribu Rupiah) Tahun 2020-2024

Skala 2020 2021 2022 2023 2024
Mikro 1.419.153 2.583.275 3.158.217 3.573.977 3.124.686
Kecil 1.279.222 1.557.103 1.375.118 1.170.514 1.235.625
Menengah 931.254 593.382 382.976 325.083 326.597
Jumlah 3.629.629 4.733.759 4.916.311 5.069.574 4.686.908

Sumber: Bank Indonesia (2025)

Dari Tabel diatas, dapat dijabarkan pinjaman Bank dan BPR kepada
UMKM berdasarkan lapangan usaha. Untuk lebih detil dapat dilihat pada
Tabel dibawah ini.
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Tabel 2.41 Pinjaman Bank Umum dan BPR Kepada UMKM Kabupaten Sumedang
Berdasarkan Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024

LAPANGAN USAHA 2020 2021 2022 2021 2022
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 219.700 346.983 530.718 630.084 567.349
Pertambangan dan Penggalian 21.270 19.712 15.912 20.157 10.614
Industri Pengolahan 359.627 558.572 597.292 | 1.437.057 | 1.663.355
Pengadaan Listrik dan Gas 6.535 5.754 4.211 4.141 405.634
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3.994 4.529 4.077 4.136 4.724
Konstruksi 222.090 286.641 161.002 | 1.314.250| 1.361.237
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor 2.163.931 | 2.850.347( 3.031.906| 3.222.919( 2.910.376
Transportasi dan Pergudangan 153.106 47.112 69.072 279.575 510.852
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 77.458 136.885 152.681 311.000 166.708
Informasi dan Komunikasi 3.318 2.633 3.767 3.629 8.630
Jasa Keuangan Dan Asuransi 48.374 94.438 61.987 171.095 163.699
Real Estate 153.249 156.651 19.516 29.156 54.566
Jasa Perusahaan 27.161 26.784 31.699 29.234 31.341
Administrasi Pemeriintahan, Pertahanan Dan Jaminan Sosial Wajib 114 78 39 313 314
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LAPANGAN USAHA 2020 2021 2022 2021 2022
Jasa Pendidikan 17.046 7.991 10.385 14.233 12.938
Jasa Kesehatan Dan Kegiatan lainnya 22.400 32.364 42.997 49.118 49.937
Jasa Lainnya 130.256 156.285 179.052 244.445 260.603
Total 3.629.629 | 4.733.759 | 4.916.311| 7.764.541 | 8.182.877

Sumber: Bank Indonesia (2025) (Diolah)
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2.3.2.12. Urusan Penanaman Modal

Investasi atau penanaman modal merupakan bentuk kegiatan yang
sangat berpengaruh besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
Kabupaten dimana tentunya membuka lapangan pekerjaan dan menggali
potensi-potensi ekonomi berbasis kemasyarakatan. Pada Tahun 2022 terjadi
penurunan investasi disebabkan oleh pembangunan Jalan Tol Cisumdawu
sudah selesai, sehingga investasi pada Tahun 2022 hanya mencapai Rp.
3.015.702.714.481,-. Namun, ditahun berikutnya mengalami peningkatan
Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
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Grafik 2.78 Investasi di Kabupaten Sumedang (Juta Rupiah)
Tahun 2020-2024

(Sumber: DPMPTSP (2025))

Investasi dapat berupa pinjaman investasi yang merupakan fasilitas
pinjaman yang diberikan untuk membiayai kebutuhan barang modal dalam
rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, pendirian proyek baru dan atau
kebutuhan khusus terkait investasi. Pinjaman Investasi selain dalam bentuk
rupiah ada pula dalam bentuk valuta asing. Pada Tahun 2024 terjadi
kenaikan pinjaman investasi dalam bentuk valuta asing. Untuk lebih detil

dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
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Grafik 2.79 Pinjaman Investasi dari Bank Umum dan BPR Berdasarkan
Jenis Mata Uang (Juta Rupiah) Tahun 2020-2024

(Sumber: Bank Indonesia (2025), diolah)

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai
perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi
pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. LKPM yang
rutin dilaporkan oleh pelaku usaha, sehingga pemerintah bisa mendapatkan
data yang valid untuk merumuskan kebijakan yang efektif guna memperbaiki
iklim investasi dan kemudahan berusaha. Tren LKPM di Kabupaten
Sumedang terus meningkat sejak tahun 2020 seiring dengan meningkatnya
kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya pelaporan kegiatan investasi
serta upaya intensif dari Pemerintah dalam pendampingan dan sosialisasi,
sehingga di Tahun 2024 terdapat 259 perusahaan yang melakukan
pelaporan. Peningkatan tersebut menindikasikan meningkatnya kepatuhan
perusahaan terhadap regulasi penanaman modal serta sebagai ciri dari
membaiknya ekosistem investasi. Secara detail dapat dilihat pada grafik

dibawah ini.
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Grafik 2.80 Perusahaan yang Menyampaikan LKPM Tahun 2020-2024
(Sumber: DPMPTSP (2025))

2.3.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan aset strategis bangsa yang memiliki peran penting
dalam proses pembangunan, dan harus difasilitasi agar memiliki kapasitas
kepemimpinan, inovasi, serta partisipasi aktif dalam pembangunan sosial dan
ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan diarahkan untuk
menciptakan generasi yang berkarakter, inovatif, produktif, serta aktif dalam
kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Pemerintah mendorong
pengembangan pemuda melalui pembinaan, pemberdayaan, dan
pengembangan kapasitas generasi muda agar mampu menjadi individu yang
mandiri, produktif, berdaya saing, serta berkontribusi positif terhadap

lingkungan dan masyarakat.

Di sisi lain, olahraga tidak hanya berfungsi sebagai aktivitas rekreasi
dan pembinaan jasmani, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter,
prestasi, dan integrasi sosial. Pembangunan keolahragaan diarahkan untuk
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga, mencetak atlet
berprestasi, serta membina kelembagaan dan infrastruktur olahraga yang
memadai. Sehingga tercipta lingkungan yang kondusif bagi pemuda dan
masyrakat semakin aktif berolahraga, sebagai fondasi pembangunan
manusia yang sehat jasmani dan rohani. Berikut adalah data terkait dengan

urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Sumedang.

II-142 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



Tabel 2.42 Data Terkait Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No Uraian Tahun
2023 2024
Organisasi Pemuda yang Masih Aktif 94 94
2 | Partisipan Event Kepemudaan dan Olahraga :
a. Sumedang Millenial Run 500 orang
b. Festival Olahraga Tradisional 235 orang | 235 orang
c. Senam Pagi Peringatan HAORNAS 260 orang | 260 orang
3 | Jenis Event Kejuaraan :
a. POPWILDA Jawa Barat 7 Cabor
95 Atlet
b. POPDA Jawa Barat 19 Cabor
75 Atlet
c. PON RI 7 Cabor
17 Atlet

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sumedang (2025)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah organisasi kepemudaan
yang aktif dari tahun 2023 jumlahnya masih sama yaitu sebanyak 94
organisasi pemuda. Adapun total dari jumlah anggota dari seluruh organisasi
tersebut mencapai 73.197 orang. Selain berpartisipasi aktif dalam organisasi
kepemudaan, pemuda di Kabupaten Sumedang juga ikut aktif berpartisipasi
dalam berbagai event kepemudaan dan olahraga, seperti event Sumedang
Millenial Run, Festival Olahraga Tradisional dan Senam Pagi Peringatan
Haornas. Event kejuaran olahraga pun selalu diikuti oleh Kabupaten
Sumedang, seperti event olahraga Popwilda, Popda dan PON dengan

mengirimkan berbagai jenis cabang olahraga dan atlet-atlet yang berprestasi.

Keterbatasan sarana olahraga di Kabupaten Sumedang tidak menjadi
kendala untuk mencetak atlet-atlet berprestasi. Pada Tahun 2022, jumlah
atlet yang dibina oleh KONI Kabupaten Sumedang menurun menjadi 236
orang yang tersebar pada 43 cabang olah raga. Penurunan ini dikarenakan
ketatnya seleksi yang laksanakan oleh KONI Sumedang dalam menjaring atlet
yang akan diperlombakan di berbagai kejuaraan, dan terus meningkat hingga
tahun 2024 menjadi 278 atlet. Meskipun belum peningkatan ini belum
selaras dengan peningkatan jumlah atlet yang berprestasi atau
menyumbangkan medali dalam kejuaraan yang masih fluktuatif setiap

tahunnya. Adapun jumlah atlet berprestasi juga ditentukan oleh jumlah
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cabang olahraga yang lolos seleksi kejuaraan. Jumlah Atlet dan Atlet

Berprestasi di Kabupaten Sumedang disajikan pada grafik berikut.
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Grafik 2.81 Jumlah Atlet dan Atlet Berprestasi
di Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sumedang (2025))

2.3.2.14. Urusan Statistik

Statistik sektoral menjadi landasan strategis dalam merumuskan,
melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan
yang efektif, efisien, dan tepat sasaran berdasarkan data dan bukti (evidence-
based policy). Penguatan sistem statistik sektoral dan integrasi data menjadi
bagian strategis dalam tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.
Pemerintah Daerah terus mendorong penguatan statistik sektoral melalui
peningkatan ketersediaan data, pemanfaatan teknologi informasi, serta
penguatan kolaborasi dengan instansi penyedia data seperti Badan Pusat
Statistik (BPS), perangkat daerah, dan mitra non-pemerintah. Hal ini
tercermin dalam peningkatan jumlah data yang tersedia dan telah
interoperable. Peningkatan jumlah data sebagai dampak dari penguatan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), implementasi kebijakan
interoperabilitas data untuk menggunakan Satu Data Indonesia (SDI) serta

berkembangnya portal data terpadu di permerintahan.

Namun demikian, tantangan masih dihadapi dalam aspek keterbukaan
data. Meskipun data internal mengalami peningkatan dari sisi volume dan
konektivitas, jumlah data yang dapat diakses secara terbuka oleh publik

(open data) justru mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
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Kurangnya SDM dalam pengelolaan portal open data serta adanya pemilahan
data untuk dipublikasikan menjadi salah satu penyebab penurunan jumlah

data pada open data, seperti yang disajikan grafik berikut.
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Grafik 2.82 Jumlah Data Interoperable dan Jumlah Open Data Pemerintah
Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Sumedang (2025))

2.3.2.15. Urusan Persandian

Urusan persandian meliputi kegiatan pengamanan atau melindungi
informasi dan komunikasi. Persandian dilakukan sebagai upaya untuk
mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita, data,
informasi atau dokumen pemerintah. Modernisasi pemerintahan akan sangat
bergantung dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala
aspek mulai dari administrasi perkantoran (e-office), perencanaan (e-

planning), keuangan (e-budgeting), dan fungsi pemerintahan lainnya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat
dan disrupsi pola bisnis di era siber yang kini terus terjadi secara dinamis
memunculkan risiko dan celah keamanan informasi. Oleh karena itu,
dibutuhkan mitigasi keamanan baru agar proses bisnis pemerintahan dapat

terus berjalan dengan baik.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan suatu instrumen
penilaian mandiri (self-assessment tool) yang dikembangkan untuk
membantu organisasi pemerintah maupun swasta menilai tingkat

kematangan (maturity level) keamanan informasi yang dimilikinya. Indeks
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KAMI ditujukan untuk 1) Menilai kesiapan dan kematangan pengelolaan
keamanan informasi; 2) Mengidentifikasi celah (gap) keamanan informasi di
instansi; 3) Menyusun rekomendasi tindak lanjut untuk penguatan sistem
keamanan informasi; dan 4) Mendukung implementasi SPBE (Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang aman dan andal.

Pengukuran Indeks KAMI di Kabupaten Sumedang dimulai pada tahun
2021, dan berikut adalah hasil Assesment Indeks KAMI Pemerintah
Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2024.
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Grafik 2.83 Hasil Assesment Indeks KAMI Pemerintah Kabupaten Sumedang
Tahun 2021-2024

(Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Sumedang (2025))

2.3.2.16. Urusan Kebudayaan

Kebudayaan berperan penting dalam membangun identitas, karakter,
dan ketahanan budaya daerah serta pembangunan berkelanjutan berbasis
nilai-nilai lokal. Pemajuan kebudayaan mencakup pelestarian situs cagar
budaya, pelaku seni budaya, bahasa daerah, tradisi, kesenian, hingga
pengetahuan lokal yang berkembang di masyarakat. Beberapa hal yang

terkait dengan urusan kebudayaan adalah sebagai berikut.
a. Museum

Museum merupakan salah satu pilar utama dalam pelestarian,
pengembangan, pemanfaatan warisan budaya dan penyebarluasan nilai-nilai
sejarah, seni, serta budaya lokal. Keberadaan museum memiliki nilai strategis
dalam upaya memperkuat identitas budaya daerah sekaligus menumbuhkan

kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian nilai-nilai sejarah dan
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kearifan lokal. Museum juga dapat menjadi sarana pembelajaran lintas
generasi, khususnya bagi generasi muda agar mengenal dan mencintai
warisan budaya bangsanya. Saat ini museum dituntut tidak hanya menjadi
tempat penyimpanan koleksi, tetapi juga sebagai pusat edukasi interaktif,
destinasi wisata edukatif, serta wahana penguatan ekonomi kreatif berbasis
budaya. Oleh karena itu, pengelolaan museum perlu ditingkatkan baik dari
sisi kualitas tata pamer, fasilitas pendukung, digitalisasi koleksi, maupun
partisipasi masyarakat. Penguatan kapasitas museum dan peningkatan
jumlah kunjungan menjadi indikator dalam mengukur kontribusi museum
terhadap pembangunan kebudayaan daerah. Berikut adalah tren jumlah

kunjungan ke museum di Kabupaten Sumedang.
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Jumlah Pengunjung Museum

Grafik 2.84 Data Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sumedang (2025))
b. Event Kebudayaan

Pertunjukan seni dan budaya merupakan salah satu bentuk
pelestarian warisan budaya sekaligus sarana ekspresi kreativitas masyarakat,
selain itu juga penyelenggaraan event kebudayaan merupakan salah satu
cara untuk mempromosikan, memperkenalkan serta melestarikan
kebudayaan kasumedangan. Data menunjukkan bahwa selama periode 2022
hingga 2024, jumlah pertunjukan seni dan budaya mengalami peningkatan
aktivitas seni bahkan di tahun 2024 meningkat menjadi 33 pertunjukan.

Peningkatan ini menunjukkan pemulihan dalam memajukan kebudayaan
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lokal, sekaligus respons positif terhadap berbagai dukungan fasilitasi dari

pemerintah daerah
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& Jumlah Pertunjukan Seni dan Budaya

Grafik 2.85 Promosi Event Kebudayaan Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sumedang (2025))

2.3.2.17. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan daerah berperan sebagai pusat layanan informasi,
edukasi, literasi, serta ruang belajar inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan
perpustakaan dapat berupa pengembangan koleksi bahan pustaka,
peningkatan kualitas tenaga pustakawan, serta penyediaan fasilitas

pendukung seperti ruang baca, layanan digital, dan perpustakaan keliling.

Terdapat beberapa jenis perpustakaan yang ada di Indonesia antara
lain: 1) Perpustakaan Sekolah; 2) Perpustakaan Perguruan Tinggi; 3)
Perpustakaan Umum/Masyarakat; 4) Perpustakaan Khusus; dan 95)
Perpustakaan Daerah. Dalam upaya meningkatkan minat literasi
masyarakatnya, Kabupaten Sumedang membangun beberapa sarana literasi
tidak hanya perpustakaan namun juga terdapat perpustakaan keliling dan
pojok baca. Berikut adalah Jenis dan Jumlah Perpustakaan yang terdapat di

Kabupaten Sumedang.
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Tabel 2.43 Jenis Perpustakaan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022

. Tahun

Jenis

Perpustakaan
2018 2019 2020 2021 2022

Perpustakaan 881 881 881 881 954
Sekolah
Perpustakaan 10 10 10 10 9
Perguruan
Tinggi
Perpustakaan 85 85 85 85 55
Khusus
Perpustakaan 50 S50 50 S50 50
Desa
Perpustakaan 50 50 50 52 59
Masyarakat
Pojok Baca n/a S 6 7 14
Perpustakaan 3 3 3 3 3
Keliling

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (2023)

Pada Tahun 2022 dilakukan pendataan perpustakaan berbasis wilayah
oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang, sehingga dapat
terlihat kenaikan data yang cukup besar pada jumlah perpustakaan sekolah
dari yang semula berjumlah 881 perpustakaan menjadi 954 perpustakaan
atau mengalami kenaikan sebanyak 73 perpustakaan dari tahun
sebelumnya. Begitu pula dengan perpustakaan perguruan tinggi yang setelah

dilakukan pendataan per wilayah mengalami pengurangan jumlah.

Perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang dibentuk oleh
lembaga baik pemerintah maupun swasta dengan tujuan untuk memenuhi
kebutuhan lingkungannya, baik dalam hal pengelolaan maupun pelayanan.
Perpustakaan khusus di Kabupaten Sumedang meliputi perpustakaan SKPD,
Kecamatan dan BUMD/BUMN. Tahun 2022 jumlah perpustakaan khusus
menurun jumlahnya menjadi 55 perpustakaan dari jumlah 85 perpustakaan
pada tahun 2021. Ini terjadi karena pendataan dilakukan pada

SKPD /Kecamatan/BUMN/BUMD yang telah mengaplikasikan perpustakaan
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digital. Dengan demikian penggunaan perpustakaan digital belum

dipergunakan secara maksimal.

Lain halnya dengan perpustakaan masyarakat dan pojok baca yang
terus bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022
perpustakaan masyarakat berjumlah 59 perpustakaan atau bertambah 7
perpustakaan dari tahun sebelumnya, begitu dengan pojok baca dari semula
berjumlah 7 tempat pada tahun 2021 menjadi 14 tempat pada tahun 2022.
Selain itu juga Dinas Arsip dan Perpustakaan Sumedang pun menyediakan
pelayanan perpustakaan keliling. Sampai dengan Tahun 2022
armada/kendaraan perpustakaan keliling yang dimiliki oleh Kabupaten
Sumedang masih berjumlah 3 (tiga) mobil. Pembangunan perpustakaan dan
pojok baca serta pelayanan perpustakaan keliling ini ditujukan untuk
meningkatkan minat baca masyarakat Sumedang sehingga berdampak pada

peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat.

Kenaikan jumlah perpustakaan serta berakhirnya masa pandemi di
Kabupaten Sumedang berdampak langsung pada jumlah kunjungan
perpustakaan. Tahun 2021 merupakan capaian terendah kunjungan
perpustakaan selama S (lima) tahun dengan jumlah pengunjung 3.778 orang.
Jumlah kunjungan meningkat pada tahun 2022 menjadi 10.407 pengunjung.
Peningkatan ini terjadi karena mulai dibuka kembali perpustakaan untuk
dikunjungi. Berikut adalah data kunjungan perpustakaan di Kabupaten

Sumedang.

2018 2019 2020 2021 2022
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Grafik 2.86 Jumlah Kunjungan Perpustakaan Tahun 2018-2022
(Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (2023))

Memperhatikan jumlah perpustakaan dan pojok baca yang terdapat di

Kabupaten Sumedang, tidak sebanding dengan jumlah pengelola
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Perpustakaan binaan Dinas dan Pustakawan yang tersedia. Tercatat jumlah
pengelola perpustakaan binaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten
Sumedang sampai dengan Tahun 2022 berjumlah 86 orang sedangkan
pustakawan berjumlah 3 (tiga) orang. Namun demikian keterbatasan jumlah
pengelola perpustakaan serta pustakawan tidak menurunkan optimalisasi

pelayanan perpustakaan.

Selain itu juga, sejak tahun 2019 Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Sumedang talah mengembangkan ruang baca digital atau Digital
i-Sumedang dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat mendapatkan
akses pelayanan perpustakaan. Tercatat jumlah pemanfaatan Digital i-
Sumedang terus mengalami peningkatan, sampai dengan tahun 2022 jumlah
pengguna Digital i-Sumedang mencapai 1084 anggota. Berbanding terbalik
dengan jumlah pengguna aktifnya. Pengguna aktif ruang baca digital sangat
fluktuatif. Pada tahun 2021, kenaikan signifikan terlihat dari total pengguna
Digital i-Sumedang yang mencapai 115 pengguna aktif.

Dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan ditutupnya akses
perpustakaan-perpustakaan di seluruh wilayah Kabupaten Sumedang
mengakibatkan akses Digital i-Sumedang mengalami peningkatan. Akan
tetapi pada Tahun 2022 pemanfaatan Digital i-Sumedang mengalami
penurunan jumlah pengguna aktif sebanyak 34 orang, dan di tahun 2023
mengalami penurunan kembali dengan jumlah pengguna 169 orang dengan
pengguna aktif sebesar 23 orang. diasumsikan penurunan tersebut
dikarenakan mulai dibukanya layanan perpustakaan serta kurangnya
pembaharuan jenis buku digital yang disajikan pada layanan Digital i-
Sumedang. Berikut adalah data pemanfaatan Digital i-Sumedang Tahun 2019-
2023.
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Grafik 2.87 Pemanfaatan Bacaan Digital i-Sumedang Tahun 2019-2023
(Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (2024))

2.3.2.18. Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan berperan penting dalam tata kelola pemerintahan
terutama dalam menjamin akuntabilitas, transparansi, dan pelestarian
memori kolektif bangsa. Berdasarkan fungsi dan kegunaannya arsip
dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Arsip Statis dan Arsip Dinamis. Arsip
statis adalah arsip yang dihasilkan karena memiliki nilai guna kesejarahan,
telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah
diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan arsip
dinamis merupakan arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan

pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.

Jenis arsip dinamis terbagi menjadi arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip
inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun,
sedangkan arsip aktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi
dan/atau terus menerus. Berikut adalah data jumlah arsip aktif, arsip inaktif

dan arsip statis di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.44 Jumlah Arsip Aktif, Arsip Inaktif dan Arsip Statis
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022

Tahun

Jenis Arsip

2018 2019 2020 2021 2022
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Arsip Aktif n/a n/a 1.452 671 425.938

Arsip Inaktif 2.588 3000 6.464 15.656 16.350

Arsip Statis n/a n/a n/a 1.018 1.074

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (2023)

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa semua jenis arsip
mengalami penambahan jumlah. Data kenaikan yang signifikan terlihat pada
jumlah arsip aktif yang mencapai 425.938 arsip. Pelaksanaan pembinaan
serta penataan arsip yang dilakukan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan
kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Sumedang
mengakibatkan terdata dan tertatanya arsip baik itu arsip aktif, arsip inaktif
serta arsip pasif yang ada di Kabupaten Sumedang. Berikut adalah kondisi
tempat penyimpanan arsip di setiap Perangkat Daerah Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Selain pendokumentasian, pemahaman akan pentingnya arsip sangat
diperlukan. Tabel berikut adalah jumlah Sosialisasi Arsip terhadap Perangkat
Daerah dan BUMD yang dilakukan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Tabel 2.45 Sosialisasi Pemahaman Arsip terhadap Perangkat Daerah
dan BUMD Tahun 2022

TAHUN
NO LEMBAGA 2021 2022
1 Dinas/Badan 357 349
2 Kecamatan 312 312
3 BUMD - 2
Jumlah 669 663

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (diolah),
2023

Sosialisasi pemahaman arsip pada Perangkat Daerah Tahun 2021
dilakukan sebanyak 669 kali, dan dilakukan setiap bulan secara online.
Sedangkan sosialisasi pada BUMD baru dilakukan pada Tahun 2022. Namun
demikian pada tahun ini juga sosialisasi mengalami penurunan menjadi 663
kali, karena penyelenggaraan sosialisasi tidak dilakukan secara rutin setiap

bulan.
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Keberhasilan dalam pengelolaan arsip di Kabupaten Sumedang sangat
ditunjang oleh sumber daya manusia yang memadai yang dalam hal ini
memiliki keahlian dalam pengelolaan arsip. Adapun sumber daya manusia
dalam pengelolaan arsip atau dikenal dengan pejabat fungsional arsip
(arsiparis) sampai dengan tahun 2022 berjumlah 27 orang. Penambahan
jumlah arsiparis di Kabupaten Sumedang tersebut dikarenakan banyaknya
ASN yang lulus dalam uji kompetensi sebagai arsiparis. Jumlah pejabat
fungsional arsip di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022 disajikan dalam
grafik di bawah ini.

2018 2019 2020 2021 2022

==g== |umlah Pejabat Fungsional Arsip

Grafik 2.88 Jumlah Pejabat Fungsional Arsip di Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2022

(Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang (2023))
2.3.3. Fokus Urusan Pilihan
2.3.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan di Kabupaten Sumedang merupakan salah satu
komoditi unggulan yang menunjang perekonomian masyarakat. Dengan
adanya Waduk Jatigede dan wilayah Kabupaten Sumedang banyak dilalui
aliran sungai sangat mendorong mata pencaharian masyarakat melalui
produksi Perikanan Tangkap. Selain itu kondisi geografis Kabupaten
Sumedang sangat mendukung pula untuk Produksi Perikanan Budidaya.
Secara keseluruhan, total produksi perikanan mengalami tren positif, dengan
hasil produksi tertinggi pada tahun 2024 yang masing-masing menghasilkan
1.530,83 ton untuk produksi perikanan tangkap dan 9.037,51 ton untuk
perikanan budidaya. Diasumsikan peningkatan ini disebabkan oleh beberapa
hal seperti 1) perbaikan akses permodalan dan akses pasar yang membantu

meningkatkan modal kerja nelayan sehingga produktivitas meningkat, 2)
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peningkatan kualitas benih dan pakan yang membantu pertumbuhan ikan
lebih cepat dan efisien; serta 3) adanya dukungan pelatihan dan penyuluhan
yang memperkuat kemampuan petani ikan dalam pengelolaan usaha.

Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada grafik di bawah ini.
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H PERIKANAN TANGKAP 1.190,00 1.331,65 1.409,36 1.526,08 1.530,83
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H PERIKANAN TANGKAP H PERIKANAN BUDIDAYA

Grafik 2.89 Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
Kabupaten Sumedang (Ton) Tahun 2020 - 2024

(Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2025))

Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan dari mulai Tahun 2019 sampai
dengan Tahun 2021 terdiri dari 28 Kelompok. Untuk pengolahan hasil
perikanan rata-rata dilakukan oleh perorangan. Sehingga perlu peran
pemerintah daerah dalam memberikan dukungan baik secara regulasi
maupun bantuan permodalan untuk memancing terbentuknya kelompok
pengolahan hasil perikanan. Hal tersebut dapat memberikan dampak secara
ekonomi dalam pengolahan hasil perikanan sebagai nilai tambah
penghasilan. Dari grafik di bawah dapat dilihat dari jumlah Rumah Tangga

Perikanan dan jumlah kelompok pengolahan hasil perikanan.
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Grafik 2.90 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 - 2022

(Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2023))
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Grafik 2.91 Jumlah Kelompok Pengolahan Hasil Perikanan
Kabupaten Sumedang Tahun 2018 - 2022

(Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2023))

Dari grafik 2.110 menunjukkan kesinambungan terhadap kebutuhan

bahan baku Pengolahan hasil perikanan, jumlah bahan baku ikan tertinggi

pada Tahun 2019 sebanyak 79.535 ton, trendnya terus menurun sampai

dengan tahun 2022 sebanyak 1.502 ton. Hal ini berakibat dari produksi hasil

pengolahan perikanan yang terdampak dari pandemi covid. Hal tersebut

dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
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Grafik 2.92 Jumlah Kebutuhan Baku Ikan Untuk Pengolahan Hasil
Perikanan Kabupaten Sumedang (Ton) Tahun 2018 - 2022

(Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2023))

Luas kolam air tenang jumlahnya semakin menurun, hal tersebut
diakibatkan adanya alih fungsi lahan terutama yang menjadi lokasi
pembangunan oleh Pemerintah Pusat, terutama kawasan yang tergenang oleh
proyek Waduk Jatigede, Sadawarna, Cipanas, Rengrang dan pembangunan
Jalan Tol cisumdawu. Dari seluas 689 ha pada Tahun 2019 turun menjadi
686 Ha mulai Tahun 2020 sampai Tahun 2021. Selanjutnya untuk lebih jelas
dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

689 689 686

2018 2019 2020 2021 2022

Grafik 2.93 Luas Kolam Air Tenang (Ha) Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 - 2022

(Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2023))
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2.3.3.2. Urusan Pariwisata

Pariwisata merupakan sektoe strategos dalam pembangunan karena
mampu memberikan kontribusi ekonomi secara langsung dalam
menciptakan lapangan kerja. Pengembangan pariwisata dapat meningkatkan
pemanfaatan potensi unggulan daerah, baik berbasis alam, budaya, sejarah,

maupun buatan (buatan manusia).
2.3.3.2.1. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Tujuan pariwisata adalah meningkatkan pendapatan devisa serta
pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya. Karena itulah sektor
pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang berfungsi sebagai
katalisator pembangunan (agent of development) yang berkontribusi terhadap
proses pembangunan, yakni berperan dalam peningkatan pendapatan
daerah, menyediakan lapangan kerja, mempercepat pemerataan pendapatan,
dan mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah yang memiliki potensi
alam yang terbatas. Daerah tujuan wisata di Kabupaten Sumedang
didominasi oleh objek wisata alam dan memiliki daya tarik yang hampir mirip

antara satu destinasi dengan destinasi yang lainnya.

Objek wisata di Kabupaten Sumedang terus dilakukan pengembangan
baik objek wisata alam, Cagar Budaya dan Objek Wisata religi. Berbagai
upaya seperti peningkatan kualitas destinasi, penguatan promosi pariwisata,
pengembangan infrastruktur pendukung, serta pemberdayaan masyarakat di
sekitar objek wisata terus dilakukan dalam rangka optimalisasi pengelolaan
potensi pariwisata. Bahkan strategi digitalisasi promosi pariwisata juga mulai
diterapkan sebagai bagian dari adaptasi terhadap perubahan perilaku
wisatawan dan tuntutan global, khususnya pasca pandemi dengan tujuan
untuk meningkatkan daya tarik dan kunjungan wisatawan. Hal ini dapat
dilihat dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun,
dengan jumlah kunjungan di Tahun 2024 mencapai 1.824.704 orang. Tren

peningkatan jumlah kunjungan wisatawan disajikan pada grafik berikut.
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Grafik 2.94 Jumlah Kunjungan Wisatawan (Orang) Kabupaten Sumedang
Tahun 2020 - 2024

(Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sumedang (2025))

2.3.3.2.2. Promosi Pariwisata

Peningkatan dan pengembangan objek wisata, tentunya perlu
didukung dengan adanya agenda promosi Pariwisata, guna lebih
memperkenalkan objek wisata dan budaya. Pada Tahun 2023 hanya

melaksanakan 2 (dua) event, seperti dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
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Grafik 2.95 Jumlah Promosi Pariwisata (Event) Kabupaten Sumedang
Tahun 2017 - 2023

(Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sumedang (2024))
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Dari jumlah pelaku pariwisata yang ada belum sebanding dengan
jumlah pelaku usaha pariwisata yang bina. Pada Tahun 2022 dari jumlah
1.272 pelaku usaha pariwisata hanya 87 pelaku yang mendapat pembinaan.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
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Grafik 2.96 Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata dan Jumlah Pelaku Usaha
Pariwisata Dibina (Orang) Kabupaten Sumedang Tahun 2017 - 2022

(Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sumedang (2023))

2.3.3.2.3. Amanitas Pariwisata

Hingga saat ini daerah tujuan wisata di Kabupaten Sumedang belum
seluruhnya dilengkapi dengan fasilitas utama penunjang pariwisata seperti
hotel, restoran, biro wisata dan toko cenderamata. Tahun 2022 tercatat di
Kabupaten Sumedang baru mempunyai 35 hotel saja dan klasifikasi hotel
masih belum merupakan hotel berbintang. Untuk restoran dan cafetaria

masing-masing berjumlah 38 restoran.
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Grafik 2.97 Jumlah Hotel dan Rumah Makan Kabupaten Sumedang

Tahun 2017 - 2023

(Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Sumedang (2024))

2.3.3.2.4. Ekonomi Kreatif

Dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang berkembang sangat

pesat sehingga sektor ekonomi kreatif dapat dikembangkan secara digital dan

mudah diakses secara nasional maupun internasional, berikut data jumlah

pengusaha pada sub sektor ekonomi kreatif.

Tabel 2.46 Jumlah Pengusaha pada Sub Sektor Ekonomi Kreatif
Kabupaten Sumedang (Orang) Tahun 2020 - 2024

No Jenis Usaha 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1 | Kuliner 30 41 43 44 102
2 | Fashion 15 24 28 35 50
3 | Kriya 97 124 124 126 101
4 | Arsitektur 2 2 3 2 7
5 | Desain Produk 17 17 17 18 21
6 | Desain Interior 5 5 6 7 9
7 | Musik 87 112 119 164 156
8 | Seni Rupa 29 29 34 39 62
9 | Periklanan - 2 4 2 8
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No Jenis Usaha 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
10 | Penerbitan 1 1 3 1 10
11 | Film Animasi dan Video 10 10 14 18 46
12 | Fotografi 33 39 42 40 45
13 | Desain Komunikasi Visual 4 4 6 7 15
14 | Aplikasi 2 2 4 6 28
15 | Pengembang Permainan 1 1 3 3 12
16 | TV dan Radio 1 1 33 31 3
17 | Seni Pertunjukan 58 67 74 161 178
Jumlah 99 392 | 481 704 | 853

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Sumedang (2025)

2.3.3.3. Urusan Pertanian

Pertanian merupakan suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati
yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku
industri serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Pertanian terdiri dari 5
(lima) sub sektor yaitu tanaman pangan, kehutanan, peternakan,
perkebunan dan perikanan. Adapun peran sektor pertanian dalam
perkembangan ekonomi salah satunya sebagai sektor penghasil bahan
pangan, sumber tenaga kerja bagi sektor ekonomi lain, dan sebagai salah satu
penghasil sumber devisa. Sebagian besar hasil pertanian adalah bahan

makanan dan seluruh hasil perkebunan adalah diekspor.

Berdasarkan sub sektornya, berikut adalah jumlah produksi pertanian
sub sektor tanaman pangan dan perkebunan yang terdapat di Kabupaten

Sumedang.
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Grafik 2.98 Jumlah Komoditas Pertanian di Kabupaten Sumedang Tahun
2018-2022

(Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Sumedang (2023))

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar hasil
pertanian merupakan bahan makanan. Secara keseluruhan jumlah
komoditas pertanian hampir mengalami penurunan. Hal ini disebabkan
adanya penurunan penggunaan lahan di Kabupaten Sumedang baik lahan
pertanian untuk persawahan maupun lahan pertanian bukan untuk
persawahan. Jumlah produksi tanaman pangan padi masih mendominasi
secara keseluruhan hasil produksi pertanian di Kabupaten Sumedang,
walaupun pada tahun 2022 produksi tanaman padi mengalami penurunan
sebanyak 21.153 ton dari tahun sebelumnya menjadi 457.401 ton. Hasil
produksi terendah tahun 2022 juga dari komoditas jagung yang hanya
menghasilkan 64954 ton hal ini disebabkan adanya ketergantungan para
petani jagung terhadap bantuan benih dari pemerintah karena tinggi harga
benih jagung di pasaran. Begitu pula dengan hasil produksi untuk tanaman
pangan lainnya yang mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi 113.759
ton. Penurunan produktivitas sebagai dampak dari tingginya curah hujan
serta minat petani dalam usaha budidaya pertanian terutama ubi kayu yang

harga jualnya terus menurun.

Produksi Komoditas Pertanian pada tahun 2018-2022 meskipun
mengalami penurunan, namun di komoditas Perkebunan masih stabil pada
8.505 ton pada tahun 2022 dan komoditas Hortikultura yang mengalami
peningkatan produksi setiap Tahun bahkan pada Tahun 2022 mencapai titik
produksi tertinggi 266.096 ton. Berbagai upaya untuk meningkatkan minat
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petani pembudidaya perkebunan dan hortikultura diantara pendampingan
dan bantuan sarana produksi serta gerakan memasifkan gerakan tanaman di

pekarangan membuat komoditas ini produksinya terus meningkat.

Sub sektor lainnya dari pertanian adalah sub sektor peternakan. Sub
sektor peternakan di Kabupaten Sumedang tersebar di 26 Kecamatan yang
terbagi menjadi beberapa kelompok ternak ataupun perorangan serta
kelompok/perorangan pengolahan produksi peternakan. Berikut adalah
jumlah kelompok ternak dengan jenis ternak sapi potong, sapi perah, domba,
ayam ras petelur, ayam buras, itik dan puyuh serta kelompok pengolahan

produksi peternakan.
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Grafik 2.99 Jumlah Kelompok Ternak di Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2022

(Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2023))

Berdasarkan data di atas terdapat penurunan jumlah kelompok ternak
pada Tahun 2020 menjadi 222 kelompok, turun sebanyak 60 kelompok dari
tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena banyaknya peternak ayam ras
pedaging yang berhenti akibat dari tingginya biaya operasional yang harus
dikeluarkan terutama dari sisi penyediaan pakan ternak. Namun kenaikan
kembali terjadi pada Tahun 2021 sebanyak 55 kelompok menjadi 277
kelompok. Selanjutnya pada pada tahun 2022 terjadi kenaikan lagi jumlah
kelompok peternakan untuk berbagai komoditas (sapi potong, sapi perah,
kambing, domba, ayam ras petelur, itik, dan puyuh) menjadi sebanyak 378
kelompok. Kenaikan jumlah kelompok yang signifikan ini adanya animo

masyarakat untuk beternak melalui kelompok serta adanya bantuan dari
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APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Barat maupun APBN Kementerian

Pertanian.

Adapun untuk kelompok pengolahan produksi peternakan terus
mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan tertinggi terjadi pada
Tahun 2021 sehingga jumlah kelompok menjadi 47 kelompok/perorangan
dari 52 kelompok/perorangan pada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena
adanya keterbatasan modal dan akses pemasaran hasil produksi sebagai
salah satu dampak dari pandemi COVID-19. Namun pada tahun 2022, terjadi
kenaikan kembali jumlah kelompok/perorangan untuk pengolahan

peternakan menjadi 57 kelompok / perorangan.

Selain memperhatikan jumlah kelompok ternak dan pengolahan
produksi ternak. Cakupan pengendalian kesehatan hewan ternak pun perlu
mendapatkan perhatian. Beberapa jenis penyakit menular yang menyerang

hewan ternak di Kabupaten Sumedang, diantaranya:

a. Brucellosis/Keluron merupakan penyakit yang menginfeksi ternak sapi,
kambing, kerbau, dan domba;

b. Avian Influenza/Flu Burung merupakan penyakit yang menginfeksi
burung/unggas/ayam; dan

c. PMK (Penyakit Kuku dan Mulut) merupakan penyakit yang menyerang
semua hewan yang berkuku belah/genap, seperti sapi, kerbau, kambing

dan domba.

Jumlah kasus infeksi/penyakit yang menyerang hewan ternak di

Kabupaten Sumedang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.47 Jumlah Kasus Hewan Ternak yang Terinfeksi Penyakit Menular
di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022

Tahun
2018 2019 2020 2021 2022

Jenis Data

Jumlah
Kasus
Hewan
Ternak n/a n/a 33 2 3.115
Terinfeksi
Penyakit
Menular

Sumber: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang (2022)

Berdasarkan Tabel 2.65 menunjukkan bahwa ada lonjakan tertinggi

kasus hewan ternak yang terinfeksi penyakit menular di Kabupaten
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Sumedang pada tahun 2022 dengan jenis kasus PMK yang menyerang ternak
sapi, kerbau, kambing dan domba yang mencapai 3.115 kasus. Kasus PMK
yang terjadi pada tahun 2022 juga merupakan salah satu dari dampak wabah
PKM nasional. Namun demikian dari jumlah kasus tersebut 98 % hewan
ternak yang terinfeksi PMK dapat disembuhkan melalui program vaksinasi,
pengobatan dan penyemprotan disinfektan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah untuk menekan penularan PMK di

Kabupaten Sumedang.

Dari sisi pemanfaatan limbah organik ternak, sejak Tahun 2018 telah
dibentuk kelompok pengolah sampah organik dan biogas yang berjumlah 23
kelompok, dan kelompok ini tidak mengalami penambahan sampai dengan

Tahun 2022.
2.3.3.4. Urusan Kehutanan

Hutan Kabupaten merupakan salah satu dari ruang terbuka hijau
yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang, salah satu fungsi hutan dalam
kelompok vegetasi adalah untuk tujuan proteksi, rekreasi, estetika dan
kegunaan fungsi lainnya bagi kepentingan masyarakat. Selain itu juga hutan
merupakan bagian dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga dan
memiliki peranan yang sangat penting sebagai daerah tangkapan dan resapan
air hujan, menekan polusi udara dan penghasil O2, serta sebagai tempat
studi dan penelitian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2002
tentang Hutan Kabupaten bahwa pada Pasal 8 ayat 3 dinyatakan bahwa
persentase luas lahan Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh per seratus)

dari luas wilayah.

Hutan di wilayah Kabupaten Sumedang tersusun dari komponen hutan
kota dan kelompok vegetasi lainnya, seperti taman, jalur hijau serta kebun
dan pekarangan. Berikut adalah luas hutan berdasarkan fungsi dan status

di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.48 Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status
di Kabupaten Sumedang

No Fungsi Hutan Luas (Ha)

A. Berdasarkan Fungsi Hutan

1 Hutan Produksi 27.145, 59

2 | Hutan Lindung 9.401, 80
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No Fungsi Hutan Luas (Ha)

3 Taman Wisata Alam 1.074,84
4 Taman Buru 8.654, 01
5 | Cagar Alam 133,64
6 | Taman Hutan Raya 34,89

B. Berdasarkan Status Hutan

1 Hutan Negara (Kawasan Hutan) 31.121, 00
2 Hutan Hak/Hutan Rakyat 55,249,32
3 | Taman Hutan Raya 34,89
4 | Taman Keanekaragaman Hayati 25,00

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang
(2023)

Dalam perspektif tata ruang kota, untuk meminimalkan timbulnya
fenomena perubahan iklim, maka keberadaan RTH (Ruang Terbuka Hijau)
menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Luas RTH di wilayah perkotaan
agar dapat menjalankan proses-proses ekologis minimal 30% dari total luas

wilayah kota yang terdiri atas RTH publik 20% dan RTH privat 10%.

Secara kondisi geografis wilayah perkotaan di Kabupaten Sumedang
masih didominasi kawasan perkebunan dan pertanian yang dikelola
masyarakat dan adanya alih fungsi lahan hijau akibat pembangunan Tol
Cisumdawu yang melintasi Kabupaten Sumedang di kawasan perkotaan,
tentunya mengurangi Luasan RTH di kawasan Perkotaan. Meskipun
demikian, luas RTH di Kabupaten Sumedang terus meningkat setiap
tahunnya. Pada tahun 2022 Luas Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang
terkelola oleh Pemerintah Daerah berupa taman, hutan kota, jalur hijau,
sempadan sungai, daerah pengamanan sumber air baku, pemakaman,
Lapangan olahraga serta perumahan mencapai 107,55 Ha atau bertambah
0,46 Ha dari tahun sebelumnya. Berikut adalah Ruang Terbuka Hijau yang
Terkelola di Kabupaten Sumedang.
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Grafik 2.100 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Ha) Tahun 2022
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Sumedang (2023))

2.3.3.5. Urusan Perdagangan

Perdagangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan
ekonomi daerah, terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus
barang dan jasa. Percepatan sektor perdagangan mampu mempercepat
pertumbuhan ekonomi serta memberikan sumbangan yang cukup berarti
dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan
peningkatan pendapatan. Berikut adalah Jumlah Usaha Perdagangan di

Kabupaten Sumedang.
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Grafik 2.101 Jumlah Usaha Perdagangan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024

(Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Sumedang (2025))
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Berdasarkan grafik diatas tergambar jelas bahwa terjadi peningkatan
yang signifikan terkait dengan jumlah usaha perdagangan di Kabupaten
Sumedang pada Tahun 2024 yang mencapai 3196 jenis usaha. Hal ini sebagai
dampak dari adanya kerjasama yang dilakukan oleh DISKOPUKMPP dengan
DMPTSP terkait dengan program perizinan yang mempermudah pengeluaran

Nomor Izin Berusaha (NIB) bagi masyarakat Sumedang.

2.3.3.6. Urusan Perindustrian

Industri pengolahan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang
melakukan kegiatan mengubah barang dasar (bahan mentah) menjadi barang
jadi/setengah jadi dan atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang
yang lebih tinggi nilainya, baik secara mekanis, kimiawi dengan mesin
ataupun dengan tangan (BPS, 2021). Sektor industri pengolahan merupakan
salah satu sektor dengan kontribusi cukup besar dalam perekonomian. Salah
satu jenis sektor industri pengolahan yang banyak dikembangkan adalah

industri rumahan (mikro) dan industri kecil.

Di Kabupaten Sumedang jenis industri pengolahan terdiri jenis industri
kecil tahu, melinjo, oncom, tempe dan opak. Berikut adalah Jenis Usaha

Industri Pengolahan di Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2022.

300 2—82 231 284 235 286 239 . 299 )86 209
250 r B
200
150
112 118 114
100 | ' 13 118
50 23 &3 ||
il i 53 &3 |
0 I ,"-»_ ‘_8.33 |
2017 o1z -~ l II
2020
2021
m Tahu Melinjo Oncom Tempe Opak

Grafik 2.102 Jenis Usaha Industri Pengolahan di Kabupaten Sumedang
Tahun 2017-2021

(Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Sumedang (2023))

Berdasarkan data diatas, jenis usaha yang paling banyak ditemukan di
Kabupaten Sumedang ialah IKM Opak sebanyak 299 IKM, yang diikuti
dengan IKM Tahu sebanyak 286 IKM. Sedangkan IKM Oncom merupakan
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jenis IKM yang paling sedikit di Kabupaten Sumedang hanya 33 IKM. Dampak
pandemi menjadi salah satu penyebab tidak meningkatnya jumlah jenis IKM

di Kabupaten Sumedang.

Untuk menerapkan standar mutu suatu produk pangan dalam industri
pengolahan dibutuhkan sertifikasi produk. Sertifikasi produk pangan
meliputi Sertifikat PIRT, Sertifikasi Halal LPPOM MUI, dll. Adapun untuk
standar mutu suatu produk atau jasa atas ide dan karya dalam pembuatan
karya cipta dengan nilai ekonomis atau komersil yang tercakup di dalamnya
seperti desain industri diperlukan Sertifikat HAKI. Jumlah usaha industri
pengolahan yang sudah bersertifikat jumlah sangat fluktuatif. Pada Tahun
2022 jumlah usaha industri pengolahan yang sudah bersertifikat baik itu
sertifikat HAKI, PIRT ataupun halal mengalami kenaikan yang signifikan dari
tahun sebelumnya. Kenaikan terjadi dikarenakan adanya program PIRT dan
sertifikat halal gratis melalui program “Self Declair” yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Pusat untuk sertifikasi halal dan Pemerintah Daerah untuk PIRT.
Sedangkan sertifikat HAKI untuk produk UMKM, Diskopumkmdagin
mengeluarkan suatu rekomendasi sehingga para pengusaha UMKM
mendapatkan pengurangan biaya. Dengan adanya kemudahan dalam
perolehan sertifikasi produk menyebabkan meningkatnya jumlah usaha

industri di Kabupaten Sumedang seperti yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.49 Jumlah Usaha Industri Pengolahan yang Sudah Tersertifikasi
Tahun 2018 - 2022

. Tahun
Jenis
Sertifikasi 2018 2019 2020 2021 2022
PIRT 20 IKM 13IKM | 12 IKM _ 317 IKM
Halal 20 IKM 13IKM | 161KM | 5IKM | 144 IKM
HAKI _ _ 8 IKM _ 36 IKM

Sumber: Dinas Koperasi,

Kabupaten Sumedang (2022)

UMKM, Perdagangan dan Perindustrian

Adapun pengaruh sektor industri terhadap penyerapan jumlah tenaga

kerja dapat dilihat pada grafik berikut.
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Grafik 2.103 Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri di Kabupaten Sumedang
Tahun 2018-2022

(Sumber: Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Sumedang (2022))

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja
pada sektor industri pengolahan terus mengalami kenaikan sejak Tahun
2017 sampai Tahun 2019. Dan sejak Tahun 2019 sampai Tahun 2021 para
pelaku di sektor industri pengolahan tidak melakukan penambahan jumlah
tenaga kerja, sehingga jumlah tenaga kerja tetap sebanyak 1040 orang.
diindikasikan hal ini sebagai dampak dari pandemi yang mengakibatkan

menurunnya produksi dan permintaan produk industri pengolahan
2.3.3.7. Urusan Transmigrasi

Transmigrasi merupakan suatu program yang dibuat oleh Pemerintah
untuk pemerataan penduduk dari daerah-daerah yang padat ke daerah
dengan penduduk yang jarang di dalam wilayah Indonesia. Program ini
ditujukan untuk pemerataan dan kesatuan, meningkatkan taraf hidup
masyarakat dan diharapkan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan
baru. Adapun tujuan lainnya yaitu mempercepat pembangunan kawasan
tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Transmigrasi menjadi sarana untuk
mengembangkan sentra-sentra ekonomi baru, memperluas lahan pertanian

produktif, dan meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional.

Pelaksanaan transmigrasi saat ini dilandasi atas kebutuhan daerah,
diwujudkan dengan inisiatif pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh
pemerintah daerah serta difasilitasi oleh pemerintah pusat ditujukan bagi
kemanfaatan daerah itu sendiri. Perencanaan dan pelaksanaan program
transmigrasi harus memberikan tempat yang proporsional kepada daerah,
baik daerah asal maupun daerah tujuan transmigran melalui kerjasama

antar daerah. Peran pemerintah daerah sebagai pelaksana (rowing) dan
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pemerintah pusat sebagai fasilitator dan memberikan arahan (steering), maka
dalam pelaksanaan pembangunan transmigrasi dilakukan dengan
pendekatan demand side, dimana pembangunan transmigrasi disesuaikan
dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat dan pemerintah daerah
setempat yang melibatkan pemerintah provinsi dengan dukungan pemerintah

kabupaten /kota.

Pemerintah Kabupaten Sumedang sebagai daerah pengirim calon
transmigran telah bekerja sama dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota daerah
penempatan dalam penyelenggaraan transmigrasi. Dengan adanya kerja
sama tersebut, diharapkan dapat memudahkan penyelenggaraan
transmigrasi sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat
diminimalisir sedini mungkin. Selama periode Tahun 2020-2024, Kabupaten
Sumedang telah memberangkatkan transmigran sebanyak 16 KK.
Pemberangkatan transmigran terbanyak terjadi pada Tahun 2021 sebanyak
14 KK yang disebar ke 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah dan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. Sedangkan
Tahun 2020, tahun 2022 dan tahun 2023 tidak ada penempatan transmigran
dikarenakan Kabupaten Sumedang tidak mendapatkan kuota. Kuota kembali
tersedia di tahun 2024 ke Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 2 (dua) KK.

Adapun rinciannya disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 2.50 Penempatan Transmigran Asal Kabupaten Sumedang Tahun 2020-2024

2020 2021 2022 2023 2024
Uraian/
Indikator Jumlah KK Jumlah Jur.nlah Lokasi Jumlah KK Jumlah KK | Jumlah Jul.:nlah Lokasi
KK Jiwa KK Jiwa
Jumlah Tidak Ada 6 KK 17 Jiwa | Kec. Dadahup [ Tidak Ada Tidak Ada 2 KK 8 Jiwa Provonsi
Peserta Penempatan Kabupaten Penempatan | Penempatan Sulawesi
Transmigran | Dikarena Kapuas Prov. Dikarena Dikarena Tenggara
Umum kan tidak Kalimantan kan tidak kan tidak
ada kuota Tengah ada kuota ada kuota
8 KK 33 Jiwa | Kabupaten
Simeulue Prov.
Aceh

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumedang (2025)
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2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah menjadi salah satu fondasi utama dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas Pembangunan. daya saing
tidak hanya diukur dari keunggulan sumber daya alam atau potensi wisata
semata, tetapi juga melalui kemampuan daerah dalam menciptakan
lingkungan yang kondusif bagi investasi, inovasi, dan pengembangan sektor-
sektor strategis seperti jasa konstruksi, infrastruktur, serta pengelolaan
sumber daya manusia. Peningkatan daya saing daerah diukur dengan
menggunakan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang merupakan instrumen
pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk
dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Pengukuran ini dilakukan
untuk mengetahui sejauh mana suatu daerah memiliki keunggulan dalam
menarik investasi, meningkatkan produktivitas, dan mensejahterakan

masyarakatnya.

Daya saing daerah memiliki beberapa aspek yang terdiri dari
kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim
berinvestasi dan sumber daya manusia. Mengacu pada struktur IDSD versi
terbaru, IDSD terdiri dari 4 (empat) domain utama yang terbagi ke dalam 12
pilar. Berdasarkan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun
2024 yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bahwa
Kabupaten Sumedang masuk pada kategori Daya Saing "Sedang” dengan
nilai 3,92. Nilai tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada

nilai 3,48.

Hasil pengukuran Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024, beberapa
pilar mengalami penurunan yaitu Pilar Sistem Keuangan (2,20), sedangkan
Pilar Pasar Tenaga Kerja (2,86) meskipun mengalami sedikit peningkatan
akan tetapi masih dalam rentangan nilai kategori Rendah, yang artinya
masih banyak yang harus ditingkatkan agar bisa mendukung pertumbuhan
sektor secara optimal. Lain halnya dengan Pilar Indeks Kesehatan meskipun
mengalami penurunan (4,07 di Tahun 2023 menjadi 4,02 di tahun 2024)
namun masih termasub dalam kategori "Tinggi” sehingga masih menjadi
faktor pendukung yang kuat dalam meningkatkan daya saing daerah. Dan
untuk beberapa pilar lain yang mengalami peningkatan di Tahun 2024 seperti

yang disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 2.51 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2022-2024

Komponen Nilai
Komponen Lingkungan Pendukung Komponen SDM Komponen Pasar Ekosistem IDSD
Inovasi
. . Pilar
Tahun Pilar 4. . . . ) Pilar )
. Pilar 2: Pilar 3: | Stabilita | Pilar 5: | Pilar 6: | Pilar 7: el st Pl.lar 2 Pilar 10: 11: =
Pilar 1: . Pasar | Sistem . Kapab
... . | Infrastruktu | Adopsi s Kesehat | Ketera Pasar Ukuran | Dinam | "...
Institusi . . Tenaga | Keuang . ilitas
r TIK Ekonomi an mpilan | Produk . Pasar isme
Kerja an .. Inovas
Makro Bisnis ;
2022 4,45 2,11 3,39 2,66 4,08 3,00 3,35 2,57 3,34 1,60 5,00 3,84 | 3,28
2023 4,58 2,37 4,58 2,77 4,07 3,24 3,35 2,72 2,6 4,52 3,2 3,79 3,48
2024 4,62 3,58 4,63 3,62 4,02 3,68 4,41 2,86 2,20 4,55 5,00 3,92 3,92

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah BRIN (2025)
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Beberapa indikator dapat dijadikan sebagai potensi serta tantangan

dalam peningkatan daya saing daerah di Kabupaten Sumedang.
2.4.1. Pengembangan Pelayanan Jasa Kontruksi

Jasa kontruksi memiliki peran pemting dalam rangka mendukung
pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan jumlah perusahaan jasa
konstruksi di Kabupaten Sumedang terus meningkat seiring dengan
peningkatan kebutuhan pembangunan. Berikut adalah data terkait dengan

Pelayanan Jasa Kontruksi di Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.52 Pelayanan Jasa Konstruksi di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024

Tahun
2020 2021 2022 2023 2024

1 | Jumlah tenaga kerja 99 39 46 63 259
konstruksi yang
terampil dan
bersertifikat

2 | Jumlah penyedia jasa 75 54 30 50 49
kontruksi yang
mempunyai SBU

No Uraian Data

3 | Jumlah pengawas jasa 99 - - 10 S
konstruksi

4 | Persentase layanan 35 50 65 76 100
data dan informasi jasa
kontruksi yang
terinput

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sumedang (2025)

Banyak perusahaan konstruksi lokal yang telah memiliki sertifikasi
kompetensi atau SBU (Surat Bukti Usaha) yang memegang peran sangat
penting bagi perusahaan penyedia jasa konstruksi. SBU tersebut dikeluarkan
resmi dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang berfungsi
sebagai legalitas usaha, alat seleksi kompetensi, dan jaminan mutu dalam
pelaksanaan proyek konstruksi. Namun, jumlah penyedia jasa kontruksi
yang mempunyai SBU semakin berkurang jumlahnya selama 3 (tiga) tahun
terakhir, dan mencapai titik terendah pada tahun 2022, hal ini sebagai
dampak dari Pandemi COVID-19 yang menyebabkan kondisi ekonomi yang
melemah, sehingga perusahan kecil dan menengah di bidang konstruksi
mengalami kesulitan finansial yang mengakibatkan ketidakmampuan
mempertahankan status SBU-nya. Selain itu juga terjadi penundaan atau
pembatalan kegiatan dalam sektor jasa kontruksi karena ketidakpastian

ekonomi dan pembatasan aktivitas fisik. Akan tetapi, seiring dengan
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pemulihan ekonomi proyek infrastruktur mulai kembali dilaksanakan.
Permintaan akan jasa konstruksi meningkat yang mengakibatkan banyak
perusahaan yang memperbaharui SBU-nya untuk kembali bersaing dalam
pasar jasa konstruksi. Sehingga pada tahun 2023 dan 2024 terjadi
peningkatan jumlah penyedia jasa kontruksi yang mempunyai SBU. Selain
itu adanya penerapan sistem layanan data dan informasi jasa konstruksi
serta transparansi tender membantu menciptakan iklim usaha yang lebih
kompetitif. Tahun 2024 persentase layanan data dan informasi jasa
konstruksi telah mencapai target (100%). Hal ini dikarenakan penyedia jasa
konstruksi mulai faham dan menyadari manfaat dari input data yang
lengkap, sehingga akses lebih mudah ke tender proyek, dukungan

pembiayaan, dan peningkatan reputasi professional.

Keterlibatan pelaku usaha jasa konstruksi dalam proyek-proyek
pemerintah maupun swasta turut mendorong percepatan pembangunan
serta memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar.
Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pelaku jasa
konstruksi, berbagai pelatihan teknis, sertifikasi tenaga kerja konstruksi,
serta pembinaan dilakukan untuk meningkatkan mutu dan daya saing.
Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terampil dan bersertifikat mengalami
peningkatan signifikan di tahun 2024 menjadi 259 orang. Kondisi ekonomi
yang mulai stabil di tahun tersebut menyebabkan peningkatan permintaan
jasa konstruksi dan peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja

konstruksi yang terampil dan bersertifikat.

Kondisi ekonomi yang melemah di Tahun 2021-2022 menyebabkan
terhentinya kegiatan-kegiatan yang melibatkan jasa konstruksi. Hal ini
mengakibatkan pada tahun tersebut tidak tersedianya pengawas jasa
konstruksi. Akan tetapi ketika terjadi pemulihan ekonomi dan mulai bergerak
kembali kegiatan jasa konstruksi di Tahun 2023-2024, pengawas jasa

konstruksi kembali tersedia meskipun dengan jumlah yang sangat sedikit.
2.4.2. Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah

Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu prioritas
utama dalam pembangunan daerah terutama dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Pelayanan pemerintah yang cepat,
transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi merupakan fondasi penting
untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, menarik investasi, serta

mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif. Peningkatan
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pelayanan pemerintah daerah diwujudkan melalui berbagai hal, seperti
digitalisasi proses perizinan, percepatan waktu penyelesaian dokumen
administrasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta penyediaan sistem
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha, dan lain-

lain.
2.4.2.1. Pelayanan Perizinan

Pelayanan perizinan menjadi pilar utama dalam reformasi birokrasi dan
peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Sumedang
telah melakukan strategi untuk menyederhanakan proses perizinan dan
mempercepat waktu layanan kepada masyarakat dengan menghadirkan
tempat pelayanan yang terpadu satu pintu yang artinya beberapa jenis
pelayanan publik ditempatkan dalam satu bangunan sehingga pelayanan
lebih efektif dan efisien. Berikut adalah Jenis Layanan pada MPP di

Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.53 Pelayanan Jasa Konstruksi di Kabupaten Sumedang
Tahun 2020-2024

Perangkat Daerah/

Loket Instansi Vertikal

Jenis Layanan Petugas

A Badan Pendapatan BPHTB, PBB, Pajak Lainnya, S
Daerah Reklame, Layanan
Informasi/Customer Service

B KPP Pratama Informasi Umum Perpajakan, 2
Pembuatan NPWP dan Cetak
Ulang, Pembuatan dan Aktivasi
E-FIN, dan Pembuatan ID
Billing

C SAMSAT Pembayaran PKB, SWDKLLJ 2
dan Pengesahan STNK
Tahunan, Cetak Pembayaran
PKB Online

D PT. TASPEN Pengajuan SPP Klaim, 2
Pengajuan Mutasi Pensiun,
Pengajuan KPT, Pengajuan
Mutasi Keluarga, Pengajuan
usul/ralat SK/Pensiun janda/
duda/YP, Pengajuan JKK/JKM,
Informasi Ketaspenan,
Enrollment/Perekaman Data
Biometrik
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Perangkat Daerah/

perangko/benda pos,
Penerimaan kiriman surat,
dokumen dan paket, Pos Pay

Loket Instansi Vertikal Jenis Layanan Petugas
E DPMPTSP Pelayanan Perizinan (87 22
Kabupaten Layanan Perizinan) dan
Sumedang Informasi Investasi
F DPMPTSP Provinsi Pelayanan Perizinan (197 1
Jawa Barat Layanan Perizinan dan Non
Izin), pelayanan informasi
LKPM dan Informasi Investasi
G Polres Sumedang Perpanjangan SIM, Surat 10
Keterangan Catatan Kepolisian
(SKCK), Briva Tilang, Sentra
Pelayanan Kepolisian Terpadu,
Pelayanan Sidik Jari dan Izin
Keramaian
H Kejaksaan Negeri Informasi hukum, Layanan 2
Sumedang Tilang dan Layanan konsultasi
hukum
I Dinas Penerbitan KTP Elektronik, 19
Kependudukan dan [ Perekaman KTP Elektronik,
Pencatatan Sipil Penerbitan KK, Pelayanan Data
Kependudukan (Data Online),
Akta Kelahiran, Akta Kematian,
SKPWNI, Kartu Identitas Anak,
Akta Nikah non Muslim, dan
Legalisir
J Dinas Tenaga Kerja | Pelayanan Kartu Tanda Pencari 3
dan Transmigrasi Kerja/AK 1, Pelayanan
Registrasi Calon Pekerja Migran
Indonesia, dan Pelayanan
Validasi TKA
K BAZNAS Layanan Penghimpunan Zakat, 1
Infak, Shodaqoh, dan Layanan
Bantuan dan Layanan
Informasi
L PT. PLN Informasi Pelayanan 1
M PT. POS Penjualan materai dan 1
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Loket

Perangkat Daerah/
Instansi Vertikal

Jenis Layanan

Petugas

(pembayaran berbagai jenis
angsuran seperti kendaraan,
PLN, PDAM, pajak billing dll),
dan Pengiriman uang dan
penarikan/wesel/ WU dan
transfer antar Bank (C2A)

Dinas Kesehatan

Pelayanan kesehatan

Kemenag Sumedang

Pembuatan Surat Rekomendasi
Passport UMROH, Pelayanan
informasi Haji dan UMROH,
Pelayanan informasi zakat,
Infaq, Shodaqoh dan Waqaf,
Pendaftaran perkawinan, dan
Pelayanan perkawinan

PDAM Tirta Medal

Loket pembayaran, dan
Pelayanan informasi dan
pengaduan

BPJS
Ketenagakerjaan

Pendaftaran pemberi
kerja/Badan Usaha baru,
Pelayanan informasi, Pelayanan
pengajuan klaim melalui
antrian online, dan Pendaftaran
peserta Bukan Penerima Upah
(BPU)

BPJS Kesehatan

Pendaftaran Baru, Perubahan
Data, dan Layanan informasi
dan pengaduan

Bank BRI

Layanan e-Tilang dan Layanan
Perbankan

Bank BJB

Layanan Perbankan, Modul
Penerimaan negara,
Penerimaan Pembayaran Pajak
Daerah, Pembayaran
Kendaraan Bermotor dan
Penerimaan Pembayaran
Universitas

Bank Sumedang

Layanan Perbankan
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Perangkat Daerah/

Loket Instansi Vertikal Jenis Layanan Petugas
\Y Dinas Arsip dan Penyediaan buku dan fasilitas 1
Perpustakaan ruang baca
W Dinas Sosial Pelayanan tempat permainan

anak, Pelayanan tempat ibu
menyusui dan Rekomendasi
Jamkesda

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sumedang (2023)

Dengan adanya pelayanan satu pintu diharaplan dapat
mengintegrasikan berbagai proses perizinan dan non-perizinan ke dalam satu
lokasi yang terkoordinasi, sehingga memberikan manfaat lebih bagi

masyarakat.
2.4.3. Potensi Investasi

PDRB memberikan gambaran tentang ukuran dan laju pertumbuhan
ekonomi suatu wilayah, serta bagaimana sektor-sektor ekonomi

berkontribusi terhadap kemajuan daerah.
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Grafik 2.104 PDRB Konstan dan PDRB Berlaku Kabupaten Sumedang
Tahun 2015 - 2024

(Sumber: BPS Sumedang, 2025 (Diolah))

Dari grafik diatas menunjukan perubahan dalam nilai ekonomi

berdasarkan harga konstan (disesuaikan dengan inflasi) dan harga berlaku
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(tanpa disesuaikan dengan inflasi). Pada PDRB Konstan, yang mencerminkan
pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya, Sumedang mengalami peningkatan
dari 18,95 triliun Rupiah pada tahun 2015 menjadi 47,13 triliun Rupiah pada
tahun 2024. Ini menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan,
mencerminkan perbaikan yang stabil dalam perekonomian kabupaten ini,
meskipun ada fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, PDRB
Berlaku (dengan harga nominal atau tidak disesuaikan dengan inflasi) juga
menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2015, PDRB
Berlaku tercatat sebesar 24,83 triliun Rupiah, dan pada tahun 2024
mencapai 27,97 triliun Rupiah. Meskipun ada peningkatan dalam nilai
nominal PDRB, laju pertumbuhannya tidak secepat PDRB Konstan, yang
mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Sumedang dalam beberapa

tahun terakhir dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB merupakan indikator utama yang menggambarkan tingkat
output atau nilai tambah ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah,
sementara itu, Incremental Capital Output Ratio (ICOR) adalah indikator
efisiensi investasi, yang menunjukkan berapa besar tambahan investasi yang
dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit output ekonomi.
Keterkaitan antara PDRB dan ICOR sangat erat dalam konteks perencanaan
dan evaluasi pembangunan ekonomi. Semakin rendah nilai ICOR, maka
semakin efisien investasi yang dilakukan, artinya dengan jumlah investasi
yang relatif kecil, daerah mampu menghasilkan tambahan output PDRB yang
lebih besar. Sebaliknya, nilai ICOR yang tinggi menunjukkan inefisiensi, di
mana investasi yang besar hanya mampu memberikan pertumbuhan output
yang kecil. Berikut tren ICOR di Kabupaten Sumedang.

Tren ICOR Kab. Sumedang 2015-2023
25.00

20.00
15.00
10.00

5.00

0.00
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Grafik 2.105 Tren ICOR Kabupaten Sumedang Tahun 2015 - 2024
(Sumber: Bappppeda Kab. Sumedang, 2025 (Diolah))
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Pada periode 2015 hingga 2019, ICOR Sumedang cenderung stabil
dengan angka yang relatif rendah, berkisar antara 4,19 hingga 4,99, yang
menunjukkan tingkat efisiensi investasi yang cukup baik. Namun, pada
tahun 2020, terjadi lonjakan tajam pada nilai ICOR yang mencapai 20,50,
yang mungkin disebabkan oleh dampak signifikan dari pandemi COVID-19.
Lonjakan ini menggambarkan penurunan efisiensi investasi yang drastis, di
mana investasi yang dilakukan pada tahun tersebut tidak menghasilkan
output yang sebanding dengan ekspektasi, kemungkinan disebabkan oleh

gangguan pada sektor-sektor ekonomi akibat pandemi.

Setelah 2020, grafik menunjukkan penurunan yang signifikan dalam
nilai ICOR, dengan angka yang kembali menurun secara bertahap. Pada
tahun 2021, ICOR menurun menjadi 8,48, dan terus menurun hingga 2024,
dengan angka terakhir sebesar 5,72. Penurunan ini menunjukkan perbaikan
dalam efisiensi investasi yang dilakukan, namun masih belum mencapai

tingkat efisiensi yang optimal seperti sebelum pandemi.

Tren ICOR Sumedang menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan
dalam efisiensi investasi setelah lonjakan besar pada tahun 2020, masih ada
tantangan dalam meningkatkan kualitas dan dampak dari investasi terhadap
perekonomian. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif
dan berkelanjutan, diperlukan kebijakan yang lebih terfokus pada

peningkatan kualitas investasi dan optimasi sektor-sektor produktif.

Indikator yang menggambarkan Aspek daya saing daerah dalam
konteks fokus iklim berinvestasi antara lain adalah: (1) lama proses perizinan;
(2) jumlah macam pajak dan retribusi daerah; dan (3) jumlah Perda yang
mendukung iklim usaha. Kelengkapan data dan informasi indikator tersebut
disesuaikan dengan ketersediaan data dan informasi yang dimiliki masing-

masing Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Indikator Prosedur perizinan yang kompleks, lama, dan relatif mahal
menjadi salah satu kendala bagi tumbuhnya iklim investasi. Menyadari
kondisi yang demikian berbagai upaya telah dilakukan supaya proses
perizinan dapat ditempuh dengan prosedur yang lebih sederhana, dengan
waktu yang terukur dan murah. Sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2017 lama
perizinan mencapai 14 hari kerja Dengan adanya aplikasi SI ICE MANDIRI
dengan sistem Online Single Submission, lamanya pengurusan perizinan bisa
diperpendek hingga S (lima) hari kerja, dengan ketentuan semua persyaratan

perizinan terpenuhi.
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Pajak dan retribusi yang berkontribusi terhadap PAD Kabupaten
Sumedang selama Tahun 2016-2021 antara lain adalah Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), Pajak Penerangan Jalan Umum, Pajak restoran Retribusi
IMB, Ho, Trayek angkutan dan untuk kedepannya dengan adanya retribusi
yang bersumber dari Parkir Berlangganan dengan harapan dapat
berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jumlah Perda yang
mendukung iklim usaha selama kurun waktu Tahun 2016-2021 adalah Perda

Penanaman Modal dan Perda Perizinan Tertentu.
2.4.4. Potensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator yang
menggambarkan daya saing daerah dalam konteks fokus sumber daya
manusia di suatu daerah antara lain adalah (1) Rasio ketergantungan; (2)
jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan; (3)
jumlah PNS menurut pendidikan yang ditamatkan. Kelengkapan data dan
informasi indikator tersebut disesuaikan dengan ketersediaan data dan
informasi yang dimiliki masing-masing organisasi perangkat daerah terkait.

Penjelasan lebih lanjut dideskripsikan pada paragraf di bawah ini.

Rasio ketergantungan (dependency ratio) merupakan suatu ukuran
yang menjelaskan mengenai beban yang harus ditanggung oleh pekerja. Rasio
ketergantungan digunakan sebagai indikator yang menunjukkan keadaan
ekonomi suatu negara apakan tergolong sebagai negara maju atau negara
yang sedang berkembang. Semakin tinggi angka rasio ketergantungan
menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang
produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif/tidak
produktif lagi. Sementara itu semakin rendah angka rasio menunjukkan
semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk
membiayai penduduk yang belum produktif/tidak produktif lagi.

Rasio pencari kerja lulusan S-1/S-2/S-3 dan jumlah penduduk
berumur 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan dapat menggambarkan
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di suatu wilayah, sehingga dapat
menjadi landasan pembuatan strategi peningkatan kualitas SDM dan strategi

peningkatan lapangan kerja.

Jumlah lulusan perguruan tinggi yang bekerja di Pemerintah
Kabupaten Sumedang mayoritas berpendidikan terakhir S-1. Hal ini
bermakna pegawai di Pemerintah Kabupaten Sumedang secara umum telah

memiliki (1) kemampuan mengingat informasi secara umum dan luas, dalam
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domain kognitif, (2) kemampuan menerjemahkan dan mengubah informasi
ke dalam berbagai bentuk media (angka, kalimat, gambar), (3) kemampuan
mengaplikasikan suatu informasi, konsep, teori atau metode memecahkan
masalah, (4) kemampuan analisis untuk menjabarkan struktur persoalan
sehingga mudah dipahami, (5) kemampuan sintesis dalam berpikir, dan (6)
kemampuan melakukan penilaian berdasarkan suatu kriteria yang baku

dengan metode ilmiah (Benjamin S. Bloom, 1956).

Namun demikian dalam perspektif ke depan perlu terus ditingkatkan
kualitas pendidikan pegawai di Pemerintah Kabupaten Sumedang pada
jenjang S2 dan S-3 untuk menghasilkan pegawai-pegawai yang ahli dalam
penyelesaian persoalan-persoalan pembangunan yang terus berkembang dan

bersifat multidimensi.

PNS di wilayah PEMDA mengalami penurunan selama 5 tahun terakhir.
Hal ini salah satunya diduga karena adanya pensiunan dan tingkat
pengangkatan CPNS terbaru berjumlah sedikit. Adapun tingkat pendidikan
PNS didominasi oleh lulusan S1, dan yang terkecil dari lulusan S3. Hal ini
diduga karena aksesbilitas pendidikan yang kurang mudah dan kesadaran
PNS lulusan S1 dan dibawahnya masih rendah. Sehingga diperlukan langkah

solutif untuk mengatasi hal tersebut.
2.5. Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2024

Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah merupakan merupakan bagian
penting dalam siklus perencanaan dan pengendalian pembangunan.
Tujuannya adalah menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan, mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran
pembangunan daerah  sebagaimana  ditetapkan dalam = dokumen
perencanaan, memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana
target-target pembangunan telah tercapai, tantangan-tantangan yang
dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut. Selain
itu evaluasi juga digunakan sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan dan
strategi pembangunan selanjutnya yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi

pada hasil.
2.5.1. Capaian Kinerja Indikator Utama

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan suatu sasaran yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis. IKU Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang telah ditetapkan dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026 sebanyak

24 indikator sasaran daerah yang diampu oleh Badan/Dinas/Kantor Satuan
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dengan tujuan untuk mendukung kinerja Kepala Daerah. Perumusan
prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sumedang didasarkan pada
dokumen RPD Tahun 2024-2026, hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan
RKPD Tahun 2024, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat
daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah serta kerangka
pendanaan. Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang
menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang
dipilih oleh daerah tersebut. Adapun capaian indikator kinerja utama dapat

dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.54 Capaian Indikator Utama Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Industri Pengolahan

TARGET REALISASI
NO TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN 2004 SOD% CAPAIAN PREDIKAT
Terwujudnya Masyarakat yang Sehat, Indeks Pembangunan Manusia . _ . .
Cerdas dan Berkarakter (IPM) Poin 73,11 - 73,99 74,57 100 Sangat tinggi
Meningkatnya Pelay anarn Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 8,89 - 9,05 8,74 98,32 Sangat tinggi
Penyelenggaraan Pendidikan yang
1.1 | Berkualitas dan Berdaya saing yang
didukung teknologi informasi dan Harapan Lama Sekolah Tahun 13,06 - 13,16 13,02 99,69 Sangat tinggi
komunikasi
Meningkatnya Aksesililitas dan . . .
1.2 Pemerataan Pelayanan Kesehatan Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 73,00 - 73,32 75,29 100 Sangat tinggi
1
Meningkatnya akses dan kualitas {Ir;fé]ks Pembangunan Gender Poin 95,19 - 95,62 96,22 100 Sangat Tinggi
13 hidup, perlindungan terhadap
) perempuan dan anak serta
kesetaraan gender ?Dd(e}l){s Pemberdayaan Gender Poin 70,95 -72,18 76,99 100 Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Keagamaan,
1.4 | Kebudayaan, dan Demokrasi gleci(;ksarizmkunan Umat Poin 75 77,60 100 Sangat tinggi
Masyarakat 8
1.5 Meningkatnya Peran Serta Pemuda Indeks Pembangunan Pemuda Poin 46
dan Pembangunan
Terwujudny-a Pertumbuhan Ekonomi Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,30 - 6,50 4,05 76,42 Tinggi
yang Inklusif
2
2.1 Laju Pertumbuhan Sektor Persen 7,56 — 8,45 1,13 14,95 Sangat rendah
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TARGET REALISASI
NO TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN PREDIKAT
2024 2024
Laju Pertumbuhan Sektor
Perdagangan besar, Eceran, Persen 5,59 - 7,50 5,76 100 Sangat tinggi
reparasi mobil dan sepeda motor
Meningkatnya Pengembangan Sektro | Laju Pertumbuhan Sektor
Pertanian, Pariwisata, Perindustrian Pertanian, Kehutanan dan Persen 3,28 - 4,94 6,55 100 Sangat tinggi
dan Perdagangan Perikanan
Laju Pertumbuhan Sektor
Penyediaan Akomodasi dan Persen 8,01 - 9,75 8,68 100 Sangat tinggi
Makan Minum
Meningkatnya infrastruktur dan
2.2 | sarana prasarana dalam Indeks Kualitas Infrastruktur Poin 81,40 81,89 100 Sangat tinggi
pengembangan wilayah
. . . Persentase peningkatan
2.3 l\g;:;:}gl;katny a Iklmim Investasi penamanan modal di Kabupaten Persen 10,00 15.4059 100 Sangat tinggi
Sumedang
Tingkat Kemiskinan Persen 9,50 - 7,26 9,10 95,79 Sangat tinggi
3 Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat
Gini Rasio Ratio 0,36 - 0,33 0,337 100 Sangat tinggi
3.1 | Meningkatnya Ketahanan Pangan Nilai Komposit FSVA Persen 64,71
Menuju Kemandirian Pangan
3.2 | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PDRB Per Kapita (ADHB) Juta (Rp) 36,20 - 38,32 39,70 100 Sangat tinggi
Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja
3.3 | yang berkompetensi dan Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 7,00 - 6,47 0,16 100 Sangat tinggi

berdayasaing
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TARGET REALISASI
NO TUJUAN/ SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN e T CAPAIAN PREDIKAT

3.4 Meningkatnya Perekonomian Indeks Desa Membangun Poin 0,79 0,87 100 Sangat tinggi
Pedesaan

Terwujudnya Pembangunan Daerah yang | 1, jo1. Resiko Bencana Poin 109,39 127,24 85,97

Berkelanjutan dan Tangguh

4

4.1 | Meningkatnya Ketahanan Daerah Indeks Ketahanan Daerah Poin 0,53 0,53 100 Sangat tinggi
Meningkatnya Pengelolaan Sumber Indeks Kualitas Lingkungan . . .

4.2 Daya alam dan Lingkungan Hidup Hidup Poin 65,55 62,47 95,30 Sangat tinggi

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan R . . . .

yang Inovatif dan Kolaboratif Indeks Reformasi Biorkrasi Poin 78,02 88,45 100 Sangat tinggi

5.1 MemngkatI}y a Kapasitas dan Indeks Profesionalitas ASN Poin 66 81,33 100 Sangat Tinggi
Profesionalisme ASN

5 o . . L
.2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Nilai Sakip Kabupaten Kategori/Skor A (82) BB (77,44) 94,44 Sangat tinggi
’ dan Keuangan Pemerintah Daerah Nilai LPPD Kabupaten Skor 3.76

5.3 yjalirﬁgkamy a Kualitas Pelayanan Indeks Pelayanan Publik Poin 4,71 4,58 97,24 Sangat tinggi
Meningkatnya Kualitas Kinerja . .

5.4 | Pemerintahan Berbasis Pemanfaatan Indeks Sistem Pemerintahan Poin 4,30 4,69 100 Sangat tinggi

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Berbasis Elektronik (SPBE)
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Dari tabel ditas dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa indikator
sasaran Pembangunan Daerah yang belum mencapai target yaitu 1) Rata-rata
Lama Sekolah (HLS); 2) Harapan Lama Sekolah (HLS); 3) Laju Pertumbuhan
Sektor Industri Pengolahan; 4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; 5) Nilai
Sakip Kabupaten; dan 6) Indeks Pelayanan Publik. Meskipun belum mencapai
target namun capaian setiap indikator telah lebih dari 90 persen sehingga
masuk ke dalam predikat “Sangat Tinggi” kecuali untuk indikator Laju
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan yang capaiannya hanya 14,95
persen sehingga masuk ke dalam predikat “Sangat Rendah”. Berdasarkan
hasil penelitian Bappppeda, tidaktercapaian indikator tersebut sebagai salah
satu sebab dari adanya transformasi perekonomian di Kabupaten Sumedang
yang asalnya berbasis pada pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi
industri pengolahan sedangkan tenaga kerja yang tersedia masih

terkonsentrasi pada sektor pertanian.

2.5.2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan atau dikenal
juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dirancang
untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan
fungsi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang
telah ditetapkan. Selain itu juga digunakan sebagai alat ukur untuk
memastikan sumber daya yang digunakan oleh Pemerintah Daerah
memberikan hasil yang optimal serta berdampak atau tidaknya kepada
masyarakat. Idealnya IKU disusun secara efektif, efisien, dan akuntabel
untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan
kegiatan. Indikator kinerja utama Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
sebanyak 76 indikator yang diampu oleh 28 SKPD. Berikut adalah data
capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2024.
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Tabel 2.55 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Target Realisasi
No Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Capaian Predikat Perangkat Daerah
Tahun Tahun
(Sebelum Perubahn) 2024 2024
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
1 URUSAN WAJIB
1 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
1.1 Urusan Pendidikan
Persentase Siswa dengan nilai Saneat
1.1.1 kompetensi Literasi yang memenuhi Persen 58,88 82,67 100,00 Ting ; Dinas Pendidikan
kompetensi minimum =
Persentase Siswa dengan Nilai Sancat
1.1.2 Kompetensi Numerasi yang Persen 33,12 77,90 100,00 Ting ; Dinas pendidikan
memenuhi kompetensi minimum &8
1.1.3 | \ilia Siswa dengan Tingkat karakter Skor 2,16 59,29 100,00 Sangat Dinas Pendidikan
yang memenuhi kriteria minimal Tinggi
1.2. Urusan Kesehatan
1.2.1 Ratio Kematian Ibu Rasio 0,0009 143(/)11510'00 62,93 Rendah Dinas Kesehatan
1.1.2.2 | Ratio Kematian Bayi Rasio 0,014 12'71{/131000 85,71 Tinggi Dinas Kesehatan
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Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Target Realisasi
No Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Capaian Predikat Perangkat Daerah
Sebel Perubah Tahun Tahun
(Sebelum Perubahn) 2024 2024
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
1.2.3 Akr§d1tas1 RS sesuai Standar Persen 86 94.17 100,00 Se}nga.t Dinas Kesehatan
Nasional Tinggi
1.2.4 Prevalansi Stunting Persen 8 8,5 94,17 Se.mga.t Dinas Kesehatan
Tinggi
1.2.5 queks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persen 93 93 100,00 Sgnggt Dinas Kesehatan
Bidang Kesehatan Tinggi
Angka Kematiaan Karena Penyakit Sangat .
1.2.6 DBD (CRF DBD) Persen <1 0,3 100,00 Tinggi Dinas Kesehatan
1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase Luar Wilayah irigasi Saneat Dinas Pekerjaan
1.3.1 kewenangan Kabupaten/Kota yang Persen 71,35 71,4 100,00 nea Umum dan Tata
. . . Lo Tinggi
dilayani oleh Jaringan Irigasi Ruang
Persentase Jumlah Rumah Tangga
yang Mendapatkan akses terhadap
air minum melalui SPAM Jaringan Saneat Dinas Pekerjaan
1.3.2 Perpipaan dan bukan jaringan Persen 82,10 82,34 100,00 nga] Umum dan Tata
. . . Tinggi
Perpipaan terlindungi terhadap Ruang
rumah tangga di seluruh
Kabupaten/Kota
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Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Target Realisasi
No Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Capaian Predikat Perangkat Daerah
Sebel Perubah Tahun Tahun
(Sebelum Perubahn) 2024 2024
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
Persentase Cakupan Pelayanan Dinas Pekerjaan
1.3.3 | waxup Y Persen 96,12 87,08 90,59 Tinggi Umum dan Tata
Akses Sanitasi Layak
Ruang
Persentase Bangunan dan Sangat Dinas Pekerjaan
1.3.4 . gy Persen 73,75 75,00 100,00 nga Umum dan Tata
Lingkungannya yang tertata Tinggi
Ruang
. Dinas Pekerjaan
1.3.5 | lingkat Kemantapan Jalan Persen 91,50 87,54 95,67 Sangat Umum dan Tata
kabupaten/Kota Tinggi
Ruang
Persentase Penyediaan Jasa Saneat Dinas Pekerjaan
1.3.6 Konstruksi yang mendapatkan Persen 33,34 33,33 100,00 nEa Umum dan Tata
. Tinggi
Pembinaan Ruang
Saneat Dinas Pekerjaan
1.3.7 Ketaatan terhadap RTR Persen 72,25 75,46 100,00 mnga Umum dan Tata
Tinggi
Ruang
1.4. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan,
1.4.1 | Rasio Rumah layak Huni Rasio 80,32 80,28 100,00 Sangat Kawasan
Tinggi Permukiman dan
Pertanahan
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Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Target Realisasi
No Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Capaian Predikat Perangkat Daerah
Sebel Perubah Tahun Tahun
(Sebelum Perubahn) 2024 2024
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
1.5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta perlindungan Masyarakat
Persentase Penyelesaian Sangat Satuan Polisi
1.5.1 Penyelenggaraan Perda / Perkada Persen 92 100 100,00 Tinggi Pamong Praja
159 Cakupan Pelayanan bencana Persen 90 75.11 83,45 Tinggi Satuan Poh§1
Kebakaran Pamong Praja
Sangat Badan
1.5.3 Persentase Penanganan Pra Bencana Persen 100 100 100 Ti 82 Penanggulangan
inggi
Bencana Daerah
Persentase Penanganan Tangga Sangat Badan
1.5.4 g ggap Persen 100 100 100 ngal Penanggulangan
Darurat Bencana Tinggi
Bencana Daerah
Persentase Penanganan Pasca Sangat Badan
1.5.5 g Persen 100 100 100 nga] Penanggulangan
Bencana Tinggi
Bencana Daerah
1.6. Urusan Sosial
1.6.1 | Persentase PPKS yang terpenuhi Persen 80 75,53 94,41 Sangat Dinas Sosial
kebutuhan dasarnya Tinggi
2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
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Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Target Realisasi
No Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Capaian Predikat Perangkat Daerah
Sebel Perubah Tahun Tahun
(Sebelum Perubahn) 2024 2024
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
2.1. Urusan Tenaga Kerja
2.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 20 47,80 100 ’Sra.lnga.t Dinas Tenagg KerJ'a
inggi dan Transmigrasi
212 Persentase Penyele§a1an Perselisihan Persen 21 21 100,00 Sgnggt Dinas Tenagg KerJ_a
Hubungan Industrial Tinggi dan Transmigrasi
2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Dinas Pengendalian
Penduduk,
Cakupan Perempuan dan Anak yang Saneat Kelaurga
2.2.1 mendapatkan pelayanan dan Persen 29,55 48,67 100,00 Ti &4 Berencana,
. inggi
perlindungan hukum Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
2.3. Urusan Pangan
Dinas Pertanian
2.3.1 Skor Pola Pangan Harapan Nilai 94,5 dan Ketahanan
Pangan
2.4. Urusan Pertanahan
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Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ ReiEEs Lo
No Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Capaian Predikat Perangkat Daerah
Sebel Perubah Tahun Tahun
(Sebelum Perubahn) 2024 2024
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
Dinas Perumahan,
2.4.1 | Persentase pengadaan tanah untuk Persen 100 87,00 87,00 Tinggi Kawasan
kepentingan umum yang difasilitasi Permukiman dan
Pertanahan
2.5. Urusan Lingkungan Hidup
Persentase pengawasan instrument Saneat Dinas Lingkungan
2.5.1 pencegahan pencemaran dan Persen 70 92,31 100,00 Ting : Hidup dan
kerusakan lingkungan hidup g8 Kehutanan
Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Sangat Dinas Lingkungan
2.5.2 . Poin 130,35 126,41 96,97 .o Hidup dan
Indeks Kualitas Udara (IKU) Tinggi
Kehutanan
Saneat Dinas Lingkungan
2.5.3 Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Poin 61,15 56,69 92,70 Ti g2 Hidup dan
inggi
Kehutanan
. Dinas Lingkungan
4 |Dorentase Pty gmgan | P | 50| sos0 | 10000 | Saedt | Hidup dan
& & & & &8 Kehutanan
S Dinas Lingkungan
2.5.5 |Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Poin 35 31,00 88,57 Tinggi Hidup dan
(IKPS)
Kehutanan

II-196 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026




Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ ReiEEs Lo
No Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Capaian Predikat Perangkat Daerah
Sebel Perubah Tahun Tahun
(Sebelum Perubahn) 2024 2024
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
2.7. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
. Dinas
2.7.1 Cakupan Penertiban Dokumen Persen 99 99,66 100,00 Se}nggt Kependudukan dan
Kependudukan Tinggi ..
Pencatatan Sipil
. Dinas
2.7.5 | Cakupan Penertiban Dokumen Persen 94 99,98 100,00 Sangat | o cndudukan dan
Pencatatan Sipil Tinggi ..
Pencatatan Sipil
Indeks Kepuasan Masyarakat Bidan Sangat Dinas
2.7.3 P y & Poin 93 93,82 100,00 nsa Kependudukan dan
Kependudukan Tinggi g
Pencatatan Sipil
2.8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dinas
Persentase Status Desa Mandiri Sangat Pemberdayaan
2.8.1 dengan Optimalisasi potensi desa Persen 61,11 100 100,00 Tinggi Masyarakat dan
Desa
2.9. Urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
Dinas Pengendalian
2.9.1 | Total Fertility Rate (TFR) Kelahiran 2,04 2,03 99,50 Sangat Penduduk dan
Tinggi Keluarga
Berencana
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Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Target Realisasi
No Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Capaian Predikat Perangkat Daerah
Tahun Tahun
(Sebelum Perubahn) 2024 2024
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
Dinas Pengendalian
2.9.2 Persentase Keluarga Pra Sejahtera Persen 2,81 2,75 97,86 Sgnggt Penduduk dan
Tinggi Keluarga
Berencana
2.10. Urusan Perhubungan
Cakupan Kelancaran, Keselamatan Sangat Dinas
2.10.1 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Persen 56,13 53,68 95,63 Tinggi Perhubungan
2.11. | Urusan Komunikasi dan Informatika
Persentase masyarakat dalam Saneat %gssirﬁgf»nr;ﬁiisl
2.11.1 | memahami program prioritas Persen 70 97,44 100 nga . ’
. Tinggi Persandian dan
pemerintah daerah .
Statistik
Dinas Komunikasi
2.11.2 | Indeks Layanan SPBE Poin 3,8 4,49 100 Sangat dan Informatika,
Tinggi Persandian dan
Statistik
2.12. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
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Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ ReiEEs Lo
No Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Capaian Predikat Perangkat Daerah
Sebel Perubah Tahun Tahun
(Sebelum Perubahn) 2024 2024
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
Dinas Koperasi,
Saneat Usaha Kecil,
2.12.1 | Persentase Koperasi Modern Persen 3,98 7,27 100,00 Ti o Menengah,
inggi
Perdagangan dan
Perindustrian
Dinas Koperasi,
. Usaha Kecil,
2.12.2 |Jumlah Usaha Mikro yang Unit Usaha 15.188 17.145 100,00 Sangat Menengah,
berkembang Tinggi
Perdagangan dan
Perindustrian
2.13. Urusan Penanaman Modal
Dinas Penanaman
2.13.1 Jumlah Nilai Investasi di Kabupaten Juta Rupiah | 3.000.000 3.796.009 100 Sgngqt Modal dan
Sumedang Tinggi Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
Dinas Penanaman
2.13.2 queks Kep}lgsan Masyarakat (IKM) Poin 93 91,38 98.26 Sgnggt Modal dan
Bidang Perizinan Tinggi Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2.14. | Urusan Kepemudaan dan Olahraga
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Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Target Realisasi
No Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Capaian Predikat Perangkat Daerah
Tahun Tahun
(Sebelum Perubahn) 2024 2024
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Dinas Pariwisata,
0 14.1 Persentage Organisasi kepemudaan Persen 58,76 59,00 100,00 Sgngqt Kebudayaan,
yang aktif Tinggi Kepemudaan dan
Olah Raga
Dinas Pariwisata,
Jumlah Prestasi Olahraga yang Sangat Kebudayaan,
2.14.2 diraih dalam satu tahun Orang 20 38 100 Tinggi Kepemudaan dan
Olah Raga
2.15. Urusan Statistik
Dinas Komunikasi
9.15.1 Nilai Indeks Pembangunan Statistik Poin 3 3.24 100 Sgnggt dan Infor.matlka,
(IPS) Tinggi Persandian dan
Statistik
2.16. | Urusan Persandian
Dinas Komunikasi
Score Indeks Kemanan Informasi . Sangat dan Informatika,
2.16.1 (KAMI) Poin 450 549 100 Tinggi Persandian dan
Statistik
2.17. Urusan Kebudayaan
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Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Target Realisasi
No Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Capaian Predikat Perangkat Daerah
Sebel Perubah Tahun Tahun
(Sebelum Perubahn) 2024 2024
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
Jumlah Objek Pemajuan Sancat Dlﬁiijgélv;fsta’
2.17.1 | Kebudayaan dan cagar budaya yang OPK 11 11 100,00 nga] y ’
. Tinggi Kepemudaan dan
dikelola secara terpadu
Olah Raga
2.18. Urusan Perpustakaan
0.18.1 Indeks Pembangunan Literasi Poin 12.64 14.56 100,00 Sgnga.t Dinas Arsip dan
Masyarakat Tinggi Perpustakaan
2.19. Urusan Kearsipan
2.19.1 Persentase Peljangkat Daerah yang Persen 56 70,37 100,00 Sajtnga.t Dinas Arsip dan
mengelola Arsip secara baku Tinggi Perpustakaan
3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.1 Urusan Kelautan dan Perikanan
3.1.1 | Produksi Perikanan Ton 10.386,74 | 10.568,34 100 Sangat Dinas Perikanan
Tinggi dan Peternakan
3.2. Urusan Pariwisata
3.2.1 | Kunjungan Wisata Orang 1.050.000 | 1.184.704 100,00 Sangat Dinas Pariwisata,
Tinggi Kebudayaan,
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Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ ReiEEs Lo
No Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Capaian Predikat Perangkat Daerah
Tahun Tahun
(Sebelum Perubahn) 2024 2024
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
Kepemudaan dan
Olah Raga
Dinas Pariwisata,
3929 Jumlah sub sektor ekonomi kreatif Sub Sektor 16 16 100,00 Sgnggt Kebudayaan,
yang dikembangkan Tinggi Kepemudaan dan
Olah Raga
3.3. Urusan Pertanian
Persent Peningkatan Produksi Sangat Dinas Pertanian
3.3.1 ersentase renmgrata oquKs Persen 1,49 1.86 100,00 anga dan Ketahanan
Komuditas Pertanian Tinggi
Pangan
3.3.2 Peningkatan Produksi Peternakan Persen 5,67 11,84 100,00 Sgnggt Dinas Petg rnakan
Tinggi dan Perikanan
333 W1layah yang terkendali dari . Persen 80,77 100,00 100,00 Sa.mga.t Dinas Pet‘ernakan
penyakit hewan menular strategis Tinggi dan Perikanan
3.4. Urusan Kehutanan
Saneat Dinas Lingkungan
3.4.1 Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Poin 61,15 56,69 92,70 nga] Hidup dan
Tinggi
Kehutanan
3.5. Urusan Perdagangan
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Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Target Realisasi
No Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Capaian Predikat Perangkat Daerah
Sebel Perubah Tahun Tahun
(Sebelum Perubahn) 2024 2024
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
Dinas Koperasi,
. e Usaha Kecil,
3.5.1 'ggglga‘;gtz‘gmsaa Sektor Persen 100 100 100,00 i?ggit Menengah,
gang &8 Perdagangan dan
Perindustrian
3.6. Urusan Perindustrian
Dinas Koperasi,
. Usaha Kecil,
3.6.1 Per§entase Pertumbuhan Industri Persen 8,57 32,63 100,00 Se.mga.t Menengah,
Kecil Tinggi
Perdagangan dan
Perindustrian
3.7. Urusan Transmigrasi
371 nglah Transmigrasi yang Orang 81 78 96,29 Sa}nga’t Dinas Tenagg KerJ‘a
ditempatkan Tinggi dan Transmigrasi
4 URUSAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN
4.1. Urusan Inspektorat
4.1.1 Kapabilitas APIP Level 4 3 (3,070) 76,75 Delivered Inspektorat
4.1.2 Maturotas SPIP Level 4 3 (3,399) 84,87 Terdefinisi Inspektorat
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Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ ReiEEs Lo
No Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Capaian Predikat Perangkat Daerah
Sebel Perubah Tahun Tahun
(Sebelum Perubahn) 2024 2024
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
5 URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN
5.1 Urusan Perencanaan
Badan
Perencanaan
51.1. Persentase Capaian Kinerja Persen 92,66 97 .46 100,00 Sgnggt Pembgpgunan
Pembangunan Daerah Tinggi Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
5.2. Urusan Keuangan
501 Opini BPK terhadap laporan Predikat WTP WTP 100,00 Se}nga.t Badan Keuangan
keuangan Tinggi dan Aset Daerah
590, Persentase PAD terhadap Persen 22,67 18.52 81,69 Tinggi Badan Pendapatan
Pendapatan Daerah
5.3. Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Badan
Saneat Kepegawaian dan
5.3.1. | Indeks Sistem Merit Poin 350 348 99,42 nga] Pengembangan
Tinggi
Sumber Daya
Manusia
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Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ ReiEEs Lo
No Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Capaian Predikat Perangkat Daerah
Sebel Perubah Tahun Tahun
(Sebelum Perubahn) 2024 2024
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
5.4. Urusan Penelitian dan Pengembangan
Badan
Perencanaan
541, Persentase Capaian Kinerja Persen 92,66 97.46 100,00 Sgnggt Pembgpgunan
Pembangunan Daerah Tinggi Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
6 URUSAN PENDUKUNG PEMERINTAHAN
6.1 Urusan Sekretariat Daerah
Persentase Kinerja Perumusan
Kebijakan, Pengkoordinasian dan Saneat
6.1.1. | Layanan Administrasi Bidang Persen 100 100 100,00 Ti g2 Sekretariat Daerah
. . inggi
Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat
Persentase Kinerja Perumusan
6.1.2. Kebijakan, Pet'lg_koord'mailsmn dan Persen 100 100 100,00 Sgnggt Sekretariat Daerah
Layanan Administrasi Bidang Tinggi
Perekonomian dan Pembangunan
6.2. Urusan Sekretariat DPRD
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Aspek/Fokus/ Bidang/Urusan/ Target Realisasi
No Indikator Kinerja Pembangunan Satuan Capaian Predikat Perangkat Daerah
Sebel Perubah Tahun Tahun
(Sebelum Perubahn) 2024 2024
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8)
6.2.1 | lingkatFasilitasi Pelaksanaan Tugas | pg ooy 33,23 33,17 99,81 Sangat | geyretariat DPRD
dan Fungsi DPRD Tinggi
7 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.1. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik
. . . . . Sangat Kantor Kesatuan
7.1.1. | Tingkat Cipta Kondisi Kondusif Persen 100 100 100,00 Tinggi Bangsa dan Politik
7.1.2. | Tingkat Demokratisasi Persen 100 100 100,00 Sa.mga.t Kantor Kesatugr}
Tinggi Bangsa dan Politik
8 URUSAN KEWILAYAHAN
Sangat .
8.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Persen 90 90,10 100,00 Tinggi Sekretariat Daerah

Sumber: Bappppeda Kabupaten Sumedang, 2025 (Diolah)
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Evaluasi kinerja memiliki peran penting dalam mengidentifikasi,
menganalisis, dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang muncul
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
Evaluasi yang dilakukan secara sistematis dapat membantu dalam
mendeteksi hambatan serta faktor penyebab ketidakefisienan, sehingga
langkah perbaikan dapat segera diambil. Berdasarkan diatas, dari hasil
pelaksanaan evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan
dapat dilihat masih terdapat beberapa urusan yang belum mencapai capaian
maksimal (Sangat Tinggi), namun masih dalam batas capaian yang “tinggi”.
Berikut adalah identifikasi permasalahan berdasarkan pada evaluasi

penyelenggaraan urusan.

Tabel 2.56 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah

No Urusan Permasalahan

1 | Pendidikan - Rendahnya minat dan motivasi siswa
dalam budaya literasi dan keterampilan
matematika dasar;

- Belum optimalnya pendekatan pendidikan
karakter terhadap siswa;

- Belum meratanya sebaran tenaga
pendidik dan jumlah sekolah sehingga
terfokus di suatu wilayah saja;

- Belum optimalnya infrastruktur dan
fasilitas penunjang pendidikan; dan

-  Belum optimalnya peran PKBM.

2 | Kesehatan - Kurangnya pengetahuan dan kesadaran
ibu  hamil mengenai pemeriksaan
kehamilan rutin dan  tanda-tanda
persalinan;

- Masih terdapat ibu hamil yang melahirkan
di non faskes;

- Masih adanya kematian neonatal (0-28
hari) dan bayi lahir dengan BBLR;

- Adanya keterbatasan akses terhadap
pelayanan Kesehatan di beberapa wilayah;

- Masih adanya keterlambatan akan deteksi
dan penanganan DBD di Masyarakat
maupun di unit pelayanan Kesehatan; dan

- Sosialisasi akan PHBS terhadap
masyarakat belum optimal.

3 | Pekerjaan Umum - Infrastruktur jalan belum menjangkau ke
seluruh wilayah Kabupaten;

- Lebar jalan belum memenuhi standar
jalan kabupaten;

- Kualitas dan ketahanan umur jalan masih
rendah;

- Kualitas dan ketahanan umur bangunan
pelengkap jalan masih rendah;
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No

Urusan

Permasalahan

Jaringan irigasi belum menjangkau
seluruh areal pertanian beririgasi/sawabh;
Kondisi jaringan irigasi dan bangunan
irigasi belum berfungsi optimal;

Belum adanya peta irigasi baik primer,
sekunder maupun tersier;

Belum optimalnya konservasi sumber
daya air;

Masih terdapat konflik pemanfaatan air
untuk air minum dan air irigasi;

Sistem distribusi air belum efisien yang
mengakibatkan ketidakseimbangan dalam
distribusi air;

Belum meratanya penggunaan SPAM
jaringan perpipaan;

Masih banyaknya masyarakat yang
mengandalkan air dari sumber non
perpipaan yang kualitas dan
keamanannya tidak terjamin

Belum optimalnya cakupan layanan SPAM
jaringan perpipaan;

Masih terbatasnya sarana dan
infrastruktur sanitasi;

Belum tersedianya infrastruktur IPAL;
Masih terbatasnya layanan pengelolaan
limbah domestik;

Bangunan gedung pemerintahan dan
publik belum memadai;

Menurunnya kondisi baik bangunan
gedung pemerintah;

Belum optimalnya tata ruang kawasan;
Belum optimalnya infrastruktur
pendukung ketertataan bangunan;
Terjadinya alih fungsi lahan;

Masih banyak bangunan yang didirikan di
bantaran sungai atau di daerah aliran
Sungai (DAS);

Belum optimalnya penerbitan sertifikat
layak fungsi bangunan;

Banyak penyedia jasa konstruksi belum
memiliki sertifikasi sesuai standar;

Belum optimalnya fungsi penyedia jasa
konstruksi dalam mendukung
pembangunan bidang ke-PU-an;
Terbatasnya jumlah tenaga pengawas
regulasi tata ruang;

Belum optimalnya pengawasan terhadap
pelaksanaan pembangunan bidang ke-PU-
an;

Inkonsistensi antara kebijakan tata ruang
dan kebijakan pembangunan;

Belum optimalnya pengendalian
Pemanfaatan ruang;
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No

Urusan

Permasalahan

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk
melakukan ijin pemanfaatan ruang.

Perumahan dan
Kawasan Permukiman

Keberatan nilai ganti kerugian hasil KJPP;
Spiltzing tanah sisa yang dibebaskan
Persetujuan KKPR yang lama di DPMPTSP;
Masih banyak rumah yang tidak
memenuhi standar kelayakan

Ketentraman dan
Ketertiban Umum
serta Perlindungan
Masyarakat

Masih rendahnya Sumber Daya Manusia
(SDM) Satpol PP, Linmas dan Damkar
Terbatasnya sarana dan prasarana
pendukung dalam pelaksanaan kegiatan
trantibumlimas serta kebencanaan;
Belum optimalnya sosialisasi terkait Perda
dan Perkada sehingga pemahaman
masyarakat terhadap Perda dan Perkada
masih rendah;

Sedikitnya pegawai yang  memiliki
kualifikasi Pendidikan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS);

Luasnya wilayah manajemen kebakaran
tidak sebanding dengan Sarana dan
Prasarana yang ada

Masih tingginya kejadian bencana dan
kebakaran;

Belum diperbaharuinya peta
kebencanaan;

Belum tersedianya lokasi khusus untuk
kantor BPBD

Sosial

Jumlah persediaan Natura permakanan
untuk korban bencana yang sedikit hanya
cukup untuk bencana-bencana skala
kecil;

Surat Permohonan Bantuan dari Desa
atau Kelurahan Data Calon Penerimanya
identitasnya  kurang lengkap dan
Kebutuhannya tidak disampaikan atau
tidak diberitahukan;

Belum layaknya rumah singgah;

Belum tersedianya alat transportasi untuk
ODGJ.

Tenaga Kerja

Belum optimalnya pelatihan vokasi untuk
meningkatkan keterampilan tenaga kerja
lokal, seperti digital marketing, menjahit,
dan budidaya ternak sehingga belum
semua bidang mendapatkan penyerapan
kerja yang optimal;

Hubungan antara LPKS dan sektor
industri di Kabupaten Sumedang masih
perlu ditingkatkan. Minimnya kerjasama
ini mengakibatkan materi pelatihan yang
disampaikan tidak sepenuhnya sesuai
dengan kebutuhan dunia kerja, Beberapa
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No

Urusan

Permasalahan

LPKS di Sumedang mungkin belum
memiliki akreditasi atau sertifikasi resmi
dari badan pengawas atau asosiasi yang
berwenang, sehingga kualitas pelatihan
yang diberikan tidak terstandarisasi dan
LPKS swasta sering kali menghadapi

kendala dalam hal pendanaan.
Keterbatasan anggaran menyebabkan
lembaga-lembaga ini tidak bisa

meningkatkan fasilitas, memperbarui
teknologi, atau merekrut instruktur yang
kompeten;

Jumlah pencari kerja tidak seimbang
dengan kesempatan kerja;

SDM tenaga kerja yang relatif rendah baik
tingkat pendidikan maupun keterampilan
yang dimiliki, sehingga berdampak pada
ketidaksesuaian dengan kualifikasi
pekerjaan;

Pertumbuhan lapangan kerja yang
lambat;

Besarnya angka pengangguran dan
adanya karyawan yang di PHK;
Penyebaran tenaga kerja dan lapangan
pekerjaan yang tidak merata;
Keterbatasan aksesibilitas dan
diskriminasi terhadap tenaga kerja
disabilitas;

Adanya PMI berangkat secara
unprosedural atau ilegal serta kurangnya
Fasilitasi pelindungan Calon Pekerja
Migran Indonesia sebelum, selama dan
sesudah bekerja;

Banyak perusahaan yang beroperasi di
daerah, terutama yang berskala kecil
hingga menengah, mengalami kesulitan
dalam memahami seluruh aspek hukum
yang berkaitan dengan pengesahan PP
dan pendaftaran PKB. Peraturan terkait
ketenagakerjaan sering kali berubah, dan
pemilik usaha tidak selalu mengikuti
perkembangan tersebut. Hal ini bisa
menyebabkan keterlambatan dalam
pengesahan PP dan pendaftaran PKB
karena dokumen yang diajukan tidak
memenuhi standar hukum yang berlaku,;
Baik pengusaha maupun pekerja sering
kali kurang memahami peraturan yang
mengatur hubungan industrial, yang
dapat memicu perselisihan. Undang-
Undang  Ketenagakerjaan, peraturan
tentang perselisihan hubungan industrial,
dan ketentuan mengenai hak pekerja
untuk mogok sering kali tidak diterapkan
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No Urusan

Permasalahan

atau dipahami dengan baik oleh kedua
pihak. Mogok kerja seringkali dipicu oleh
tuntutan pekerja yang merasa hak-hak
mereka tidak dipenuhi, seperti upah yang
tidak sesuai dengan ketentuan minimum,
kondisi kerja yang tidak memadai, atau
tidak adanya jaminan sosial. Di daerah
seperti Kabupaten Sumedang, perusahaan
kecil dan menengah mungkin mengalami
kesulitan dalam mematuhi seluruh
peraturan karena keterbatasan finansial,
yang berujung pada perselisihan dengan
karyawan;

Jumlah mediator yang kurang tidak
sebanding dengan jumlah kasus yang
masuk.

8 | Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

Masih banyaknya perempuan kepala
keluarga yang belum berdaya;

Masih banyaknya perempuan menggugat
perceraian karena masalah ekonomi dan
kekerasan;

Pemenuhan hak anak dalam menempuh
pendidikan yang belum tercapai
khususnya anak perempuan banyak yang
putus sekolah dan menikah usia dini;
Masih banyaknya anak yang menjadi
korban kekerasan maupun anak
berhadapan dengan hukum;

Belum optimalnya rumah aman bagi
korban kekerasan.

9 | Pangan

Masih rendahnya diversifikasi pangan;
Masyarakat Sumedang masih tergantung
pada satu jenis sumber karbohidrat;
Belum optimalnya program ketahanan
pangan;

Masih rendahnya kesadaran Masyarakat
terhadap makanan sehat yang beragam.

10 | Pertanahan

Belum Optimanya GTRA dalam
penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
dalam daerah Kabupaten Sumedang;
Belum tersedianya pengadaan sengketana
Tanah;

Masih banyak lahan dengan
ketidakjelasan status kepemilikan lahan

11 | Lingkungan Hidup

Belum tersedianya lahan untuk
penambahan  Tempat  Penampungan
Sampah Sementara (TPS) di perkotaan
sedangkan timbulan sampah semakin
meningkat seiring dengan peningkatan
jumlah  penduduk, sehingga  daya
tampung TPS melebihi kapasitas;
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No

Urusan

Permasalahan

Rendahnya pengetahuan dan pemahaman
masyarakat tentang pengelolaan sampah,
kondisi ini dicirikan dengan masih
banyaknya titik lokasi pembuangan
sampabh liar;

Perkembangan permukiman dan
pertumbuhan jumlah penduduk belum
sebanding dengan peningkatan kapasitas
sarana prasarana persampahan;

Sarana dan prasarana sampah masih
terbatas;

Keterbatasan interaktif langsung dengan
para pelaku usaha/kegiatan yang
berpotensi melakukan pencemaran
Lingkungan;

Masih kurangnya pemahaman pelaku
usaha/kegiatan yang telah memiliki izin -
lingkungan mengenai fungsi, manfaat dan
kewajiban perusahaan, termasuk di
dalamnya kewajiban pelaporan
pengelolaan lingkungan;

Keterbatasan sarana prasarana pengujian
dugaan pencemaran dan atau perusakan
lingkungan seperti alat pengukur getar,
pengukur bau dan lain-lain;

Belum tersedianya tenaga pengawas
lingkunga di Kabupaten Sumedang;
Belum tersedianya data tentang
pencemaran dan pelanggaran lingkungan
untuk publik;

Kurangnya infrastruktur pengelolaan air
limbah (IPAL) yang memadai;

Belum terpenuhinya permintaan bibit
tanaman dari masyarakat baik individu
maupun komunitas, serta Keterbatasan
lahan untuk melakukan penghijauan di
wilayah perkotaan, padahal penghijauan
merupakan salah satu alternative untuk
mengurangi polusi udara perkotaan;
Banyaknya alih fungsi lahan di beberapa
wilayah;

Rendahnya sosialisasi pengelolaan limbah
industri dan rumah tangga kepada
masyarakat;

Belum optimalnya infrastruktur
pendukung  pengembangan = generasi
lingkungan seperti bank sampah dan
taman kota;

Masih tingginya penggunaan plastic sekali
pakai di Masyarakat sehingga
meningkatkan timbulan sampah.
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12

Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Terbatasnya sarana dan prasarana
pelayanan;

Blangko KTP El masih dikelola oleh Ditjen
Dukcapil;

Tingkat Kesadaran Masyarakat akan
pentingnya kepemilikan dokumen
Kependudukan masih rendah;
Terbatasnya jumlah pegawai dalam
menangani pelayanan pendaftaran
penduduk;

Masih terpusatnya loket pelayanan
sehingga menimbulkan antrian;

Belum optimalnya pelayanan karena
terbagi dengan pelayanan MPP, MPP Mini,
Online dan lapangan.

13

Pemberdayaan
Masyarakat Desa

Masih adanya Kepala Desa yang belum
faham arti Desa Mandiri, padahal bila diisi
data IDM secara akurat sudah masuk ke
Strata Desa mandiri;

Potensi sumber daya alam dan manusia
belum termanfaatkan dengan baik;

Akses fasilitas pendidikan, kesehatan,
keuangan, logistik kurang terjangkau,
belum tersedia atau berada di desa lain
Penginputan IDM belom optimal sehingga
nilai IDM belum berstatus mandiri;
Pengembangan BUMdes sebagai motor
ekonomi desa belum optimal;

Belum optimalnya pengalokasian dana
desa untuk pemberdayaan ekonomi dan
masyarakat desa serta pengembangan
desa.

14

Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Masih rendahnya PUS ber KB yang
menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka
Panjang (MKJP);

Masih rendahnya kesertaan pria dalam
kegiatan ber KB;

Masih adanya keluarga yang berada pada
kategori KS Prasejahtera dan KS I

15

Perhubungan

Makin maraknya parkir liar di hampir
seluruh wilayah di Kabupaten Sumedang;
Masih adanya beberapa ruas jalan yang
masih minim fasilitas PJU dan rambu lalu
lintas;

Tidak berfungsinya beberapa terminal
sehingga angkutan umum ngetem Dimana
saja yang mengakibatkan kemacetan;
Perlengkapan keselamatan, fasilitas jalan
dan jaringan jalan Kabupaten masih
belum optimal;

Masih terbatasnya fasilitas ATCS yang
hanya dibeberapa titik saja;
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Masih rendahnya pemilik kendaraan
umum untuk melakukan uji KIR.

16

Komunikasi dan
Informatika

Informasi  terkait dengan  program-
program pemerintahan daerah belum
sepenuhnya tersampaikan pada
masyarakat;

Masih rendahnya literasi masyarakat
sehingga sulit untuk memahami informasi
program pemerintah daerah yang bersifat
teknis;

Belum seluruhnya pelayanan kepada
Masyarakat optimal sehingga pelayanan
yang bersifat konvensional masih lebih
banyak digunakan.

17

Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
yang kompeten mengakibatkan proses
pengawasan dan pemeriksaan koperasi
menjadi kurang optimal, sehingga
masalah dalam koperasi tidak terdeteksi
atau diselesaikan dengan baik;

Tidak semua koperasi memiliki standar
penilaian kesehatan keuangan dan
operasional yang seragam, sehingga hasil
penilaian dapat bervariasi;

Masih banyaknya koperasi yang
menggunakan sistem penilaian manual,
yang rentan terhadap kesalahan manusia
dan kurang efisien;

Belum optimalnya sistem digitalisasi
koperasi  sehingga  koperasi  belum
terhubung dengan pasar yang lebih luas;
Minimnya edukasi dan pelatihan sehingga
banyak anggota koperasi, termasuk
pengurus, yang tidak mendapatkan
pelatihan memadai terkait manajemen,
keuangan, dan kewirausahaan;
Keterbatasan Kapasitas SDM seperti
kurangnya pelatihan dan pendampingan
untuk meningkatkan keterampilan,
terutama di bidang teknologi, pemasaran,
dan inovasi produk;

Rendahnya Tingkat Literasi Digital seperti
Pelaku UMKM  kurang memahami
penggunaan teknologi digital untuk
pemasaran, penjualan, pengelolaan usaha
dan kurangnya pelatihan tentang e-
commerce dan penggunaan media sosial
sebagai alat pemasaran;

Masih sulitnya pemasaran produk UMKM
di Kabupaten Sumedang.

18

Penanaman Modal

Kabupaten Sumedang masih tergantung
pada proyek strategis nasional sehingga
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pada saat proyek tersebut rampung maka
nilai investasi mengalami penurunan;
Belum adanya diversifikasi sumber
investasi dari sektor lain selain
konstruksi;

Belum opotimalnya promosi potensi
investasi;

Belum adanya peta potensi di Kabupaten
Sumedang.

19

Kepemudaan dan
Olahraga

Masih rendahnya peran serta
kepemudaan dalam prestasi olahraga
yang di raih;

Belum optimalnya pemberdayaan
kepemudaan di Kabupaten Sumedang;
Adanya perubahan pola pikir generasi
muda yang lebih tertarik pada kegiatan
digital dibandingkan dengan minat untuk
berorganisasi;

Fasilitas olahraga belum memadai atau
belum sesuai dengan standarisasi;
Pembinaan atlet masih terbatas, belum
berkelanjutan dari pemula sampai
professional;

Kurang optimalnya pembinaan dan
pendanaan terhadap atlet.

20

Statistik

Belum semua urusan mempunyai data
yang lengkap dan terstandarisasi;
Kurangnya kesadaran para pemangku
kebijakan terhadap pentingnya data;
Minimnya tenaga statistisi di kabupaten
Sumedang;

Belum optimalnya pemanfaatan data
Pembangunan bagi penentuan kebijakan.

21

Persandian

Belum optimalnya sistem persandian di
semua Perangkat Daerah;

Belum adanya tenaga ahli persandian
yang tersertifikasi;

Belum adanya pembinaan terkait dengan
sistem persandian.

22

Kebudayaan

Masih rendahnya perlindungan,
pengembangan, pemanfaatan, dan
pembinaan kebudayaan;

Tidak semua objek dan cagar budaya yang
teridentifikasi dilegalkan sehingga belum
masuk ke dalam daftar objek yang
dilindungi;

Minimnya alokasi anggaran untuk
pelestarian dan pemanfaatan objek dan
cagar budaya;

Belum tersedianya tenaga ahli di bidang
konservasi dan pengelolaan budaya;
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Belum optimalnya objek budaya yang
dijadikan destinasi wisata.

23

Perpustakaan

Kurangnya tenaga pustakawan yang
mengelola perpustakaan di semua jenjang;
Kurangnya sosialisasi pada perpustakaan
desa serta minimnya perpustakaan desa
yang bisa menjadi role model pada
pengembangan TPBIS;

Rendahnya literasi dan minat baca
Masyarakat sehingga kunjungan
perpustakaan semakin menurun;

Belum memadainya fasilitas
perpustakaan yang menyebabkan
perpustakaan menjadi tempat yang
dianggap membosankan;

Koleksi buku dan bahan bacaan masih
terbatas;

Keterbatasan koleksi buku elektronik (e-
book).

24

Kearsipan

Pemerataan arsiparis belum optimal;
Masih rendahnya pemahaman
pengelolaan arsip dinamis di seluruh
Perangkat Daerah;

Masih minimnya perhatian pimpinan
Perangkat Daerah terhadap kearsipan;
Tidak teranggarkannya sarana prasarana
kearsipan;

Belum tersedianya depo arsip yang
memadai,

Belum optimalnya tata Kelola arsip;
Belum tersedianya ruang penyimpanan
arsip yang memenuhi standar di hampie
seluruh Perangkat Daerah;

Belum adanya sistem pengelolaan arsip
elektronik.

25

Kelautan dan
Perikanan

Belum optimalnya pengawasan terhadap
aktivitas perikanan terutama
penangkapan ikan di Bendungan Jatigede;
Belum optimalnya Gerakan Gemar Makan
Ikan sehingga konsumsi ikan masih agak
rendah di Kabupaten Sumedang;

Masih rendahnya inovasi dalam
pengolahan ikan sehingga harga jual ikan
rendah.

26

Pariwisata

Masih minimnya sarana dan prasarana
serta infrastuktur yang memadai untuk
menunjang peningkatan pariwisata;
Masih terbatasnya aksesibilitas ke daerah
destinasi wisata;

Belum optimalnya promosi destinasi
pariwisata dalam mendongkrak jumlah
kunjungan wisata;
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Minimnya event budaya untuk menarik
wisatawan;

Belum tersedianya SDM pelaku
pariwisata;

Belum optimalnya pemanfaatan media
social serta teknologi informasi untuk
promosi wisata;

Belum ooptimalnya pengelolaan Lokasi-
lokasi wisata;

Masih rendahnya kuantitas dan kualitas
produk produk hasil ekonomi kreatif dan
pelaku ekonomi kreatif;

Masih terbatasnya fasilitas pendukung
industri kreatif;

Masih kurangnya program pelatihan
terutama dalam desain dan pemasaran
digital;

Masih minimnya pelaksanaan event dan
pameran ekonomi kreatif sebagai ajang
pemasaran produk dan membangun
networking;

Masih rendahnya kesadaran Masyarakat
untuk membeli produk lokal.

27

Pertanian

Perubahan iklim, bencana alam dan
serangan hama menjadi faktor kegagalan
panen,;

Tingginya harga pupuk dan pestisida;
Distribusi pupuk tidak merata sehingga
terkadang terjadi kelangkaan pupuk;
Infrastruktur pertanian seperti irigasi dan
jalan yang belum memadai;

Masih rendahnya diversifikasi komoditas
yang ditanam,;

Lahan pertanian semakin berkurang;
Banyaknya alih fungsi lahan;

Masih minimnya akses terhadap alsintan;
Aksesibilitas pemasaran hasil pertanian
terbatas

Tingginya harga pakan ternak;

Belum adanya inovasi dalam pakan
alternatif;

Masih sering terjadinya penyakit menular
pada hewan ternak;

Masih rendahnya kesadaran peternak
akan pentingnya vaksinasi;

Jumlah layanan Kesehatan hewan masih
terbatas;

Aksesibilitas permodalan masih terbatas;
Belum adanya rumah potong hewan,;
Akses distribusi hasil produksi ternak
masih terbatas;

Semakin rendahnya regenerasi peternak
dan petani
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Penerapan teknologi dalam  bidang
peternakan belum optimal.

28

Kehutanan

Adanya bangunan masyarakat yang
berdempetan dengan patok batas kawasan
sehingga menimbulkan kerawanan;
Banyaknya alih fungsi dan degradasi
lahan;

Terbatasnya penerapan teknologi
pertanian untuk meningkatkan kualitas
lahan;

Program penghijauan dan konservasi
belum berjalan optimal.

29

Perdagangan

Penurunan jumlah Masyarakat yang
datang ke pasar tradisional sebagai bagian
dari bergesernya dari pola transaksi yang
konvensional/cash menjadi transaksi
digital/ cashless sehingga mengakibatkan
menurunnya omzet para pedagang;
Perkembangan perdagangan digital belum
optimal

Fluktuasi harga yang tinggi beberapa
komoditas bapokting;

Masih adanya gangguan rantai distribusi
yang mengakibatkan kelangkaan atau

keterlambatan pasokan
barang/komoditas;
Pelaku usaha sering kesulitan

mendapatkan modal untuk mendukung
ekspansi ke pasar internasional sehingga
menjadi dampak kepada pelaku usaha
karna terbatasnya skala produksi, inovasi,
dan promosi produk di pasar global;
Sarana dan prasarana pasar rakyat tidak
layak;

Sistem distribusi yang belum tertata
dengan baik

30

Perindustrian

kurangnya kompetensi SDM seperti
kurangnya tenaga kerja terampil;
Minimnya pelatihan dan pendidikan
vokasi;

Kesenjangan pengetahuan dan teknologi;
Kurangnya integrasi data dari berbagai
sektor industri yang sering kali tersebar di
berbagai platform dan tidak terintegrasi
dengan baik, sehingga sulit mendapatkan
gambaran yang menyeluruh;
Keterbatasan akses pasar dan belum
optimalnya  pemanfaatan pemasaran
digital atau e-commerse;

Semakin banyaknya produk impor dengan
harga yang lebih rendah menghambat
daya saing industri lokal.
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31

Transmigrasi

Penentuan alokasi penempatan
transmigrasi yang ditentukan secara
mendadak oleh Pusat yang mungkin
dalam hal penanggaran di tingkat
Kabupaten/Kota terhambat atau belum
dapat dianggarakan;

Kurangnya pengembangan SDM yang baik
untuk mengelola urusan transmigrasi

32

Inspektorat

Pengawasan sering kali bersifat rektif
bukan pro aktif dalam mendeteksi risiko
lebih awal;

Masih banyak proses audit yang
dilakukan secara manual, menyebabkan
keterlambatan dan potensi kesalahan
Belum optimalnya strategi pengawasan
berbasis risiko untuk memprioritaskan
pengawasan pada sektor-sektor rawan
penyimpangan,;

Belum ada pemetaan risiko yang
komprehensif, sehingga pengawasan tidak
terfokus pada area yang memiliki dampak
terbesar;

Masih rendahnya penggunaan data
analitik dalam mendeteksi potensi risiko
sejak dini;

Minimnya koordinasi dengan apparat
penegak hukum dalam menangani kasus
yang berindikasi tindak korupsi;

Belum adanya mekanisme berbagi data
antar Lembaga pengawas sehingga
seringkali terjadi tumpeng  tindih
pemeriksaan;

Masih banyaknya kepala Perangkat
Daerah yang belum memahami Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
sehingga implementasinya hanya bersifat
administratif;

Banyak instansi belum memiliki peta
risiko organisasi sebagai dasar penerapan
SPIP.

33

Perencanaan

Masih banyak perencanaan yang dibuat
tanpa menggunakan data yang akurat,
mutakhir, dan terverifikasi;

Belum optimalnya pengintegrasian data
dari berbagai sektor melalui Satu Data
Indonesia;

Belum adanya pengintegrasian antara
perencanaan dengan GIS (Geographic
Information System) untuk pemetaan
wilayah prioritas Pembangunan;

Masih  lemahnya  sinkronisasi dan
koordinasi antar Perangkat Daerah
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sehingga sering terjadi duplikasi aktivitas
dan sasaran kegiatan;

Adanya perubahan kebijakan anggaran
dapat menghambat pencapaian target
kinerja;

Terlalu banyak program dengan anggaran
kecil, sehingga kurang berdampak
signifikan terhadap pembangunan

Masih jarangnya pelaksanaan pelatihan
dan bimbingan teknis bagi ASN terkait
perencanaan dan evaluasi program;
Belum tersedianya sistem untuk
mempercepat proses pelaporan hasil
evaluasi kinerja program dan kegiatan
yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
sehingga pengevaluasian masih dilakukan
secara manual.

34

Keuangan

Masih rendahnya kualitas dokumen
penganggaran, pengajuan pembayaran
dan kualitas pelaporan keuangan OPD;
Masih rendahnya kualitas penatausahaan
aset daerah;

Banyak aset daerah yang belum
dimanfaatkan secara produktif untuk
menambah PAD;

Belum tercapainya target Penerimaan
Pendapatan Asli Daerah (PAD);

PAD masih rendah karena belum ada
diversifikasi sumber penerimaan yang
optimal;

Minimnya inovasi dalam meningkatkan
PAD;

Belum tercapainya target penerimaan
pajak daerah;

Terdapat regulasi kebijakan pengelolaan
pendapatan daerah yang bersifat dinamis
sehingga harus disesuaikan dengan
ketentuan perundang-undangan;

Belum optimalnya penggalian potensi
pajak daerah;

Rendahnya kesadaran masyarakat
terhadap ketaatan pembayaran pajak
daerah;

Belum optimalnya pemutakhiran data
objek/subjek pajak daerah sehingga
keakuratan penetapan pajak daerah
belum bisa optimal

Belum optimalnya pemutakhiran database
pajak daerah;

Belum optimalnya pembayaran pajak
melalui transaksi digital;

Kurangnya SDM yang kompeten dalam
pengelolaan PAD, sehingga strategi

II-220 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026




No

Urusan

Permasalahan

peningkatan pendapatan tidak berjalan
optimal.

35

Kepegawaian,
Pendidikan dan
Pelatihan

Belum optimal dan terpetakannya
penempatan pegawai berdasarkan analisis
jabatan, kompetensi, kualifikasi dan
kebutuhan organisasi secara riil;

Belum optimalnya dan terintegrasinya
pemanfaatan dan penerapan teknologi
informatika dalam  aplikasi  sistem
informasi manajemen kepegawaian;
Belum optimalnya sistem talent pool atau
assessment center;

Masih  terbatasnya  pelatihan dan
pendidikan berkelanjutan bagi ASN untuk
meningkatkan kapasitas;

Tidak adanya mekanisme evaluasi pasca-
pelatihan, sehingga sulit mengukur
efektivitas pengembangan kompetensi.

36

Penelitian dan
Pengembangan

Penggunaan anggaran yang bersumber
dari DAU Specific Grant tidak dapat
dialihkan lintas kegiatan karena sudah
dilaporkan ke kementerian keuangan;
Keterbatasan sumber daya manusia
Kurangnya peneliti dengan kualifikasi dan
latar belakang riset;

Belum ada skema yang sistematis untuk
pengembangan riset terapan berbasis
potensi dan permasalahan daerah;

Belum optimalnya hasil penelitian yang
dimanfaatkan dalam perumusan
kebijakan, program, maupun
perencanaan pembangunan

37

Sekretariat Daerah

Masih rendahnya pemanfaatan teknologi
dalam monitoring dan evaluasi kebijakan
daerah;

Rendahnya kajian berbasis data dalam
penyusunan kebijakan, menyebabkan
kebijakan kurang tepat sasaran;

Belum optimalnya koordinasi antar
Bagian;

Belum optimalnya koordinasi antara
SKPD dan lembaga mitra tiap Bagian
sehingga terdapat kebijakan daerah yang
tidak selaras antara perencanaan dengan
implementasinya;

Belum optimalnya kualitas sumber daya
manusia terutama  yang  memiliki
kompetensi khusus dalam manajemen
pemerintahan,;

Belum optimalnya peran Sekretariat
Daerah sebagai pengendali koordinasi
kebijakan daerah.
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37

Sekretariat DPRD

Masih rendahnya SDM ASN di lingkungan
Sekretariat DPRD yang memiliki
kompetensi teknis di bidang legislasi,
anggaran, dan pengawasan;

Belum tersedia sistem informasi digital
yang mendukung pelaksanaan tugas
kedewanan;

Forum formal seperti Banggar dan Bamus
belum selalu dimanfaatkan secara optimal
untuk membangun sinergi;

Belum adanya tim teknis gabungan untuk
percepatan pembahasan anggaran dan
regulasi;

Koordinasi internal lemah, sehingga
menghambat efektivitas layanan kepada
anggota dewan.

38

Kesatuan Bangsa dan

Politik

Belum optimalnya penanganan potensi
ganggunan HAM;

Penyebaran informasi yang tidak benar
melalui media sosial sangat cepat,
berpotensi memicu keresahan dan
disinformasi publik;

Penanganan berita hoaks masih lemah
karena keterbatasan pengawasan dan
literasi digital Masyarakat;

Belum optimalnya Tim Pemantauan Orang
Asing (TPOA);

Belum optimalnya Tim Terpadu
Penanganan Konflik Sosial;

Belum optimalnya koordinasi dalam
penanganan konflik sosial;

Literasi  politik  masyarakat masih
terbatas;

Pendidikan demokrasi belum menjadi
bagian dari pendekatan sistematis di
sekolah, forum pemuda, atau kegiatan
warga;

Belum optimalnya Tim Pemantauan
Perkembangan Politik di Kabupaten
Sumedang;

Adanya kesulitan dalam pengecekan
keabsahan badan hukum ormas;

Belum  optimal peran ormas  di
masyarakat;

Belum terbentuknya sistem informasi
ormas;

Masih adanya potensi radikalisme dan
terorisme di Kabupaten Sumedang;
Sinergitas dan Koordinasi antar unsur
Forkopimda belum berjalan optimal;
Belum optimalnya forum-forum strategis
(forum kewaspadaan dini masyarakat,
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forum pembauran kebangsaan, forum
kerukunan umat beragama, dll.);

-  Bermunculnya aliran-aliran sesat
(pemahaman agama yang salah);

- Belum optimalnya pengintegrasian nilai-
nilai kebangsaan 4 (empat) pilar
(Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal

Ika, NKRI).

39 | Kecamatan - Banyak layanan yang berbasis digital,
masih belum terintegrasi dan user-
friendly;

- Masih adanya pagawai yang belum
memiliki pelatihan pelayanan prima
(service excellence), sehingga terjadi
komunikasi buruk, kurangnya rasa
empati serta kadang perilaku tidak sopan;

- Kelompok disabilitas dan lansia terkadang
masih kesulitan mengakses layanan
publik karena keterbatasan fasilitas,
jarak, dan informasi;

- Informasi layanan belum disampaikan
dalam bahasa yang sederhana dan
inklusif, sehingga masih sulit difahami
oleh masyarakat.

Sumber: Bappppeda Kabupaten Sumedang, 2025 (diolah)
2.5.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis
dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang
berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berkenaan hal
tersebut, pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah
mengamanatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan
berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan

peraturan pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari 6 (enam) urusan yaitu (1) Urusan
Pendidikan, (2) Urusan Kesehatan, (3) Urusan Pekerjaan Umum, (4) Urusan
Perumahan Rakyat, (5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat, dan (6) Urusan Sosial. Sedangkan muatan SPM
mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima
pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu

pelayanan dasar.
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2.5.3.1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Jenis SPM wurusan Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang
Standar Teknis Pelayanan Pendidikan terdiri atas : 1) Pendidikan Anak Usia
Dini; 2) Pendidikan Dasar; dan 3) Pendidikan kesetaraan. Adapun hasil
capaian SPM Kabupaten Sumedang untuk urusan Pendidikan Tahun 2024,

disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.57 Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

Total
Pencapaian

No | Jenis Layanan | Satuan

SPM

Indikator Pencapaian/ Output

Jumlah
yang
Harus
Dilayani

Jumlah

yang
Terlayani

Jumlah
yang Belum
Terlayani

(%)

1 Pendidikan

Orang

37.200

34.366

2.834

92,38

Anak Usia Dini

- Jumlah
warga negara
usia 5-6 tahun
yang
berpartisipasi
dalam
pendidikan
PAUD

2 | Pendidikan
Dasar

Orang 172.757 164.772 7.985 95,38
- Jumlah
warga negara
usia 7- 15
tahun yang
berpartisipasi
dalam
pendidikan

dasar

3 | Pendidikan
Kesetaraan

Orang 7.233 6.001 1.232 82,97
- Jumlah
warga negara
usia 7-18
tahun yang
belum
menyelesaikan
pendidikan
dasar dan atau
menengah yang
berpartisipasi
dalam
pendidikan

kesetaraan

Sumber: Dokumen SPM Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang

pendidikan belum mencapai 100 persen bahkan untuk layanan Pendidikan
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kesetaraan masih berada dibawah 90 persen. Beberapa permasalahan yang
dapat dianalisis berdasarkan hasil capaian SPM bidang Pendidikan tersebut

diatas antara lain:

a. Kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya PAUD;

b. Masih banyak PAUD yang belum terakreditasi;

c. Usia peserta didik dibawah 7 tahun dan diatas 13 tahun masih
bersekolah di tingkat SD;

d. Usia peserta didik dibawah 13 tahun dan diatas 15 tahun masih
bersekolah di Tingkat SMP;

e. Peserta didik yang berada di wilayah perbatasan bersekolah di luar
Kabupaten atau dari luar Kabupaten bersekolah ke Kabupaten
Sumedang, sehingga angka partisipasi tidak akurat;

f.  Terdapat ketimpangan jumlah guru untuk mata pelajaran tertentu;

g. Guru enggan ditugaskan di tempat yang terpencil;

h. Kualitas layanan pendidikan belum merata, baik dari segi tenaga
pendidik, sarana-prasarana, maupun kurikulum;

i.  Rendahnya minat masyarakat terhadap program kesetaraan karena

stigma negatif atau kurangnya informasi; dan

j-  Belum optimalnya pendataan warga yang butuh layanan pendidikan

kesetaraan.

Disamping permasalah yang disebutkan diatas, terdapat beberapa
faktor pendorong pencapaian layanan SPM bidang Pendidikan adalah sebagai

berikut:

a. Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Perguruan Tinggi, LPMP,
Perusahaan, Pegiat dan Praktisi Pendidikan untuk meningkatkan
kompetensi guru sesuai kebutuhan KBM khususnya berbasis lingkungan
dan budaya sekitar;

b. Pemerintah daerah melakukan rekrutmen dan seleksi guru kontrak
daerah sesuai analisis kebutuhan; dan

c. Adanya bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang salah satu manfaatnya
adalah untuk operasional sekolah, terutama Program Indonesia Pintar

(PIP) terhadap anak dari keluarga miskin.
2.5.3.2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

SPM bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 4 Tahun 2019 terdiri dari 12 indikator, yaitu 1) Pelayanan Kesehatan

Ibu Hamil; 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; 3) Pelayanan Kesehatan Bayi

II-225 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



Baru Lahir; 4) Pelayanan Kesehatan Balita; 5) Pelayanan Kesehatan Pada Usia
Pendidikan Dasar; 6) Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif; 7) Pelayanan
Kesehatan Pada Usia Lanjut; 8) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; 9)
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus; 10) Pelayanan Kesehatan
Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat; 11) Pelayanan Kesehatan Orang
Terduga Tuberkulosis; 12) Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko
Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human
Immunodeficiency Virus (HIV)). Adapun hasil capaian SPM Kabupaten
Sumedang dari ke-12 indikator untuk Bidang Kesehatan Tahun 2024,

disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.58 Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No | Jenis Layanan | Satuan Indikator Pencapaian/ Output Total

SPM

Jumlah
yang Harus
Dilayani

Jumlah

yang
Terlayani

Jumlah yang
Belum
Terlayani

Pencapaian
(%)

1 | Pelayanan
Kesehatan Ibu
Hamil

Orang 14.673 13.770 903 93.85

2 | Pelayanan
Kesehatan Ibu
Bersalin

Orang 14.673 14.668 ) 99,97

3 | Pelayanan
Kesehatan Bayi
Baru Lahir

Orang 14.680 14.334 346 97,64

4 | Pelayanan
Kesehatan Balita
5 | Pelayanan
Kesehatan pada
Usia Pendidikan
Dasar

Orang 65.543 62.735 2.808 95,72

Orang 153.920 153.920 0 100

6 | Pelayanan
Kesehatan pada
Usia Produktif

7 | Pelayanan
Kesehatan pada
Usia Lanjut

Orang 522.186 413.929 108.257 79,27

Orang 181.122 181.122 0 100

8 | Pelayanan
Kesehatan pada
Penderita
Hipertensi

9 | Pelayanan
Kesehatan pada
Penderita
Diabetes Melitus

10 | Pelayanan
Kesehatan Orang
Dengan
Gangguan Jiwa
(ODGJ)

11 | Pelayanan
Kesehatan Orang
Terduga
Tuberkolusis

Orang 143.937 121.808 22.129 84,63

Orang 21.763 21763 0 100

Orang 1.757 1.757 0 100

Orang 25.486 25.486 0 100

12 | Pelayanan Orang 22.937 22.937 0 100
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No

Jenis Layanan | Satuan Indikator Pencapaian/ Output Total

SeM Jumlah Jumlah | Jumlah yang Pen(:iz;alan
yang Harus |  yang Belum
Dilayani Terlayani Terlayani

Kesehatan Orang
dengan Risiko
Terinfeksi Virus
yang
Melemahkan
Daya Tahan
Tubuh Manusia
(HIV)

Sumber: Dokumen SPM Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang

Kesehatan belum seluruhnya mencapai 100 persen meskipun sudah terdapat

beberapa indikator yang 100 persen. Beberapa permasalahan yang dapat

dianalisis berdasarkan hasil capaian SPM bidang Kesehatan tersebut diatas

terutama untuk indikator dengan capaian yang masih dibawah 90 persen,

antara lain:

a.

Kesadaran Masyarakat untuk melakukan skirining Kesehatan masih
rendah;

Belum semua Perempuan usia produktif (usia 30-50 tahun) terakses
pemeriksaan IVA atau papsmear untuk mendeteksi dini kanker leher
rahim;

Masih rendahnya pemahaman ibu hamil tentang pentingnya
pemeriksaan kehamilan (Antenatal care);

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk rutin cek tekanan darah;

Dari tiga puluh lima UPTD Puskesmas yang ada di Kabupaten
Sumedang, memiliki karakteristik dan sebaran tenaga (SDM) kesehatan
yang berbeda dan belum merata baik dari jumlah maupun
kualitas/kemampuan dalam menunjang pencapaian target SPM bidang
Kesehatan; dan

Belum adanya poli khusus geriatric di Kabupaten Sumedang.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa

faktor pendorong pencapaian layanan SPM bidang Kesehatan adalah sebagai

berikut:

a.

Untuk mingkatkan kompetensi SDM Kesehatan dilakukan beberapa
pelatihan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kebidanan
seperti pelatihan Pertolongan Pertama Gawat Darurat Obstetri dan

Neonatus (PPGDON) serta sosialisasi, seminar dan transfer pengetahuan

II-227 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



yang dilakukan oleh dokter spesialis kandungan kepada tenaga
kesehatan yang ada di Puskesmas;

b. Optimalisasi peran bidan desa dan Puskesmas;

c. Optimalisasi kolaborasi lintas sektor: Dinas Kesehatan, Dinas

Pendidikan, dan sekolah (UKS/Trias UKS).

2.5.3.3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

SPM bidang pekerjaan umum menjamin pelayanan dasar kepada
masyarakat di bidang infrastruktur dasar yang wajib disediakan oleh
pemerintah daerah yang, meliputi 1) Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air
Minum Sehari-hari; dan 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah
Domestik. Adapun hasil capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten

Sumedang Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.59 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun 2024
No | Jenis Layanan | Satuan Indikator Pencapaian/ Output Total
SPM Jumlah Jumlah | Jumlah yang Penc:l paian
(%)
yang Harus yang Belum
Dilayani Terlayani Terlayani
1 | Penyediaan Orang 4.952 5.584 0 100
Kebutuhan
Pokok Air Minum
2 | Penyediaan Orang 4.040 4.040 0 100
Pelayanan
Pengolahan Air
Limbah Domestik

Sumber: Dokumen SPM Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang
Pekerjaan Umum telah mencapai 100 persen namun meskipun demikian
masih terdapat permasalahan dalam pencapaian layanan tersebut. Berikut
adalah hasil analisis permasalahan berdasarkan hasil capaian SPM bidang

Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

a. Masih terdapat rumah tangga masih bergantung pada sumber air tidak
aman seperti sumur dangkal dan sungai;

b. Masih terbatasnya kapasitas PDAM;

c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi
aman;

d. Minimnya anggaran dan sumber daya untuk pengelolaan air limbah; dan

e. Keahlian atau kemampuan sumber daya manusia terbatas.
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Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, faktor pendorong
pencapaian layanan SPM bidang Pekerjaan Umum salah satunya adalah
dengan melakukan koordinasi dengan PDAM, Dinas PUPR, dan pihak swasta

untuk pengembangan infrastruktur.

2.5.3.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan dan

Kawasan Permukiman

SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menjamin
pelayanan kepada penduduk miskin dan kelompok rentan berupa
pemenuhan hunian layak huni dan permukiman yang sehat, meliputi : 1)
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana
Daerah Kabupaten/Kota; dan 2) Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak
Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota. Adapun hasil capaian SPM Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Sumedang Tahun 2024, disajikan pada
Tabel berikut.

Tabel 2.60 Capaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tahun 2024

No | Jenis Layanan | Satuan Indikator Pencapaian/ Output Total

SPM Jumlah Jumlah Jumlah Pen??/salan

yang Harus yang yang Belum
Dilayani Terlayani Terlayani

1 | Penyediaan dan | Orang 81 81 0 100
Rehabilitasi

Rumah yang
Layak Huni Bagi
Korban Bencana

2 Fasilitasi Orang 0 0 0 100
Penyediaan

Rumah yang
Layak Huni Bagi
Masyarakat yang
Terkena Relokasi
Program
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota

Sumber: Dokumen SPM Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang
Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mencapai 100 persen. Adapun
untuk SPM terkait dengan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi
masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah, belum pernah
terjadi di Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2024. Dikarenakan
program-program Pemerintah Daerah lebih dititikberatkan pada program

yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti program dalam upaya
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penurunan kemiskinan, pengangguran dan stunting serta memperbaiki
fasilitas umum dalam wupaya mendukung peningkatan perekonomian
masyarakat. Namun meskipun capaian telah 100 perman, masih terdapat
permasalahan dalam pencapaian layanan tersebut. Berikut adalah hasil
analisis permasalahan berdasarkan hasil capaian SPM bidang Perumahan

dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

a. Lahan yang akan dijadikan tempat relokasi terkadang tidak sesuai;
b. Sering adanya penolakan dari warga terkait dengan lokasi relokasi
dikarenakan tidak strategis atau jauh dari sumber perekonomian;

c. Belum optimalnya data dan pemetaan korban pasca bencana.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, faktor pendorong
pencapaian layanan SPM bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
salah satunya adalah dengan melakukan koordinasi dengan BPBD, Dinas
terkait, dan Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan relokasi ataupun
pembangunan rumah, serta dengan mengajukan bantuan stimulan atau

Pembangunan rumah ke Provinsi atau Pemerintah Pusat.

2.5.3.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman,

Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tujuan dari pelayanan SPM bidang ketentraman, ketertiban umum,
dan perlindungan masyarakat adalah untuk menjamin masyarakat hidup
dengan rasa aman dan tenteram, meningkatkan respon cepat terhadap
potensi gangguan ketertiban dan keamanan dan menyediakan dukungan
perlindungan kepada masyarakat dalam situasi darurat atau bencana. Jenis
Pelayanan Dasar SPM Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat adalah sebagai berikut 1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban
umum; 2) Pelayanan informasi rawan bencana; 3) Pelayanan Pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap Bencana; 4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi
Korban Bencana; 5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
kebakaran. Adapun hasil capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sumedang Tahun 2024,

disajikan pada Tabel berikut.

II-230 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



Tabel 2.61 Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No

Jenis Layanan | Satuan Indikator Pencapaian/ Output Total

ShM Jumlah Jumlah Jumlah Penc;;p)alan

yang Harus yang yang Belum
Dilayani Terlayani Terlayani

Pelayanan Orang 16 16 0 100
Ketentraman dan

Ketertiban
Umum

Pelayanan Orang 802.350 802.350 0 100
Informasi Rawan

Bencana

Pelayanan Orang 856 856 0 100
Pencegahan dan

Kesiapsiagaan
terhadap
Bencana

Pelayanan Orang 2.483 2.483 0 100
Penyelamatan

dan Evakuasi
Korban Bencana

Pelayanan Orang 116.703 | 116.703 0 100
Penyelamatan

dan Evakuasi
Korban
Kebakaran

Sumber: Dokumen SPM Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat telah

mencapai 100 persen namun meskipun demikian masih terdapat

permasalahan dalam pencapaian layanan tersebut. Berikut adalah hasil

analisis permasalahan berdasarkan hasil capaian SPM bidang Pekerjaan

Umum adalah sebagai berikut:

a.
b.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap perda/perkada;
Terbatasnya ketersediaan SDM terutama PPNS di Satpol PP;
Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pencapaian SPM seperti
mobil dan peralatan pemadam kebakaran, perahu dan logistik
penunjang kebencanaan;

Masih banyak daerah belum memiliki rencana kontinjensi atau sistem
peringatan dini atau Early Warning System (EWS);

Belum tersedianya data dan peta rawan bencana yang telah

dimutakhirkan.

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa

faktor pendorong dalam pencapaian layanan SPM bidang Ketentraman,

Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, antara lain:

II-231 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



a. Penguatan koordinasi dengan Babinsa dan Linmas;

b. Kolaborasi aktif dengan BMKG, BNPB, TNI/POLRI dan Pemerintah
daerah;

c. Pengembangan desa tangguh bencana; dan

d. Simulasi evakuasi rutin bekerja sama dengan sekolah, rumah sakit, dan

Masyarakat.

2.5.3.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang sosial ditujukan untuk
menjamin hak warga negara atas pelayanan dasar di bidang kesejahteraan
social. Beberapa komponen utama SPM bidang sosial, diantaranya: 1)
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti; 2)
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti; 3) Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti; 4) Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna
Sosial Khusunya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan J)
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap Darurat dan Pasca

Bencana Bagi Korban bencana. Adapun hasil capaian SPM Bidang Sosial

Kabupaten Sumedang Tahun 2024, disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.62 Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2024

No | Jenis Layanan | Satuan Indikator Pencapaian/ Output Total

SPM

Jumlah
yang Harus
Dilayani

Jumlah

yang
Terlayani

Jumlah
yang Belum
Terlayani

Pencapaian
(%)

Rehabilitasi
Sosial Dasar
Penyandang
Disabilitas
Terlantar di Luar
Panti

Orang

206

206

0

100

Rehabilitasi
Sosial Dasar
Anak Terlantar di
Luar Panti

Orang

62

62

100

Rehabilitasi
Sosial Dasar
Lanjut Usia
Terlantar di Luar
Panti

Orang

212

212

100

Rehabilitasi
Sosial Dasar
Tuna Sosial
Khususnya
Gelandangan dan
Pengemis di Luar
Panti

Orang

42

42

100

Perlindungan
dan Jaminan
Sosial pada Saat
Tanggap Darurat
dan Pasca

Orang

2.638

2.638

100
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No | Jenis Layanan | Satuan Indikator Pencapaian/ Output Total

SPM Jumlah Jumlah Jumlah Pencf paian
(%)
yang Harus yang yang Belum
Dilayani Terlayani Terlayani

Bencana Bagi
Korban Bencana

Sumber: Dokumen SPM Kabupaten Sumedang Tahun 2024

Dari data diatas dapat diketahui bahwa capaian layanan SPM bidang
Sosial telah mencapai 100 persen namun meskipun demikian masih terdapat
permasalahan dalam pencapaian layanan tersebut. Berikut adalah hasil
analisis permasalahan berdasarkan hasil capaian SPM bidang Pekerjaan

Umum adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya verfikasi data PPKS di Basis Data Terpadu (BDT)
sehingga belum semua Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
dapat tertangani;

b. Tingginya mobilitas dan keberulangan gelandangan/pengemis terutama
di wilayah perkotaan;

Belum adanya keterbatasan jumlah rumah singgah;
d. Masih tingginya angka ekploitasi anak di jalanan; dan
e. Pada saat terjadi bencana terkadang data korban bencana tidak segera

tersedia dan terverifikasi

Disamping permasalahan yang disebutkan diatas, terdapat beberapa
faktor pendorong dalam pencapaian layanan SPM bidang Sosial, antara lain
dengan optimalisasi koordinasi lintas sektor, penyediaan rumah singgah
meskipun belum optimal, pelatihan TAGANA dan pekerja sosial untuk respon
darurat dan peningkatan integrasi layanan sosial dengan BPBD, PMI, dan

LSM.

2.5.4. Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan Triwulan IV
Tahun 2024

Evaluasi capaian kinerja program pembangunan daerah dilakukan
dengan menggunakan rumus perhitungan capaian indikator kinerja program
yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja sudah berorientasi pada
capaian hasil atau outcome dari masing-masing program pada Perangkat
Daerah. Sedangkan untuk capaian keuangan dihitung dengan
membandingkan antara pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD
dengan realisasi keuangan per triwulan pada tahun berjalan. Sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 penilaian rata-rata
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persentase capaian kinerja dan predikat kinerja program adalah sebagai

berikut.
Tabel 2.63 Skala Nilai Peringkat Kinerja
No Interval Nilai Realisasi Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja/Tingkat Kinerja Kinerja/Predikat Kinerja

1 91% < 100% Sangat Tinggi

2 76% < 90% Tinggi

3 66% < 75% Sedang

4 51% < 65% Rendah

S <50 % Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada Triwulan IV Tahun 2024 dapat
diketahui bahwa 1) rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada RKPD
Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Triwulan IV sebesar 98,63% persen dan
termasuk dalam kriteria Sangat Tinggi karena target capaian kinerja untuk
triwulan IV sebesar 100,00%; 2) rata-rata realisasi anggaran sampai dengan
triwulan IV sebesar 95,24% dan termasuk kedalam kriteria Sangat Tinggi.
Adapun tingkat capaian kinerja dan anggaran kegiatan perangkat daerah hasi
evaluasi RKPD Tahun 2024 pada Triwulan IV disajikan secara rinci pada

Tabel di bawah ini.
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Tabel 2.64 Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Kegiatan Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2024

JUMLAH

JUMLAH

CAPAIAN KINERJA
Triwulan IV TAHUN

NO PERANGKAT DAERAH ANGGARAN REALISASI pROGaAM | REGLATAN 2024 STATUS
K Rp (%)
1 | DINAS PENDIDIKAN 1.070.372.557.103,00 882.360.060.975,00 4 15 90,00 82.43
> | DINAS KESEHATAN 239.817.645.471,00 236.783.736.440,00 9 23 100,00 98,73
3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 146.734.050.071,00 141.676.926.123,00 9 19 93,00 96,55
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
4 | DIAS PERUMALLA 37.023.400.197,00 35.276.816.366,00 7 15 95,00 95,28
5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 19.700.416.813,00 19.404.760.454,00 3 10 100,00 98,50
6 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 6.629.340.655,00 6.122.395.346,00 2 13 91,00 92,35
DAERAH
7 | DINAS SOSIAL 12.518.716.200,00 12.274.656.347,00 6 16 96,00 98,05
8 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 13.850.456.862,00 13.289.508.490,00 5 16 96,00 95,95
9 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 30.851.066.271,00 30.301.505.805,00 10 18 96,00 98,22
10 [S)Ilglﬁs KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 11.144.415.586,00 10.877.421.095,00 4 14 97.00 97.60
11 gg}s‘f PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 19.252.505.248,00 18.835.328.885,00 5 12 97.00 97.83
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
12 | KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN 30.369.363.355,00 29.562.205.885,00 9 23 96,00 97.34
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
13 | DINAS PERHUBUNGAN 27.823.983.285,00 26.521.566.654,00 2 17 92.00 95,32
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CAPAIAN KINERJA
Triwulan IV TAHUN

JUMLAH | JUMLAH
NO PERANGKAT DAERAH ANGGARAN REALISASI Tt | T 2024 STATUS
K Rp (%)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

14 | PERSANDIAN DAN STATISTIK 17.152.009.506,00 16.617.081.516,00 7 15 90,00 96,88
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH,

15 | PERDAGANGAN DAN PERINDUS TRIAN 22.824.528.628,00 20.982.565.809,00 13 22 90,00 91,93
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

16 | rERPADU SATU PINTU 9.793.784.280,00 9.194.257.735,00 5 14 92,00 93,88

17 | DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 9.681.543.667,00 9.370.059.489,00 4 14 95,00 96,78

18 | DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 34.455.370.146,00 33.854.437.635,00 10 21 90,00 98,26
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,

19 | KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 17.960.587.997,00 17.572.935.718,00 11 24 92,00 97,84

20 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 62.625.081.885,00 61.018.763.901,00 9 20 90,00 97,44

21 | INSPEKTORAT DAERAH 20.237.708.975,00 19.827.017.659,00 3 12 95,00 97,97
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

22 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 18.090.097.767,00 17.333.351.369,00 4 18 93,00 95,82

23 | BADAN PENDAPATAN DAERAH 24.334.498.901,00 22.769.806.568,00 2 9 90,00 93,57

24 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 573.839.422.993,00 263.086.788.992,00 3 13 90,00 45,85
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

25 | SUMBER DAYA MANUSIA 14.314.723.768,00 13.776.462.263,00 2 12 90,00 96,24

26 | SEKRETARIAT DAERAH 75.791.487.602,00 74.017.442.868,00 3 20 96,00 97,66

27 | SEKRETARIAT DPRD 80.373.107.078,00 78.041.268.774,00 2 17 97,00 97,10

28 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 73.819.275.527,00 73.110.314.574,00 6 13 100,00 99,04
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CAPAIAN KINERJA
Triwulan IV TAHUN

NO PERANGKAT DAERAH ANGGARAN REALISASI P‘LI:)N(I}I;:A};,I K‘ggfk?i{lv 2024 STATUS
K Rp (%)
29 KECAMATAN BUAHDUA 3.297.809.712,00 3.242.814.230,00 6 13 100,00 98,33
30 KECAMATAN CIBUGEL 3.269.344.426,00 3.168.698.732,00 6 13 100,00 96,92
31 KECAMATAN CIMALAKA 3.857.958.806,00 3.665.465.814,00 6 14 100,00 95,01
32 KECAMATAN CIMANGGUNG 3.854.912.078,00 3.745.066.728,00 5 13 100,00 97,15
33 KECAMATAN CISARUA 3.401.217.054,00 3.262.496.332,00 6 13 100,00 95,92
34 KECAMATAN CISITU 3.182.924.525,00 3.022.649.885,00 4 11 100,00 94,96
35 KECAMATAN CONGGEANG 3.732.705.535,00 3.522.438.139,00 6 14 100,00 94,37
36 KECAMATAN DARMARAJA 3.715.659.566,00 3.536.452.342,00 6 13 100,00 95,18
37 KECAMATAN GANEAS 3.474.609.566,00 3.353.165.902,00 6 14 100,00 96,50
38 KECAMATAN JATIGEDE 3.385.389.879,00 3.206.772.755,00 6 14 100,00 94,72
39 KECAMATAN JATINANGOR 4.086.602.231,00 3.923.050.610,00 6 15 100,00 96,00
40 KECAMATAN JATINUNGGAL 3.189.260.884,00 3.068.865.838,00 6 11 100,00 96,22
41 KECAMATAN PAMULIHAN 3.451.013.375,00 3.358.411.799,00 6 16 100,00 97,32
42 KECAMATAN PASEH 3.555.265.673,00 3.429.927.332,00 6 15 100,00 96,47
43 KECAMATAN RANCAKALONG 3.346.300.229,00 3.201.882.609,00 6 15 100,00 95,68
44 KECAMATAN SITURAJA 3.796.172.658,00 3.604.095.981,00 6 14 100,00 94,94
45 KECAMATAN SUKASARI 3.575.507.642,00 3.565.346.229,00 6 14 100,00 99,72
46 KECAMATAN SUMEDANG SELATAN 11.065.340.750,00 10.634.966.047,00 26 64 100,00 96,11
47 KECAMATAN SUMEDANG UTARA 9.515.216.933,00 9.138.854.305,00 12 29 100,00 96,04
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CAPAIAN KINERJA
Triwulan IV TAHUN

NO PERANGKAT DAERAH ANGGARAN REALISASI P‘;I:)Ngﬁ\:;,[ K‘:;Btz}n;[II\J?lI-\{N 2024 STATUS
K Rp (%)
48 KECAMATAN SURIAN 3.037.094.533,00 2.957.208.489,00 6 14 100,00 97,37
49 KECAMATAN TANJUNGKERTA 3.363.770.037,00 3.196.071.249,00 6 12 100,00 95,01
50 KECAMATAN TANJUNGMEDAR 3.077.154.777,00 2.974.053.859,00 6 13 100,00 96,65
51 KECAMATAN TANJUNGSARI 3.764.587.260,00 3.637.075.787,00 6 14 100,00 96,61
52 KECAMATAN TOMO 3.096.160.160,00 2.940.173.916,00 6 12 100,00 94,96
53 KECAMATAN UJUNGJAYA 4.223.544.339,00 4.153.029.162,00 6 12 100,00 98,33
54 KECAMATAN WADO 3.206.230.006,00 3.083.558.498,00 6 15 100,00 96,17
JUMLAH 2.825.902.898.471,00 2.294.452.036.304,00 338 872 98,63 95,24

Sumber: Bappppeda Kabupaten Sumedang, 2025 (Diolah)
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Adapun realisasi anggaran dan capaian kinerja per urusan sampai

dengan Triwulan IV Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.64 dibawah ini.
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Tabel 2.65 Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja pada Urusan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024

1.01
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
A URUSAN WAJIB 2.794.668.075.020 2.693.270.353.499 100,57 Sangat Tinggi 96,37

PENDIDIKAN 369.039.281.804 360.960.373.559 | 76,67 Tinggi 56,85
PROGRAM PENGELOLAAN

AN 368.039.281.804,00 |  360.704.949.459.00 | 80,00 75,87
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 192.997.406.750,00 188.419.750.456,00 100,00 94,42
Pembangunan Ruang Guru/Kepala 1.182.354.000,00 1.177.339.002,00 | 100,00 99,58
Sekolah/Tu

Pembangunan Ruang Unit Kesehatan 3.398.281.000,00 3.395.790.000,00 | 100,00 99,93
Sekolah

Pembangunan Perpustakaan Sekolah 1.584.644.000,00 1.576.128.999,00 100,00 99,46
Pembangunan Sarana, Prasarana Dan 2.143.369.850,00 2.139.920.000,00 | 100,00 99,84
Utilitas Sekolah

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang

Gt Kol Sekoi i 3.217.565.600,00 3.211.610.729,00 | 100,00 99,81
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit 1.003.184.000,00 851.788.999.00 | 100,00 84.91
Kesehatan Sekolah

Rehabilitasi Sedang/Berat 3.085.204.000,00 3.069.043.000,00 | 100,00 99,48
Perpustakaan Sekolah

Pengadaan Mebel Sekolah 6.026.761.300,00 6.012.089.400,00 | 100,00 99.76
Pengadaan Perlengkapan Sekolah 15.904.794.000,00 15.869.565.334,00 100,00 99,78




No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 366.320.000,00 353.388.000,00 100,00 96,47
Sekolah Dasar
£ongadaan Alat Praitilc Dan Peraga 1.878.204.100,00 1.815.219.100,00 | 100,00 96,65
Pembinaan Minat, Bakat Dan 300.000.000,00 238.658.500,00 | 100,00 79,55
Kreativitas Siswa
Pengembangan Karir Pendidik Dan
Tenaga Kependidikan Pada Satuan 3.150.000.000,00 3.121.880.000,00 100,00 99,11
Pendidikan Sekolah Dasar
Pembinaan Kelembagaan Dan 150.000.000,00 120.145.600,00 100,00 80,10
Manajemen Sekolah
Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar 97.718.830.000,00 96.164.706.717,00 100,00 98,41
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan 100.000.000,00 95.400.000,00 | 100,00 95,40
Dana Bos Sekolah Dasar
PDZ::rangunan Laboratorium Sekolah 7.361.204.100,00 7.345.869.100,00 | 100,00 99,79
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Dan
Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan 100.000.000,00 77.900.000,00 100,00 77,90
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan 100.000.000,00 97.200.000,00 100,00 97,20
Bidang Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru 12.222.134.000,00 11.435.351.526,00 100,00 93,56
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,
Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.747.963.900,00 1.742.540.900,00 100,00 99,69
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)

Bimbingan Teknis, Pelatihan, Dan/Atau
Magang/Pkl Untuk Peningkatan 271.451.000,00 265.251.000,00 100,00 97,72
Kapasitas Bidang Pendidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi 87.500.000,00 67.989.800,00 100,00 77,70
Peserta Didik
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 29.897.641.900,00 28.174.974.750,00 | 100,00 94,24
Sekolah
Pengelolaan Pendidikan Sekolah 124.631.165.054,00 122.496.009.818,00 100,00 94,36
Menengah Pertama
Pembangunan Ruang Guru/Kepala 578.340.000,00 556.661.407,00 100,00 96,25
Sekolah/Tu
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan 760.000.000,00 759.500.000,00 100,00 99,93
Sekolah
Pembangunan Perpustakaan Sekolah 248.145.000,00 240.377.141,00 100,00 96,87
Pembangunan Laboratorium 2.018.906.354,00 1.900.757.472,00 100,00 94,15
Pembangunan Sarana, Prasarana dan

- 3.298.535.000,00 3.093.118.033,00 100,00 93,77
Utilitas Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 14.883.897.700,00 13.821.377.664,00 100,00 92,86
Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit 285.000.000,00 082.288.547,00 | 100,00 99,05
Kesehatan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat 1.542.000.000,00 1.538.571.524,00 100,00 99,78
Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 2.607.240.000,00 2.391.042.094,00 100,00 91,71
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,
Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.050.000.000,00 1.045.748.119,00 100,00 99,60
Pengadaan Mebel Sekolah 5.099.921.000,00 5.049.643.720,00 100,00 99,01
Pengadaan Perlengkapan Sekolah 34.678.870.000,00 34.635.725.000,00 100,00 99,88
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 300.000.000,00 285.020.000,00 | 100,00 95,01
Sekolah Menengah Pertama
gengadaan Alat Praitile dan Peraga 2.225.725.000,00 2.211.695.000,00 | 100,00 99,37
g:?ﬂl:naan Minat, Bakat dan Kreativitas 300.000.000,00 262.859.800,00 | 100,00 87,62
Pengembangan Karir Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Pada Satuan 150.000.000,00 147.000.000,00 100,00 98,00
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Pembinaan Kelembagaan Dan 150.000.000,00 119.420.000,00 | 100,00 79,61
Manajemen Sekolah
Pengelolaan Dana Bos Sekolah 47.853.240.000,00 47.672.330.521,00 | 100,00 99,62
Menengah Pertama
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
Dana Bos Sekolah Menengah Pertama 100.000.000,00 94.700.000,00 100,00 94,70
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan
Evaluasi Layanan Di Bidang Pendidikan 100.000.000,00 77.900.000,00 100,00 77,90
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan 100.000.000,00 92.604.900,00 | 100,00 92,60
Bidang Pendidikan
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi 50.000.000,00 40.050.000,00 | 100,00 80,10
Peserta Didik
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pembangunan Ruang Kelas Baru 2.407.805.000,00 2.364.628.904,00 100,00 98,21
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau
Magang/Pkl Untuk Peningkatan 400.000.000,00 374.498.900,00 100,00 93,62
Kapasitas Bidang Pendidikan
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
Guru/Kepala Sekolah /TU 3.443.540.000,00 3.438.491.072,00 100,00 99,85
(Ppe:fg)l‘ﬂaan Pendidikan Anak Usia Dini 27.766.132.000,00 27.489.352.785,00 100,00 93,62
Pembangunan Sarana, Prasarana dan

.. 1.050.000.000,00 1.048.620.000,00 100,00 99,87
Utilitas Paud
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru 640.868.000,00 639.399.885,00 100,00 99,77
Paud
Rehabilitasi Sedang/Berat
Pembangunan Sarana, Prasarana dan 80.000.000,00 79.360.000,00 100,00 99,20
Utilitas Paud
Pengadaan Perlengkapan Paud 5.170.370.000,00 5.152.632.000,00 100,00 99,66
igﬁﬁed‘aan Biaya Personil Peserta Didik 100.000.000,00 97.100.000,00 100,00 97,10
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga 1.009.000.000,00 1.006.398.200,00 | 100,00 99,74
Siswa Paud
Pengembangan Karir Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Pada Satuan 200.000.000,00 166.589.700,00 100,00 83,29
Pendidikan Paud
Pembinaan Kelembagaan dan 300.000.000,00 140.800.000,00 100,00 46,93
Manajemen Paud
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengelolaan Dana BOP Paud 17.219.720.000,00 17.207.010.000 100,00 99,93
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan 100.000.000,00 97.148.000,00 100,00 97,15
Dana BOP Paud
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan
Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 100.000.000,00 99.500.000,00 100,00 99,50
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan 100.000.000,00 90.400.000,00 100,00 90,40
Bidang Pendidikan
Pembangunan Ruang Guru/Kepala 1.040.600.000,00 1.015.170.000,00 | 100,00 97,56
Sekolah /TU
Pembangunan Ruang Kelas Baru 555.574.000,00 554.825.000,00 100,00 99,87
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau
Magang/Pkl Untuk Peningkatan 100.000.000,00 94.400.000,00 100,00 94,40
Kapasitas Bidang Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan 22.644.578.000,00 22.299.836.400,00 100,00 96,93
Nonformal/Kesetaraan
Pembangunan Gedung/Ruang
Kelas/Ruang Guru Nonformal/ 395.410.000,00 395.018.000,00 100,00 99,90
Kesetaraan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik 400.000.000,00 395.691.500,00 | 100,00 98,92
Nonformal/Kesetaraan
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga 1.350.088.000,00 1.337.020.000,00 100,00 99,03
Siswa Nonformal / Kesetaraan
Penyediaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan 9.000.000.000,00 9.000.000.000,00 100,00 100,00
Nonformal/Kesetaraan
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pengembangan Karir Pendidik dan
Tenaga Kependidikan pada Satuan 100.000.000,00 91.600.000,00 100,00 91,60
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Pembinaan Kelembagaan dan
Manajemen Sekolah Nonformal/ 100.000.000,00 89.500.000,00 100,00 89,50
Kesetaraan
Pengelolaan Dana BOP Sekolah 10.624.080.000,00 10.331.880.000,00 | 100,00 97,25
Nonformal/Kesetaraan
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan
Dana BOP Sekolah Nonformal/ 100.000.000,00 95.011.900,00 100,00 95,01
Kesetaraan
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan 75.000.000,00 72.200.000,00 100,00 96,27
Bidang Pendidikan
Pengadaan Perlengkapan Sekolah 150.000.000,00 148.140.000,00 100,00 98,76
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,
Prasarana dan Utilitas Sekolah 150.000.000,00 149.875.000,00 100,00 99,92
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi 200.000.000,00 193.900.000,00 100,00 96,95
Peserta Didik
PROGRAM PENGEMBANGAN
KURIKULUM 800.000.000,00 99.124.100,00 50,00 16,52
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal 600.000.000,00 99.124.100,00 100,00 33,04
Pendidikan Dasar
Penyggunan Silabus Muatan Lokal 100.000.000,00 0,00 0,00
Pendidikan Dasar
Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Muatan Lokal Pendidikan Dasar 400.000.000,00 0,00 0,00
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Penyusunan Model-Model Pembelajaran
Inovatif Pendidikan Dasar

100.000.000,00

99.124.100,00

100,00

99,12

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal

200.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Penyusunan Silabus Muatan Lokal
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal

100.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Penyusunan Model-Model Pembelajaran
Inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Nonformal

100.000.000,00

0,00

0,00

0,00

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

200.000.000,00

156.300.000,00

100,00

78,15

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi
Satuan Pendidikan Dasar, Paud, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

200.000.000,00

156.300.000,00

100,00

78,15

Perhitungan dan Pemetaan Pendidik
Dan Tenaga Kependidikan Satuan
Pendidikan Dasar, Paud, dan
Pendidikan Nonformal /Kesetaraan

100.000.000,00

60.600.000,00

100,00

60,60

Penataan Pendistribusian Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Bagi Satuan
Pendidikan Dasar, Paud, dan
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

100.000.000,00

95.700.000,00

100,00

95,70

1.02

KESEHATAN

103.778.347.728

101.288.867.638

96,27

Sangat Tinggi

95,87
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA
KESEHATAN PERORANGAN DAN 101.453.742.198 99.013.257.388 85,06 93,43
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Pembangunan Fasilitas Kesehatan 725.000.000 704.180.500 | 100,00 97,13
Lainnya
Pengembangan Puskesmas 4.941.871.000 4.547.500.000 100,00 92,02
Pengembangan Fasilitas Kesehatan 485.000.000 468.119.000 | 100,00 96,52
Lainnya
Rehabilitasi dan Pemeliharaan 3.727.500.000 3.060.857.950 100,00 82,12
Puskesmas
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas 4.549.724.000 4.197.436.980 | 100,00 92,26
Kesehatan Lainnya
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan 2.286.532.800 2.273.494.160 100,00 99,43
Kesehatan
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat
Kesehatan/Alat Penunjang Medik 69.157.000 68.978.000 100,00 99,74
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai,
Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, 8.566.988.800 8.565.708.575 100,00 99,99
Makanan dan Minuman di Fasilitas
Kesehatan
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan
Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, 350.000.000 350.000.000 100,00 100,00
Vaksin, Makanan dan Minuman ke
Fasilitas Kesehatan
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)
pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 966.400.000 958.940.000 | 100,00 99,23
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 186.400.000 185.679.100 | 63,47 99,61
Bersalin
Pengelolaan Pelayanan Keschatan Bayi 306.368.570 306.202.104 | 71,00 99,95
Baru Lahir
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 186.400.000 186.365.500 74,00 99,98
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 670.000.000 668.576.380 | 66,00 99,79
Usia Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 139.800.000 115.450.000 | 104,00 82,58
Usia Produktif
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada 139.800.000 137.198.800 60,00 98,14
Usia Lanjut
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 139.800.000 116.965.000 46,40 83,67
Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
e e e betae Molitns 1.489.293.000 1.461.135.000 | 115,00 98,11
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 186.400.000 171.352.000 | 89,00 91,93
Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 776.584.800 722.696.250 100,00 93,06
Orang Terduga Tuberkulosis
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Orang dengan Risiko Terinfekei HIV 777.600.000 683.537.000 91,00 87,90
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 4.682.260.900 4.613.210.900 | 13,00 98,53
Masyarakat
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 1.334.131.000 1.278.521.600 | 100,00 95,83
Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Promosi 276.080.600 269.243.750 | 71,40 97,52
Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kesehatan 270.927.100 234.184.100 100,00 86,44
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa
dan NAPZA 32.169.000 29.861.000 100,00 92,83
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular 2.622.237.345 2.486.121.100 | 13,00 94,81
dan Tidak Menular
Pengelolaan Jaminan Keschatan 57.665.336.083 57.546.388.388 100,00 99,79
Masyarakat
Operasional Pelayanan Puskesmas 200.000.000 199.985.000 100,00 99,99
Operasional Pelayanan Fasilitas 68.000.000 47.717.831| 100,00 70,17
Kesehatan Lainnya
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem
Penanganan Gawat Darurat Terpadu 2.000.000.000 1.781.516.150 100,00 89,08
(SPGDT)
Pengelolaan pelayanan kesehatan 6.475.200 4.375.200 0,00 67,57
Malaria
iflr;iemaan upaya kesehatan Ibu dan 266.760.000 251.270.000 100,00 94,19
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 300.000.000 270.490.070 100,00 90,16
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas 50.000.000 50.000.000 100,00 100,00
Kesehatan
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

2.089.970.530

2.056.609.800

100,00

99,30

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga
Kesehatan serta Tindak Lanjut
Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

50.000.000

50.000.000

100,00

100,00

Pembinaan dan Pengawasan Sumber
Daya Manusia Kesehatan

156.878.000

156.327.400

100,00

99,65

Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Kompetensi Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

1.883.092.530

1.850.282.400

100,00

98,26

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

77.200.000

73.917.950

100,00

95,75

Pengendalian dan Pengawasan serta
Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat
Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang Dapat
Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

77.200.000

73.917.950

100,00

95,75

PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

157.435.000

145.082.500

100,00

94,99

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan,
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat

106.600.000

95.384.400

100,00

89,48

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan
dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

25.000.000

24.263.100
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Bimbingan Teknis dan Supervisi
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
(UKBM)

25.835.000

25.435.000

100,00

08,45

1.03

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG

124.541.378.450,00

119.786.410.053,00

100,00

Sangat Tinggi

96,20

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR (SDA)

21.885.600.000,00

21.413.258.400,00

100,00

97,84

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi Yang Luasnya di Bawah
1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

21.885.600.000,00

21.413.258.400,00

100,00

96,57

Peningkatan Jaringan Irigasi
Permukaan

3.599.500.000,00

3.364.674.400,00

100,00

93,48

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan

16.706.100.000,00

16.514.644.500,00

100,00

98,85

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Permukaan

700.000.000,00

672.567.350,00

100,00

96,08

Penyusunan Rencana Teknis dan
Dokumen Lingkungan Hidup Untuk
Konstruksi Irigasi dan Rawa

880.000.000,00

861.372.150,00

100,00

97,88

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

15.595.428.035,00

14.831.790.655,00

100,00

95,10

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) di
Daerah Kabupaten/Kota

15.595.428.035,00

14.831.790.655,00

100,00

96,99
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Penyusunan Rencana, Kebijakan,
Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM)

200.000.000,00

197.838.100,00

100,00

98,92

Pembangunan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

15.395.428.035,00

14.633.952.555,00

100,00

95,05

PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

10.449.375.700,00

10.393.389.300,00

100,00

99,46

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Air Limbah Domestik dalam Daerah
Kabupaten/Kota

10.449.375.700,00

10.393.389.300,00

100,00

99,46

Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air
Limbah Domestik (SPALD) Setempat

10.449.375.700,00

10.393.389.300,00

100,00

99,46

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
GEDUNG

1.135.000.000,00

1.085.425.300,00

100,00

95,63

Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung

1.135.000.000,00

1.085.425.300,00

100,00

95,53

Pengubahsuaian Bangunan Gedung
Untuk Kepentingan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota

585.000.000,00

577.934.700,00

100,00

98,79

Penyelenggaraan Penerbitan
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),
Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti
Kepemilikan Bangunan Gedung
(SBKBG), Rencana Teknis
Pembongkaran Bangunan Gedung

550.000.000,00

507.490.600,00

100,00

92,27
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim
Penilai Teknis (TPT), Penilik, Da

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNYA

11.009.577.010,00

10.883.866.943,00

100,00

98,86

Penyelenggaraan Penataan Bangunan
Dan Lingkungannya Di Daerah
Kabupaten/Kota

11.009.577.010,00

10.883.866.943,00

100,00

98,78

Penataan Bangunan Dan Lingkungan
Kawasan Cagar Budaya, Kawasan
Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan
Nasional Dan Kawasan Strategis
Lainnya

10.339.577.010,00

10.222.680.243,00

100,00

98,87

Penyusunan Rencana Dan Teknis
Penataan Bangunan Dan Lingkungan di
Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/
Kota

670.000.000,00

661.186.700,00

100,00

98,68

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

63.041.397.705,00

59.842.407.428,00

100,00

94,93

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/
Kota

63.041.397.705,00

59.842.407.428,00

100,00

94,30

Penyusunan Rencana, Kebijakan,
Strategi Dan Teknis Pengembangan
Jaringan Jalan Serta Perencanaan
Teknis Penyelenggaraan Jalan Dan
Jembatan

1.388.414.500,00

1.297.234.890,00

100,00

93,43

Penggantian Jembatan

8.649.747.000,00

8.433.844.914,00

100,00

97,50

Rekonstruksi Jalan

10.420.336.205,00

9.513.004.859,00

100,00

91,29
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)
Pemeliharaan Berkala Jalan 9.135.680.000,00 8.912.859.208,00 100,00 97,56
Rehabilitasi Jembatan 1.125.000.000,00 983.876.023,00 100,00 87,46
Survey Kondisi Jalan/Jembatan 670.000.000,00 655.736.961,00 100,00 97,87
Rehabilitasi Jalan 23.652.220.000,00 22.519.039.374,00 100,00 95,21
Pemeliharaan Rutin Jalan 8.000.000.000,00 7.526.811.199,00 100,00 94,09
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI 625.000.000,00 592.577.850,00 100,00 94,81
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga 400.000.000,00 389.317.850,00 | 100,00 97,33
Terampil Konstruksi
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi
Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi 400.000.000,00 389.317.850,00 100,00 97,33
Atau Analis
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa
Konstruksi Cakupan Daerah 75.000.000,00 64.500.000,00 100,00 86,00
Kabupaten/Kota
Penyediaan Data dan Informasi Jasa
Konstruksi Cakupan Kabupaten /Kota 75.000.000,00 64.500.000,00 100,00 86,00
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib
Penyelenggaraan dan Tertib 150.000.000,00 138.760.000,00 100,00 92,51
Pemanfaatan Jasa Konstruksi
Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha
Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota 150.000.000,00 138.760.000,00 100,00 92,51
PROGRAM PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG 800.000.000,00 743.694.177,00 100,00 92,96
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)

Koordinasi dan Sinkronisasi
Perencanaan Tata Ruang Daerah 700.000.000,00 652.820.977,00 100,00 95,33
Kabupaten/Kota
Penetapan Kebijakan dalam rangka 150.000.000,00 148.447.100,00 | 100,00 98,96
Pelaksanaan Penataan Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyusunan RRTR Kabupaten /Kota 550.000.000,00 504.373.877,00 100,00 91,70
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang Daerah 100.000.000,00 90.873.200,00 100,00 90,87
Kabupaten/Kota
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan 50.000.000,00 43.791.200,00 100,00 87,58
Ruang
Pelaksanaan Sinkronisasi Program 50.000.000,00 47.082.000,00 | 100,00 94,16
Pemanfaatan Ruang
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN .

1.04 PERMUKIMAN 20.369.279.800 19.926.566.519 93,75 Sangat Tinggi 86,43
PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN 969.400.000 660.106.719 75,00 69,29
Kegiatan Pendataan Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 233.000.000 232.316.119 100,00 99,69
atau Relokasi Program Kab/Kota
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial
Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan 54.000.000 53.792.713 100,00 99,62
Pengumpulan Data Rumah Korban
Bencana Kejadian Sebelumnya yang 54.000.000 53.750.000 100,00 99,54
Belum Tertangani
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah 54.000.000 53.800.000 | 100,00 99,63
Akibat Bencana
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan 71.000.000 70.973.406 100,00 99.96
Bencana Kabupaten/Kota
Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi
Rumah Korban Bencana atau Relokasi 736.400.000 427.790.600 50,00 38,89
Program Kabupaten/ Kota
Rehabilitasi Rumah bagi Korban 186.400.000 } 0,00 0,00
Bencana
Pembangunan Rumah bagi Korban 550.000.000 427.790.600 | 100,00 77,78
Bencana
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 968.352.000 966.900.000 100,00 99,87
Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh dengan Luas di 968.352.000 966.900.000 100,00 99,87
Bawah 10 (sepuluh) Ha
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 402.372.000 402.372.000 100,00 100,00
Pelaksanaan Peremajaan Kawasan 565.980.000 564.528.000 | 100,00 99,74
Permukiman Kumuh
PROGRAM PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 6.632.648.000 6.620.884.500 100,00 99,83
Kegiatan Pencegahan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kumuh pada 6.632.648.000 6.620.884.500 100,00 99,83
Daerah Kabupaten/Kota
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Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh
dan Berkembangnya Permukiman
Kumuh diluar Kawasan Permukiman
Kumuh dengan Luas di Bawah 10
(sepuluh) Ha

1.020.000.000

1.018.377.000

100,00

99,84

Pengawasan dan Pengendalian dalam
Rangka pencegahan terhadap Kumuh
dan berkembangnya Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru

5.612.648.000

5.602.507.500

100,00

99,82

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

11.798.879.800

11.678.675.300

100,00

76,73

Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU
Perumahan

11.798.879.800

11.678.675.300

100,00

76,73

Perencanaan Penyediaan PSU
Perumahan

75.000.000

74.634.000

100,00

99,51

Penyediaan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum di Perumahan untuk
Menunjang Fungsi Hunian

11.673.879.800

11.588.341.300

100,00

99,27

Verifikasi dan Penyerahan PSU
Perumahan dari Pengembang

50.000.000

15.700.000

100,00

31,40

1.05

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

19.700.416.813

19.339.955.261

96,21

Sangat Tinggi

95,59

PROGRAM PENINGKATAN
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

3.606.403.600

3.520.411.600

100,00

97,01
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Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Penanganan Gangguan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota

3.406.403.600

3.329.111.600

100,00

97,98

Koordinasi Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat Tingkat
Kab/Kota

150.000.000

143.490.000

100,00

95,66

Pemberdayaan Perlindungan
Masyarakat dalam rangka Ketentraman
dan Ketertiban Umum

200.000.000

199.458.800

100,00

99,73

Kerjasama antar Lembaga dan
Kemitraan dalam Teknik Pencegahan
dan Penanganan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.806.403.500

1.751.692.700

100,00

96,97

Pencegahan Gangguan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum melalui Deteksi
Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan, dan Pengawalan

628.358.400

619.268.400

100,00

98,55

Penindakan atas Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Berdasarkan Perda dan Perkada melalui
Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa
dan Kerusuhan Massa

621.641.700

615.201.700

100,00

98,96

Penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota dan Peraturan
Bupati/Wali Kota

200.000.000

191.300.000

100,00

96,05
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Penanganan atas Pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota

150.000.000

142.880.000

100,00

95,25

Pengawasan atas Kepatuhan terhadap
Pelaksanaan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah

50.000.000

48.420.000

100,00

96,84

PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
NON KEBAKARAN

3.268.908.500

3.239.787.300

92,42

94,17

Pencegahan, Pengendalian,
Pemadaman, Penyelamatan dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan
Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota

3.175.708.600

3.156.303.400

92,84

98,76

Pemadaman dan Pengendalian
Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota

2.582.563.900

2.572.063.900

71,35

99,59

Standarisasi Sarana dan Prasarana
Pencegahan, Penanggulangan
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

96.575.000

93.475.000

100,00

96,79

Pembinaan Aparatur Pemadam
Kebakaran

61.500.000

61.500.000

100,00

100,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pencegahan, Penanggulangan
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

435.069.700

429.264.500

100,00

98,67

Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pencegahan Kebakaran

93.199.900

83.483.900

92,00

89,58
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)

Pembentukan dan Pembinaan Relawan 93.199.900 83.483.900 92.00 89.58
Pemadam Kebakaran

1.06 | SOSIAL 6.581.975.600 6.447.110.310 3.883,41 Sangat Tinggi 95,52
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.000.199.800,00 985.294.400,00 95,75 95,34
Pemberc}ayaan Sosial Komunitas Adat 31.199.800 29.699 800 ) 95.19
Terpencil (KAT)
Peningkatan Kapasitas dan 31.199.800 29.699.800 - 95,19
Pendampingan KAT
Pengembangan Potensi Sumber 969.000.000 955.594.600 | 95,75 95,49
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Kemampuan Potensi
Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan 75.000.000 73.150.000 63,00 97,53
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan 44.500.000 38.600.000 26,00 86,74
Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial 819.500.000 814.344.600 | 277,00 99,37
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya
Manusia dan Penguatan Lembaga 30.000.000 29.500.000 17,00 98,33
Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 2.972.558.800 2.913.123.200 168,72 94,39
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia Terlantar, serta 2.947.558.800 2.889.164.200 307,44 92,95
Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial
Penyediaan Permakanan 2.147.169.200 2.127.188.400 407,00 99,07
Penyediaan Sandang 46.600.000 46.579.000 31,00 99,95
Penyediaan Alat Bantu 259.000.000 256.511.200 162,00 99,04
Pemberian Pelyanan Reunifikasi 58.644.000 42.034.000 | 400,00 71,68
Keluarga
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, 46.600.000 44.700.000 | 30,00 95,92
Spiritual, dan Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial kepada
Keluarga Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia 46.600.000 44.700.000 50,00 95,92
Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
dan Masyarakat
Pemberian Layanan Data dan 226.275.600 221.525.600 | 1.554,00 97,90
Pengaduan
Pemberian Layanan Kedaruratan 69.900.000 69.896.000 33,00 99,99
Pemberian Pelayanan Penelusuran 46.770.000 36.030.000 | 100,00 77,04
Keluarga
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di 25.000.000 23.959.000 30,00 95,84
Luar Panti Sosial
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, 25.000.000 23.959.000 | 30,00 95,84
Spiritual, dan Sosial
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
JAMINAN SOSIAL 1.677.930.000 1.626.960.500 | 18.982,33 90,13
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan 1.677.930.000 1.626.960.500 | 18.982,33 90,13
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan 111.000.000 87.000.000 | 1.939,00 78,38
Daerah kabupaten/Kota
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan 939.930.000 222.528.500 | 54.408,00 92,75
Keluarga
Fasilitasi Bantuan Pengembangan 1.327.000.000 1.317.432.000 | 600,00 99,28
Ekonomi Masyarakat
PROGRAM PENANGNAN BENCANA 832.487.000 824.432.210 162,75 98,78
Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 397.427.000 392.290.850 257,50 98,24
Penyediaan Makanan 350.827.000 346.800.850 455,00 98,85
Penyediaan Sandang 46.600.000 45.490.000 60,00 97,62
Penyelenggaraan Pemberdayaan
Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan 435.060.000 432.141.360 68,00 99,33
Bencana Kabupaten/Kota
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Nasional Kabupaten / Kota

No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Koordmagl, Sosialisasi dan Pelaksanaan 435.060.000 432.141.360 68,00 99.33
Taruna Siaga Bencana
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN
MAKAM PAHLAWAN 98.800.000 97.300.000 7,50 98,93
Pem.ehharaan Taman Makam Pahlawan 98.800.000 97 300.000 7,50 98,93
Nasional Kabupaten / Kota
Pergehharaan Taman Makam Pahlawan 70.000.000 68.500.000 3,00 97.86
Nasional Kabupaten / Kota
Pengamanan Taman Makam Pahlawan 28.800.000 28.800.000 | 12,00 100,00
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Swasta

2.07 | TENAGA KERJA 6.877.852.000 1.787.727.600 45,72 Sangat Rendah 40,66
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Rp 5.340.972.000 Rp 1.188.590.000 60,64 45,48
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Rp 1.600.000.000 Rp 9.590.000 | 60,00 60,00
Unit Kompetensi
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Rp 1.600.000.000 Rp 9.590.000 60,00 60,00
Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Rp 25.000.000 Rp 22.700.000 90,80 90,80
Swasta
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Rp 25.000.000 | Rp 22.700.000 | 90,80 90,80




No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)
Pengukuan Produktivitas Tingkat
Daerah Kabupaten /Kota Rp 3.715.972.000 Rp 1.156.300.000 31,12 31,12
Pengukuran Kompetensi dan
Produktivitas Tenaga Kerja Rp 3.715.972.000 Rp 1.156.300.000 31,12 31,12
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA Rp 422.000.000 Rp 87.850.000 39,22 39,22
KERJA
Pelayanan Antar Kerja di Daerah
Kabupaten /Kota Rp 245.000.000 Rp 78.614.000 36,55 36,55
Pelayanan Antar Kerja Rp 100.000.000 Rp - 0,00 0,00
Penyuluhag dan. Bimbingan Jabatan Rp 35.000.000 Rp ) 0,00 0,00
bagi Pencari Kerja
Penyelenggaraan Unit Layanan Rp 60.000.000 Rp 33.087.000 55,15 55,15
Disabilitas Ketenagakerjaan ) ’ ) ’ ’ ’
Perluasan Kesempatan Kerja Rp 50.000.000 Rp 45.527.000 91,05 91,05
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Rp 177.000.000 Rp 9.236.000 41,89 41,89
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Rp 50.000.000 | Rp 8.386.000 | 16,77 16,77
Pasar Kerja Online
Job Fair/Bursa Kerja Rp 127.000.000 Rp 850.000 67,00 67,00
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Rp 1.114.880.000 Rp 511.287.600 37,29 37,29
Pengesahaan Peraturan Perusahaan
dan Pendaftaran Perjanjian Kerja
Bersama untuk Perusahaan yang hanya Rp 812.880.000 Rp 448.766.300 55,21 55,21
Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah
kabupaten/kota
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Penyelenggaraan Pendataan dan
Informasi Sarana Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta
Pengupahan

Rp 812.880.000

Rp 448.766.300

55,21

55,21

Pencegahan Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan
Perusahaan yang berakibat di Daerah
Kabupaten/Kota

Rp 302.000.000

Rp 62.521.300

19,38

19,38

Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan
Perusahaan yang Berakibat/Berdampak
pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Rp 83.000.000

Rp 27.727.800

33,41

33,41

Penyelenggaraan Verifikasi dan
Rekapitulasi Keanggotaan pada
Organisasi Pengusaha, Federasi dan
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat
Buruh serta Non Afiliasi

Rp 75.000.000

Rp 900.100

1,20

1,20

Pelaksanaan Oprasional Lembaga Kerja
Sama Tripartrit Daerah
Kabupaten/Kota

Rp 144.000.000

Rp 33.893.400

23,54

23,54

2.08

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

1.750.000.000

1.509.982.500

92,16

Sangat Tinggi

92,16

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN
GENDER DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN

1.202.000.000

994.586.500

86,72

86,72

Pelembagaan Pengarusutamaan Gender
(PUG) pada Lembaga Pemerintah
Kewenangan Kabupaten/Kota

77.000.000

65.218.000

84,73

84,73
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

35.000.000

29.756.000

85,02

85,02

Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG
termasuk PPRG

42.000.000

35.462.000

84,43

84,43

Pemberdayaan Perempuan Bidang
Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
pada Organisasi Kemasyarakatan
Kewenangan Kabupaten/Kota

325.000.000

308.891.500

91,74

91,74

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
Peningkatan Partisipasi Perempuan dan
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

50.000.000

43.482.000

86,96

86,96

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi
Perempuan di Bidang Politik, Hukum,
Sosial dan Ekonomi

275.000.000

265.409.500

96,51

96,51

Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Pemberdayaan
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

800.000.000

620.477.000

83,71

83,71

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan
kepada Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

50.000.000

41.923.000

83,85

83,85

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Lembaga Penyedia Layanan
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

'700.000.000

532.984.000

76,14

76,14

Pengembangan Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE)Pemberdayaan

50.000.000

45.570.000

91,14

91,14
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota

PROGRAM PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

50.000.000

46.112.000

92,22

92,22

Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan
bagi Perempuan Korban Kekerasan
yang Memerlukan Koordinasi
Kewenangan Kabupaten/Kota

50.000.000

46.112.000

92,22

92,22

Penyediaan Layanan Pengaduan
Masyarakat bagi Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota

50.000.000

46.112.000

92,22

92,22

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELUARGA

323.000.000

295.274.000

91,42

91,42

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam
Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG)
dan Hak Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

323.000.000

295.274.000

91,42

91,42

Pengembangan Kegiatan Masyarakat
untuk Peningkatan Kualitas Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota

323.000.000

295.274.000

91,42

91,42

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK
(PHA)

100.000.000

91.002.000

91,00

91,00

Penguatan dan Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

100.000.000

91.002.000

91,00

91,00

11-268 |

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026




No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Penyediaan Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

50.000.000

44.450.000

88,90

88,90

Penguatan Jejaring antar Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

50.000.000

46.552.000

93,10

93,10

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS
ANAK

175.000.000

174.010.000

99,43

99,43

Penyediaan Layanan bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus yang
Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

175.000.000

174.010.000

99,43

99,43

Penyediaan Layanan Pengaduan
Masyarakat bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

175.000.000

174.010.000

99,43

99,43

2.09

PANGAN

Sangat Rendah

0,00

2.10

PERTANAHAN

8.977.381.100

7.806.514.714

80,00

Tinggi

75,89

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH GARAPAN

250.000.000

189.785.000

80,00

64,51
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah
Garapan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

250.000.000

189.785.000

80,00

64,51

Inventarisasi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan dalam 1 (satu)
Daerah Kab/Kota

175.000.000

162.785.000

80,00

93,02

Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah
Garapan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

75.000.000

27.000.000

80,00

36,00

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN

8.727.381.100

7.616.729.714

80,00

87,27

Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti
Kerugian dan Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

8.727.381.100

7.616.729.714

80,00

87,27

Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian
dan Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

8.727.381.100

7.616.729.714

80,00

87,27

2.11

LINGKUNGAN HIDUP

30.716.066.271,00

30.078.260.005,00

88,89

Tinggi

89,80

PROGRAM PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP

720.203.200,00

646.909.600,00

100,00

92,82

Kegiatan Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kabupaten/Kota

720.203.200,00

646.909.600,00

100,00

92,82
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Sub Kegiatan Pembuatan Dan
Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

620.203.200,00

549.949.200,00

100,00

88,67

Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS
Rencana Tata Ruang

100.000.000,00

96.960.400,00

100,00

96,96

PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

75.000.000,00

70.803.600,00

100,00

95,84

Kegiatan Pencegahan Pencemaran
Dan/Atau Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota

50.000.000,00

47.918.600,00

100,00

95,84

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi,
Dan Pelaksanaan Pencegahan
Pencemaran Lingkungan Hidup
Dilaksanakan Terhadap Media Tanah,
Air, Udara, Dan Laut

50.000.000,00

47.918.600,00

100,00

95,84

Kegiatan Penanggulangan Pencemaran
Dan/Atau Kerusakan Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota

25.000.000,00

22.885.000,00

100,00

91,54

Sub Kegiatan Pemberian Informasi
Peringatan Pencemaran Dan/Atau
Kerusakan Lingkungan Hidup Pada
Masyarakat

25.000.000,00

22.885.000,00

100,00

91,54

PROGRAM PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

327.500.000,00

322.758.400,00

100,00

99,21

Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman
Hayati Kabupaten/Kota

327.500.000,00

322.758.400,00

100,00

99,21
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau (RTH)

300.000.000,00

295.258.400,00

100,00

98,42

Sub Kegiatan Pengelolaan Taman
Keanekaragaman Hayati Di Luar
Kawasan Hutan

27.500.000,00

27.500.000,00

100,00

100,00

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP IZIN
LINGKUNGAN DAN IZIN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

72.500.000,00

63.547.600,00

100,00

87,07

Kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan
Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan
Yang Izin Lingkungan Dan Izin Pplh
Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

72.500.000,00

63.547.600,00

100,00

87,07

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan
Ketentuan Dan Kewajiban Izin
Lingkungan Dan/Atau Izin PPLH

50.000.000,00

44.307.600,00

100,00

88,62

Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

22.500.000,00

19.240.000,00

100,00

85,51

PROGRAM PENINGKATAN
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT

25.000.000,00

21.154.000,00

100,00

84,62

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan,
Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan
Hidup Untuk Lembaga Kemasyarakatan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

25.000.000,00

21.154.000,00

100,00

84,62
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Sub Kegiatan Penyelenggaraan
Penyuluhan Dan Kampanye Lingkungan
Hidup

25.000.000,00

21.154.000,00

100,00

84,62

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN
LINGKUNGAN HIDUP

20.000.000,00

12.843.500,00

100,00

64,22

Kegiatan Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat Di Bidang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Pplh) Kabupaten/Kota

20.000.000,00

12.843.500,00

100,00

64,22

Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan
Permasalahan Pencemaran Dan
Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat
Kabupaten/Kota

20.000.000,00

12.843.500,00

100,00

64,22

PROGRAM PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN

7.913.044.568,00

7.689.110.623,00

100,00

94,77

Kegiatan Pengelolaan Sampah

7.913.044.568,00

7.689.110.623,00

100,00

94,77

Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengelolaan
Persampahan

785.250.000,00

740.333.900,00

100,00

94,28

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Dan
Prasarana Pengelolaan Persampahan Di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

414.750.000,00

404.550.000,00

100,00

97,54

Sub Kegiatan Penanganan Sampah
Melalui Pengangkutan

5.428.808.700,00

5.291.336.053,00

100,00

97,47

Sub Kegiatan Penanganan Sampah
Melalui Pemilahan Dan Pengolahan
Sampah Di Instalasi Pengolahan

1.154.235.868,00

1.141.517.868,00

100,00

98,90
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,
PSEL/PLTSA, RDF, Pusat
Pengomposan, Biodigester, Bank
Sampah Dan Fasilitas Lainnya Sesuai
Dengan Peraturan Perundangan

Sub Kegiatan Penanganan Sampah
Melalui Pemrosesan Akhir Sampah Di
TPA/TPST Kabupaten/Kota Atau
TPA/TPST Regional

130.000.000,00

111.372.802,00

100,00

85,67

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
REGIONAL

50.000.000,00

49.920.700,00

100,00

99,84

Kegiatan Pengembangan Sistem Dan
Pengelolaan Persampahan Di Daerah
Kabupaten/Kota

50.000.000,00

49.920.700,00

100,00

99,84

Sub Kegiatan Peningkatan
TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS

50.000.000,00

49.920.700,00

100,00

99,84

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL

1.466.790.600

1.426.903.200

100,00

Sangat Tinggi

95,48

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

1.109.463.700

1.089.105.300

100,00

97,98

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

965.818.500

948.711.600

100,00

98,23

Pencatatan, Penatausahaan dan
Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran
Penduduk

965.818.500

948.711.600

100,00

98,23

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

143.645.200

140.393.700

100,00

97,74
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)
Pelayanan secara Aktif Pendaftaran
Peristiwa Kependudukan dan 143.645.200 140.393.700 | 100,00 97,74
Pencatatan Peristiwa Penting Terkait ) ’ ) ) ’ ’
Pendaftaran Penduduk
PROGRAM PENCATATAN SIPIL 175.986.200 172.386.200 100,00 97,20
Pelayanan Pencatatan Sipil 60.964.600 59.254.600 100,00 97,20
Peningkatan dalam Pelayanan 60.964.600 59.254.600 | 100,00 97,20
Pencatatan Sipil
Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 115.021.600 113.131.600 | 100,00 97,51
Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran
Peristiwa Kependudukan dan
Pencatatan Peristiwa Penting terkait 81.277.000 80.917.000 100,00 99,56
Pencatatan Sipil
Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil 33.744.600 32.214.600 | 100,00 95,47
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 181.340.700 165.411.700 100,00 91,27
Pengumpulan Data Kependudukan dan
Pemanfaatan dan Penyajian Database 35.365.700 32.930.800 100,00 93,12
Kependudukan
Pengolahan dan Penyajian Data 35.365.700 32.930.800 100,00 93,12
Kependudukan
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi 145.975.000 132.480.900 | 100,00 89,42
Administrasi Kependudukan
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)

Fa51l}tg51 ter‘kalt Pengelolaan Informasi 64.774.200 64.754.200 100,00 99.97
Administrasi Kependudukan
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data 28.548.500 24.738.500 | 100,00 86,65
Kependudukan
Sosialisasi Terkait Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan 52.652.300 42.988.200 100,00 81,65

2.13 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 13.075.727.983 12.775.482.810 98,75 Sangat Tinggi 95,85
PROGRAM PENATAAN DESA 331.581.326 316.301.500 95,00 95,39
Penyelenggaraan Penataan Desa 331.581.326 316.301.500 90,00 95,39
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 331.581.326 316.301.500 100,00 95,39
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA
ANTAR DESA 25.000.000 22.717.000 100,00 90,87
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa 25.000.000 22.717.000 100,00 90,87
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam 95.000.000 99.717.000 100,00 90,87
Kabupaten/Kota
PROGRAM ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA 9.852.520.000 9.666.366.310 100,00 98,87
Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Administrasi 9.852.520.000 9.666.366.310 100,00 98,87
Pemerintahan Desa
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Fasilitasi Penyelenggaraan Adminitrasi
Pemerintahan Desa

150.000.000

147.246.470

100,00

98,16

asilitasi Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Desa

50.000.000

50.000.000

100,00

100,00

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

6.373.520.000

6.223.160.540

100,00

97,64

Pembinaan Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Desa

865.000.000

851.500.500

100,00

98,44

Pembinaan dan Pemberdayaan
BUMDesa dan Lembaga Kerjasama
antar Desa

2.339.000.000

2.319.619.300

100,00

99,17

Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

75.000.000

74.839.500

100,00

99,79

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

2.866.626.657

2.770.098.000

100,00

98,26

Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang Bergerak di
Bidang Pemberdayaan Desa dan
Lembaga Adat Tingkat Daerah
kabupaten/Kota serta Pemberdayaan
masyarakat Hukum Adat yang
Masyarakat Pelakunya Hukum Adat
yang sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota

2.866.626.657

2.770.098.000

100,00

98,26

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Lembaga Kemasyarakatan
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK,
Posyandu, LPM, dan Karang Taruna)

490.900.000

489.400.000

100,00

99,69
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
Mayarakat Hukum Adat

Fasilitasi Penyediaan Sarana dan
Prasarana Kelembagaan Lembaga
Kemasyrakatan Desa/Kelurahan (RT,
RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang
Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan
dan Masyarakat Hukum Adat

1.255.000.000

1.184.785.000

100,00

94,41

Fasilitasi Pengembangan Usaha
Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah
Desa dalam Meningkatkan Pendapatan
Asli Desa

50.000.000

49.998.000

100,00

100,00

Fasilitasi Pemerintah Desa dalam
Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

100.000.000

100.000.000

100,00

100,00

Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat

370.726.657

366.750.000

100,00

98,93

Fasilitasi TIM Penggerak PKK dalam
Penyelenggaraan Gerakan
Pemberdayaan Masayarakat dan
Kesejahteraan Keluarga

600.000.000

579.165.000

100,00

96,53

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

20.975.055.100

20.375.973.238

93,18

Sangat Tinggi

93,18
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan
pemerintah daerah provinsi dengan
pemerintah daerah kabupaten/kota
dalam rangka pengendalian kuantitas
penduduk

100.000.000

86.330.000

86,33

86,33

Penyusunan dan Pemanfaatan Grand
Design Pembangunan Kependudukan
(GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

50.000.000

44.590.000

89,18

89,18

Advokasi, sosialisasi dan fasilitasi
pelaksanaan pendidikan kependudukan
jalur formal di satuan pendidikan
jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, jalur
non formal dan informal

50.000.000

41.740.000

83,48

83,48

Pemetaaan Perkiraan Pengendalian
Penduduk Cakupan daerah
Kabupaten/Kota

584.600.000

560.609.060

96,13

96,13

Pencatatan dan Pengumpulan Data
Keluarga

272.600.000

271.600.000

99,63

99,63

Pengolahan dan Pelaporan Data
Pengendalian Lapangan dan Pelayanan
KB

312.000.000

289.009.060

92,63

92,63

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA
BERENCANA (KB)

13.646.855.100

13.138.002.578

94,15

94,15
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pengendalian Program KKBPK

80.000.000

69.500.000

86,88

86,88

Pengelolaan Operasional dan Sarana di
Balai Penyuluhan Bangga Kencana

1.349.600.000

1.333.978.828

98,84

08,84

Pelaksanaan Mekanisme Operasional
Program Bangga Kencana melalui Rapat
Koordinasi Kecamatan (Rakorcam),
Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan
Mini Lokakarya (Minilok)

390.000.000

332.850.000

85,35

85,35

Promosi dan KIE program KKBPK
melalui media massa cetak dan
elektronik serta media luar ruang

200.000.000

195.178.400

97,59

97,59

Advokasi Program Bangga Kencana oleh
Pokja advokasi kepada Stakeholder dan
Mitra Kerja

170.000.000

135.200.000

79,53

79,53

Pendayagunaan tenaga penyuluh
KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)

3.192.150.000

3.139.076.650

98,72

98,72

Penggerakan kader institusi masyarakat
pedesaan (IMP)

906.000.000

896.040.000

98,90

98,90

Pembinaan IMP dan Program KKBPK di
lini lapangan oleh PKB/PLKB

1.619.500.000

1.577.354.400

97,40

97,40

Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan,
Penggerakan, Pelayanan dan
Pengembangan Program Bangga
Kencana untuk Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh Lapangan
Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

666.650.000

665.682.250

99,85

99,85
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pengendalian dan pendistribusian
kebutuhan alat dan obat kontrasepsi
serta pelaksanaan pelayanan KB di
daerah kabupaten/kota

3.715.420.000

3.404.857.600

91,51

91,51

Pengendalian pendistribusian alat dan
obat kontrasepsi dan sarana penunjang
pelayanan KB ke fasilitas kesehatan
termasuk jaringan dan jejaringnya

70.300.000

68.950.000

98,08

98,08

Peningkatan kesertaan penggunaan
metode kontrasepsi jangka panjang
(MKJP)

1.819.417.000

1.530.534.600

84,12

84,12

Penyediaan Sarana Penunjang
Pelayanan KB

1.648.503.000

1.648.503.000

100,00

100,00

Pembinaan pelayanan keluarga
berencana dan kesehatan reproduksi di
fasilitasi kesehatan termasuk jaringan
dan jejaringnya

90.200.000

81.200.000

90,02

90,02

Peningkatan kesertaan KB pria

55.000.000

45.620.000

82,95

82,95

Promosi dan konseling KB Pasca
Persalinan

32.000.000

30.050.000

93,91

93,91

Pemberdayaan dan peningkatan peran
serta organisasi kemasyarakatan
tingkat daerah kabupaten/kota dalam
pelaksanaan pelayanan dan pembinaan
kesertaan ber-KB

4.549.685.100

4.527.361.100

96,74

96,74

Penguatan peran serta organisasi
kemasyarakatan dan mitra kerja

184.435.100

166.611.100

90,34

90,34
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

lainnya dalam pelaksanaan pelayanan
dan pembinaan kesertaan ber-KB

Integrasi pembangunan lintas sektor di
Kampung KB

3.750.000

3.750.000

100,00

100,00

Pelaksanaan dan pengelolaan Program
Bangga Kencana di kampung Keluarga
Berkualitas

4.361.500.000

4.357.000.000

99,90

99,90

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA
(KS)

6.643.600.000

6.591.031.600

94,15

94,15

Pelaksanaan pembangunan keluarga
melalui pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga

999.200.000

950.711.600

91,02

91,02

Pengelolaan Ketahanan Keluarga
Melalui Pusat Pelayanan
KeluargaSejahtera (PPKS)

19.200.000

14.200.000

73,96

73,96

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan
Ketahanan danKesejahteraan Keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan
Usaha PeningkatanPendapatan
Keluarga Akseptor (UPPKA)

300.000.000

281.880.000

93,96

93,96

Orientasi/pelatihan teknis
pelaksana/kader ketahanan dan
kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha
Peningkatan Pendapatan Keluarga
Akseptor (UPPKA)

324.000.000

304.781.600

94,07

94,07
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Orientasi dan pelatihan teknis pengelola
ketahanan dan kesejahteraan keluarga
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Akseptor (UPPKA)

89.000.000

82.850.000

93,09

93,09

Penyediaan Biaya Operasional bagi
kelompok Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)

267.000.000

267.000.000

100,00

100,00

Pelaksanaan dan peningkatan peran
serta organisasi kemasyarakatan
tingkat daerah kabupaten/kota dalam
pembangunan keluarga melalui
pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga

5.644.400.000

5.640.320.000

97,28

97,28

Pelaksanaan peningkatan kapasitas
mitra dan organisasi kemasyarakatan
dalam pengelolaan program ketahanan
dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR,
BKL, PPKS, PIK-R dan UPPKS)

50.000.000

45.920.000

91,84

91,84

Pemantauan Data dan Informasi
Keluarga Berisiko Stunting
(Termasukremaja Calon
Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca
salin /kelahiran, Baduta/Balita)

2.664.000.000

2.664.000.000

100,00

100,00

Pendampingan Keluarga Berisiko
Stunting (Termasuk remaja
CalonPengantin/Calon PUS, Ibu Hamil,
Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)

2.930.400.000

2.930.400.000

100,00

100,00
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)

2.15 | PERHUBUNGAN 9.463.454.700 9.206.644.561 98,13 Sangat Tinggi 92,72
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 9.463.454.700 9.206.644.561 98,13 92,72
Penetapan Rencana Induk Jaringan
LLAJ Kabupaten / Kota 300.000.000 232.403.500 100,00 77,47
Pelaksanaan Penyusunan Rencana
Induk Jaringan LLAJ Kabupaten /Kota 300.000.000 232.403.500 100,00 77,47
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 4.063.454.700 3.995.107.653 100,00 96,24
Kabupaten/Kota
Pembangunan Prasarana Jalan di jalan 691.061.400 676.369.500 | 100,00 97,87
Kabupaten/kota
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 850.000.000 826.774.500 | 100,00 97,27
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi dan Pemeliharaan 200.000.000 195.825.500 100,00 97,91
Prasarana Jalan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan 2.322.393.300 2.296.138.153 | 100,00 98,87
Perlengkapan Jalan
gengek’laan Terminal Penumpang Tipe 150.000.000 142.054.300 100,00 94,70
Peningkatan Kapasitas Kompetensi
SDM Pengelola Terminal Penumpang 50.000.000 44.996.500 100,00 89,99
Tipe c
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal
(Fasilitas Utama dan Pendukung)

100.000.000

97.057.800

100,00

97,06

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir

2.600.000.000

2.552.214.733

95,00

98,77

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan
Perolehan Izin Penyelenggaraan dan
Pembangunan Fasilitas Parkir
Kewenangan Kabupaten/Kota dalam
Sistem Pelayanan Perizinan berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

2.550.000.000

2.502.514.733

90,00

98,14

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan dan Pembangunan
Fasilitas Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota

50.000.000

49.700.000

100,00

99,40

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

325.000.000

321.758.650

100,00

99,11

Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pengujian Kendaraan Bermotor

93.421.100

93.320.650

100,00

99,89

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian
Kendaraan Bermotor

133.078.900

130.703.000

100,00

98,21

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

98.500.000

97.735.000

100,00

99,22

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

1.790.000.000

1.744.704.325

100,00

97,98
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Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pengawasan dan Pengendalian
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan
untuk Jalan Kabupaten/Kota

1.290.000.000

1.249.039.500

100,00

96,82

Penataan Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas untk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

500.000.000

495.664.825

100,00

99,13

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu
Lintas (Andalalin) untuk Jalan
Kabupaten/Kota

50.000.000

39.100.000

90,00

78,20

Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi
Persetujuan Teknis Andalalin

50.000.000

39.100.000

90,00

78,20

Penyediaan Angkutan Umum untuk
Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang
antar Kota dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

85.000.000

83.448.000

100,00

98,17

Pengendalian dan Pengawasan
Ketersediaan Angkutan Umum untuk
Jasa angkutan Orang dan/atau Barang
Antar Kota dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota

85.000.000

83.448.000

100,00

98,17

Penerbitan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam Trayek Lalu
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam
1(Satu) Daerah Kabupaten /Kota

100.000.000

95.853.400

100,00

95,85
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sangat Rendah

0,00

2.17

KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH

9.483.119.100

8.012.736.306

87,28

Tinggi

87,28

PROGRAM PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN KOPERASI

50.000.000

47.990.000

95,08

95,08

Pemeriksaan dan Pengawasan
Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit
Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/Kota

50.000.000

47.990.000

95,98

95,98

Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan
Pengawasan Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya Daerah
Kabupaten/Kota

50.000.000

47.990.000

95,08

95,08

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN
KSP/USP KOPERASI

50.000.000

48.100.000

96,20

96,20

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi
yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

50.000.000

48.100.000

96,20

96,20
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Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pelaksanaan Penilaian Kesehatan
KSP/USP Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

50.000.000

48.100.000

96,20

96,20

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PERLINDUNGAN KOPERASI

250.000.000

243273000

97,31

97,31

Pemberdayaan dan Perlindungan
Koperasi yang Keanggotaannya dalam
Daerah Kabupaten/Kota

250.000.000

243273000

97,31

97,31

Peningkatan Produktivitas, Nilai
Tambah, Akses Pasar, Akses
Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,
Penataan Manajemen, Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha

250.000.000

243273000

97,31

97,31

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA
MENENGAH, USAHA KECIL, DAN
USAHA MIKRO (UMKM)

2.592.200.000

1.271.450.000

49,05

49,05

Pemberdayaan Usaha Mikro yang
Dilakukan melalui Pendataan,
Kemitraan, Kemudahan Perizinan,
Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi
dengan Para Pemangku Kepentingan

2.592.200.000

1.271.450.000

49,05

49,05

Pemberdayaan Kelembagaan Potensi
dan Pengembangan Usaha Mikro

2.592.200.000

1.271.450.000

49,05

49,05

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

6.540.919.100

6.401.923.306

97,87

97,87

Pengembangan Usaha Mikro dengan
Orientasi Peningkatan
Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

6.540.919.100

6.401.923.306

97,87

97,87
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Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Produksi dan Pengolahan, Pemasaran,
Sumber Daya Manusia, serta Desain
dan Teknologi

6.540.919.100

6.401.923.306

97,87

97,87

PENANAMAN MODAL

Sangat Rendah

0,00

2.19

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

5.125.000.000

5.090.103.900

91,67

Sangat Tinggi

91,26

PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING
KEOLAHRAGAAN

4.625.000.000

4.590.103.900

83,33

82,52

Penyadaran, Pemberdayaan dan
Pengembangan Pemuda dan
Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor
Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda
Pemula, dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota

75.000.000

74.500.000

100,00

99,33

Peningkatan Kepemimpinan,
Kepeloporan dan Kesukarelawanan
Pemuda

75.000.000

74.500.000

100,00

99,33

Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Pendidikan pada Jenjang
Pendidikan yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten / Kota

260.000.000

259.410.300

100,00

99,77
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan 260.000.000 259.410.300 100,00 99,77
Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
Tingkat Daerah Kabupaten /Kota 290.000.000 283.912.000 100,00 97,90
Partisipasi dan Keikutsertaan dalam 290.000.000 283.912.000 | 100,00 97,90
Penyelenggaraan Kejuaraan
Pembinaan dan Pengembangan 2.300.000.000 2.299.700.000 100,00 99,99
Organisasi Olahraga
Pengembangan Organisasi 2.300.000.000 2.299.700.000 100,00 99,99
Keolahragaan
Pembinaan dan Pengembangan 1.700.000.000 1.672.581.600 100,00 98,12
Olahraga Rekreasi
Penyelenggaraan, Pengembangan dan
Pemasalan Festival dan Olahraga 450.000.000 440.012.000 100,00 97,78
Rekreasi
Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga 250.000.000 244.373.500 | 100,00 97,75
Rekreasi
Pengembangan Olahraga Wisata, 1.000.000.000 988.196.100 100,00 08,82
Tantangan dan Petualangan
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS KEPRAMUKAAN 500.000.000 500.000.000 100,00 100,00
Pembinaan dan Pengembangan 500.000.000 500.000.000 | 100,00 100,00
Organisasi Kepramukaan
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)
Peningkatan Kapasitas Organisasi 500.000.000 500.000.000 | 100,00 100,00
Kepramukaan Tingkat Daerah
2.20 | STATISTIK Sangat Rendah 0,00
2.21 | PERSANDIAN Sangat Rendah 0,00
2.22 | KEBUDAYAAN 1.140.000.000 1.135.603.900 100,00 Sangat Tinggi 99,30
PROGRAM PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN 790.000.000 787.023.300 100,00 99,44
Pengelolaan Kebudayaan yang
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 104.160.000 103.324.500 100,00 99,20
Kabupaten/Kota
Pelindungan, Pengembangan,
Pemanfaatan Objek Pemajuan 104.160.000 103.324.500 100,00 99,20
Kebudayaan
Pelestarian Kesenian Tradisional yang
Masyarakat Pelakunya dalam Daerah 685.840.000 683.698.800 100,00 99,69
Kabupaten/Kota
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)

Pelindungan, Pengembangan,
Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi 685.840.000 683.698.800 100,00 99,69
Budaya
PROGRAM PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 350.000.000 348.580.600 100,00 99,15
Penetapan Cagar Budaya Peringkat 300.000.000 299.320.000 | 100,00 99,77
Kabupaten/Kota
Penetapan Cagar Budaya 300.000.000 299.320.000 100,00 99,77
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat 50.000.000 49.260.600 | 100,00 98,52
Kabupaten/Kota
Pengembangan Cagar Budaya 50.000.000 49.260.600 100,00 98,52

2.23 | PERPUSTAKAAN 1.780.089.000 1.696.428.900,00 75,35 Sedang 75,35
PROGRAM PEMBINAAN
PERPUSTAKAAN 1.780.089.000 1.696.428.900,00 75,35 75,35
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat
Daerah Kabupaten /Kota 571.000.000 535.105.900,00 86,39 86,39
Pengembangan dan Pemeliharaan 165.500.000 164.295.100,00 99,27 99,27
Layanan Perpustakaan Elektronik
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat 70.000.000 67.168.000,00 | 95,95 95,95
Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Kekhasan Koleksi
Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah 50.000.000 43.800.000,00 87,60 87,60
Kabupaten/Kota
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)

Pembinaan Perpustakaan pada Satuan
Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah
Kabupaten /Kota Sesuai dengan Standar 71.500.000 61.815.800,00 86,46 86,46
Nasional Perpustakaan
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat 55.000.000 47.280.000,00 85,96 85,96
Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Layanan Perpustakaan
Rujukan Tingkat Kabupaten /Kota 144.000.000 143.247.000,00 99,48 99,48
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan 15.000.000 7.500.000,00 50,00 50,00
Pustaka
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat 1.209.089.000 1.161.323.000,00 64,32 64,32
Daerah Kabupaten/Kota
Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi
pada Satuan Pendidikan Dasar dan 68.634.000 64.758.000,00 94,35 94,35
Pendidikan Khusus serta Masyarakat
Pembangunan dan Pemeliharaan
Sarana Perpustakaan di Tempat- 1.086.455.000 1.064.075.000,00 | 97,94 97,94
Tempat Umum yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
gggﬁ;mbangan Literasi Berbasis Inklusi 50.000.000 32.490.000,00 | 64,08 64,08
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah 4.000.000 ) 0,00 0,00
Kabupaten/Kota

2.24 | KEARSIPAN 388.500.000 363.871.200,00 81,20 Tinggi 81,20
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 363.500.000 345.457.200,00 88,75 88,75
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah 300.500.000 291.507.200,00 | 96,42 96,42
Kabupaten/Kota
Penciptaan dan Penggunaan Arsip 209.500.000 205.127.200,00 | 97,91 97,91
Dinamis
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan
91.000.000 86.380.000,00 94,92 94,92

Kabupaten/Kota
Pengelolaan Arsip Statis Daerah 30.000.000 20.950.000,00 | 69,83 69,83
Kabupaten/Kota
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan 30.000.000 20.950.000,00 69,83 69,83
Akses Arsip Statis
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi
Kearsipan Nasional Tingkat 33.000.000 33.000.000,00 100,00 100,00
Kabupaten/Kota
Penyediaan Informasi, Akses dan
Layanan Kearsipan Tingkat Daerah 33.000.000 33.000.000,00 100,00 100,00
Kabupaten/Kota Melalui JIKN
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PENYELAMATAN ARSIP 25.000.000 18.414.000,00 73,66 73,66
Pemusnahan Arsip Dilingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
yang Memiliki Retensi di Bawah 10 25.000.000 18.414.000,00 73,66 73,66
(Sepuluh) Tahun
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan
Pemusnahan Arsip yang Memiliki 25.000.000 18.414.000,00 73,66 73,66
Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

3 URUSAN PILIHAN 20.139.049.200 19.334.334.046 96,30 Sangat Tinggi 96,00
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)
3.25 | KELAUTAN DAN PERIKANAN Sangat Rendah 0,00
3.26 | PARIWISATA 1.146.693.000 1.084.902.957 100,00 Sangat Tinggi 96,35

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK

DESTINASI PARIWISATA 327.398.000 278.422.457 100,00 90,72

Pengelolaan Daya Tarik Wisata 68.000.000 67.500.000 100,00 99,26

Kabupaten / Kota

Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan

Daya Tarik Wisata Kabupaten /Kota 68.000.000 67.500.000 100,00 99,26

Pengelolaan Kawasan Strategis 182.000.000 134.147.000 | 100,00 73,71

Pariwisata Kabupaten/Kota

Perencanaan Kawasan Strategis 182.000.000 134.147.000 | 100,00 73,71

Pariwisata Kabupaten/Kota

Pengelolaan Destinasi Pariwisata 77.398.000 76.775.457 | 100,00 99,20

Kabupaten/Kota

Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana dalam 77.398.000 76.775.457 | 100,00 99,20

Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Kabupaten/ Kota

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 819.295.000 806.480.500 100,00 98,57
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Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD
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Realisasi (Rp)
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Predikat Fisik
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar
Negeri Daya Tarik, Destinasi dan
Kawasan Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota

819.295.000

806.480.500

100,00

98,97

Penyediaan Data dan Penyebaran
Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota,
Baik Dalam dan Luar Negeri

58.800.000

58.800.000

100,00

100,00

Fasilitasi Kegiatan Pemasaran
Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
Pariwisata Kabupaten/Kota

450.000.000

439.761.500

100,00

97,72

Penguatan Promosi Melalui Media
Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya
Baik Dalam dan Luar Negeri

310.495.000

307.919.000

100,00

99,17

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
EKONOMI KREATIF

1.150.000.000

1.129.018.901

100,00

08,18

PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF MELALUI PEMANFAATAN
DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL

350.000.000

342.149.051

100,00

97,76

Penyediaan Prasarana (Zona
Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif)
sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi
dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di
Daerah Kabupaten/Kota

350.000.000

342.149.051

100,00

97,76

Pengembangan dan Revitalisasi
Prasarana Kota Kreatif

350.000.000

342.149.051

100,00

97,76
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI 800.000.000 786.869.850 100,00 98,36
KREATIF
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia Pariwisata dan 800.000.000 786.869.850 100,00 98,36
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi,
Distribusi Konsumsi dan Konservasi 800.000.000 786.869.850 100,00 98,36
Ekonomi Kreatif

3.27 | PERTANIAN Sangat Rendah 0,00

3.28 | KEHUTANAN 135.000.000 133.527.200
PROGRAM KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM HAYATI DAN 135.000.000,00 133.527.200,00 100,00 98,64
EKOSISTEMNYA
Kagiatan Pengelolaan Taman Hutan
Raya (Tahura) Kabupaten/Kota 135.000.000,00 133.527.200,00 100,00 98,64
Sub Keglatan Pengamanan Kawasan 100.000.000,00 99.207.200,00 | 100,00 99,21
Tahura Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Dan
Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar 35.000.000,00 34.320.000,00 100,00 98,06
Tahura Kabupaten/Kota
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)
3.29 | ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Sangat Rendah 0,00
3.30 | PERDAGANGAN 1.728.409.000 1.684.325.415 98,19 Sangat Tinggi 98,19

PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.085.438.200 1.077.479.115 99,53 99,53
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana 935.438.200 927.638.200 | 99,17 99,17
Distribusi Perdagangan
Penyediaan Sarana Distribusi 935.438.200 927.638.200 99,17 99,17
Perdagangan
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana
Distribusi Perdagangan Masyarakat di 150.000.000 149.840.915 99,89 99,89
Wilayah Kerjanya
Pemberdayaan Pengelola Sarana 150.000.000 149.840.915 | 99,89 99,89
Distribusi Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN 418.487.400 383.862.900 92,94 92,94
BARANG PENTING
Menjamin Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 193.487.400 169.487.400 88,70 88,70
di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi 143.487.400 123.987.400 | 86,41 86,41
Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok
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Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

dan Barang Penting di Tingkat Agen dan
Pasar Rakyat

Pengendalian Ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat

50.000.000

45.500.000

91,00

91,00

Pengendalian Harga, dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

225.000.000

214.375.500

97,17

97,17

Pemantauan Harga dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
pada Pelaku Usaha Distribusi Barang
dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

50.000.000

50.000.000

100,00

100,00

Pemantauan Harga dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi
dalam Sistem Informasi Perdagangan

50.000.000

50.000.000

100,00

100,00

Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan
Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1
(satu) Kabupaten/Kota

125.000.000

114.375.500

91,50

91,50

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

50.000.000

50.000.000

100,00

100,00

Penyelenggaraan Promosi Dagang
melalui Pameran Dagang dan Misi
Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
yang terdapat pada 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

50.000.000

50.000.000

100,00

100,00

Pameran Dagang Lokal

50.000.000

50.000.000

100,00

100,00
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)
PROGRAM STANDARDISASI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN 74.483.400 74.483.400 100,00 100,00
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa 74.483.400 74.483.400 | 100,00 100,00
Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa 55.356.200 55.356.200 100,00 100,00
Tera, Tera Ulang
E:gagf‘wasan/ Penyuluhan Metrologi 19.127.200 19.127.200 100,00 100,00
PROGRAM PENGGUNAAN DAN
PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 100.000.000 98.500.000 98,50 98,50
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam 100.000.000 98.500.000 98,50 98,50
Negeri
Pelaksanaan Promosi Penggunaan
Produk Dalam Negeri di Tingkat 100.000.000 98.500.000 98,50 98,50
Kabupaten/Kota
3.31 | PERINDUSTRIAN 800.000.000 768.507.000 83,95 Tinggi 83,95
PROGRAM PERENCANAAN DAN
PEMBANGUNAN INDUSTRI 750.000.000 733.947.000 98,77 98,77
Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Industri 750.000.000 733.947.000 98,77 98,77
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Kebijakan Percepatan 500.000.000 485.537.000 97,11 97,11
Pengembangan, Penyebaran dan
Perwilayahan Industri
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pembangunan Sumber
Daya Industri

200.000.000

198.410.000

99,21

99,21

Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Pelaksanaan Pemberdayaan Industri
dan Peran Serta Masyarakat

50.000.000

50.000.000

100,00

100,00

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

50.000.000

34.560.000

69,12

69,12

Penyediaan Informasi Industri untuk
Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI
dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

50.000.000

34.560.000

69,12

69,12

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan
dan Analisis Data Industri, Data
Kawasan Industri serta Data Lain
Lingkup Kabupaten/Kota Melalui
Sistem Informasi Industri Nasional

50.000.000

34.560.000

69,12

69,12

3.32

TRANSMIGRASI

Rp 298.641.200

Rp 133.208.154

61,03

Rendah

45,77

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN
TRANSMIGRASI

Rp 298.641.200

Rp 133.208.154

61,03

45,77

Penataan Persebaran Penduduk yang
berasal dari 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Rp 298.641.200

Rp 133.208.154

61,03

45,77

Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama
Pembangunan Transmigrasi yang
Berasal dari 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Rp 50.000.000

Rp 41.971.354

83,94

83,94
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)

Pemindahan dan Penempatan
Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Rp 130.000.000 Rp 49.130.500 37,79 37,79
Daerah Kabupaten/Kota
Penyuluhan Transmigran Rp 68.641.300 Rp 42.106.300 61,34 61,34
Pelatihan Transmigran Rp 49.999.900 - - 0,00
PENDUKUNG URUSAN . .

4 PEMERINTAHAN 278.050.150.145 270.602.520.584 100,00 Sangat Tinggi 97,32

4.01 | SEKRETARIAT DAERAH 75.791.487.602,00 73.878.818.291 100,00 Sangat Tinggi 97,48
PERENCANAAN, PENGANGGARAN,
DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT 130.021.500,00 95.285.600,00 100,00 73,28
DAERAH
Penyusunan Dokumen Perencanaan 44.469.500,00 35.606.700,00 | 100,00 80,07
Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD 11.637.500,00 10.013.400,00 100,00 86,04
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD 6.555.000,00 5.055.000,00 100,00 77,12
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.892.500,00 3.367.700,00 100,00 68,83
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
DPA- SKPD 7.030.000,00 3.967.900,00 100,00 56,44
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 55.437.000,00 37.274.900,00 100,00 67,24
Kinerja SKPD
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Administrasi Keuangan Perangkat 25.431.305.012,00 25.257.578.284,00 | 100,00 99,32
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 25.389.220.012,00 25.221.993.484,00 100,00 99,34
Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD 20.852.500,00 17.852.500,00 100,00 85,61
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan 21.232.500,00 17.732.300,00 100,00 83,51
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi barang milik daerah pada 18.483.100,00 17.255.000,00 100,00 93,36
perangkat daerah
Penyusunan perencanaan kebutuhan

& 3.322.300,00 2.400.000,00 100,00 72,24
barang milik daerah
Rekonsiliasi dan penyusunan laporan 15.160.800,00 14.855.000,00 | 100,00 97,98
barang milik daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat 416.867.000,00 390.720.000,00 100,00 93,73
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 75.207.000,00 74.900.000,00 100,00 99,59
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bimbingan Teknis Implementasi 341.660.000,00 315.820.000,00 100,00 92,44
Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.456.916.750,00 5.427.828.058,00 100,00 99,47
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 810.623.100,00 794.490.850,00 | 100,00 98,01
Kantor
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.757.166.500,00 1.752.416.537,00 100,00 99,73
Penyediaan Barang Cetakan dan 181.198.250,00 179.170.800,00 100,00 08,88
Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan 167.750.000,00 167.696.000,00 100,00 99,97
Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu 579.020.000,00 575.595.676,00 100,00 99,41
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 1.893.629.000,00 1.893.018.295,00 | 100,00 99,97
Konsultasi SKPD
gfg’gausahaan arsip dinamis pada 15.999.900,00 15.999.900,00 100,00 100,00
dukungan pelak. Sistem pemerintahan 51.530.000,00 49.440.000,00 100,00 95,94
berbasis elektronik
Pengadaan Barang Milik Daerah 2.705.589.800,00 2.652.694.490,00 | 100,00 98,04
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas 1.001.530.000,00 967.130.000,00 | 100,00 96,57
Operasional atau Lapangan
Pengadaan Peralatan dan Mesin 1.326.710.300,00 1.310.569.500,00 | 100,00 98,78
Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana 377.349.500,00 374.994.990,00 100,00 99,38
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 5.673.839.251,00 5.271.729.937,00 | 100,00 92,91
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 1.663.417.500,00 1.330.650.341,00 | 100,00 79,99
Daya Air dan Listrik
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Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

4.010.421.751,00

3.941.079.596,00

100,00

98,27

Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

5.464.927.800,00

4.950.835.236,00

100,00

90,59

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

406.187.800,00

351.717.920,00

100,00

86,59

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

1.430.116.400,00

1.395.512.572,00

100,00

97,58

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

297.369.000,00

296.821.750,00

100,00

99,82

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

3.331.254.600,00

2.906.782.994,00

100,00

87,26

Administrasi Keuangan dan Operasional
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

1.168.818.750,00

1.137.158.500,00

100,00

97,29

Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut
Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

299.818.750,00

299.000.000,00

100,00

99,73

Pelaksanaan Medical Check Up Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

69.000.000,00

57.300.000,00

100,00

83,04
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)
Penyediaan Dana Penunjang
Operasional Kepala Daerah dan Wakil 800.000.000,00 780.858.500,00 100,00 0,98
Kepala Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat 480.519.000,00 480.360.725,00 | 100,00 99,97
Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 350.032.600,00 350.030.675,00 100,00 100,00
Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 25.000.000,00 24.975.000,00 | 100,00 90,90
Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 105.486.400,00 105.355.050,00 | 100,00 99,88
Sekretariat Daerah
PENATAAN ORGANISASI 520.000.000,00 477.437.429,00 100,00 91,81
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis 175.600.000,00 170.008.200,00 100,00 96,82
Jabatan
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata 30.000.000,00 26.007.300,00 100,00 86,69
Laksana
Peningkatan Kinerja dan Reformasi 229.400.000,00 206.433.378,00 100,00 89,99
Birokrasi
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian
Kualitas Pelayanan Publik dan Tata 75.000.000,00 65.064.551,00 100,00 86,75
Laksana
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 10.000.000,00 9.924.000,00 | 100,00 99,24
Kinerja Pemerintah Daerah
PELAKSANAAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN 7.600.000.000,00 7.340.732.497,00 100,00 96,56
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Fasilitasi Keprotokolan 4.200.000.000,00 4.003.760.397,00 100,00 95,33
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 2.375.000.000,00 2.343.076.700,00 100,00 98,66
Pendokumentasian Tugas Pimpinan 1.025.000.000,00 993.895.400,00 100,00 96,97
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT 18.364.641.700,00 18.074.682.190,00 100,00 98,42
Administrasi Tata Pemerintahan 1.700.000.000,00 1.511.545.991,00 100,00 88,91
Penataan Administrasi Pemerintahan 636.518.600,00 516.084.654,00 100,00 81,08
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 339.011.500,00 313.412.001,00 100,00 92,45
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 724.469.900,00 682.049.336,00 100,00 94,14
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan 15.784.641.700,00 15.728.583.099,00 | 100,00 99,64
Rakyat
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 1.026.283.600,00 981.010.564,00 | 100,00 95,59
Spiritual
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan 14.608.358.100,00 14.600.557.535,00 100,00 99,95
Sosial
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan 150.000.000,00 147.015.000,00 100,00 98,01
Masyarakat
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 580.000.000,00 539.661.100,00 100,00 93,05
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum 290.000.000,00 269.311.700,00 | 100,00 92,87
Daerah
Fasilitasi Bantuan Hukum 155.000.000,00 144.314.600,00 100,00 93,11
Pendokumentasian Produk Hukum dan 135.000.000,00 126.034.800,00 | 100,00 93,36
Pengelolaan Informasi Hukum
Fasilitasi Kerjasama Daerah 300.000.000,00 294.892.000,00 100,00 98,30
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 100.000.000,00 99.997.000,00 100,00 100,00
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 80.000.000,00 80.000.000,00 100,00 100,00
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 120.000.000,00 114.895.000,00 100,00 95,75
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN 2.359.557.939,00 2.304.520.345,00 100,00 97,67
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 1.472.912.600,00 926.791.700,00 100,00 62,92
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring
dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan 507.912.600,00 501.110.600,00 100,00 98,66
BUMD dan BLUD
Pengendalian dan Distribusi 430.000.000,00 425.681.100,00 | 100,00 99,00
Perekonomian
Pemantauan kebijakan sumber daya 100,00
alam
Koordinasi sinkronisasi dan evaluasi
kebijakan pertanian kehutanan 385.000.000,00 377.442.000,00 100,00 98,04
perikanan
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)
Koordinasi sinkronisasi dan evaluasi
kebijakan pertambanagn dan lingk. 150.000.000,00 147.880.000,00 100,00 98,59
Hidup
Pelaksanaan Administrasi 356.645.339,00 350.570.339,00 100,00 98,30
Pembangunan
Fasilitasi Penyusunan Program 45.000.000,00 40.500.000,00 100,00 90,00
Pembangunan
Pengendalian dan Evaluasi Program 132.530.000,00 130.955.000,00 100,00 98,81
Pembangunan
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan 179.115.339,00 179.115.339,00 | 100,00 100,00
Pelaksanaan Pembangunan
?Z?fek’laan Pengadaan Barang dan 530.000.000,00 501.836.306,00 | 100,00 94,69
Ezrsfelolaan Pengadaan Barang dan 283.635.000,00 258.404.656,00 100,00 91,10
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara 92.000.000,00 91.996.650,00 100,00 100,00
Elektronik
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan 154.365.000,00 151.435.000,00 | 100,00 98,10
Barang dan Jasa
4.02 | SEKRETARIAT DPRD 29.951.487.700 29.112.185.176 99,64 Sangat Tinggi 94,15
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI DPRD 29.951.487.700 20.112.185.176 99,64 94,15
Kegiatan Pembentukan Peraturan
D s Peraturan DPRD 4.181.339.700 3.949.244.002 97,50 96,98
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Sub Kegiatan Penyusunan dan
Pembahasan Program Pembentukan 251.412.000 249.801.210 100,00 99,36
Peraturan Daerah
Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan 3.398.228.700 3.180.002.301 | 90,00 93,58
Peraturan Daerah
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian 291.839.000 290.843.991 100,00 99,66
Perundang-Undangan
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan
Penjelasan/Keterangan Naskah 239.860.000 228.596.500 100,00 95,30
Akademik
Kegiatan Pembahasan Kebijakan 2.500.293.000 2.480.737.464 100,00 08,93
Anggaran
Sub egiatan Pembahasan KUA dan 325.153.000 324.184.718 | 100,00 99,70
Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan
KUA dan Perubahan PPAS 556.694.000 553.361.000 100,00 99,40
Sub Kegiatan Pembahasan APBD 615.716.000 605.466.054 100,00 98,34
Sub Kegiatan Pembahasan APBD 461.079.000 458.560.895 100,00 99,45
Perubahan
Sub Kegiatan Pembahasan Laporan 31.910.000 30.950.000 100,00 96,99
Semester
Sub Kegiatan Pembahasan
Pertanggungjawaban APBD 509.741.000 508.214.797 100,00 99,70
Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan 1.368.663.000 1.228.043.721 100,00 80,57
Pemerintahan
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)
Sub Kegiatan Pengawasan Urusan
Pemerintahan bidang Pemerintahan dan 80.160.000 64.860.000 100,00 80,91
Hukum
Sub Kegiatan Pengawasan Urusan
Pemerintahan Bidang Infrastruktur 42.440.000 33.705.000 100,00 79,42
Sub Kegiatan Pengawasan Urusan
Pemerintahan Bidang Kesejahteraan 75.020.000 61.785.000 100,00 82,36
Rakyat
Sub Kegiatan Pengawasan Urusan 75.020.000 53.085.000 100,00 70,76
Pemerintahan Bidang Perekonomian
Sub Kegiatan Pengawasan Urusan
Pemerintahan Bidang Sumber Daya 42.440.000 29.320.000 100,00 69,09
Alam
Sub Kegiatan Pengawasan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan 25.874.000 25.569.000 100,00 08,82
Keuangan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan
Sub Keglatan Pengawasan Penggunaan 171.645.000 109.610.000 | 100,00 63,86
Anggaran
Sub Kegiatan Pembahasan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 856.064.000 850.109.721 100,00 99,30
Daerah
Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD 4.688.427.000 4.448.392.622 100,00 92,93
Sub Kegiatan Orientasi DPRD 565.200.000 472.626.729 100,00 83,62
Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD 1.287.214.000 1.238.690.793 100,00 96,23
II-311 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026




No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli 211.500.000 211.500.000 100,00 100,00
Fraksi
Sub Kegiatan Penyelenggaraan 247.030.000 198.450.000 | 100,00 80,33
Hubungan Masyarakat
Sub Kegiatan Penyusunan Program 185.237.000 184.564.500 | 100,00 99,64
Kerja DPRD
Sub Kegiatan Publikasi dan
Dokumentasi DPRD 2.192.246.000 2.142.560.600 100,00 97,73
Kegiatan Penyerapan dan

. L 1.790.800.000 1.651.478.000 100,00 93,28
Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Sub Kegiatan Kunjungan Kerja dalam 471.850.000 401.518.000 | 100,00 85,09
Daerah
Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok 4.500.000 4.500.000 | 100,00 100,00
Pikiran DPRD
Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses 1.314.450.000 1.245.460.000 100,00 94,75
Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan
Kode Etik DPRD 103.320.000 101.230.200 100,00 97,98
Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik 103.320.000 101.230.200 100,00 97,98
DPRD
Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD 15.318.645.000 15.253.059.167 100,00 98,39
Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi
Pelaksanaan Tugas DPRD 12.530.605.400 12.514.770.997 100,00 99,87
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Sub Kegiatan Penyusunan Laporan 113.226.600 108.803.010 | 100,00 96,09
Kinerja DPRD
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan 749.131.000 748.493.845 | 100,00 99,91
Tugas Badan Musyawarah
g‘;‘;geglamn Fasilitasi Tugas Pimpinan 1.925.682.000 1.880.991.315 100,00 97,68

) PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 116.734.557.800 108.181.398.836 99,38 Sangat Tinggi 92,67

5.01 | PERENCANAAN 4.580.343.300,00 4.409.517.749,00 100,00 Sangat Tinggi 91,55
PROGRAM PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 1.887.099.300 1.832.185.300 100,00 88,37
PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan Perencanaan dan 1.635.099.300 1.598.612.600 | 100,00 89,32
Pendanaan
Analisis kondisi Daerah, Permaslahan 10.000.000 6.256.500 | 100,00 62,57
dan isu Strategis Pembangunan Daerah
Kondisi Penelaahan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah 10.000.000 7.300.000 100,00 73,00
dengan Dokumen Kebijakan lainnya
Pelaksanaan Konsultasi Publik 28.400.000 26.400.000 100,00 92,96
Koordinasi Pelaksanaan Forum
Perangkat Daerah/Lintas Perangkat 26.470.000 26.328.400 100,00 99,47
Daerah
Pelaksanaan Musrembang 273.852.000 272.077.400 100,00 99,35
Kabupaten/Kota
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Penyiapan Bahan Koordinasi
Musrembang Kecamatan

27.655.800

27.655.800

100,00

100,00

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan
Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota

1.258.721.500

1.232.594.500

100,00

97,92

Analisis Data dan Informasi
Pemerintahan Daerah Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah

95.000.000

84.750.000

100,00

80,98

Analisis Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah

14.459.000

10.459.000

100,00

72,34

Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan
Informasi Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah

63.648.000

61.898.000

100,00

97,25

Penyusunan Profil Pembangunan
Daerah Kabupaten/Kota

16.893.000

12.393.000

100,00

73,36

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Perencanaan Pembangunan
Daerah

157.000.000

148.822.700

100,00

94,79

Monitoring Evaluasi dan Penyusunan
Laporan Berkala Pelaksanaan
Pembangunan Daerah

157.000.000

148.822.700

100,00

94,79

PROGRAM KOORDINASI DAN
SINKRONISASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

2.693.244.000

2.577.332.449

100,00

94,74

Koordinasi Perencanaan Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia

710.992.000

662.926.799

100,00

93,99
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanan Pembangunan Daerah
Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD,
dan RKPD)

26.228.600

25.638.100

100,00

97,75

Asistensi Penyusunan
DokumenPerencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

21.820.500

21.320.500

100,00

97,71

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang pemerintahan

17.301.900

17.101.900

100,00

98,84

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
pemerintahan

65.311.600

51.556.600

100,00

78,94

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanan Pembangunan Daerah
Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,
RPJMD, dan RKPD)

227.590.700

223.666.200

100,00

98,28

Asisteni Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang Pembangunan Manusia

21.820.600

21.320.600

100,00

97,71

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Pembangunan Manusia

166.076.500

152.705.470

100,00

91,95

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan

164.841.600

149.617.429

100,00

90,76
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pembangunan Daerah Bidang
Pembangunan Manusia

Koordinasi Perencanaan Bidang
Perekonomian dan SDA (Sumber Daya
Alam)

1.102.000.000

1.064.385.200

100,00

93,70

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanan Pembangunan Daerah
Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD,
dan RKPD)

41.000.000

35.684.100

100,00

87,03

Asistensi Penyusunan
DokumenPerencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

45.500.000

44.988.700

100,00

98,88

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Perekonomian

37.000.000

34.669.100

100,00

93,70

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Perekonomian

613.500.000

601.594.100

100,00

98,06

Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perencanan Pembangunan Daerah
Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan
RKPD)

34.000.000

28.661.000

100,00

84,30

Asisteni Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang SDA

42.000.000

41.491.700

100,00

98,79

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan

31.000.000

28.679.300

100,00

92,51

11-316 |

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026




No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang SDA

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang SDA

258.000.000

248.617.200

100,00

96,36

Koordinasi Perencanaan Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan

880.252.000

850.020.450

100,00

96,53

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur

186.752.000

181.522.600

100,00

97,20

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Kewilayahan

310.000.000

292.600.350

100,00

94,39

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan
Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Kewilayahan

383.500.000

375.897.500

100,00

98,02

5.02

KEUANGAN

16.479.640.100

15.357.604.240

98,17

Sangat Tinggi

90,25

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH

5.022.299.700

4.673.668.019

100,00

91,11

Koordinasi dan Penyusunan Rencana
Anggaran Daerah

2.533.983.700

2.318.753.839

100,00

89,84

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan
PPAS

141.387.300
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan
KUA dan Perubahan PPAS 145.088.800 133.153.500 100,00 91,77
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
RKA-SKPD 120.313.100 116.069.100 100,00 96,47
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
Perubahan RKA-SKPD 102.530.100 97.490.100 100,00 95,08
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
DPA-SKPD 139.977.400 129.928.400 100,00 92,82
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi
Perubahan DPA-SKPD 159.027.900 151.907.900 100,00 95,52
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan 350.279.100 301.742.400 | 100,00 86,14
Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD dan 420.963.200 397.356.726 | 100,00 94,39
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi 635.671.700 591.867.189 | 100,00 93,11
serta Kebijakan Bidang Anggaran
Koordinasi Perencanaan Anggaran

. 79.452.900 45.783.452 100,00 57,62
Belanja Daerah
Pembinaan Perencanaan Penganggaran
Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota 239.292.200 223.429.972 100,00 93,37
Koordinasi dan Pengelolaan 1.318.000.000 1.252.891.490 | 100,00 95,46
Perbendaharaan Daerah
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah

341.289.300

340.964.700

100,00

99,90

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian
dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

49.285.400

49.065.400

100,00

99,55

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan
Evaluasi Pengelolaan Dana
Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya

262.432.400

246.699.934

100,00

94,01

Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

274.211.500

240.346.956

100,00

87,65

Pembinaan Penatausahaan Keuangan
Pemerintah Kabupaten/Kota

390.781.400

375.814.500

100,00

96,17

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Daerah

1.170.316.000

1.102.022.690

100,00

88,02

Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi
Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Daerah

33.768.800

26.268.800

100,00

77,79

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO
dan Beban

65.003.900

40.003.900

100,00

61,54

Koordinasi Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan

106.617.300
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

APBD Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,
BLUD dan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah

273.081.800

264.556.400

100,00

96,88

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Provinsi dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Kabupaten/Kota

154.894.100

151.743.000

100,00

97,97

Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut
terhadap LHP BPK atas Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD

20.236.300

12.936.300

100,00

63,93

Penyusunan Analisis Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD

59.188.500

56.538.900

100,00

95,52

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten/Kota

249.999.800

247.507.800

100,00

99,00

Pembinaan Pengelolaan Keuangan
BLUD Kabupaten/Kota

48.771.700

46.971.700

100,00

96,31

Koordinasi dan Penyusunan Statistik
Keuangan Pemerintahan Daerah

158.753.800
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH 2.670.495.600 2.303.293.313 100,00 85,13
Pengelolaan Barang Milik Daerah 2.670.495.600 2.303.293.313 100,00 85,13
Penyusunan Standar Harga 210.000.000 205.073.950 100,00 97,65
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan 25.000.000 17.527.000 100,00 70,11
Barang Milik Daerah
Penatausahaan Barang Milik Daerah 58.995.600 48.091.600 100,00 81,52
Inventarisasi Barang Milik Daerah 125.400.000 114.572.500 100,00 91,37
Pengamanan Barang Milik Daerah 1.694.600.000 1.430.447.263 100,00 84,41
Penilaian Barang Milik Daerah 101.500.000 80.578.000 100,00 79,39
Pengawasan dan Pengendalian
Pengelolaan Barang Milik Daerah 50.000.000 32.540.000 100,00 65,08
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan 185.000.000 160.085.000 100,00 86,53
Penghapusan Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan 100.000.000 99.858.000 | 100,00 99,86
Laporan Barang Milik Daerah
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik
Daerah Pemerintah Kabupaten /Kota 120.000.000 114.520.000 100,00 95,43
PROGRAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH 8.786.844.800 8.380.642.908 94,52 94,52
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan 8.786.844.800 8.380.642.908 | 94,52 94,52
Daerah
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)

(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 495.000.000 487.614.713 98,51 98,51
Analisa dan Pengembangan Pajak
Daerah, serta Penyusunan Kebijakan 563.000.000 525.560.280 93,35 93,35
Pajak Daerah
Penyuluhan dan Penyebarluasan
Kebijakan Pajak Daerah 254.000.000 251.831.100 99,15 99,15
Penyediaan Sarana dan Prasarana 638.202.900 597.057.620 93,55 93,55
Pengelolaan Pajak Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak 655.397 900 605.489 900 92,39 92.39
Daerah
Pengolahan, Pemeliharaan, dan
Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 1.545.000.000 1.519.715.525 98,36 98,36
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (BPHTB) serta
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 100.970.000 99.170.950 98,22 98,22
Bangunan (BPHTB)
Penetapan Wajib Pajak Daerah 90.280.500 80.741.120 89,43 89,43
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 470.000.000 423.292.000 90,06 90,06
Pepehtlan dan Verifikasi Data Pelaporan 165.726.600 163.183.600 98,47 98,47
Pajak Daerah
Penagihan Pajak Daerah 3.074.183.100 2.989.518.600 97,25 97,25
Pengendalian, Pemeriksaan dan 720.083.800 623.443.500 | 86,58 86,58
Pengawasan Pajak Daerah
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Elektronifikasi Transaksi Pemerintah 15.000.000 14.024.000 93,49 93,49
Daerah

5.03 | KEPEGAWAIAN 7.403.737.200 6.781.992.131 100,00 Sangat Tinggi 86,75
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 7.403.737.200 6.781.992.131 100,00 86,75
Pengadaan, Pemberhentian dan 3.269.427.900 2.938.564.714 | 100,00 93,76
Informasi Kepegawaian ASN
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan
PNS dan PPPK 1.164.103.300 1.052.665.570,00 100,00 90,43
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi 115.000.000 113.044.000,00 | 100,00 98,30
Pemberhentian
Pengelolaan Sistem Informasi 50.000.000 46.546.500,00 100,00 93,09
Kepegawaian
Pengelolaan Data Kepegawaian 50.000.000 46.603.000,00 100,00 93,21
Mutasi dan Promosi ASN 945.162.300 839.852.822 100,00 93,60
Pengelolaan Mutasi ASN 50.000.000 49.677.000,00 100,00 99,35
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 310.162.300 306.103.300,00 100,00 98,69
Pengelolaan Promosi ASN 585.000.000 484.072.522,00 100,00 82,75
Pengembangan Kompetensi ASN 2.716.047.000 2.600.907.795 100,00 85,71
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 1.363.000.000 1.329.333.395,00 100,00 97,53
Koordinasi dan Ketja Sama Pelaksanaan 927.000.000 896.631.800,00 | 100,00 96,72
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
asilitasi Sertifikasi Jabatan ASN 300.000.000 287.835.800,00 100,00 95,95
Leatuast Dildat dan Sertifikast Jabatan 82.975.000 57.217.100,00 | 100,00 68,96
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan 43.072.000 29.889.700,00 | 100,00 69,39
Diklat Jabatan Fungsiona
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 473.100.000 402.666.800 100,00 73,93
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan 10.000.000 3.618.000,00 | 100,00 36,18
Evaluasi Kinerja Aparatur
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi 94.600.000 82.338.200,00 | 100,00 87,04
Kinerja Aparatur
Pengelolaan Pemberian Penghargaan 290.500.000 261.688.520,00 100,00 90,08
bagi Pegawai
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai 10.000.000 6.790.600,00 100,00 67,91
Pembinaan Disiplin ASN 50.000.000 33.010.420,00 100,00 66,02
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran
Lo 13.800.000 11.601.500,00 100,00 84,07

Disiplin ASN
Pelayanan Proses Izin Perceraian 4.200.000 3.619.560,00 | 100,00 86,18
Pegawai

5.04 | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Sangat Rendah 0,00
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No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)

5.05 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.192.500.000 916.162.000 100,00 Sangat Tinggi 100,00
PROGRAM PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH 1.192.500.000 916.162.000 100,00 100,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan dan 100.000.000 78.218.000 100,00 100,00
Pengkajian Peraturan
Pengelolaan Data Kelitbangan dan 100.000.000 78.218.000 | 100,00 100,00
Peraturan
Penelitian dan Pengembangan Bidang 482.500.000 344.465.400 | 100,00 100,00
Sosial dan Kependudukan
Penelitian dan Pengembangan Bidang 171.250.000 109.655.000 | 100,00 100,00
Aspek-Aspek Sosial
Penelitian dan Pengembangan 200.000.000 146.726.000 100,00 100,00
Kepemudaan dan Olah raga
Egg‘;htlan dan Pengembangan Tenaga 111.250.000 88.084.400 | 100,00 100,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang 200.000.000 165.897.600 100,00 100,00
Ekonomi dan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan 100.000.000 84.916.000 100,00 100,00
Pertanian, Perkebunan dan Pangan
Penelitian dan Pengembangan 100.000.000 80.981.600 | 100,00 100,00
Perhubungan
Pengembangan Inovasi dan Teknologi 410.000.000 327.581.000 100,00 100,00
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pemantapan pelaksanaan Bidang

No Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Fisik (%) Predikat Fisik Keuangan (%)
(1) (2) (3) (4) (S) (6) (7)
Penelitian, Pengembangan, dan
Perekayasaan di Bidang Teknologi dan 400.000.000 320.281.000 100,00 100,00
Inovasi
So§1allsa31 dan Diseminasi Hasil-hasil 10.000.000 7 300.000 100,00 100,00
Kelitbangan
5.06 | PENGHUBUNG Sangat Rendah 0,00
5.07 | PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH Sangat Rendah 0,00
PENGAWASAN URUSAN
6 PEMERINTAHAN - - 0,00 Sangat Rendah 0,00
6.01 | INSPEKTORAT Sangat Rendah 0,00
7 PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN - - 0,00 Sangat Rendah 0,00
7.01 | KECAMATAN Sangat Rendah 0,00
8 URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 69.244.743.100 67.507.054.660 83,33 Tinggi 97,49
8.01 | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 69.244.743.100,00 67.507.054.660,00 83,33 Tinggi 88,98
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI
PANCASILA DAN KARAKTER 850.000.000,00 822.421.300,00 100,00 96,76
KEBANGSAAN
Perumusan Kebijakan Teknis dan 850.000.000,00 822.421.300,00 100,00 96,76




No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ideologi Pancasila dan Karakter
Kebangsaan

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan

850.000.000,00

822.421.300,00

100,00

96,76

PROGRAM PENINGKATAN PERAN
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA
BUDAYA POLITIK

54.113.664.700,00

54.098.364.700,00

100,00

99,59

Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik

54.113.664.700,00

54.098.364.700,00

100,00

99,59

Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan

Umum /Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik

53.284.186.000,00

53.271.714.000,00

100,00

99,98
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik

231.668.700,00

228.840.700,00

100,00

08,78

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di Daerah

597.810.000,00

597.810.000,00

100,00

100,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

383.812.400,00

360.169.400,00

100,00

92,87

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Pemberdayaan dan Pengawasan
Organisasi Kemasyarakatan

383.812.400,00

360.169.400,00

100,00

92,87

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah

233.812.400,00

227548400,00

100,00

97,32
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Pendaftaran
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi
dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Daerah

150.000.000,00

132621000,00

100,00

88,41

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN KETAHANAN
EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

275.000.000,00

226.374.000,00

100,00

67,58

Perumusan Kebijakan Teknis Dan
Pemantapan Pelaksanaan Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan
Budaya

275.000.000,00

226.374.000,00

100,00

67,58

Penyusunan Program Kerja di Bidang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya
dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan
Penghayat Kepercayaan di Daerah

200.000.000,00

200.000.000,00

100,00

100,00

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama
dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

75.000.000,00

26.374.000,00

100,00

35,17

PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK

13.622.266.000,00

11.999.725.260,00

100,00

88,09
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No

Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Fisik (%)

Predikat Fisik

Keuangan (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

13.622.266.000,00

11.999.725.260,00

100,00

89,27

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama
Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah

2.572.266.000,00

2.380.733.260,00

100,00

92,55

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama Intelijen, Pemantauan
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,
serta Penanganan Konflik di Daerah

9.050.000.000,00

7.847.967.000,00

100,00

86,72

Pelaksanaan Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

2.000.000.000,00

1.771.025.000,00

100,00

88,55

TOTAL

2.825.902.898.471,00

2.294.452.036.304

98,63

Sangat Tinggi

95,24

Sumber: Laporan Evaluasi Hasil RKPD Triwulan IV (2024)

II-330 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026




Berdasarkan Evaluasi RKPD pada Triwulan IV Tahun 2024 pada tabel

3.10, diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada RKPD Kabupaten
Sumedang Tahun 2024 Triwulan IV sebesar 98,63 persen, sehingga
sesuai dengan kriteria penilaian realisasi kinerja pada capaian triwulan IV
yaitu 100,00% masuk pada kategori Sangat Tinggi.

2. Rata-rata tingkat realisasi penyerapan anggaran kegiatan pada RKPD
Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Triwulan IV adalah 95,24 persen. Nilai

tersebut masuk kriteria penilaian Sangat Tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2024 Triwulan IV pada Tabel
diatas, dapat dilihat berbagai permasalahan yang dapat dijadikan sebagai
dasar identifikasi Isu Strategis yang akan dijadikan dasar penyusunan
perencanaan serta mengarahkan pada kebijakan dan  prioritas
pembangunan. Dengan memperhatikan isu strategis baik ini isu strategis
pembangunan Nasional maupun Provinsi, diharapkan permasalahan di
Kabupaten Sumedang dapat teratasi secara bertahap. Berikut ini adalah
penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Sumedang pada
Triwulan IV Tahun 2024 yang dapat dipakai sebagai dasar untuk melakukan

identifikasi Isu Strategis.

2.5.4.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Hasil Evaluasi Capaian
Kinerja
Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dapat diidentifikasikan
menjadi beberapa permasalahan yang menjadi hambatan dalam pencapaian
target pembangunan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.66 Permasalahan Hasil Evaluasi RKPD pada Triwulan IV Tahun
2024 dan Penjelasannya

No Permasalahan Penjelasan

1 Masih rendahnya respon SKPD Adanya perbedaan indikator
terhadap penyusunan LPPD, kinerja kunci (IKK) dengan data
LKPJ dan SPM yang dimiliki SKPD

2 Masih kurangnya dukungan data | Belum tersedianya data dukung
untuk penyusunan produk di SKPD yang memerlukan
hukum produk hukum daerah

3 Belum optimalnya produk hukum | Perkembangan situasi dan
daerah kondisi yang berkembang cepat
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jumlah guru penggerak dan
peningkatan peran serta fungsi
guru penggerak dalam

No Permasalahan Penjelasan

4 Belum optimalnya respon SKPD Kerjasama dengan SKPD belum
terhadap kerjasama dengan pihak | didukung anggaran yang
lain mencukupi

5 Belum optimalnya penyusunan Adanya perubahan sosial yang
kebijakan dan koordinasi bidang | cepat sehingga kebijakan untuk
kesejahteraan rakyat mengatasi permasalahan baru

disusun

6 Belum optimalnya penggunaan Masih adanya keterlambatan
aplikasi sijagur input data dari Perangkat

Daerah

7 Masih kurangnya SDM PPK yang | Kelulusan PPK tidak mencapai
memiliki sertifikat kompetensi target
barang dan jasa

8 Belum optimalnya SDM di bagian | informasi pelatihan perencanaan
Perencanaan dan Keuangan masih kurang

9 Masih kurangnya jumlah tenaga | Formasi untuk tenaga arsiparis
arsiparis baik CPNS maupun P3K belum

tersedia

10 | Pengarsipan belum dilakukan Belum adanya sistem terkait
secara digital dengan pengarsipan

11 | Tingkat pelayanan pimpinan Adanya agenda pimpinan tiba
belum optimal tiba berubah

12 | Proses penyusunan Raperda Tahapan proses birokrasi yang
masih dalam tahap fasilitasi bertambah
Gubernur Propinsi Jawa Barat,
sehingga baru disetujui oleh
DPRD dan ditetapkan pada
Tahun 2025

13 | Belum optimalnya penerapan Mendorong sekolah untuk
kurikulum merdeka melalui menerapkan kurikulum
tahapan dan proses yang merdeka secara optimal melalui
terencana dan sistematis. tahapan dan proses yang

terencana dan sistematis.

14 | Belum meratanya peningkatkan Perlu adanya upaya untuk
kompetensi dasar dan kompetensi | meningkatkan kompetensi dasar
pendidik secara optimal. dan kompetensi pendidik

melalui berbagai pelatihan dan
pembinaan.

15 | Belum meratanya peningkatan Perlu adanya upaya untuk

mendorong peningkatan jumlah
guru penggerak dan
peningkatan peran serta fungsi
guru penggerak dalam
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PTM belum maksimal karena

No Permasalahan Penjelasan
meningkatkan kualitas meningkatkan kualitas
pendidikan. pendidikan.

16 | Belum meratanya penyebaran Belum optimalnya penggunaan
penempatan guru dan tenaga database guru dan tenaga
pendidik di Kabupaten Sumedang | pendidik di setiap sekolah

Pendidikan dasar.

17 | Belum optimal peningkatkan 8 Prioritas SPM yang meliputi
(delapan) indikator prioritas yang | layanan Pendidikan PAUD,
terdapat pada platform rapor Pendidikan dasar SD,
pendidikan sebagai prioritas Pendidikan dasar SMP,

Standar Pelayanan Minimal (SPM) | Pendidikan kesetaraan,

sebagaimana ketentuan dan Pendidikan bagi Anak

kebijakan yang ditetapkan oleh Berkebutuhan Khusus (ABK),

KEMENDIKBUDRISTEK dan peningkayan mutu guru dan

KEMENDAGRI. tenaga kependidikan, sarana
dan prasarana Pendidikan serta
penjaminan mutu Pendidikan
perlu mendapatkan perhatian
khusus dari Pemerintah Daerah.

18 1137 orang (sebagian Pasien yang | STIB merupakan Strategi Tuntas
diperiksa dan diobati belum Intervensi Berbasis Desa yang
diinput di SITB) ditujan untuk menangani

masalah kesehatan masyarakat,
terutama dalam mendukung
upaya percepatan pencapaian
Standar Pelayanan Minimal
(SPM) bidang Kesehatan, yang
sampai saat ini pelaksanaan nya
belum secara menyeluruh
diterapkan.

19 | Masih rendahnya pengetahuan Masih adanya ibu hamil yang
dan kesadaran ibu hamil untuk mulai memeriksakan
memeriksakan proses kehamilannya pada trisemester
kehamilannya ke faskes kedua yang mengakibatkan

masih adanya bayi premature

20 | Masih ada kematian neonatal (O- | yang dilahirkan serta BBLR.

28 hari), masih ada bayi lahir
dengan Berat Badan Lahir
Rendah (BBLR)

21 | Masih rendahnya pengetahuan Masih sering terjadi ibu hamil
akan tanda-tanda persalinan dan | yang tidak mengetahui tanda
pentingnya melakukan persalinan | persalinan yang mengakibatkan
di faskes terlambatnya penanganan

persalinan dan timbulnya resiko
komplikasi.

22 | Penginputan data kedalam SI Masih kurangnya tenaga

operator di Puskesmas sehingga
penginputan data menjadi
terhambat yang berakibat pada
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yang harus dilaksanakan segera
sehingga merubah jadwal rencana
kegiatan yang telah di jadwalkan

No Permasalahan Penjelasan
kurangnya tenaga operator di terlambatnya proses
Puskesmas pengumpulan data

23 | Belum adanya petunjuk teknis Adanya beberapa kegiatan yang
pelaksanaan jambore kader langsung berkaitan dengan
posyandu baik dari Kementrian Dinas Kesehatan Provinsi
Kesehatan maupun dari Dinkes sehingga pelaksanaan kegiatan
Provinsi sehingga kegiatan belum | menyesuaikan dengan jadwal
bisa dilaksanakan secara yang ditetapkan oleh provinsi.
keseluruhan

24 | Adanya kegiatan dari Provinsi

jalan masih rendah

25 | Aksi bergizi belum semua Terdapat beberapa kegiatan
kegiatan bisa di laksanakan yang target sasarannya adalah
dikarenakan, waktu kegiatan siswa sekolah yang
yang bersamaan dengan waktu pelaksanaannya bertepatan
libur sekolah dengan libur sekolah sehingga

pelaksanaan kegiatan belum
semua dilakukan

26 | Pelaksaaan sudah selesai Adanya kendala pada proses
sedangkan realisasi belum penyerapan anggaran sehingga
dilaksanakan karena tidak launching kegiatan belum bisa
tercukupi uang GU dan dilaksanakan
Penginputan dari aplikasi
SICAKEP belum maksimal
sehingga kegiatan Launching
belum bisa dilaksanakan

27 | Pengadaan masih dalam proses Terlambatnya proses
penyusunan dokumen penyusunan dokumen untuk

beberapa kegiatan yang
memerlukan dokumen
pengadaan yang berakibat pada
keterlambatan proses realisasi
anggaran

28 | Infrastruktur jalan belum Masih adanya beberapa ruas
menjangkau ke seluruh wilayah | jalan dengan kondisi rusak
Kabupaten berat ataupun rusak ringan

29 | Lebar jalan belum memenuhi Hampir seluruh jalan di
standar jalan kabupaten Kabupaten Sumedang belum

memenuhi standar lebar
nasional

30 | Kualitas dan ketahanan umur Ketahanan jalan rendah

sehingga jalan lebih mudah
rusak
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No

Permasalahan

Penjelasan

31

Kualitas dan ketahanan umur
bangunan pelengkap jalan masih
rendah

Masih rendahnya anggaran
untuk Pembangunan dan
pemeliharaan bangunan
pelengkap jalan, sehingga
perbaikan dan pemeliharaan
lebih difokuskan pada badan
jalan;

Terkadang Pembangunan
bangunan pelengkap jalan
seperti trotoar dan gorong-
gorong dibangun tanpa
memperhitungkan arus
pejalan kaki dan ketahanan
terhadap beban atau
ukurannya terlalu kecil,
sehingga tidak berfungis
dengan optimal

32

Jaringan irigasi belum
seluruhnya menjangkau seluruh
areal pertanian beririgasi/sawah

Tidak semua sawah memiliki
akses langsung ke saluran
irigasi, baik irigasi teknis
ataupun setengah teknis;
Adanya alih fungsi lahan
menjadi lahan pertanian yang
belum diikuti oleh
Pembangunan irigasinya;
Jaringan irigasi belum
terbangun secara terintegrasi,
Belum adanya pemetaan
sawah yang belum terjangkau
irigasi.

33

Saluran irigasi dan bangunan
irigasi belum berfungsi dengan
baik

Banyaknya saluran irigasi
yang bocor dan rusak karena
usia, sedimentasi dan longsor
serta tidak mendapatkan
perawatan rutin.

34

Belum optimalnya konservasi
sumber daya air

Belum optimalnya
pemanfaatan embung untuk
sumber air;

Jumlah Pembangunan
infrastruktur konservasi air
yang masih minim.

35

Masih terdapat konflik
pemanfaatan air untuk air
minum dan air irigasi

Sumber air yang
dimanfaatkan untuk irigasi
dan air minum bersumber
dari mata air yang sama,
sehingga jika pada saat
musim kemarau volume air
berkurang dan terjadi
perebutan kepentingan;
Belum adanya kejelasan
skema distribusi prioritas
pemanfaatan air;
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No

Permasalahan

Penjelasan

Belum optimalnya sinergi
antara SKPD, PDAM dan
kelompok tani dalam
pengelolaan air.

36

Bangunan gedung pemerintahan
dan publik belum memadai

Masih banyak gedung
pemerintahan atau publik
yang tidak mampu
mengakomodasi jumlah
pegawai atau pelaksanaan
pelayanan kepada
Masyarakat sehingga
menyebabkan
ketidaknyamanan dan risiko
keselamatan;

Belum semua gedung
pemerintaha dan publik yang
yang ramah difabel.

37

Menurunnya kondisi baik
bangunan gedung pemerintah

Belum optimalnya
manajemen asset bagungan;
Masih banyaknya gedung
pemerintah yang digunakan
melebihi kapasitas normal

38

Belum optimalnya penerbitan
sertifikat layak fungsi bangunan

Belum tersedianya tenaga ahli
pengkaji teknis banguanan
untuk melakukan evaluasi
kelayakan fungsi bangunan;
Belum optimalnya tim
sertifikasi layak fungsi
bangunan.

39

Belum tercapainya layanan air
minum

Terbatasnya cakupan
infrastruktur SPAM;

Belum tersedianya data
jaringan perpipaan yang
menjangkau rumah tangga;
Masyarakat masih
mengandalkan air permukaan
atau sumur gali tanpa
pengolahan, yang tidak
memenuhi standar air minum
aman

40

Belum tercapainya layanan
sanitasi

Belum optimalnya
infrastruktur pengelolaan air
limbah domestik

Sumber: Bappppeda Kabupaten Sumedang, 2025 (Diolah).)

2.6. Permasalahan Pembangunan Daerah

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Sumedang
akan menjadi fokus dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan

dalam kurun waktu tahun 2024-2026 mendatang. Berikut ini berbagai
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permasalahan pembangunan di Kabupaten Sumedang yang terbagi atas dua
bagian, antara lain Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah (level makro daerah) dan permasalahan pembangunan

daerah pada level mikro sektoral / penyelenggaran urusan pemerintahan.
2.6.1. Permasalahan Pembangunan Daerah pada Level Makro
a. Kemiskinan, Ketimpangan dan Pengangguran

Tingkat Kemiskinan menjadi tantangan utama bagi Kabupaten
Sumedang. Angka kemiskinan pada Tahun 2024 sebesar 9,10 % atau
menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 0,26 %. Namun demikian.
walaupun Kabupaten Sumedang memiliki tingkat kemiskinan yang
menurun, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan
persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah

tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Kedalaman kemiskinan yang relatif tinggi mengindikasikan bahwa
meskipun ada penurunan angka kemiskinan, terdapat segmen masyarakat
yang masih sangat rentan secara ekonomi dan memerlukan perhatian
khusus dalam hal pemberdayaan ekonomi dan peningkatan akses ke sumber
daya dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Begitu pula dengan
keparahan kemiskinan, jika angkanya tinggi menunjukkan bahwa
kemiskinan tidak hanya melibatkan banyak orang, tetapi juga memiliki
dampak yang lebih dalam pada kualitas hidup mereka. Ini menggarisbawahi
pentingnya kebijakan yang fokus pada pengurangan ketimpangan dan

penguatan program perlindungan sosial yang lebih terarah dan efektif.

Permasalahan lain yang sering timbul dalam pembangunan suatu
wilayah adalah rendahnya daya saing tenaga kerja sehingga tidak bisa
memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang ada. Rendahnya daya
saing juga diiringi dengan belum optimalnya keterampilan sumberdaya
manusia dalam menghadapi tantangan kerja kedapan. Rendahnya daya saing
tenaga kerja inilah yang akan memberi dampak beruntun pada permasalahan
pembangunan berikutnya seperti pendapatan rendah, kemiskinan, hingga
pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka memang mengalami
penurunan (Tahun 2022 sebesar 7,72 %, tahun 2023 sebesar 6,94 % dan
terus menurun pada tahun 2024 6,16 %). Penurunan TPT yang signifikan ini
menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja, namun
masih banyak tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam menyediakan

pekerjaan formal yang stabil. Hal ini menggambarkan tantangan bagi
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Sumedang dalam menciptakan kesempatan kerja formal yang lebih banyak.
Selain itu juga masalah pengangguran pada usia muda yang terus meningkat
dan mendominasi. Untuk itu, perlu ada kebijakan yang lebih efektif dalam
menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan generasi
muda serta upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan

agar mereka lebih siap menghadapi tuntutan pasar kerja
b. Kualitas Infrastruktur Dasar

Ketersediaan infrastruktur sangat berpengaruh dalam meningkatkan
akses masyarakat terhadap sumberdaya yang diperlukan untuk kegiatan-
kegiatan produktif, sehingga meningkatkan produktivitas dan mendorong
pertumbuhan sosial dan ekonomi. Kondisi Infrastruktur di Kabupaten
Sumedang masih belum merata terutama infrastruktur konektivitas antar
wilayah, Irigasi, Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dan Air Limbah

Domestik serta Peningkatan Rumah Tidak Layak huni.

Total panjang jalan di Kabupaten Sumedang tahun 2024 bertambah
menjadi 811.318 km, sedangkan untuk panjang jalan dengan kondisi baik
baru mencapai 577.014 km, sehingga masih terdapat 101.112 km panjang
jalan yang masih dalam kondisi rusak sedang dan rusak berat. Dengan
demikian, persentase jalan dengan kondisi mantah baru 87,54 %. Disamping
itu, sampai saat ini masih terdapat lebar jalan kabupaten yang belum sesuai
dengan standar. Kemudian untuk infrastruktur irigasi masih belum optimal
dengan memperhatikan capaian area irigasi 30.069 Ha, dengan kondisi 8.600
Ha rusak ringan hingga berat, sehingga persentase irigasi dalamm kondisi
baik baru 71,40 %. Hal lain yang perlu diperhatian terkait dengan
infrastruktur irigasi adalah sarana penyedia air (mata air, embung dan
bendungan) dan volume tampungan air, sehingga debit air akan mencukupi

kebutuhan terutama areal pertanian di musim kemarau.

Optimalisasi indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang kondisi yang meliputi pemenuhan kebutuhan pokok
air minum sehari-hari baru mencapai 82,34%, dan penyediaan pelayanan
pengolahan air limbah domestik baru 87,08%. Adapun untuk kebutuhan
peningkatan Rumah Tidak layak huni yang direhabilitasi di Tahun 2024
hanya 81 unit, turun signifikan dari tahun 2023 yang berjumlah 580 unit.
Permasalahan terbesar lainnya adalah pengurangan luasan Kawasan kumuh
yang sampai saat ini intervensi dalam penanganan Kawasan kumuh masih

belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari Luasan Kawasan kumuh seluas
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164,69 Ha dari tahun 2022 sampai sekarang. Untuk memenuhi capaian
target tersebut, perlu adanya penyempurnaan setiap fasilitas, sarana
prasarana, dan infrastruktur yang terkait langsung dengan pemenuhan
kebutuhan masyarakat, apalagi yang terkait dengan pelayanan dasar. Untuk
itu bukan hanya kuntitasnya tapi juga kualitas infrastruktur juga menjadi

perhatian.
c. Kualitas Sumberdaya Manusia

Dalam mengkaji permasalahan pokok sumber daya manusia maka
dilakukan analisis data dan informasi untuk mempertajam penelaahan atas
permasalahan agar perumusan kebijakan pembangunan dapat sesuai
dengan yang diharapkan. Capaian IPM Kabupaten Sumedang pada Tahun
2024 sebesar 74,57 meski berada pada kategori tinggi, namun masih berada

di bawah IPM Nasional Provinsi Jawa Barat.

Salah satu permasalahan pembagunan SDM di Kabupaten
Sumedang yaitu belum optimalnya kualitas pendidikan. Kualitas sumber
daya manusia ditentukan oleh jenjang pendidikan yang dimiliki baik
pendidikan formal maupun informal. Dalam penelaahan permasalahan
pendidikan akan menggunakan rata-rata lama sekolah sebagai tolak ukur
rata-rata jenjang pendidikan yang diduduki oleh masyarakat Kabupaten
Sumedang dimana pada tahun 2024 hanya mencapai 8,74 tahun yang berarti
rata-rata penduduk Kabupaten Sumedang hanya mengenyam pendidikan
sampai bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas 8. Angka Rata-rata
Lama Sekolah juga menjadi indikator yang menentukan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), sehingga RLS perlu menjadi perhatian dalam

upaya peningkatan nilai IPM.
d. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan perekonomian daerah juga didukung oleh sektor-sektor
di bidang perekonomian seperti pertanian dalam arti luas dan industri
pengolahan, yang sampai saat ini masih memiliki potensi dan berperan
penting dalam perekonomian Kabupaten Sumedang. Sektor pertanian dan
industri pengolahan tersebut cukup memiliki kontribusi dominan terhadap
struktur perekonomian Kabupaten Sumedang meskipun kontribusinya
terhadap pertumbuhan ekonomi tidak secepat sektor industri atau jasa.
Kontribusi yang diberikan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
cukup dominan yang mengindikasikan bahwa pertanian masih memainkan

peran vital dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama dalam
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menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung sektor-sektor lain.
Namun, ada penurunan signifikan dalam beberapa sektor, seperti Industri
Pengolahan dan Konstruksi, yang masing-masing mengalami kontraksi pada
tahun 2024 yang mengurangi laju pertumbuhan ekonomi daerah secara
keseluruhan. Dengan adanya kontraksi pada sektor-sektor penting ini,
Sumedang perlu mengevaluasi kembali strategi investasi dan kebijakan

industri untuk mempercepat pemulihan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang menunjukkan tren
positif sebelum pandemi, dengan pertumbuhan di atas rata-rata nasional dan
provinsi. Pasca pandemi, pertumbuhan ekonomi Sumedang lebih resilien
dibandingkan provinsi dan nasional, tetapi mengalami perlambatan pada
2024. Perlambatan LPE pada 2024 disebabkan oleh kontraksi di sektor
industri dan konstruksi, yang sebelumnya memberikan kontribusi besar
terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mungkin dipicu oleh faktor eksternal
seperti penurunan permintaan global, keterbatasan investasi, atau masalah

dalam rantai pasokan.
e. Tata Kelola Pemerintahan

Dalam perwujudan good government di setiap lingkungan
pemerintahan. terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan
ditindaklanjuti dalam realisasinya yakni accountability. transparancy.
predictability. dan participation. Jika keseluruhan faktor tersebut
dilaksanakan secara menyeluruh dan seksama maka sudah dapat dipastikan
bahwa pemerintahan daerah akan berjalan pada koridor pencapaian
pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja
pembangunan nasional. Kabupaten Sumedang dalam menjalankan roda
pemerintahannya berusaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
setiap penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan. Terkait dengan
hal tersebut. terlihat peningkatan yang cukup signifikan dalam empat tahun
terakhir terkait evaluasi terhadap pencapaian indikator Indeks Reformasi

Birokrasi.

Beberapa catatan perbaikan antara lain penguatan dan penajaman
program reformasi birokrasi pada tingkatan Pemerintah Daerah dan
perangkat daerah, meningkatan penerapan e-Government, mengoptimalkan
pengelolaan system manajamen SDM, penguatan pelaksanaan pengendalian
internal, optimalisasi implementasi pelayanan public dan pembangunan zona

integritas pada seluruh unit kerja yang strategis.
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2.6.2. Permasalahan dan Isu Strategis

Isu strategis adalah masalah atau tantangan yang ada di suatu wilayah
dan berdampak besar terhadap pencapaian visi, misi, serta tujuan jangka
panjang pembangunan daerah. Penetapan isu strategis dilakukan secara
sistematis agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran,
relevan dengan kondisi riil di lapangan, dan mampu menjawab prioritas
pembangunan. Penetapan isu strategis dirumuskan dengan cara : 1)
melakukan analisis data makro daerah; 2) melakukan evaluasi capaian RKPD
maupun RPD; 3) melakukan penyaringan dan penentuan prioritas dari
permasalahan-permasalahan pembangunan yang kritis; 4) melihat besarnya
dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; dan 5)
memiliki daya ungkit yang siginifikan terhadap pembangunan daerah. Hasil

perumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Sumedang meliputi:
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Pelayanan kesehatan yang belum merata di setiap wilayah;

b. Prevelensi stunting yang masih perlu diturunkan menuju zero
stunting;

c. Peningkatan pelayanan dan penanganan penyakit menular dan tidak
menular;

d. Optimalisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) kepada

masyarakat;
e. Peningkatan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
f. Pelayanan pendidikan di setiap wilayah belum optimal;
g. Pelayanan PPKS yang masih perlu ditingkatkan efektivitasnya;
h. Masih adanya ketimpangan pendapatan masyarakat
i. Daya saing pemberdayaan perempuan yang masih belum optimal;
j- Masih terdapatnya mismatch dan miseducation antara kompetensi

angkatan kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja, serta desakan
transformasi ekonomi:

k. Belum optimalnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan
kebudayaan;

1. Masih rendahnya literasi digital masyarakat.
2. Pertumbuhan ekonomi

a. Nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan peternakan yang

masih rendah;
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g.
h.

Ketahanan pangan yang rentan terhadap disrupsi ekonomi dan
cuaca ekstrem;

Lambatnya pertumbuhan nilai ekonomi UMKWM,;

Belum optimalnya penguatan destinasi, promosi, industri dan
kelembagaan pariwisata.

Belum optimalnya pengembangan dan pembangunan kawasan
industri;

Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan
sektor perdagangan;

Pertumbuhan lapangan kerja yang lambat;

Belum optimalnya peningkatan nilai investasi Daerah.

3. Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan

a.

Belum meratanya pembangunan dan peningkatan infrastruktur
konektivitas wilayah;

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang rentan terhadap
bencana dan perubahan iklim;

Belum merata dan terjangkau ketersediaan infrastruktur dasar (Air
bersih dan Sanitasi layak);

Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum
mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
Masih tingginya jumlah timbulan sampah yang belum terkelola
dengan baik;

Belum optimalnya Penataan Ruang;

Masih rendahnya intensitas pemeliharaan infrastruktur (Jalan,

jembatan, irigasi dll).

4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

a.

Belum Optimalnya dampak penerapan tata kelola Pemerintahan
yang bebasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SPBE) terhadap
penyelenggaraan pelayanan public;

Belum optimalnya penguatan kualitas kebijakan dan penegakan
regulasi daerah;

Kinerja aparatur masih kurang efektif dan efisien;

Distribusi dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ASN belum

merata;
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e. Belum optimalnya Penerapan hasil Penelitian dan pengembangan
pembangunan daerah serta Ekosistem Inovasi di Kabupaten
Sumedang;

f. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi PAD dalam peningkatan
Pendapatan Daerah;

g.  Masih rendahnya literasi digital aparatur.

Keterkaitan antara Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan
Daerah Tahun 2025 disajikan dengan tujuan agar tergambar upaya
penyelesaian dan rujukan dalam Penentuan Program Prioritas. Hal tersebut

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.67 Keterkaitan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dan
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Permasalahan Pembangunan
No Berdasarkan Hasil Evaluasi
dan RPD 2024-2026

Isu Strategis Tahun Prioritas Pembangunan
2025 Daerah Tahun 2025

a. Pelayanan kesehatan yang Isu  Pembangunan | Prioritas Daerah 2:

) _ Sumber Daya | Peningkatan Kualitas dan
belum merata di setiap | Manusia yang | Kapasitas Sumber Daya
wilayah; Berdaya Saing Manusia yang Unggul,

Produktif dan Berdaya
b. Prevelensi stunting yang saing

masih perlu diturunkan

menuju zero stunting;

c. Peningkatan pelayanan dan
penanganan penyakit

menular dan tidak menular;

d. Optimalisasi Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat (PHBS)

kepada masyarakat;

e. Peningkatan peran Pusat
Kegiatan Belajar

Masyarakat (PKBM);

f. Pelayanan pendidikan di
setiap wilayah belum

optimal;

g. Pelayanan PPKS yang masih
perlu ditingkatkan

efektivitasnya,;

h. Masih adanya ketimpangan

pendapatan masyarakat
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No

Permasalahan Pembangunan
Berdasarkan Hasil Evaluasi
dan RPD 2024-2026

Isu Strategis Tahun
2025

Prioritas Pembangunan
Daerah Tahun 2025

i. Daya saing pemberdayaan
perempuan yang masih

belum optimal;

j. Masih terdapatnya

mismatch dan
miseducation antara
kompetensi angkatan kerja
dan kebutuhan pasar
tenaga kerja, serta desakan

transformasi ekonomi:

k. Belum optimalnya
perlindungan,
pengembangan dan

pemanfaatan kebudayaan,;

. Masih rendahnya literasi

digital masyarakat

a. Nilai tambah sektor
pertanian, perikanan dan
peternakan yang masih

rendah;

b. Ketahanan pangan yang
rentan terhadap disrupsi
ekonomi dan cuaca

ekstrem;

c. Lambatnya pertumbuhan

nilai ekonomi UMKM;

d. Belum optimalnya
penguatan destinasi,
promosi, industri  dan

kelembagaan pariwisata.

e. Belum optimalnya
pengembangan dan
pembangunan kawasan
industri;

f. Rendahnya  pemanfaatan
teknologi informasi dalam
pengembangan sektor

perdagangan;

Isu Pertumbuhan
Ekonomi

Prioritas Daerah 1:

Ketahanan dan
pertumbuhan ekonomi
daerah dengan ditunjang
infrastruktur wilayah yang
berkualitas

II-344 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026




No

Permasalahan Pembangunan
Berdasarkan Hasil Evaluasi
dan RPD 2024-2026

Isu Strategis Tahun
2025

Prioritas Pembangunan
Daerah Tahun 2025

g. Pertumbuhan lapangan

kerja yang lambat;

h. Belum optimalnya
peningkatan nilai investasi

Daerah.

a. Belum meratanya
pembangunan dan
peningkatan infrastruktur

konektivitas wilayah;

b. Sebagian besar wilayah
Kabupaten Sumedang
rentan terhadap bencana

dan perubahan iklim,;

c. Belum merata dan
terjangkau ketersediaan
infrastruktur dasar (Air

bersih dan Sanitasi layak);

d. Pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan hidup
yang belum
mempertimbangkan daya
dukung dan daya tampung

lingkungan,;

e. Masih tingginya jumlah
timbulan sampah yang
belum terkelola dengan
baik;

f. Belum optimalnya Penataan

Ruang;

g. Masih rendahnya intensitas
pemeliharaan infrastruktur
(Jalan, jembatan, irigasi
di.

Isu Pembangunan
Infrastruktur
Wilayah yang Merata
dan Berkelanjutan

Prioritas Daerah 1:

Ketahanan dan
pertumbuhan ekonomi
daerah dengan ditunjang
infrastruktur wilayah yang
berkualitas

a. Belum Optimalnya dampak
penerapan tata kelola
Pemerintahan yang bebasis
Teknologi Informasi dan

Komunikasi (SPBE)

Isu Reformasi
Birokrasi dan Tata
Kelola Pemerintahan

Prioritas Daerah 3:

Penguatan Digitalisasi Tata
Kelola Pemerintahan untuk
Mewujudkan Birokrasi
yang Dinamis, Efektif,
Efisien dan Berdampak
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No

Permasalahan Pembangunan
Berdasarkan Hasil Evaluasi
dan RPD 2024-2026

Isu Strategis Tahun Prioritas Pembangunan
2025 Daerah Tahun 2025

terhadap penyelenggaraan

pelayanan public;

b. Belum optimalnya
penguatan kualitas
kebijakan dan penegakan

regulasi daerah;

c. Kinerja aparatur masih

kurang efektif dan efisien;

d. Distribusi dan
Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia ASN belum

merata;

e. Belum optimalnya
Penerapan hasil Penelitian
dan pengembangan
pembangunan daerah serta
Ekosistem Inovasi di

Kabupaten Sumedang;

f. Belum Optimalnya
Pemanfaatan Potensi PAD
dalam peningkatan

Pendapatan Daerah;

g. Masih rendahnya literasi

digital aparatur.

Sumber: BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang (2024)

Selain Keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Daerah

tentunya permasalahan pun harus selaras dengan Prioritas Pembangunan

Daerah Tahun 2025. Keterkaitan dimaksud disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.68 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan
Permasalahan

Prioritas Pembangunan Daerah

Permasalahan Tahun 2025

Prioritas Daerah 2:

Peningkatan Kualitas dan
Kapasitas Sumber Daya Manusia
Prevelensi stunting yang masih perlu | yang Unggul, Produktif dan

diturunkan menuju zero stunting; Berdaya saing

Pelayanan kesehatan yang belum merata di
setiap wilayah,;
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Prioritas Pembangunan Daerah

Permasalahan Tahun 2025
3. Peningkatan pelayanan dan penanganan
penyakit menular dan tidak menular;
4. Optimalisasi Perilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) kepada masyarakat;
5. Peningkatan peran Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat (PKBM);
6. Pelayanan pendidikan di setiap wilayah
belum optimal;
7. Pelayanan PPKS yang masih perlu
ditingkatkan efektivitasnya;
8. Masih adanya ketimpangan pendapatan
masyarakat
9. Daya saing pemberdayaan perempuan yang
masih belum optimal;
10.Masih terdapatnya mismatch dan
miseducation antara kompetensi angkatan
kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja,
serta desakan transformasi ekonomi:
11.Belum optimalnya perlindungan,
pengembangan dan pemanfaatan
kebudayaan;
12.Masih rendahnya literasi digital masyarakat
o _ ' Prioritas Daerah 1:
1. Nilai tambah sektor pertanian, perikanan Ketahanan dan pertumbuhan
dan peternakan yang masih rendah; ekonomi daerah dengan
2. Ketahanan pangan yang rentan terhadap ditunjang 1nfrastruktur wilayah
. . i yang berkualitas
disrupsi ekonomi dan cuaca ekstrem;
3. Lambatnya pertumbuhan nilai ekonomi
UMKM;
4. Belum optimalnya penguatan destinasi,
promosi, industri dan kelembagaan
pariwisata.
5. Belum optimalnya pengembangan dan
pembangunan kawasan industri;
6. Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi
dalam pengembangan sektor perdagangan;
Pertumbuhan lapangan kerja yang lambat;
8. Belum optimalnya peningkatan nilai

investasi Daerah.
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Prioritas Pembangunan Daerah

Permasalahan Tahun 2025

1. Belum meratanya Pembangunan dan | Prioritas Daerah 1:
peningkatan  infrastruktur  konektivitas | Ketahanan dan pertumbuhan

wilayah; ekonomi daerah dengan
2. Sebagian besar wilayah yang rentan | ditunjang infrastruktur wilayah
terhadap bencana dan perubahan iklim; yang berkualitas

3. Belum merata dan terjangkau ketersediaan
infrastruktur dasar (Air bersih dan Sanitasi
layak);

4. Pemanfaatan sumber daya alam dan
lingkungan hidup yang belum
mempertimbangkan Daya Dukung dan Daya
Tampung Lingkungan;

S. Masih tingginya jumlah timbulan sampah
yang belum terkelola dengan baik;

6. Belum Optimalnya Penataan Ruang untuk
mendukung pengembangan kawasan
segitiga Rebana, Cekungan Bandung serta
Penanggulangan kawasan Rawan Bencana.

1. Belum Optimalnya tata kelola Pemerintahan | Prioritas Daerah 3:
yang bebasis Teknologi Informasi dan Penguatan Digitalisasi  Tata
Komunikasi (SPBE); Kelola Pemerintahan  untuk
Mewujudkan Birokrasi yang
Dinamis, Efektif, Efisien dan
Berdampak

2. Belum optimalnya penguatan penegakan
regulasi daerah;

3. Masih rendahnya efektivitas dan efisiensi
kinerja aparatur;

4. Belum optimalnya kualitas pelayanan
publik;

S. Masih rendahnya profesionalisme ASN

6. Belum optimalnya  Penerapan  hasil
Penelitian dan pengembangan serta inovasi
dalam pembangunan daerah.

Sumber: BAPPPPEDA Kabupaten Sumedang (2024)

2.6.3. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah

Daerah

Permasalahan pembangunan disusun berdasarkan capaian kinerja
pelaksanaan urusan, evaluasi hasil RPD periode 2024 - 2026 dan didukung
informasi dari perangkat daerah, yang meliputi masalah pokok, masalah dan
akar masalah. Masalah Pokok menggambarkan masalah utama dari
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang dipengaruhi oleh faktor-
faktor penyebab yang dimuat pada kolom Masalah, dan selanjutnya Akar
Masalah merupakan penyebab lebih rinci dari munculnya Masalah.
Penyajian permasalahan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan

daerah dimuat pada tabel di bawah.
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Tabel 2.69 Masalah Pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintahan

Daerah

Masalah Pokok

Permasalahan

Akar Masalah

(1)

(2)

(3)

Pendidikan

Belum meratanya pelayanan
pendidikan yang memadai

Pelayanan Pendidikan
belum optimal yang
didukung sarana,
Prasarana dan
Sumber Daya
Manusia yg memadai

Belum optimalnya
pendekatan pendidikan
karakter terhadap siswa

Rendahnya minat dan
motivasi siswa dalam budaya
literasi dan keterampilan
matematika dasar

Belum meratanya sebaran
tenaga pendidik dan jumlah
sekolah sehingga terfokus di
suatu wilayah saja;

Belum optimalnya
infrastruktur dan fasilitas
penunjang pendidikan

Belum optimalnya peran
PKBM.

Masih terdapat sekolah yang
kekurangan RKB terutama di
wilayah padat penduduk

Masih terdapat bangunan
sekolah yang rusak dan
membahayakan siswa dan
membahayakan warga
sekolah

Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang
belum merata di setiap
wilayah

Pelayanan kesehatan
belum optimal

Tingginya angka kematian Ibu
dan angka kematian Balita
(AKI/AKB)

Masih kurangnya sarana dan
prasarana untuk mendukung
pelayanan kesehatan

Masih terdapat kesulitan
akses ke pelayanan
Kesehatan

Jumlah tempat tidur di RSUD
masih belum ideal

Belum optimalnya UHC
(Universal Health Coverage)

Prevelensi Stunting
yang masih perlu
diturunkan menuju
zero stunting

Masih terdapatnya kasus
stunting

Pengendalian
penyakit menular dan

Pengendalian dan Pencegahan
Penyakit Menular (AIDS,
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Masalah Pokok

Permasalahan

Akar Masalah

(1)

(2)

(3)

tidak menular belum
optimal

Tuberkulosis, dan Malaria)
dan Tidak Menular

Perilaku hidup bersih
dan sehat belum
optimal

Rendahnya Pola Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat
(Germas)

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belum meratanya
Pembangunan dan

peningkatan infrastruktur

konektivitas wilayah

Kondisi Jalan
Kabupaten dan Jalan
Strategis Masih
kurang Memadai

Lebar Jalan Kabupaten dan
jalan strategis rata- rata
kurang memenuhi standar
Jalan Kabupaten

Akses jalan menuju akses ke
destinasi pariwisata
kondisinya belum memadai

Akses jalan menuju akses ke
Pusat Kegiatan Perkotaan
BUTOM GEDE kondisinya
rusak sedang

Kondisi jalan dan saluran
drainase jalan Kabupaten
yang terlintasi oleh akses

jalur tol kondisinya belum
memadai

Kualitas dan ketahanan umur
jalan masih rendah

Kualitas dan ketahanan umur
bangunan pelengkap jalan
masih rendah

Jalan Kabupaten yang berada
di perbatasan wilayah
kondisinya masih rusak
berat.

Rendahnya Sumber daya air

Cakupan Area Irigasi
masih Rendah

Ketersediaan dan Kualitas
Infrastruktur Sumber Daya
Air yang belum optimal

Jaringan irigasi masih banyak
mengalami kerusakan

Jaringan irigasi belum
menjangkau seluruh areal
pertanian beririgasi/sawah

Belum adanya peta irigasi
baik primer, sekunder
maupun tersier

Belum optimalnya konservasi
sumber daya air

Banyak sungai dan sumber
daya air lainnya yang
mengalami kerusakan akibat
bencana banjir dan longsor
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Masalah Pokok

Permasalahan

Akar Masalah

(1)

(2)

(3)

Banyaknya lokasi jaringan
irigasi yang terdampak oleh
bencana banjir/longsor

Perubahan fungsi ruang
pertanian menjadi
perumahan/permukiman dan
infrastruktur lainnya

Ketersediaan Air
Minum belum
mencukupi secara
merata

Penurunan Kapasitas sumber
air baku karena alih fungsi
lahan

Berkurangnya kapasitas
sumber air baku pada saat
musim kemarau

Kondisi WTP yang sudah
tidak optimal

Tingkat kebocoran air pada
jalur transmisi dan distribusi
yang masih cukup tinggi

Masih banyaknya masyarakat
yang mengandalkan air dari
sumber non perpipaan yang
kualitas dan keamanannya
tidak terjamin

Bangunan SPAM perdesaan
terbangun ada yang
terbengkalai

Belum optimalnya cakupan
layanan SPAM jaringan
perpipaan

Rumah Tangga
Bersanitasi

Perilaku masyarakat dan
kesadaran masyarakat dalam
hidup sehat masih rendah

Masyarakat masih ada yang
belum memiliki Sarana dan
prasarana sanitasi (basis data
Podes)

Masih terbatasnya sarana dan
infrastruktur sanitasi

Belum tersedianya
infrastruktur IPAL

Penyediaan tanah/lahan
untuk membangun sanitasi
komunal sangat sulit
sehingga saat ini limbah
domestik masih dibuang ke
sungai

Masih terbatasnya layanan
pengelolaan limbah domestik
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Masalah Pokok

Permasalahan

Akar Masalah

(1)

(2)

(3)

Masih Rendah kondisi
bangunan yang
sesuai standar

Gedung pemerintahan belum
memiliki PBG dan SLF

Kurangnya pemeliharaan
Gedung dan Fasilitas Umum

Belum Optimalnya Penataan
Ruang untuk mendukung
Proyek Strategis Nasional,
Provinsi dan Kabupaten

Dokumen Tata Ruang
belum sesuai dengan
perubahan regulasi
dan perkembangan
pembangunan

Perlu dilaksanakan reviu
Rencana Tata Ruang Wilayah
dikarenakan banyaknya
dinamika regulasi

Investasi belum berjalan
secara optimal dikarenakan
baru ada 1 (satu) RDTR yang
sudah terkoneksi dengan OSS

Belum optimalnya tata ruang
kawasan

Perkembangan alih fungsi
lahan sehingga perlu adanya
pemutakhiran data

Perlu dilaksanakan
pemutakhiran dokumen
Rencana Detail Tata Ruang
karena adanya peraturan
perundangan terbaru
mengenai penataan ruang

Masih banyak bangunan yang
didirikan di bantaran sungai
atau di daerah aliran Sungai
(DAS)

Perlu disusunnya dokumen
sinkronisasi program
pemanfaatan ruang, serta
kebijakan untuk
pengendalian pemanfaatan
ruang

Masih Rendahnya
Ketaatan Penata
Ruangan

Terdapat pembangunan yang
dilaksanakan oleh pihak
masyarakat dan dunia usaha
belum sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam
rencana tata ruang,
khususnya terkait dengan
arahan pemanfaatan ruang
sehingga perlu dilaksanakan
pengendalian terhadap
rencana tapak yang sudah
disahkan

Masih rendahnya Pelayanan
Jasa Kontruksi

Tenaga kerja Konstruksi
belum bersertifikat
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Masalah Pokok

Permasalahan

Akar Masalah

(1)

(2)

(3)

Belum tertibnya
pelayanan Jasa
Konstruksi

Banyak penyedia jasa
konstruksi belum memiliki
sertifikasi sesuai standar

Penyedia Jasa Konstruksi
belum mempunyai SBU

Pengawasan Tertib Usaha,
Tertib Penyelenggaraan dan
Tertib Pemanfaatan Jasa
Konstruksi belum Optimal.

Perumahan dan Kawasan Permukiman

Belum merata dan
terjangkau ketersediaan
infrastruktur dasar,
Perumahan dan pemukiman

Penanganan
Infrastruktur
Perumahan dan
pemukiman belum
optimal

Belum optimalnya
penanganan limbah domestik

Tidak berfungsinya IPLT

Rendahnya kesadaran
masyarakat terhadap sanitasi

Belum Optimalnya
Penanganan Kawasan Kumuh

Belum adanya database
Prasarana, Sarana, dan
Utilitas (PSU) perumahan dan
Permukiman yang tidak
memenuhi standar

Backlog Rumah di Kabupaten
Sumedang Masih Tinggi

Rasio Rumah Tidak Layak
Huni masih rendah

Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Belum Optimalnya
Penguatan Penegakan
regulasi Daerah

Penanganan
gangguan
ketentraman dan
ketertiban umum
belum optimal

Belum optimalnya sosialisasi
terkait Perda dan Perkada
sehingga pemahaman
masyarakat terhadap Perda
dan Perkada masih rendah

Sedikitnya pegawai yang
memiliki kualifikasi
Pendidikan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS

Terdapatnya Regulasi yang
tumpang tindih

Daya Dukung pembinaan dan
pemberdayaan anggota
Satlinmas kurang optimal.
Banyak anggota Linmas yang
telah berusia lanjut sehingga
berpengaruh kepada kualitas
SDM Satlinmas

Kurang minatnya warga
masyarakat pemuda/pemudi
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Masalah Pokok

Permasalahan

Akar Masalah

(1)

(2)

(3)

yang ingin menjadi anggota
linmas

Sebagian besar wilayah yang
rentan terhadap bencana
dan perubahan iklim

Penanggulangan dan
Penanganan Bencana
belum optimal

Masih rendahnya kesadaran
terhadap risiko bencana dan
masih rendahnya
pemahaman terhadap
kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana.

Belum tersedianya data dan
peta rawan bencana yang
dimutakhirkan

Terbatasnya kuantitas dan
kualitas sumberdaya aparatur
serta sarana prasarana
penanggulangan bencana

Luasnya wilayah manajemen
kebakaran tidak sebanding
dengan sarana dan prasarana
yang ada

Belum memadainya
Pemberdayaan riset dan
teknologi terapan dalam
pengurangan risiko bencana

Sosial

Pelayanan PPKS yang masih
perlu ditingkatkan
efektivitasnya

Penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
masih belum Optimal

Data Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS)
belum akurat (Valid)

Peran Potensi Sumber Daya
Kesejahteraan Sosial (PSKS)
belum maksimal

Belum terintegrasinya
pelayanan kesejahteraan
sosial tingkat desa

Sarana dan prasarana
pelayanan sosial belum
memadai.

Tenaga kerja

Masih terdapatnya mismatch
dan miseducation antara
kompetensi angkatan kerja
dan kebutuhan pasar tenaga
kerja

Kompetensi Pencari
Kerja masih rendah

Hubungan antara LPKS dan
sektor industri di Kabupaten
Sumedang masih perlu
ditingkatkan. Minimnya
kerjasama ini mengakibatkan
materi pelatihan yang
disampaikan tidak
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Masalah Pokok

Permasalahan

Akar Masalah

(1)

(2)

(3)

sepenuhnya sesuai dengan
kebutuhan dunia kerja

Belum optimalnya pelatihan
vokasi untuk meningkatkan
keterampilan tenaga kerja
lokal, seperti digital
marketing, menjahit, dan
budidaya ternak sehingga
belum semua bidang
mendapatkan penyerapan
kerja yang optimal

Beberapa LPKS di Sumedang
mungkin belum memiliki
akreditasi atau sertifikasi
resmi dari badan pengawas
atau asosiasi yang
berwenang, sehingga kualitas
pelatihan yang diberikan
tidak terstandarisasi dan
LPKS swasta sering kali
menghadapi kendala dalam
hal pendanaan

SDM tenaga kerja yang relatif
rendah baik tingkat
pendidikan maupun
keterampilan yang dimiliki,
sehingga berdampak pada
ketidaksesuaian dengan
kualifikasi pekerjaan

Masih rendahnya kuantitas
dan kualitas lulusan
BLK/LPK di dalam pasar
kerja

Tidak sebandingnya
antara jumlah pencari
kerja dengan
ketersediaan
kesempatan Kerja

Kurang efektivitasnya
informasi pasar kerja

Keterbatasan aksesibilitas
dan diskriminasi terhadap
tenaga kerja disabilitas

Belum optimalnya Keppres 04
Tahun 1980 tentang wajib
lapor lowongan pekerjaan

Masih rendahnya kualitas
dan kuantitas fasilitas
komunikasi antara pekerja
dengan pengusaha

Pertumbuhan lapangan kerja
yang lambat

Masih adanya permasalahan
hubungan antara pekerja
dengan pengusaha
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Masalah Pokok

Permasalahan

Akar Masalah

(1)

(2)

(3)

Belum memadainya
SDM pendukung
ketenagakerjaan

Jumlah mediator yang kurang
tidak sebanding dengan
jumlah kasus yang masuk

Belum tersedianya SDM
fungsional pengantar kerja

Masih kurangnya tenaga SDM
instruktur BLK yang
berkompeten

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Responsif Gender

Rendahnya kualitas
hidup perempuan

Masih rendahnya kualitas
hidup, perlindungan dan
kesejahteraan terhadap
perempuan

Belum tersedianya data
terbaru mengenai organisasi
wanita yang aktif

Partisipasi perempuan di
bidang politik, sosial,
ekonomi, hukum masih
rendah

Masih banyaknya perempuan
kepala keluarga yang belum
berdaya

Masih rendahnya tingkat
kesejahteraan anak

Masih Adanya tindak
kekerasan terhadap
perempuan dan anak

Perempuan dan anak masih
menjadi sasaran utama
tindak kekerasan

Pemenuhan hak anak dalam
menempuh pendidikan yang
belum tercapai khususnya
anak perempuan banyak yang
putus sekolah dan menikah
usia dini

Belum optimalnya rumah
aman bagi korban kekerasan

Kurangnya sosialiasasi
mengenai Lembaga-lembaga
perlindungan terhadap
kekerasan perempuan dan
anak

Pangan

Ketahanan pangan yang
rentan tehadap disrupsi
ekonomi

Belum optimalnya
ketersediaan
cadangan pangan
pemerintah dan
cadangan pangan
masyarakat

Belum meratanya
ketersediaan pangan antar
waktu dan antar wilayah.

Lemahnya akses data dan
informasi harga pasokan dan
akses pangan.
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Masalah Pokok

Permasalahan

Akar Masalah

(1)

(2)

(3)

Intervensi/penanganan desa
rawan pangan tidak tepat
berada di lokasi desa yang
termasuk kategori miskin
tinggi.

Belum mencukupinya
produksi pangan dalam
memenuhi ketersediaan
konsumsi perkapita perhari
dan diikuti tingginya laju
pertumbuhan penduduk
Kabupaten Sumedang.

Belum optimalnya program
ketahanan pangan

Belum optimalnya
pengembangan dan
pemanfaatan pangan lokal.

Belum optimalnya
pemanfaatan pekarangan
dimasyarakat sebagai sumber
pangan bergizi dan
pendapatan keluarga.

Belum optimalnya sosialisasi
keamanan Pangan Segar Asal
Tumbuhan (PSAT) kepada
masyarakat, produsen, dan
pelaku usaha.

Rendahnya
diversifikasi pangan

Tingginya ketergantungan
masyarakat terhadap pangan
pokok beras.

Masih rendahnya diversifikasi
pangan

Belum optimalnya kesadaran
konsumsi pangan masyarakat
yang beragam, bergizi,
seimbang dan aman, masih
ada daerah yang terindikasi
rawan pangan yang
menimbulkan kurang gizi
terutama gizi buruk bagi
balita (stunting).

Rendahnya sosialisasi pola
konsumsi Beragam Bergizi
Seimbang dan Aman (B2SA)
di tingkat masyarakat.

Pertanahan

Belum optimalnya kinerja
bidang Pertanahan

Proses Pengadaan
lahan untuk
kepentingan umum,
penanganan sengketa

Terkendalanya pembebasan
lahan untuk fasilitas umum,
fasilitas sosial dan sarana
pelayanan umum lainnya
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Masalah Pokok

Permasalahan

Akar Masalah

(1)

(2)

(3)

tanah dan
pemanfaatan Tanah
belum optimal

Penanganan Dampak Sosial
dan Lingkungan
Pembangunan Tol
CISUMDAWU, Bendungan
Jatigede, dan Bendungan
Sadawarna oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten

Inventarisasi Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan, dan
Pemanfaatan Tanah Eks HGU
serta Sengketa Penguasaan
Hutan, dan permasalahan LC
Kelurahan Situ

Belum Optimanya Gugus
Tugas Reforma Agraria (GTRA)
dalam penyelesaian Sengketa
Tanah Garapan dalam daerah
Kabupaten Sumedang

Lingkungan Hidup

Pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan hidup
yang belum
mempertimbangkan Daya
Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan

Masih rendahnya
Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup

Rendahnya pengetahuan dan
pemahaman masyarakat
tentang pengelolaan sampabh,
kondisi ini dicirikan dengan
masih banyaknya titik lokasi
pembuangan sampah liar

Peningkatan timbulan
sampah

Belum optimalnya
pengelolaan sampah di
Kabupaten Sumedang,
terutama di wilayah
perkotaan

Rendahnya sosialisasi
pengelolaan limbah industri
dan rumah tangga kepada
masyarakat

Keterbatasan sarana
prasarana pengujian dugaan
pencemaran dan atau
perusakan lingkungan seperti
alat pengukur getar,
pengukur bau dan lain-lain

Belum tersedianya data
tentang pencemaran dan
pelanggaran lingkungan
untuk publik

Belum tersedianya tenaga
pengawas lingkungan di
Kabupaten Sumedang

II-358 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026




Masalah Pokok

Permasalahan

Akar Masalah

(1)

(2)

(3)

Penyelenggaraan prasarana
sarana persampahan masih
terbatas

Administrasi Kependudukan

dan Pencatatan Sipil

Belum meratanya Pelayanan
administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil

Penerbitan dokumen
kependudukan dan
pencatatatan sipil
belum optimal

Belum optimalnya proses
pelayanan Dokumen
Pendaftaran Penduduk

Jangkauan pelayanan yang
sangat luas

Ketersediaan blangko KTP
dari Pusat terbatas alokasinya
untuk daerah

Belum optimalnya proses
pelayanan Dokumen
Pencatatan Sipil.

Tingkat Kesadaran
Masyarakat akan pentingnya
kepemilikan dokumen
Kependudukan masih rendah

Pemanfaatan data penduduk
yang masih belum maksimal
penggunaannya

Akses ke Data Center sangat
terbatas sehingga
menghambat pelayanan Data
Kependudukan

Belum Optimalnya
Penggunaan Layanan Daring

Pemberdayaan Masyarakat d

an Desa

Masih rendahnnya junlah
Desa Mandiri

Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa
dalam mendorong
Pertumbuhan
Perekonomian belum
optimal

Pengembangan BUMdes
sebagai motor ekonomi desa
belum optimal

Belum optimalnya
pengalokasian dana desa
untuk pemberdayaan
ekonomi dan masyarakat
desa serta pengembangan
desa

Potensi sumber daya alam
dan manusia belum
termanfaatkan dengan baik

Belum optimalnya penerapan
teknologi tepat guna di desa

Masih rendahnya pengawasan
pelaksanaan pembangunan
desa

Belum optimalnya fasilitasi
Perencanaan Pembangunan di
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Masalah Pokok

Permasalahan

Akar Masalah

(1)

(2)

(3)

desa dari mulai penyusunan
RPJMDes, RKPdes, RAPBDes
dan APBDes

Kualitas Pengelolaan Desa
Dalam Siskeudes,
Pemanfaatan Potensi Desa
dan Penataan Lembaga
Kemasyarakatan Desa (LKD)
dan Lembaga Adat Desa (LAD)
sesuai Standar belum optimal

Pengendalian Penduduk Dan

Keluarga Berencana

Masih Tingginya Angka TFR

Belum optimalnya
pengendalian
penduduk melalui KB

Tingginya angka Pasangan
Usia Subur Muda

Masih rendahnya PUS ber KB
yang menggunakan Metode
Kontrasepsi Jangka Panjang
(MKJP

Masih cukup tinggi angka
kelahiran

Tingginya pernikahan
dibawah usia 20 tahun

Rendahnya kesertaan KB Pria

Kemandirian keluarga
peserta KB belum optimal

Persentase keluarga
pra sejahtera dan
keluarga sejahtera I
masih tinggi

Rendahnya motivasi keluarga
pra sejahtera dalam
berwirausaha

Belum optimalnya
penyuluhan tentang
pemberdayaan ekonomi
terhadap keluarga Pra
sejahtera

Bantuan modal untuk usaha
masih terkendala

Perhubungan

Masih rendahnya
kenyamanan, Keselamatan
dan Ketertiban Pengguna
Jalan.

Kurangnya
ketersediaan sarana
dan prasarana lalu
lintas dan angkutan
jalan

Belum berhasilnya
penanganan masalah
kemacetan di simpul titik
kemacetan Kabupaten
Sumedang, yaitu simpangan
pusat aktifitas di ibukota,
Pasar dan Alun-alun
Tanjungsari, pertigaan
Cimalaka, dan Jatinangor

Belum optimalnya
pengelolaan parkir termasuk
pengendalian parkir liar

Belum optimalnya pelayanan
terminal tipe C yang sudah
ada serta belum tersedianya
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Permasalahan

Akar Masalah

(1)

(2)

(3)

terminal barang sesuai
kewenangan kabupaten

Belum memadainya
koordinasi terkait
pembatasan angkutan barang
yang melalui jalan arteri di
Kabupaten Sumedang,
sehingga berakibat pada
kemacetan, polusi, rawan
kecelakaan, dan lain-lain

Masih adanya beberapa ruas
jalan yang masih minim
fasilitas PJU dan rambu lalu
lintas

Perlengkapan keselamatan,
fasilitas jalan dan jaringan
jalan Kabupaten masih belum
optimal

Masih terbatasnya fasilitas
ATCS yang hanya dibeberapa
titik saja

Belum memadainya trayek
angkutan penumpang antar
kecamatan

Minimnya sarana dan
prasarana uji kendaraan

Belum adanya pengawasan
dan pengendalian
keselamatan transportasi air
Angkutan Sungai Danau dan
Penyebrangan (ASDP) dan
dampak aktifitas Pariwisata di
sekitar Waduk

Belum adanya Dokumen
Perencanaan Tatanan
Transportasi Lokal sesuai
perkembangan tata ruang dan
perubahan regulasi.

Terbatasnya Sumber Daya
Manusia (SDM) yang memiliki
kemampuhan kualifikasi
teknis dalam bidang
Perhubungan

Komunikasi Dan Informatika

Literasi Digital masih belum
optimal

Layanan komunikasi
dan informasi masih
perlu peningkatan

Sistem pengendalian dan
pengawasan komunikasi
belum optimal;
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Akar Masalah

(1)

(2)

(3)

Kurangnya kewenangan
dalam penanganan
permasalahan komunikasi;

Peran dan fungsi Komunitas
Informasi Masyarakat (KIM)
maupun Lembaga
Komunikasi Masyarakat
lainnya dalam diseminasi
informasi belum optimal,

Belum optimalnya peran dan
fungsi Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Pembantu pada
Perangkat Daerah dalam
pelaksanaan Keterbukaan
Informasi Publik (KIP);

Lemahnya kesadaran
masyarakat dalam
pemanfaatan pelayanan
informasi serta keterbukaan
informasi publik;

Kurangnya Sumber Daya
Manusia (SDM) bidang
komunikasi publik

Kurangnya Pengembangan
Keahlian Sumber Daya
Manusia (SDM) yang
bersertifikasi di bidang
Informatika

Kurangnya kapasitas Back Up
listrik untuk NOC (Network
Operation Control);

Kurangnya Infrastruktur
pendukung NOC (Network
Operation Control);

Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Lambatnya pertumbuhan
nilai ekonomi Koperasi dan

UMKM

Melemahnya peran
koperasi dalam
pemberdayaan
ekonomi masyarakat

Kurangnya Sumber Daya
Manusia (SDM) yang
kompeten mengakibatkan
proses pengawasan dan
pemeriksaan koperasi
menjadi kurang optimal,
sehingga masalah dalam
koperasi tidak terdeteksi atau
diselesaikan dengan baik

Minimnya edukasi dan
pelatihan sehingga banyak
anggota koperasi, termasuk
pengurus, yang tidak
mendapatkan pelatihan
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Akar Masalah

(1)

(2)

(3)

memadai terkait manajemen,
keuangan, dan
kewirausahaan

Tidak semua koperasi
memiliki standar penilaian
kesehatan keuangan dan
operasional yang seragam,
sehingga hasil penilaian dapat
bervariasi

Rendahnya minat masyarakat
untuk menjadi anggota
koperasi

Belum optimalnya sistem
digitalisasi koperasi sehingga
koperasi belum terhubung
dengan pasar yang lebih luas

Terbatasnya permodalan
dalam pengembangan
koperasi

Peningkatan UMKM
belum optimal

Rendahnya Tingkat Literasi
Digital seperti Pelaku UMKM
kurang memahami
penggunaan teknologi digital
untuk pemasaran, penjualan,
pengelolaan usaha dan
kurangnya pelatihan tentang
e-commerce dan penggunaan
media sosial sebagai alat
pemasaran

Masih sulitnya pemasaran
produk UMKM di Kabupaten
Sumedang

Database UMKM belum
tersedia secara akurat

Masih rendahnya
kemampuan bersaing produk
lokal dengan produk impor

Terbatasnya pelaku usaha
yang dapat mengakses
permodalan

Penanaman Modal

Belum Optimalnya Iklim
Investasi Daerah

Jumlah penanaman
modal di Kabupaten
Sumedang belum
sebanding dengan
potensi investasi

Belum adanya peta data
potensi investasi unggulan
daerah yang lengkap sesuai
dengan kondisi daerah

Belum adanya data potensi
investasi yang sudah diolah
dan dikembangkan menjadi
peluang investasi melalui
analisis
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Akar Masalah

(1)

(2)

(3)

Belum adanya data peluang
investasi unggulan daerah
(sudah dilakukan analisis)
sebagai bahan promosi

Belum adanya dokumen
strategi promosi investasi
sebagai bahan atau acuan
pelaksanaan kegiatan
promosi

Belum adanya diversifikasi
sumber investasi dari sektor
lain selain konstruksi

Kepemudaan Dan Olahraga

Masih Rendahnya Peran
Pemuda Dalam
Pembangunan

Masih rendahnya
peran dan partisipasi
pemuda dalam
mendorong
percepatan
pembangunan

Belum optimalnya pembinaan
dan pengembangan
kepemudaan

Belum maksimalnya
dukungan pelaksanaan
penyelenggaraan program dan
kegiatan kepemudaan

Rendahnya daya kreasi
generasi muda

Masih tingginya kenakalan
remaja dan penyalahgunaan
obat terlarang

Rendahnya apresiasi dan
penghargaan bagi pemuda
maupun kelompok
kepemudaan berprestasi

Masih rendahnya prestasi
olahraga

Masih minimnya
jumlah atlet
berprestasi

Belum optimalnya pembinaan
dan pengembangan
keolahragaan

belum maksimalnya
dukungan pelaksanaan
penyelenggaraan program dan
kegiatan keolahragaan

Pembinaan atlet masih
terbatas, belum berkelanjutan
dari pemula sampai
professional

Kurangnya penyelenggaraan
kegiatan atau event kejuaraan

Rendahnya apresiasi dan
penghargaan bagi atlet
maupun tenaga keolahragaan
berprestasi

Fasilitas olahraga belum
memadai atau belum sesuai
dengan standarisasi
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Akar Masalah
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(3)

Statistik

Ketersediaan data yang
akurat dan berkualitas

Masih rendahnya
kualitas data dan
data realtime

Belum tersedianya pengelola
data di setiap Perangkat
Daerah

Minimnya tenaga statistisi di
kabupaten Sumedang

Kurangnya kesadaran para
pemangku kebijakan
terhadap pentingnya data

Masih banyak Perangkat
Daerah selaku produsen data
yang belum melakukan
pembaharuan data secara
periodik sesuai dengan waku
rillis data

Masih terdapat data yang
belum memenuhi prinsip
Satu Data Indonesia dan
dimensi kualitas data

Belum optimalnya
pemanfaatan data
Pembangunan bagi
penentuan kebijakan

Persandian

Pengamanan Informasi
daerah

Masih Rendahnya
Pengamanan Skor
Informasi daerah

Pemahaman pengguna
aplikasi dalam aspek
keamanan informasi masih
rendah

Belum adanya pembinaan
terkait dengan sistem
persandian

Sarana prasarana masih
belum memadai, seperti:
laptop, pc, lisensi aplikasi
pentest, lisensi windows,
lisensi antivirus.

Belum optimalnya sistem
persandian di semua
Perangkat Daerah

Belum adanya tenaga ahli
persandian yang tersertifikasi

Kurangnya alat pendukung
dalam menjalankan
monitoring keamanan
informasi

Kebudayaan
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(1)
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(3)

Belum optimalnya
pemanfaatan kebudayaan
daerah dalam menunjang
pariwisata

Masih rendahnya
perlindungan,
pengembangan,
pemanfaatan dan
pembinaan
kebudayaan

Masih minimnya sarana dan
prasarana pendukung
kebudayaan

Masih rendahnya
perlindungan,
pengembangan, pemanfaatan,
dan pembinaan kebudayaan

Masih rendahnya pembinaan
terhadap pelaku seni budaya

Pelaksanaan event seni
budaya/promosi budaya
masih terbatas

Pelestarian situs cagar
budaya belum optimal (masih
banyak yang tidak
terpelihara)

Belum optimalnya objek
budaya yang dijadikan
destinasi wisata

Belum tersedianya tenaga ahli
di bidang konservasi dan
pengelolaan budaya

Perpustakaan

Masih Rendahnya Indeks
Literasi

Sarana dan prasarana
perpustakaan belum
memadai

Koleksi bahan pustaka sangat
terbatas sehingga belum
dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat

Kurangnya tenaga
pustakawan yang mengelola
perpustakaan di semua
jenjang

Layanan perpustakaan belum
dapat memenuhi kebutuhan
dan harapan pemustaka

Jangkauan perpustakaan
keliling sangat terbatas

Rendahnya literasi dan minat
baca Masyarakat

Kearsipan

Rendahnya Perangkat
Daerah yang mengelola arsip
secara baku

Belum adanya
kesamaan persepsi di
setiap PD terhadap
kearsipan

Masih minimnya perhatian
pimpinan Perangkat Daerah
terhadap kearsipan

Belum optimalnya tata kelola
arsip

Belum adanya sistem
pengelolaan arsip elektronik

Belum tersedianya depo arsip
yang memadai
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(1)

(2)

(3)

Masih rendahnya pemahaman
pengelolaan arsip dinamis di
seluruh Perangkat Daerah

Kelautan dan Perikanan

Belum optimalnya
peningkatan produksi
perikanan

Belum optimalnya
pemanfaatan potensi
perikanan

Belum optimalnya
pemanfaatan lahan untuk
budidaya perikanan

Penggunaan pakan yang tidak
tepat

Masih rendahnya
Pengetahuan, Sikap, dan
Keterampilan Sumber Daya
Manusia Perikanan terutama
untuk Kelompok Perikanan

Masih rendahnya inovasi
dalam pengolahan ikan
sehingga harga jual ikan
rendah

Belum adanya pusat atau
sentra produksi perikanan
dan pengolahan, dan belum
terpetakannya potensi antar
wilayah

Perubahan iklim dan cuaca

Belum optimalnya penerapan
teknologi perikanan

Belum optimalnya
pemanfaatan Potensi Perairan
Umum Daratan (PUD)

Belum adanya orientasi bisnis
dalam usaha budidaya,
penangkapan dan pengolahan
perikanan

Belum optimalnya
pengelolaan data dan
informasi perikanan

Belum optimalnya
pengawasan terhadap
aktivitas perikanan terutama
penangkapan ikan di
Bendungan Jatigede

Belum optimalnya
kelembagaan perikanan

Rendahnya kualitas benih
ikan
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(3)

Konsumsi ikan
masyarakat yang
masih rendah

Belum optimalnya Gerakan
Gemar Makan Ikan sehingga
konsumsi ikan masih agak
rendah di Kabupaten
Sumedang

Pasar yang tidak
efisien

Kurangnya akses ke pasar

Harga yang tidak stabil

Pariwisata

Rendahnya kunjungan
wisata

Sarana prasarana
pariwisata masih
kurang memadai

Masih terbatasnya
aksesibilitas ke daerah
destinasi wisata

Masih minimnya sarana dan
prasarana serta infrastuktur
yang memadai untuk
menunjang peningkatan
pariwisata

Belum tersedianya amenitas
dilokasi wisata

Belum optimalnya promosi
destinasi pariwisata dalam
mendongkrak jumlah
kunjungan wisata

Belum optimalnya
pemanfaatan media social
serta teknologi informasi
untuk promosi wisata

Belum optimalnya
pengelolaan Lokasi-lokasi
wisata

Belum adanya galeri ekonomi
kreatif dan sentra kerajinan

Minimnya event budaya
untuk menarik wisatawan

Belum tersedianya SDM
pelaku pariwisata

Sub sektor ekonomi
kreatif belum
berkembang

Masih rendahnya kuantitas
dan kualitas produk produk
hasil ekonomi kreatif dan
pelaku ekonomi kreatif

Kurangnya kesadaran akan
pentingnya hak kekayaan
intelektual (HKI)

Masih kurangnya
infrastruktur serta sarana
dan prasarana ekonomi
kreatif
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(3)

Masih kurangnya program
pelatihan terutama dalam
desain dan pemasaran digital

Peran komunitas pelaku
ekonomi kreatif belum
maksimal

Belum terciptanya sistem
distribusi produk ekonomi
kreatif yang efektif

Masih minimnya pelaksanaan
event dan pameran ekonomi
kreatif sebagai ajang
pemasaran produk dan
membangun networking

Masih rendahnya kesadaran
Masyarakat untuk membeli
produk lokal

Pertanian

Masih Rendahnya Nilai
Tukar Petani Tanaman
Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan;

Pasar yang tidak
efisien

Aksesibilitas pemasaran hasil
pertanian terbatas

Ketidakadilan dalam
pembagian keuntungan
dirantai pasokan atau
monopoli

Kurangnya
pengetahuan dan
keterampilan dalam
pengolahan usaha
pertanian

Rendahnya kualitas SDM
petani

Rendahnya regenerasi petani.

Rendahnya kapasitas petani
milenial

Masih rendahnya kompetensi
SDM penyuluh.

Produksi komoditas
pertanian yang
rendah

Perubahan iklim, bencana
alam dan serangan hama
menjadi faktor kegagalan
panen

Ketergantungan petani
terhadap pupuk dan pestisida
non organik

Distribusi pupuk tidak
merata sehingga terkadang
terjadi kelangkaan pupuk

Tingginya harga pupuk dan
pestisida

Terbatasnya penyebaran dan
penyediaan benih unggul
bersertifikat

II-369 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026




Masalah Pokok

Permasalahan
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Belum optimalnya
penanganan Organisme
Penganggu Tanaman (OPT)

Rendahnya dukungan sarana
prasarana dalam rangka
penerapan budidaya
pertanian yang ramah
lingkungan.

Infrastruktur pertanian
seperti irigasi dan jalan yang
belum memadai

Belum optimalnya
pemanfaatan potensi lahan
(Pemetaan Cluster Pertanian).

Kurangnya ketersediaan
infrastruktur dan alat mesin
pertanian untuk mendukung
peningkatan Indeks
Pertanaman (IP), Perluasan
Areal Tanam Baru (PATB) dan
Peningkatan Mutu
Intensifikasi (PMI) serta
percepatan tanam baik
kuantitas maupun kualitas.

Teknologi bidang pertanian
dan Digitalisasi Pertanian
masih rendah

Alih Fungsi Lahan Pertanian.

Minimnya Akses terhadap
permodalan.

Aksesibilitas pemasaran hasil
pertanian terbatas.

Persaingan dengan
produk impor

Belum mampu bersaingnya
produk pertanian dengan

produk impor baik dari segi
kualitas maupun kuantitas

Rendahnya nilai
tambah produk
pertanian

Terbatasnya Pengolahan Hasil
Pertanian dan promosi
produk pertanian

Kurangnya investasi dalam
teknologi bidang pertanian

Masih Rendahnya Nilai
Tukar Petani Peternak

Pasar yang tidak
efisien

Akses distribusi hasil
produksi ternak masih
terbatas

Tidak adanya jaminan
kualitas

Persaingan yang tidak
sehat

Struktur pasar yang tidak
sehat
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(3)

Belum optimalnya
kelembagaan peternakan.

Kurangnya akses
teknologi modern

Rendahnya pengetahuan dan
keterampilan SDM peternak
terhadap teknologi dan
inovasi.

Penerapan teknologi dalam
bidang peternakan belum
optimal

Rendahnya produksi
peternakan

Usaha budidaya peternakan
sebagian besar masih
merupakan usaha sambilan /
belum berorientasi bisnis

Masih kurangnya sarana
pendukung usaha peternakan
seperti Pasar Hewan, Rumah
Potong Hewan, Sumber Air
Peternakan, Puskeswan /
Klinik Hewan, Pusat Promosi,
Instalasi Pembibitan,
Kawasan Peternakan dan
sebagainya.

Harga pakan dan bahan baku
pakan tidak sebanding
dengan hasil yang diperoleh,
dimana pakan merupakan
komponen terbesar biaya
produksi peternakan.

Masih sering terjadinya
penyakit menular pada hewan
ternak

Masih rendahnya kesadaran
peternak akan pentingnya
vaksinasi

Aksesibilitas permodalan
masih terbatas

Rendahnya nilai
tambah produk
peternakan

Rendahnya kualitas pakan
ternak

Belum adanya inovasi dalam
pakan alternatif

Belum optimalnya
pengelolaan kesehatan hewan
dan kesehatan masyarakat
veteriner.

Kurangnya manajemen
peternakan yang baik

Biaya produktifitas yang
tinggi.

Kehutanan
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Belum Optimalnya
Perekonomian masyarakat
sekitar Taman Hutan Rakyat

Kreativitas ekonomi
masyarakat sekitar
penyangga Tahura
belum optimal

Kurang efisiensinya
pengelolaan Taman Hutan
Rakyat (Tahura);

Hutan Kota belum
dikembangkan

Perdagangan

Usaha Perdagangan yang
kurang berkembang

Rendahnya
pemanfaatan
teknologi informasi
dalam Pengembangan
sektor perdagangan

Belum adanya kesepakatan
kerjasama antara distributor,
koperasi dan pelaku usaha
perdagangan untuk
melakukan sistem jaringan
usaha

Perkembangan perdagangan
digital belum optimal

Revitalisasi Pasar
Rakyat

Belum terwujudnya
kesepakatan antara warga
pasar dengan Pemerintah
Daerah dalam rencana
pembangunan pasar

Masih terdapatnya lahan-
lahan belum bersertifikat
yang akan diperuntukan
pembangunan pasar

Belum adanya data valid
mengenai perdagangan besar
dan eceran yang tersebar di
Kabupaten Sumedang

Akses permodalan

Pelaku usaha sering kesulitan
mendapatkan modal untuk
mendukung ekspansi ke
pasar internasional sehingga
menjadi dampak kepada
pelaku usaha karna
terbatasnya skala produksi,
inovasi, dan promosi produk
di pasar global

Kurangnya
infrastruktur yang
memadai

Rendahnya kualitas sarana
dan prasarana perdagangan

Sarana dan prasarana pasar
rakyat tidak layak

Perindustrian

Laju Pertumbuhan Industri
pengolahan masih rendah

Kurangnya tingkat
investasi

Kurangnya akses terhadap
permodalan

Kondisi ekonomi yang kurang
stabil

Biaya produksi yang tinggi
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(2)

(3)

Kurangnya dukungan
infrastruktur

Sertifikasi hasil industri
belum menyeluruh

Semakin banyaknya produk
impor dengan harga yang
lebih rendah menghambat
daya saing industri lokal

Masih kurangnya promosi
peluang investasi

Kurangnya penerapan
teknologi dan inovasi

kurangnya kompetensi SDM
seperti kurangnya tenaga
kerja terampil dalam bidang
digitalisasi

Kesenjangan pengetahuan
dan teknologi

Minimnya pelatihan dan
pendidikan vokasi digital

Kurangnya
pemasaran

Masih kurangnya promosi
produk IKM

Keterbatasan akses pasar dan
belum optimalnya
pemanfaatan pemasaran
digital atau e-commerse

Transmigrasi

Belum optimalnya jumlah
transmigran yang
ditempatkan

Keterbatasan kuota
penempatan
transmigrasi

Penentuan alokasi
penempatan transmigrasi
yang ditentukan secara
mendadak oleh Pusat yang
mungkin dalam hal
penanggaran di tingkat
Kabupaten/Kota terhambat
atau belum dapat
dianggarakan

Belum tersedianya lahan
untuk transmigrasi

Kurangnya pengembangan
SDM yang baik untuk
mengelola urusan
transmigrasi

Belum tersedianya SDM
fungsional Penggerak
Swadaya Masyarakat

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Perencanaan

Konsistensi Perencanaan
dan Penganggaran

Rencana
pembangunan atau
program strategis

Kurangnya pemahaman akan
kedudukan perencanaan
pembangunan
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tidak memiliki
dukungan anggaran
yang memadai

Masih banyak perencanaan
yang dibuat tanpa
menggunakan data yang
akurat, mutakhir, dan
terverifikasi

Belum adanya
pengintegrasian antara
perencanaan dengan GIS
(Geographic Information
System) untuk pemetaan
wilayah prioritas
Pembangunan

Masih lemahnya sinkronisasi
dan koordinasi antar
Perangkat Daerah sehingga
sering terjadi duplikasi
aktivitas dan sasaran
kegiatan

Perencanaan belum optimal
sesuai dengan hasil evaluasi
pembangunan

Terlalu banyak program
dengan anggaran kecil,
sehingga kurang berdampak
signifikan terhadap
pembangunan

Adanya perubahan kebijakan
anggaran dapat menghambat
pencapaian target kinerja

Keuangan

Belum sebandingnya antara
pendapatan dan kebutuhan

Kebutuhan Belanja
tidak sebanding
dengan pendapatan

Masih rendahnya penerimaan
pendapatan daerah

Masih rendahnya kualitas
dokumen keuangan daerah

Pendapatan Daerah

Belum Optimalnya
Pendapatan Asli Daerah
dalam mendukung
Pembangunan Daerah

Pengelelolaan Potensi
PAD dan Pajak
Daerah belum optimal

PAD masih rendah karena
belum ada diversifikasi
sumber penerimaan yang
optimal

Banyak aset daerah yang
belum dimanfaatkan secara
produktif untuk menambah
PAD

Belum tercapainya target
penerimaan pajak

Belum optimalnya penggalian
potensi pajak
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Belum optimalnya
pemutakhiran data
objek/subjek pajak daerah
sehingga keakuratan
penetapan pajak daerah
belum bisa optimal

Belum adanya implementasi
regulasi yang memberi efek
jera kepada wajib pajak yang
tidak memberikan data sesuai
prosedur

Belum optimalnya
pemutakhiran database pajak

Rendahnya kesadaran
masyarakat terhadap
ketaatan pembayaran pajak

Kurangnya SDM yang
kompeten dalam pengelolaan
PAD, sehingga strategi
peningkatan pendapatan
tidak berjalan optimal

Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan

Belum Optimalnya Indeks
Profesionalitas ASN

Kualitas dan
Kompetensi ASN
belum Merata

Belum optimal dan
terpetakannya penempatan
pegawai berdasarkan analisis
jabatan, kompetensi,
kualifikasi dan kebutuhan
organisasi secara riil

Masih kurangnya aparatur
yang memiliki kualifikasi
teknik

Distribusi ASN belum merata
secara kualitas dan kuantitas

Tambahan Penghasilan
Pegawai masih berdasarkan
indikator kinerja yang
disusun berdasarkan perilaku
dan kehadiran kerja tanpa
target kinerja

Belum optimalnya
pengevaluasian kinerja dan
disiplin pegawai yang
terintegrasi

Belum optimalnya dan
terintegrasinya pemanfaatan
dan penerapan teknologi
informatika dalam aplikasi
sistem informasi manajemen
kepegawaian
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Masalah Pokok Permasalahan

Akar Masalah

(1) (2)

(3)

Masih terbatasnya pelatihan
dan pendidikan berkelanjutan
bagi ASN untuk
meningkatkan kapasitas

Tidak adanya mekanisme
evaluasi pasca-pelatihan,
sehingga sulit mengukur

efektivitas pengembangan
kompetensi

Belum optimalnya sistem
talent pool atau assessment
center

Penelitian dan Pengembangan

Hasil penelitian belum Dokumen Kajian
seluruhnya belum optimal
diimplementasikan menjadi dasar

pelaksanaan kegiatan

Kurangnya fungsional peneliti
dengan kualifikasi dan latar
belakang riset

Belum ada skema yang
sistematis untuk
pengembangan riset terapan
berbasis potensi dan
permasalahan daerah

Belum optimalnya hasil
penelitian yang dimanfaatkan
dalam perumusan kebijakan,
program, maupun
perencanaan pembangunan

UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Sekretariat Daerah

Belum Optimalnya Belum optimalnya
Perumusan Kebijakan pada | kualitas pelayanan
Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah

Bagian Tata Pemerintahan

Belum optimalnya pembinaan
terhadap kecamatan dan
kelurahan

Belum adanya penegasan
tentang batas wilayah
kecamatan, kelurahan dan
desa

Masih rendahnya respon OPD
dalam penyusunan LKPJ dan
LPPD

Bagian Hukum

Belum tercapainya target
program pembentukan Perda
sesuai dengan yang
ditetapkan

Belum tersedianya pejabat
fungsional perancang
peraturan perundang-
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Masalah Pokok

Permasalahan

Akar Masalah

(1)

(2)

(3)

undangan, penyuluh hukum
dan pustakawan

Bagian Organisasi

Masih adanya OPD yang
belum menyusun dan
menerapkan SOP dan standar
pelayanan

Belum adanya evaluasi
kelembagaan, analisa jabatan
dan analisa Beban kerja
sesuai dengan SOTK yang
baru

Masih rendahnya respon dan
pemahaman OPD terhadap
dukungan data penyusunan
LAKIP

Belum tersedianya sumber
daya aparatur yang
memenuhi kompetensi
jabatan analis dan penyusun

Bagian Kerjasama

Belum adanya regulasi
daerah yang mengatur
kerjasama daerah

Belum adanya SOP yang
mengatur administrasi
kerjasama OPD

Rendahnya respon OPD
terkait potensi kerjasama
daerah yang bisa
ditindaklanjuti

Kurangnya sumber daya
aparatur yang memenuhi
kompetensi sesuai tupoksi

Belum tersedianya data
potensi kerjasama

Bagian Perekonomian dan
Sumber Daya Alam

Masih rendahnya dukungan
data terkait dengan evaluasi
kinerja BUMD dan
perekonomian daerah

Masih belum adanya sumber
daya aparatur yang memiliki
kompetensi analis ekonomi
daerah

Tingkat responsif pelayanan
informasi analisa ekonomi
daerah yang belum optimal
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Masalah Pokok

Permasalahan

Akar Masalah

(1)

(2)

(3)

Belum adanya SOP yang
mengatur sistem informasi
ekonomi daerah

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Belum optimalnya koordinasi
di Bidang Kesejahteraan
Rakyat

Belum adanya OPD teknis
yang melaksanakan kegiatan-
kegiatan keagamaan

Tingkat responsif OPD yang
masih rendah

Masih adanya kegiatan-
kegiatan teknis

Masih belum adanya sumber
daya aparatur yang memiliki
kompetensi

Bagian Administrasi
Pembangunan

Masih rendahnya dukungan
data pelaksanaan
pembangunan dari OPD
terkait

Belum optimalnya pelayanan
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pembangunan
yang diselenggarakan OPD

Bagian Pengadaan
Barang/Jasa

Belum tersedianya pejabat
fungsional PPBJ

Tingkat responsif pelayanan
yang masih belum optimal

Belum terpenuhinya standar
minimal sarana dan
prasarana PBJ

Belum optimalnya layanan
informasi pengadaan barang
dan jasa

Bagian Umum

Belum tersedianya SOP
pelayanan kerumah tanggaan
Setda dan pimpinan daerah

Tingkat responsif dan kualitas
pelayanan yang masih belum
optimal

Belum adanya pemisahan
tugas antara pelayanan
rumah tangga pimpinan
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Masalah Pokok

Permasalahan

Akar Masalah

(1)

(2)

(3)

daerah dan di lingkungan
Sekretariat Daerah

Belum tersedianya pejabat
pejabat fungsional arsiparis

Bagian Protokol, dan
Komunikasi Pimpinan

Tingkat pelayanan publikasi
pimpinan daerah yang masih
belum optimal

Masih lemahnya koordinasi
penyelenggaraan protokoler
daerah

Masih rendahnya tingkat
responsivitas OPD terkait
pengaduan masyarakat

Bagian Perencanaan dan
Keuangan

Masih adanya keterlambatan
pelaporan keuangan Setda

Masih rendahnya kualitas
kompetensi pengelola
keuangan di lingkungan
Setda

Masih belum adanya sumber
daya aparatur yang memiliki
kompetensi perencana

Belum tersedianya sistem
informasi pengelolaan
keuangan

Sekretariat DPRD

Belum optimalnya fasilitasi
dan dukungan
kesekretariatan dalam
rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi DPRD

Belum Optimalnya
kinerja Sekretariat
DPRD

Kurang optimalnya kajian
produk hukum terkait
permasalahan daerah sebagai
bahan Raperda Inisiatif DPRD

Belum tersedia sistem
informasi digital yang
mendukung pelaksanaan
tugas kedewanan

Masih rendahnya SDM ASN di
lingkungan Sekretariat DPRD
yang memiliki kompetensi
teknis di bidang legislasi,
anggaran, dan pengawasan

Kurangnya tenaga fungsional
analisis hukum

Masih rendahnya SDM ASN di
lingkungan Sekretariat DPRD
yang memiliki kompetensi

II-379 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026




Masalah Pokok

Permasalahan

Akar Masalah

(1)

(2)

(3)

teknis di bidang legislasi,
anggaran, dan pengawasan

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

Inspektorat Daerah

Belum optimalnya fungsi
Inspektorat sebagai
konsultan, katalis dan
penjamin kualitas di
lingkungan pemerintah di
Kabupaten Sumedang

Belum Meratanya
Kapasitas dan
Kapabilitas APIP

Tindak Lanjut Pemeriksaan
(TLHP) yang diselesaikan
dengan rekomendasi belum
optimal

Belum optimalnya strategi
pengawasan berbasis risiko
untuk memprioritaskan
pengawasan pada sektor-
sektor rawan penyimpangan

Penerapan Manajemen Resiko
pada Perangkat Daerah masih
rendah

Belum ada pemetaan risiko
yang komprehensif, sehingga
pengawasan tidak terfokus
pada area yang memiliki
dampak terbesar

Masih banyaknya kepala
Perangkat Daerah yang belum
memahami Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) sehingga
implementasinya hanya
bersifat administratif

Masih terdapat kesenjangan
(GAP) infrastuktur penunjang
pengawasan, khususnya alat
uji dan teknisinya

Masih belum otpimalnya
manajemen pengawasan,
khususnya penegakan kode
etik bagi APIP, sehingga
masih terindikasikan terdapat
oknum yang menerima
gratifikasi dan suap

Belum optimalnya Perangkat
Daerah dalam melaksanakan
pembangunan Zona Integritas

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Kesatuan Bangsa Dan Politik

Belum optimalnya tingkat
cipta kondisi kondusi

Potensi terjadi unjuk rasa
cukup tinggi
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Masalah Pokok

Permasalahan

Akar Masalah

(1)

(2)

(3)

Masih adanya potensi
konflik dan unjuk
rasa

Belum optimalnya Tim
Pemantauan Orang Asing
(TPOA)

Potensi Radikalisme dan
terorisme masih ada

Belum optimal koordinasi
dalam penanganan konflik
social

Belum optimalnya tim
terpadu penanganan konflik
social

Belum optimalnya forum-
forum strategis (forum
kewaspadaan dini
masyarakat, forum
pembauran kebangsaan,
forum kerukunan umat
beragama, dll.)

Peran ormas di masyarakat
belum optimal

Kesulitan pengecekan
keabsahan badan hukum
ormas

Sinergitas antar lembaga
masih kurang terurtama
forum-forum strategis
masyarakat (contoh FKUB,
FKDM, FPK, Forkopinda)

Masih rendahnya
partisipasi dalam
mendukung proses
demokrasi

Literasi politik masyarakat
masih terbatas

Pendidikan demokrasi belum
menjadi bagian dari
pendekatan sistematis di
sekolah, forum pemuda, atau
kegiatan warga

Belum optimalnya Tim
Pemantauan Perkembangan
Politik di Kabupaten
Sumedang

Belum optimalnya
pengintegrasian nilai-nilai
kebangsaan 4 (empat) pilar
(Pancasila, UUD 1945,
Bhineka Tunggal Ika, NKRI)

Sumber: Bappppeda Kabupaten Sumedang, 2025
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BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menentukan arah kebijakan ekonomi daerah berpedoman pada arah

kebijakan ekonomi nasional. Arah kebijakan ekonomi nasional sesuai dengan

Tema dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yaitu:

“Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan

Inklusif”’. dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pangan dan Energi melalui Swasembada Pangan, Energi dan Air

dengan prioritas dan sasaran :

Optimalisasi BULOG; pelaksanaan food estate; Peningkatan bauran

ethanol dan biodiesel; Energi terbarukan; pengembangan SPAM

terintegrasi hulu ke hilir.

2. Ekonomi, dengan prioritas dan sasaran:

a.

Pendikan dan Kesetaraan

Ekosistem Makan Bergizi Gratis; Percepatan renovasi sekolah;
Sekolah Unggulan; Cek Kesehatan; dan Percepatan rumah sakit
daerah.

Deregulasi dan Kepastian hukum

Reformasi Birokrasi; Kemudahan Berbisnis; dan Ketertarikan
Investasi.

Adopsi Teknologi dan Inovasi

Transformasi Digital; Riset dan Inovasi.

Pertahanan Semesta

Komponen cadangan; Pemenuhan Alutsista; Penguatan kemampuan
teritorial;

Fiskal Adaftif, Stabilitas Makro Ekonomi

Berdasarkan tema kemudian dijabarkan 3 (tiga) fokus pembangunan
pada Tahun 2025 yaitu (1) Sumber Daya Manusia Berkualitas, (2)

Infrastruktur Berkualitas, (3) Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.

3. Inklusif, dengan prioritas dan sasaran:

a.

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
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Percepatan Hilirasi SDA oleh entitas milik indonesia; Optimalisasi
potensi SWF Danantara

b. Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Data tunggal kemiskinan; Digitalisasi bantuan; 3 juta rumah; dan

70.000 Koperasi Merah Putih.

Perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026
mengusung tema “Pemerataan Distribusi Akses Layanan Dasar”. Tema
tersebut memiliki makna bahwa aksesbililtas layanan dasar perlu merata. Hal
ini bertujuan untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa yang ditandai dengan
focus pembangunan pada penguatan fondasi transformasi sosial, ekonomi,
dan tata kelola yang dimulai dari layanan dasar melalui peningkatan
intensitas dan cakupan, baik di perkotaan maupun di pedesaan khususnya
pada daerah-daerah yang belum merata namun memiliki nilai strategis yang
tinggi.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Sumedang
untuk tahun 2025 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi
pada tahun 2024 dan awal tahun 2025, prospek serta tantangan
perekonomian pada tahun 2024 dan 2025. Kabupaten Sumedang pada 2026
merumuskan Tema pembangunan “Peningkatan Sumber Daya Manusia,
Infrastruktur dan Ekonomi yang Berkelanjutan” sebagai cerminan
komitmen untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, merata,

dan ramah lingkungan.

Ekonomi yang tangguh mengacu pada ketahanan terhadap berbagai
tantangan eksternal, seperti perubahan geopolitik, fluktuasi harga
komoditas, dan bencana alam. Hal ini dapat dicapai dengan diversifikasi
ekonomi, memperkuat sektor-sektor yang memiliki daya tahan tinggi, dan

menciptakan jaringan kelembagaan yang kuat untuk menghadapi risiko.

Ekonomi yang inklusif berarti bahwa seluruh lapisan masyarakat,
termasuk yang rentan dan terpinggirkan, memiliki akses yang sama terhadap
peluang ekonomi. Ini melibatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat
pedesaan, perempuan, dan kelompok minoritas untuk ikut serta dalam

proses pembangunan ekonomi.

Ekonomi yang berkelanjutan berfokus pada penggunaan sumber daya
alam secara bijaksana dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan

dan generasi mendatang. Hal ini melibatkan pengembangan sumber daya
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alam secara berkelanjutan, penggunaan energi terbarukan, pengelolaan

limbah, dan pelestarian lingkungan.

Dengan mengadopsi pendekatan ini, Kabupaten Sumedang berupaya
untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang seimbang, yang tidak hanya
memberikan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan stabil, tetapi juga inklusif
bagi seluruh masyarakat, serta berkelanjutan bagi lingkungan. Diharapkan,
setiap langkah pembangunan ekonomi yang diambil akan mengarah pada
kesejahteraan yang lebih baik bagi semua pemangku kepentingan, saat ini

maupun di masa depan.

Berdasarkan capaian indikator makro pembangunan hingga tahun
2024, laju pertumbuhan ekonomi menjadi satu-satunya yang tidak mencapai
target. Indikator lain yang mencapai target namun perlu tetap ditingkatkan
progressnya adalah IPM, PDRB per Kapita, dan tingkat kemiskinan. Ketiga
indikator ini capaiannya masih tertinggal dari regional Provinsi Jawa Barat
dan nasional. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka meski capaian
Kabupaten Sumedang sudah lebih baik dari Provinsi Jawa Barat, namun
masih lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sementara itu, gini ratio yang
menjadi indikator ketimpangan distribusi pendapatan, capaian tahun 2024
sudah lebih baik dibandingkan Jawa Barat dan nasional. Namun demikian,
tetap diperlukan upaya agar ketimpangan dapat terus diturunkan sehingga
pembangunan semakin inklusif atau dinikmati secara lebih merata oleh
seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sumedang.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Makro Tahun 2024 dan Proyeksi
Tahun 2025 - 2026

Tahun 2024 Proyeksi Proyeksi
Indikator Satuan
.. . Tahun 2025 Tahun 2026
Target Realisasi Ketercapaian
Indek Poin 73,11 74.57 Tercapai. Meningkat 74,48* 75,45
Pembangunan dari 74.02 di tahun
Manusia 202
Tingkat Persen 9,5 9,10 Tercapai. Menurun 9,09 - 8,23 8,34
Kemiskinan dari 9.36% di tahun
2023
Tingkat Persen 7,00 6,16 Tercapai. Menurun 6.13 - 6.68 5,41
Pengangguran dari 6.94% di tahun
Terbuka 0023
Gini Ratio Poin 0,36 0,337 Tercapai. Membaik 0,360 -0,335 0,334
dan lebih rendah
dari
capaian tahun 2023
sebesar 0,366

III-3 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026




Indikator

Satuan

Tahun 2024

Target

Realisasi

Ketercapaian

Proyeksi
Tahun 2025

Proyeksi
Tahun 2026

Laju
Pertumbuhan
Ekonomi

Persen

5,30

4,05

Belum tercapai.
Ekonomi tumbuh

melambat dari
capaian Tahun
sebelumya.

Tahun 2023
mencapai 5,01%.
Salah satu

penyebabnya
perkembangan
sektor

Industri Pengolahan
terkontraksi -1,3%.

4.79 - 5.20

6,03

PDRB per Kapita
(ADHB)

Juta
Rupiah

36,20

39,7

Tercapai. Meningkat
signifikan dibanding

tahun 2023 yang
baru mencapai 36,77

Juta

39.55 -39.91

46,67

Penurunan
Intensitas Emisi
GRK

ton
CO2eq/

Miliar

N/A

N/A

6,05

6,44

Sumber: Bappppeda Kabupaten Sumedang (2025)

Perlambatan ekonomi di tahun 2024 juga terjadi di level nasional dan

regional Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi nasional sedikit melambat dari
5,04% di 2023 menjadi 5,03% di 2024. Provinsi Jawa Barat melambat dari
5,00% di 2023 menjadi 4,95% pada tahun 2024. Demikian pula dengan

Kabupaten Sumedang yang melambat lebih signifikan dari 5,01% di 2023

menjadi 4,05% di 2024. Banyak faktor yang memicu terjadi perlambatan

ekonomi tersebut, diantaranya adalah melemahnya permintaan global yang

berdampak pada sektor industri pengolahan dan ekspor, serta ketidakpastian

ekonomi global akibat konflik geopolitik dan volatilitas harga komoditas yang

turut mempengaruhi sektor perdagangan dan investasi daerah.
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Tren Pertumbuhan Ekonomi 2015-2024
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Grafik 3.1 Tren Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015-2024
(Sumber : BPS, 2025)

Di dalam negeri, adanya regulasi yang menjamin fleksibilitas masuknya
produk impor menyebabkan banyak industri tekstil gulung tikar sehingga
terjadi gelombang PHK. Bahkan, salah satu industri tekstil terbesar di
Sumedang mengalami bencana angin puting beliung dan kebakaran dalam
selang waktu yang berdekatan. Hal ini menyebabkan turunnya produksi dan

terkontraksinya sektor sekunder sejak awal tahun 2024.

B Sektor Primer M Sektor Sekunder M Sektor Tersier EPDRB
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Periode

Grafik 3.2 Laju Pertumbuhan (c-to-c) PDRB Kabupaten Sumedang
(Sumber : BPS, 2025)

Selain industri pengolahan, sektor konstruksi yang juga merupakan
sektor sekunder, ternyata mengalami kontraksi. Pasca pembangunan jalan

tol Cisumdawu yang merupakan proyek strategis nasional, pembangunan
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konstruksi di kabupaten Sumedang menjadi lebih lambat. Dengan demikian,
Perlambatan LPE di 2024 disebabkan terkontraksinya 2 sektor yang selama
ini memberikan kontribusi besar, yaitu sektor industri pengolahan dan sektor

konstruksi memberikan share 29,49% dari total PDRB Kabupaten Sumedang.

Kontribusi & Pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB Kab. Sumedang Tahun 2024

Sektor &
Industri Pengolahan | ||| I 1032 -1.13 022 B
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan _ 19.27 - 6.55 _ 1.26
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobi.. _ 15.82 - 5.76 - 0.91
Konstruksi 10.22 2430 025 B
Jasa Pendidikan 6.42 Bl s.e7 0.45
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum - 5.49 - 8.68 0.48
Transportasi dan Pergudangan - 5.37 - 11.28 - 0.61

Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jam.. - 4.96 3.97 0.20

Jasa Keuangan dan Asuransi -4.32 -4.94 0.21

Informasi dan Komunikasi - 3.73 -6.71 0.25
Jasa Lainnya JJ] 2.05 a7z 0.10
Real Estate JJ 1.45 77 0.10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial I 1.06 - 5.76 0.06
Pengadaan Listrik dan Gas | 0.31 W a7a 0.01
Jasa Perusahaan ‘ 0.10 - 5.82 0.01

Pertambangan dan Penggalian \ 0.08 -5.59 - 0.00
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah d.. ‘ 0.02 - 8.39 0.00
0 10 20 -10 0 10 201 0 1 2
Kontribusi = Pertumbuhan Sumber Pertumbuhan

Grafik 3.3 Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kab. Sumedang 2024
(Sumber : BPS, 2025)

Sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang tahun 2024
bergeser ke sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh 6,55%
dengan kontribusi pada PDRB 19,27%. Share yang semakin mendekati sektor
industri pengolahan yang hanya terpaut 0,05% saja mengindikasikan peran
sektor pertanian yang masih strategis, terutama dalam serapan tenaga kerja.
Masih tingginya penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengindikasikan
bahwa sebagian besar penduduk belum dapat bertansformasi dari sektor

primer karena keterbatasan akses, pendidikan, dan keterampilan.
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Grafik 3.4 Proporsi Tenaga Kerja berdasarkan Lapangan Usaha
Tahun 2019-2024

(Sumber: Sakernas BPS, 2025)

Selain sektor pertanian, peran sektor perdagangan dan sektor jasa
pendidikan selain memberikan share yang cukup besar, juga tumbuh lebih
cepat dari Pertumbuhan PDRB Kab. Sumedang. Sektor lain yang berperan
dalam pertumbuhan adalah sektor yang terkait dengan jasa, seperti
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Pendidikan, dan
Transportasi menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik, yang
berkontribusi terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Sumedang

pasca-pandemi.

Beberapa sektor seperti Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Kesehatan
dan Kegiatan Sosial, serta Real Estate menunjukkan kontribusi yang lebih
kecil dan pertumbuhan yang moderat, yang menandakan sektor-sektor ini
membutuhkan lebih banyak perhatian agar dapat memberikan dampak yang

lebih besar terhadap perekonomian Sumedang.
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Grafik 3.5 Proporsi Tenaga Kerja berdasarkan Lapangan Usaha
(Sumber : BPS, 2025)

Akselerasi pertumbuhan ekonomi menjadi sangat strategis mengingat
pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat telah menargetkan pertumbuhan
ekonomi 8% pada tahun 2029. Sebuah target yang memerulukan extra effort
mengingat Kabupaten Sumedang belum pernah mencapai pertumbuhan

ekonomi di atas 7%.

Sebelum pandemi COVID-19, ekonomi Kabupaten Sumedang
menunjukkan performa yang baik dengan pertumbuhan ekonomi mencapai
6,33% pada 2019. Angka ini mencerminkan keberhasilan perekonomian
Sumedang yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan rata-rata provinsi
maupun nasional. Namun, pandemi COVID-19 membawa dampak yang
sangat besar terhadap ekonomi Sumedang. Pada tahun 2020, pertumbuhan
ekonomi Sumedang terkontraksi hingga -1,12%, lebih baik sedikit
dibandingkan dengan penurunan ekonomi di Jawa Barat dan Indonesia yang
tercatat lebih dalam. Meskipun demikian, Sumedang berhasil menunjukkan

ketahanan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Pasca pandemi, pemulihan ekonomi Sumedang terlihat lebih lambat.
Meskipun ada perbaikan, pertumbuhan ekonomi pada 2024 hanya mencapai
4,05%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka sebelum pandemi.

Penurunan pertumbuhan pasca-pandemi ini menunjukkan bahwa meskipun
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beberapa sektor menunjukkan pemulihan, perekonomian Sumedang masih
menghadapi tantangan untuk kembali ke jalur pertumbuhan yang lebih
tinggi.

Beberapa sektor ekonomi Sumedang Dberhasil mencatatkan
pertumbuhan yang cukup signifikan pasca-pandemi, terutama di sektor-
sektor yang terpengaruh oleh peningkatan infrastruktur dan konektivitas.
Sektor Transportasi dan  Pergudangan, misalnya, menunjukkan
pertumbuhan yang sangat baik, tercatat mencapai 11,28% pada 2024 setelah
beroperasinya Tol Cisumdawu, yang meningkatkan aksesibilitas ke daerah-
daerah sekitar. Selain itu, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
juga mengalami lonjakan pertumbuhan, mencerminkan kembali pulihnya

sektor pariwisata yang sebelumnya terhenti akibat pandemi.

Namun, sektor lain yang cukup besar dalam perekonomian Sumedang,
seperti Industri Pengolahan, menghadapi tantangan lebih besar dalam hal
pertumbuhan. Pada 2024, sektor ini justru mengalami kontraksi dengan
penurunan -1,13%, yang menunjukkan perlunya perhatian lebih untuk
meningkatkan daya saing dan produktivitas industri pengolahan di
Sumedang. Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029,
sektor industri pengolahan harus menjadi fokus utama, terutama dengan
mempercepat proses industrialisasi dan mendiversifikasi sektor-sektor yang

dapat memperkuat struktur perekonomian daerah.

Secara keseluruhan, meskipun Sumedang telah menunjukkan
ketahanan dan pemulihan yang baik dalam beberapa sektor pasca-pandemi,
tantangan terbesar ke depan adalah mempercepat pemulihan sektor-sektor
yang lebih lambat berkembang, seperti industri pengolahan, serta
memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat
tercapai. Dengan adanya upaya strategis dalam mendorong investasi dan
memperkuat sektor-sektor yang memiliki potensi besar seperti transportasi,
akomodasi, dan industri, Sumedang dapat kembali berada di jalur

pertumbuhan yang lebih kuat menuju target ekonomi 8% pada tahun 2029.
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Grafik 3.6 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2024-2029
(Sumber: Bappeda Provinsi Jabar, 2025)

Tabel 3.2 Target Pertumbuhan Ekonomi per Sektor dari Provinsi Jawa Barat
Tahun 2024-2029

Pertanian 4.47 4.47 5.32 6.37 6.28 6.30
Industri Pengolahan 5.39 5.51 6.69 8.24 8.40 8.76
Perdagangan 4.91 5.01 6.09 7.49 7.65 7.97
Transportasi 5.10 5.20 6.32 7.78 7.94 8.27
Penyediaan Akomodasidan | g 15 | 625 | 760 | 9.35 | 9.54 | 9.94
Makan Minum

Sumber: Bappeda Provinsi Jabar, 2025

Tabel yang ditampilkan memberikan gambaran mengenai trayektori
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang dari 2024 hingga 2029, dengan
fokus pada sektor-sektor unggulan yang menjadi pilar perekonomian daerah
ini. Dari lima sektor unggulan yang ditampilkan—pertanian, industri
pengolahan, perdagangan, transportasi, dan penyediaan akomodasi dan
makan minum—terlihat bahwa hanya sektor industri pengolahan yang tidak
mencapai target pertumbuhannya pada tahun 2024 dan menjadi tantangan

utama untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

Sektor industri pengolahan diharapkan tumbuh 5,39% pada 2024,
namun sektor ini mengalami penurunan pertumbuhan di tahun-tahun

berikutnya, dengan angka yang lebih rendah dari target yang seharusnya,
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yaitu 8%. Meskipun industri pengolahan memiliki kontribusi besar terhadap
PDRB Kabupaten Sumedang, kinerja yang lebih lambat dalam sektor ini akan
menjadi tantangan besar bagi daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi
yang lebih tinggi. Sektor ini membutuhkan terobosan dalam inovasi,
pembangunan kapasitas industri, dan peningkatan daya saing untuk dapat
berkontribusi lebih signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

Sumedang.

Sebaliknya, sektor-sektor lainnya seperti pertanian, perdagangan,
transportasi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan
pertumbuhan yang lebih baik dan potensi untuk tumbuh lebih pesat. Sektor
pertanian terus tumbuh stabil dengan angka 4,47% pada 2024, meskipun
diharapkan ada sedikit penurunan dalam tahun-tahun berikutnya, sektor ini
tetap menjadi sektor kunci dalam perekonomian Sumedang. Begitu pula
dengan perdagangan yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan 4,91%
pada 2024, dan terus berkembang seiring dengan peningkatan daya beli

masyarakat dan distribusi barang.

Sektor transportasi yang mendapat dorongan dari pembangunan Tol
Cisumdawu diperkirakan akan terus tumbuh pesat dengan proyeksi
pertumbuhan sebesar 5,10% pada 2024 dan terus meningkat hingga 8,27%
pada 2029, memperlihatkan kontribusi sektor ini yang sangat besar terhadap
perekonomian Sumedang. Terakhir, sektor penyediaan akomodasi dan
makan minum juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terutama
setelah pemulihan pasca-pandemi, dan diproyeksikan tumbuh hingga 9,94%

pada 2029.

Dengan demikian, meskipun Sumedang menunjukkan potensi besar di
sektor-sektor lain, tantangan terbesar yang dihadapi adalah mempercepat
pertumbuhan sektor industri pengolahan untuk mendukung pencapaian
target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Penguatan sektor industri
melalui investasi teknologi, infrastruktur industri, dan diversifikasi sektor
industri sangat diperlukan agar Sumedang dapat meraih pertumbuhan yang

lebih tinggi dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Dokumen ini memberikan gambaran tentang potensi pengembangan
Kabupaten Sumedang, dengan penekanan pada beberapa sektor utama yang
dapat mendorong perekonomian daerah, serta langkah-langkah intervensi

untuk mendukung pertumbuhan tersebut. Sumedang memiliki potensi besar
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dalam beberapa sektor, termasuk pertanian, industri pengolahan, pariwisata,

dan pendidikan. Beberapa potensi yang disorot adalah:

Peningkatan Produksi beberapa komoditas unggulan seperti mangga,

sawo, ubi jalar, dan kopi dapat menjadi andalan dalam sektor pertanian.

Peningkatan Spillover Effect Sektor Jasa Pendidikan yang dapat terjadi

dengan adanya peningkatan aksesibilitas melalui Tol Cisumdawu. Akses ini

diharapkan dapat mendorong perkembangan sektor pariwisata yang lebih

besar. Peningkatan Aktivitas Pariwisata, yang sangat bergantung pada akses

transportasi dan pengembangan sektor-sektor terkait, termasuk akselerasi

sektor industri pengolahan. Dalam upaya meningkatkan potensi-potensi

tersebut, beberapa intervensi penting perlu dilakukan:

1.

Rehabilitasi dan Peningkatan Infrastruktur. Fokus pada rehabilitasi
irigasi, konservasi sumber daya air, serta pembangunan infrastruktur
pemantauan kualitas air di sungai, situ, dan danau. Ini sangat penting
untuk mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan industri

pengolahan.

. Branding dan Peningkatan Pariwisata. Pada level provinsi, branding

pariwisata Kabupaten Sumedang dapat dilakukan dengan menonjolkan
aspek budaya dan warisan Sunda, seperti melalui festival Tarawangsa dan
promosi komoditas lokal seperti manga gedong gincu, yang dapat

meningkatkan daya tarik wisatawan.

. Penguatan Sektor Industri dan Pertanian. Pada level kabupaten, sektor

industri pengolahan perlu mendapatkan perhatian melalui hilirisasi dan
branding produk lokal, yang dapat meningkatkan nilai tambah dari
produk pertanian dan non-pertanian. Begitu juga dengan sektor
pertanian, di mana penataan kawasan agribisnis dan pengembangan
agroindustri serta agrowisata akan meningkatkan daya saing produk

pertanian.

. Peningkatan Sektor Transportasi dan Infrastruktur. Penguatan

infrastruktur transportasi sangat penting untuk mendukung konektivitas
antar sektor, seperti perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan lainnya.
Pembangunan jaringan transportasi yang terintegrasi akan mendorong
pengembangan kawasan industri dan perdagangan yang lebih luas, serta

mendukung sektor pariwisata.

. Penyediaan Akomodasi dan Mamin. Penyediaan akomodasi dalam bentuk

eco-homestay dan glamping resort dapat memanfaatkan kawasan wisata

alam di Sumedang untuk mendongkrak sektor pariwisata. Ini akan

III-12 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2026



mendukung pengembangan kuliner lokal dan meningkatkan pengalaman

wisatawan.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029,
Sumedang perlu fokus pada sektor-sektor unggulan seperti industri
pengolahan, pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Dengan adanya akses
tol Cisumdawu, Sumedang dapat memanfaatkan spillover effect untuk
meningkatkan sektor pendidikan dan pariwisata secara lebih efektif.
Peningkatan infrastruktur dan konektivitas juga akan memberikan dampak
besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan
mendukung peningkatan daya saing daerah ini dalam tingkat nasional dan
internasional. Dengan demikian, upaya terobosan dalam pengembangan
sektor-sektor strategis, seperti industri pengolahan, pariwisata, dan
pertanian berbasis agrowisata, menjadi kunci bagi Kabupaten Sumedang
untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih berkelanjutan
dalam beberapa tahun ke depan, khususnya di tahun 2026 yang menjadi

tahun krusial untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih akseleratif.

Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2025-2029. Kebijakan-kebijakan yang digulirkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Sumedang adalah untuk memenuhi target-target
pembangunan yang tertuang dalam RPJMD. Berdasarkan tema
pembangunan Peningkatan Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan
Ekonomi yang Berkelanjutan maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten

Sumedang di tahun 2026 adalah:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Pengembangan Pendidikan dan Keterampilan: Fokus pada peningkatan
kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja dengan program
pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
Melalui program beasiswa dan pelatihan, generasi muda dapat
dipersiapkan untuk berkompetisi di dunia kerja yang semakin
berkembang, terutama di sektor industri dan teknologi.

b. Transformasi Pendidikan untuk Ekonomi Digital: Meningkatkan adopsi
teknologi dalam pendidikan dengan memanfaatkan sistem
pembelajaran berbasis digital. Menyediakan pendidikan teknis dan

keterampilan yang relevan dengan perkembangan industri 4.0, serta
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mendukung transisi tenaga kerja dari sektor informal ke sektor formal
melalui pelatihan berbasis digital.

c. Pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal: Mendukung peningkatan kapasitas
pekerja dengan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan sektor
industri yang berkembang, dan memastikan adanya akses ke
pendidikan tinggi untuk menciptakan SDM yang mampu beradaptasi
dengan inovasi dan teknologi.

2. Diversifikasi Ekonomi

a. Penguatan Sektor Industri dan Jasa: Mengurangi ketergantungan pada
sektor pertanian dengan mendorong sektor industri pengolahan dan
sektor jasa, yang berbasis pada inovasi dan teknologi. Pemkab
Sumedang dapat mendorong pembangunan kawasan industri berbasis
komoditas lokal yang berorientasi pada nilai tambah tinggi, serta
memfasilitasi pengembangan sektor jasa, khususnya yang
berhubungan dengan digitalisasi dan pariwisata.

b. Inovasi Ekonomi Berkelanjutan: Mengembangkan ekonomi yang
berkelanjutan dengan mendorong sektor berbasis teknologi yang ramah
lingkungan. Mendorong investasi dalam teknologi hijau, serta
memanfaatkan riset dan pengembangan untuk memperkenalkan solusi
inovatif dalam sektor pertanian dan industri yang dapat mengurangi
dampak negatif terhadap lingkungan.

c. Peningkatan Daya Saing Daerah: Mengoptimalkan potensi ekonomi
lokal melalui pengembangan produk berbasis riset dan inovasi
teknologi. Pengembangan produk lokal dengan kualitas dan daya saing
tinggi dapat meningkatkan peluang pasar, baik domestik maupun
internasional.

3. Ketahanan Lingkungan dan Pertanian

a. Pertanian Berkelanjutan Berbasis Teknologi: Memperkenalkan
teknologi pertanian yang ramah lingkungan untuk mengurangi dampak
perubahan iklim dan meningkatkan ketahanan pangan. Program
seperti pertanian presisi yang menggabungkan data dan teknologi
untuk memaksimalkan hasil pertanian dengan efisiensi sumber daya
yang lebih baik dapat menjadi prioritas.

b. Ketahanan Pangan dan Energi Terbarukan: Membangun sistem
ketahanan pangan yang berbasis pada inovasi dan keberlanjutan,
dengan mengadopsi praktik pertanian ramah lingkungan dan

mengembangkan energi terbarukan dari sumber daya alam lokal
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seperti biomassa atau tenaga surya yang dapat menunjang sektor
pertanian dan industri.

c. Ekonomi Hijau: Mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau dalam
kebijakan pembangunan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya
alam, pengurangan emisi karbon, dan perlindungan ekosistem.
Mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dengan
menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan.

4. Optimalisasi Infrastruktur Baru

a. Pengembangan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial: Pemkab Sumedang
harus mengoptimalkan infrastruktur baru seperti Jalan Tol
Cisumdawu dan Bandara Kertajati, dengan mengintegrasikan
pengembangan kawasan industri dan pariwisata di sekitar
infrastruktur tersebut. Ini akan meningkatkan konektivitas ekonomi,
memperkuat perdagangan, dan mendukung pengembangan destinasi
wisata berbasis budaya dan alam.

b. Transportasi Berkelanjutan: Membangun sistem transportasi yang
efisien dan ramah lingkungan untuk mendukung distribusi barang dan
jasa, serta meningkatkan aksesibilitas antar daerah. Pengembangan
transportasi berbasis digital dan penggunaan kendaraan listrik akan
mendukung pengurangan emisi karbon dan mempercepat konektivitas
antar daerah.

c. Infrastruktur Hijau: Mengembangkan infrastruktur yang tidak hanya
berfokus pada kebutuhan ekonomi tetapi juga pada keberlanjutan
lingkungan. Misalnya, pembangunan ruang terbuka hijau, sistem
pengelolaan air hujan, dan fasilitas pengelolaan sampah yang ramah
lingkungan untuk memperkuat daya dukung lingkungan.

5. Pembangunan Inklusif

a. Pemberdayaan Masyarakat Rentan: Memastikan bahwa kelompok
rentan, seperti masyarakat miskin dan pekerja di sektor informal,
mendapatkan akses terhadap permodalan, pelatihan keterampilan,
serta peluang pekerjaan yang lebih baik melalui program-program
pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

b. Pengurangan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Melalui kebijakan
pemberdayaan ekonomi berbasis inklusif, pemerintah daerah dapat
memberikan insentif dan dukungan kepada UMKM dan sektor
pariwisata, yang merupakan sektor penting dalam menyediakan

lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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c. Inklusivitas dalam Pembangunan: Menjamin pemerataan akses
terhadap pendidikan, pelatihan, dan peluang ekonomi di seluruh
wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil atau kurang berkembang.
Memastikan bahwa setiap warga Sumedang dapat merasakan manfaat

dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Salah satu sumber utama penerimaan kas daerah adalah Pendapatan
Daerah, oleh karenanya pendapatan daerah perlu dioptimalkan untuk
menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang tinggi sebagai pendukung
pendanaan pembangunan daerah. Adapun sumber Pendapatan Daerah
terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa
penyesuaian pengelolaan Pendapatan daerah dan harus di sesuaikan paling
paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkanya Undang —
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah serta penerapan DAU sesuai dengan ketentuan
dalam Undang- Undang ini tidak boleh mengakibatkan penurunan alokasi
DAU per daerah paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diberlakukannya

ketentuan mengenai alokasi DAU berdasarkan Undang-Undang ini.

Perumusan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos
pendapatan daerah dalam APBD meliputi arah kebijakan Perencanaan

Pendapatan Daerah dan Strategi Pendapatan Daerah meliputi:

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

b) Peningkatan sistem pemungutan dan sistem pengawasan dan
penyesuaian regulasi yang berlaku;

c) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan
daerah;

d) Meningkatkan akurasi perhitungan potensi Pendapatan Asli Daerah
yang dapat dijadikan sumber-sumber pendapatan baru;

e) Mendayagunakan kekayaan atau asset-aset yang idle, dengan
melakukan kerja sama dengan pihak ketiga;

f) Koordinasi dan konsultasi yang intens Pemerintah Daerah dan

Pemerintah Pusat; dan
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g)

Digitalisasi pengelolaan Pendapatan Daerah.

Strategi Pendapatan Daerah

a)
b)

c)
d)

Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah;
Peningkatan kapasitas sdm pengelola pendapatan daerah melalui
pendidikan dan pelatihan;
Peningkatan penegakan regulasi pajak dan retribusi daerah;
Melakukan pemetaan potensi daerah yang dapat berdampak pada
peningkatan pendapatan daerah dan strategi pemanfaatannya;
Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang
pajak daerah dan retribusi daerah;
Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah; dan
Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah dalam menggali

potensi pendapatan asli daerah.

Kebijakan, strategi dan upaya pada Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun

Anggaran 2025 meliputi:
3.2.1.1. Pajak Daerah

1. Upaya Intensifikasi:

a. Melaksanakan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui
Teknologi Informasi dan Komunikasi berbasis digital;
b. Melaksanakan pemutakhiran data objek pajak daerah melalui:
1) Pendataan wajib pajak untuk PBJT - Makanan dan/atau
Minuman, PBJT - Tenaga Listrik, PBJT - Jasa Perhotelan, PBJT -
Jasa Parkir, PBJT - Jasa Kesenian dan Hiburan, Pajak Reklame,
Pajak Air Tanah, dan Pajak MBLB;
2) Melaksanakan pemutakhiran administrasi pajak daerah berbasis
Nomor Induk Kependudukan terhadap PBB-P2 dan BPHTB;
3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2):
a) Pemutakhiran Data Objek Tanah dan Bangunan;
b) Penilaian individual terhadap objek PBB-P2;
c) Penghapusan tunggakan/piutang PBB-P2.
c. Melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak self assessmentdan
official assessment;
d. Melaksanakan penagihan piutang pajak antara lain:
1) Penyelenggaraan reklame yang belum daftar ulang (BDU) pajak
reklame;
2) PBB-P2;
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3) Melaksanakan cleansing data terhadap piutang pajak.

e. Melaksanakan optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum
pengelolaan Pajak Daerah;

f. Melaksanakan Pelatihan dan Pendidikan bagi Pengelola Pajak Daerah;

g. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya dalam

optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik

nama kendaraan bermotor beserta opsennya melalui:

1) Melaksanakan pemetaan potensi Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB);

2) Penegakan hukum atau operasi gabungan penertiban administrasi
kendaraan bermotor;

3) Melaksanakan  sosialisasi, edukasi, penyuluhan  untuk
meningkatkan kepatuhan Masyarakat dalam membayar Pajak
Kendaraan Bemormotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor (BBNKB);

4) Melaksanakan penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar

Ulang atau penagihan tunggakan PKB/pendataan Wajib Pajak.

2. Upaya Ekstensifikasi:

a. Melaksanakan penyusunan peraturan daerah dan peraturan Bupati
tentang pajak daerah;

b. Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah;

c. Melaksanakan identifikasi dan pendataan wajib Pajak baru;

d. Melaksanakan Pengembangan kerjasama pengelolaan Pajak Daerah
dengan pihak terkait;

e. Melaksanakan Pemanfaatan teknologi Informasi;

f. Pemanfaatan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan PKB dan

meminimalisir KTMDU.
3.2.1.2. Retribusi Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pe